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TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi
masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan
kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan
hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya
tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas
kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, perlu
adanya rencana aksi pembangunan berkelanjutan;

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun
2019-2023 yang memuat target, arah kebijakan dan strategi
pencapaian dengan melibatkan semua pemangku
kepentingan, universalitas, terintegrasi dan saling terkait pada
semua dimensi sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan
tata kelola;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun
2019-2023;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950, Halaman 86-92);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
136);

Peraturan Daerah Pruvinsi Jawa Tengah Normor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan
Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan,
Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
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Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2019-2023.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintali Daerah adalah Gubernur sebagai umsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaranaan pemerintahan
dan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB adalah
agenda yang memuat tujuan dan sasaran global sampai tahun 2030.

5. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa
Tengah yang selanjuinya disingkat RAD TPB adalah Rencana Aksi Daerah
Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019-2023.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah
pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

~!

Pemerintah Kabupaten/Kota adatah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah.

8. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah
organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkzm kesamaem  aspirasi, kehendak, kebutuhem, kepentingan,
kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila.

9. Filantropi adalah pilak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara
sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial
kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.

10. Pemangku kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi,
filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan
pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan
tinggi.





[image: image5.jpg]12. Pemangku kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi,
filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan
pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

13. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan
Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta
mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau
akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

i4. Evaluasi adalah penilaian yang sistemnatis dan objektif atas implementasi
dan hasil dari pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan yang telah selesai.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
a. RAD TPB;
b. pemantauan dan evaluasi;
c. pelaporan; dan
d. pembiayaan.
BAB IiI
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Pasal 3

RAD TPB merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan
dalam upaya pencapaian target TPB dan pencapaian sasaran pembangunan
daerah dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan.
Pasal 4
(1) Dokumen RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
a. BABI : Pendahuluan;

b. BABII : Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB
Daerah;

c. BABIII : Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB Daerah;

d. BABIV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;

e. BABV : Penutup.

(2) Dokumen RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dalam Peraturan Gubernur ini.
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RAD TPB digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi RAD TPB dan
penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka menengah dan jangka
pendek; serta acuan bagi organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi,
filantropi, pelaku usaha, pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi RAD TPB.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6
(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB dilakukan
oleh Pemerintah Daerah di tingkat provinsi sesuai dengan kewenangannya.
(2) Gubernur menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan untuk mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pencapaian RAD TPB.
(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 7

(1) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Gubernur dan
menjadi bahan laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB.

(2) Laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri
Dalam Negeri sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini
dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
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KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah.

Ditetapkan di Semarang

,;d@ mggal\ 30 Desember 2|0 i9

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
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BERITA DAERPFIEI“\J INSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 62
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Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan telah terselesaikannya penyusunan
Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Suistainable
Development Goals (TPB/ SDGs) Jawa Tengah periode 2019-2023, guna memenuhi
amanat Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan. Seluruh pihak telah bekerja sangat baik, secara bersama-sama
menyusun dokumen RAD TPB/ SDGs ini.

RAD TPB/SDGs disusun dengan prinsip inklusifitas, terintegrasi, no one left
behind serta partisipatif. Rencana Aksi yang dijabarkan dari 17 goals
dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar pembangunan, yakni: pilar pembangunan
sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, serta pilar
pembangunan hukum dan tata kelola. RAD TPB/SDGs ini juga telah
diinternalisasikan kedalam dokumen perencanaan RPJMD, Renstra, dan RKPD
serta selaras dengan visi, misi, target, dan indikator pembangunan daerah.

Saya berharap RAD TPB/SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ini dapat
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh karena bagaimanapun keberhasilan
pencapaian target memerlukan komitmen semua pihak, mulai dari proses
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi hingga pelaporan pencapaiannya.

Sekali lagi, RAD TPB/SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023 adalah bentuk
komitmen pemerintah provinsi dalam melaksanakan TPB/SDGs sesuai amanat
Perpres. Untuk itu, atas tersusunnya dokumen ini saya sampaikan apresiasi dan
ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Koordinasi Daerah
Pelaksanaan TPB/SDGs dan tim penyusun yang telah bekerja keras di tengah
melaksanakan tugas-tugas yang lain. Semoga dokumen RAD ini memberi manfaat
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah dan menjadi pengungkit
bagi pencapaian target-target pembangunan di daerah.

_———-Semarang, Desember 2019
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SAMBUTAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan telah terselesaikannya penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) Jawa Tengah periode 2019–2023, guna memenuhi amanat Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Seluruh pihak telah bekerja sangat baik, secara bersama-sama menyusun dokumen RAD TPB/SDGs ini.

RAD TPB/SDGs disusun dengan prinsip inklusifitas, terintegrasi, no one left behind serta partisipatif. Rencana Aksi yang dijabarkan dari 17 goals dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar pembangunan, yakni: pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola. RAD TPB/SDGs ini juga telah diinternalisasikan kedalam dokumen perencanaan RPJMD, Renstra, dan RKPD serta selaras dengan visi, misi, target, dan indikator pembangunan daerah.

Saya berharap RAD TPB/SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ini dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh karena bagaimanapun keberhasilan pencapaian target memerlukan komitmen semua pihak, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi hingga pelaporan pencapaiannya.

Sekali lagi, RAD TPB/SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023 adalah bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam melaksanakan TPB/SDGs sesuai amanat Perpres. Untuk itu, atas tersusunnya dokumen ini saya sampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan TPB/SDGs dan tim penyusun yang telah bekerja keras di tengah melaksanakan tugas-tugas yang lain. Semoga dokumen RAD ini memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah dan menjadi pengungkit bagi pencapaian target-target pembangunan di daerah.

Semarang,  Desember 2019

GUBERNUR JAWA TENGAH

H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.IP.

[image: image9.png]



i | R A D S D G s J a t e n g 2 0 1 9 - 2 0 2 3

[image: image10.jpg]KATA PENGANTAR

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Developments
Goals (SDGs) merupakan agenda global 2030 sebagai hasil kesepakatan dalam
Sidang Umum PBB pada akhir tahun 2015. TPB/SDGs menyepakati 17
goals/tujuan dan 169 target dengan periode pelaksanaan tahun 2016-2030.
Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan
Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB). Salah satu amanat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah
Provinsi adalah menyusun Rencana Aksi Daerah SDGs dengan dukungan dari
pemerintah kabupaten/ kota.

RAD TPB/SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023 telah disusun dan
dirumuskan melalui serangkaian proses diskusi, koordinasi dan konsultasi dengan
seluruh pemangku kepentingan yang meliputi: Organisasi Perangkat Daerah
(OPD), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Filantropi dan Pelaku Usaha serta
Akademisi dan Pakar. Penyusunan RAD TPB/SDGs Tahun 2019-2023 ini juga
mempertimbangkan hasil pelaksanaan TPB/ SDGs Jawa Tengah sebelumnya (RAD
TPB/SDGs Jawa Tengah Tahun 2017-2018).

Harapannya, dengan tersusunnya RAD TPB/ SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-
2023 ini akan sangat bermanfaat dalam memastikan keselarasan pembangunan
daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, cara
mencapai tujuan dan evaluasinya.

Akhir kata kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Tengah, atas arahan, bimbingan dalam penyusunan RAD
‘TPB/SDGs Tahun 2019-2023 ini;

2. Seluruh OPD terkait dan Mitra Pembangunan yang terlibat secara aktif dan
mendukung penyusunan RAD TPB/ SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023;

3. Sekretariat TPB/SDGs, yang telah bekerja keras untuk memfasilitasi,
mengkoordinasikan  dan  memfinalisasi penyusunan dokumen RAD
TPB/ SDGsJawa Tengah Tahun 2019-2023;

4. Seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga kerja keras yang telah kita lakukan ini memberikan manfaat bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, sekaligus kontribusi
terhadap pencapaian pembanguan global secara berkelanjutan.

Semarang, D

KEPALA BADAN-RERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PBNELITIAN-DANPENGEMBANGAN DAERAH




KATA PENGANTAR

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Developments Goals (SDGs) merupakan agenda global 2030 sebagai hasil kesepakatan dalam Sidang Umum PBB pada akhir tahun 2015. TPB/SDGs menyepakati 17 goals/tujuan dan 169 target dengan periode pelaksanaan tahun 2016-2030. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Salah satu amanat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi adalah menyusun Rencana Aksi Daerah SDGs dengan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota.

RAD TPB/SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023 telah disusun dan dirumuskan melalui serangkaian proses diskusi, koordinasi dan konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang meliputi: Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar. Penyusunan RAD TPB/SDGs Tahun 2019-2023 ini juga mempertimbangkan hasil pelaksanaan TPB/SDGs Jawa Tengah sebelumnya (RAD TPB/SDGs Jawa Tengah Tahun 2017-2018).

Harapannya, dengan tersusunnya RAD TPB/SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ini akan sangat bermanfaat dalam memastikan keselarasan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, cara mencapai tujuan dan evaluasinya.

Akhir kata kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, atas arahan, bimbingan dalam penyusunan RAD TPB/SDGs Tahun 2019-2023 ini;

2. Seluruh OPD terkait dan Mitra Pembangunan yang terlibat secara aktif dan mendukung penyusunan RAD TPB/SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023;

3. Sekretariat TPB/SDGs, yang telah bekerja keras untuk memfasilitasi, mengkoordinasikan dan memfinalisasi penyusunan dokumen RAD TPB/SDGsJawa Tengah Tahun 2019-2023;

4. Seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga kerja keras yang telah kita lakukan ini memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, sekaligus kontribusi terhadap pencapaian pembanguan global secara berkelanjutan.

Semarang,
Desember 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, M.Soc,Sc
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RINGKASAN EKSEKUTIF

PENDAHULUAN

Agenda pembangunan daerah di Jawa Tengah Tahun 2018–2023 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018–2023 merupakan penjabaran operasional dari visi gubernur “Menuju Jateng Sejahtera dan Berdikari: Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. RPJMD yang ditetapkan berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2019, dirumuskan dengan memperhatikan elemen strategis yang salah satunya adalah pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan atau yang lazim dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), selanjutnya dijabarkan ke dalam urusan dan kewenangan pembangunan yang relevan dengan agenda pembangunan di daerah. TPB telah diintegrasikan dalam RPJMD 2018-2023, dan 98 target dari 118 target TPB nasional, serta 264 indikator dari 319 indikator TPB nasional telah tercakup yang pada hakekatnya merupakan wujud keselarasan antara nawacita, RPJMN 2019-2024, RPJMD 2018-2023, dan agenda SDGs.

Penetapan Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan wujud kongkrit dari pemerintah pusat dalam melaksanakan agenda global 2030. Tindak lanjut dari Perpres, Gubernur Jawa Tengah membentuk Tim Koordinasi Daerah (TKD) Pelaksanaan TPB yang ditetapkan melalui Pergub No. 050/13 Tahun 2018 tentang Pembentukan TKD dan Pokja Pelaksanaan TPB Jateng 2018-2023. Melalui TKD, gubernur menyusun RAD TPB bersama-sama bupati dan wali kota dan unsur non pemerintah lainnya, satu tahun sejak perpres diberlakukan. RAD TPB pertama tahun 2017-2018 telah tersusun dan ditetapkan dengan Pergub No. 74 Tahun 2018.

TPB dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan universal yang bermakna TPB dilaksanakan bukan hanya oleh negara berkembang namun juga negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia. TPB merupakan kesatuan dimensi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling terkait. Kemajuan pada suatu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. TPB menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya pun harus sanggup memberi kemanfaatan kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah no one left behind atau tidak seorang pun yang tertinggal. Untuk melaksanakan TPB, Jawa Tengah menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platfom partisipasi yang terdiri-dari atas pemerintah dan parlemen, akademisi dan pakar, filantropi dan pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan dan media.

Bertolak dari prinsip-prinsip dasar pelaksanaan TPB tersebut, Jateng berkomitmen menjadikan TPB sebagai gerakan bersama dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, berdikari, tetep mboten korupsi mboten ngapusi. Penyusunan RAD ini juga telah melibatkan sejauh mungkin seluruh platform yang tercermin dalam matrik rencana aksi baik yang akan dilaksanakan unsur pemerintah maupun non pemerintah.
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Sebagai pemerintahan provinsi yang ingin berkomitmen kuat menjalankan TPB, Jawa Tengah juga telah mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pembiayaan pelaksanaan TPB melalui prinsip kemitraan. Melalui koordinasi Bappeda Provinsi Jawa Tengah, setiap tahapan penyusunan RAD TPB melibatkan keempat platform.

KONDISI SAAT INI

Tanpa Kemiskinan. Kemiskinan di Jawa Tengah selama kurun waktu 2013 – 2018 terus menurun, meskipun angka absolutnya masih cukup besar. Jumlah penduduk miskin di September 2018 sebanyak 3,867 juta jiwa (11,19%), menurun sebesar 1,04 persen dibanding di September 2017 sebanyak 4,197 juta jiwa (12,23%). Jumlah penduduk miskin sebagian besar berada di perdesaan sebanyak 2,157 juta jiwa (12,80%), sedangkan di perkotaan sebanyak 1,709 juta jiwa (9,67%). Hal tersebut terjadi karena desa kurang berkembang dari sisi ekonomi, SDM, infrastruktur dan aksesibilitas. Apalgi disertai kondisi pertanian yang mengalami penurunan produktivitas.

Tanpa Kelaparan. Gangguan ketahanan pangan dapat dilihat dari proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. Tolak ukur ini sekaligus menunjukkan sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat tercapai. Berdasarkan data BPS, perkembangan menggembirakan ditunjukkan selama kurun waktu 2016-2018. Capaian cenderung mengalami penurunan dari angka 15 di 2016 menjadi 8,50 di 2018. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan antara lain: lahan pertanian yang mulai menyusut, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, produktivitas yang rendah serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi pangan.

Dari sisi lain, pemenuhan gizi kurang akan berdampak pula pada kesehatan yaitu kondisi stunting. Pada tiga tahun terakhir (2015-2017) angka prevalensi stunting cenderung fluktuatif, dilihat dari pemantauan kondisi gizi pada balita usia 0-59 bulan dan baduta usia 0-23 bulan. Masih ditemukan kasus stunting yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang pola pangan beragam, bergizi, berimbang sehat, dan aman yang ditunjukkan dengan rendahnya angka rata-rata konsumsi energi, pola asuh orang tua terhadap balita, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, risiko akibat pernikahan anak, serta kurangnya ketersediaan akses air minum layak, air bersih, dan sanitasi. Mendasarkan pada angka prevalensi stunting di kabupaten/kota tahun 2018, diketahui terdapat 14 kabupaten/kota berada di atas rata-rata provinsi yaitu Kabupaten Grobogan, Magelang, Blora, Pekalongan, Tegal, Wonosobo, Rembang, Pati, Kota Pekalongan, Kabupaten Kebumen, Batang, Pemalang, Banjarnegara dan Temanggung.

Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak. Salah satu indikatornya adalah Angka Kematian Ibu (AKI). AKI di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2014-2018 terus menurun, dari 126,55/100.000 KH di 2014 menjadi 88/100.000 KH di 2018. Beberapa penyebab kematian ibu, antara lain: pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, gangguan sistem peredaran darah, dan gangguan metabolisme, dan ketepatan waktu dalam mengakses pelayanan kesehatan ibu. Begitupun dengan perkembangan AKB, selama kurun waktu 2014-2018 menunjukkan tren menurun dari 10,08 per 1.000 KH di 2014 menjadi 8,5 per 1.000 KH di 2018. Sama halnya dengan Angka Kematian Balita (AKABA) yang mengalami tren yang menurun. Pada 2014, AKABA sebesar 11,54 per 1.000 KH menurun menjadi 9,48 per 1.000 KH di 2018. Beberapa sebab kematian balita antara lain: gizi buruk, kurangnya pemahaman orang tua terkait deteksi dini penyakit menular dan tidak menular pada balita, serta rendahnya pemberian imunisasi.
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Terkait dengan penyakit menular, Jateng juga menghadapi kondisi yang sama. Maka dari itu, di sepanjang tahun 2013 -2018 Jateng fokus pada penanganan TB, HIV/AIDS, dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Brdasarkan data statistic sektoral menunjukan, Angka kesakitan DBD (Incidence Rate/IR DBD) mengalami penurunan di 2018 jika dibandingkan tahun 2014. Tetapi tidak demikian dengan kejaidan TB dan HIV/AIDS. Untuk kasus HIV/AIDS mengalami peningkatan kasusdi 2018 jika dibanding tahun 2014 dikarenakan semakin efektifnya pemanfaatan Voluntary Conselling Test (VCT) di Puskesmas dan Rumah Sakit.

Pendidikan Berkualitas. Dari sisi angka artisipasi pendidikan warga menunjukkan angka APK yang menggembiarkan. Selama 2014-2017, APK PAUD, APK SD/SMP cenderung meningkat, namun di tahun 2018 mengalami penurunan pada APK PAUD, SD/MI dan SMP/MTS. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh capaian APK SMA/MA dan Perguruan Tinggi (PT). APK SMA/MA mengalami peningkatan dari 73,05 pada tahun 2014 menjadi 80,01 pada tahun 2018. Demikian pula dengan APK PT juga mengalami peningkatan dari 15,97 tahun 2015 menjadi 18,22 tahun 2018.

Begitupun dari sisi disparitas pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Pemerataan akses layanan pendidikan berdasarkan gender sudah cukup baik. Hal itu terlihat dari Rasio APM Perempuan/Laki-laki di seluruh jenjang pendidikan. Untuk jenjang pendidikan SD/MI Sederajat menujukkan capaian yang cenderung konstan dan ideal dari 2015 hingga 2018 dengan rasio sebesar 0,99 hingga 1 atau 100%.Hasil yang berbeda ditunjukkan pada jenjang pendidikan SMP, SMA dan PT dengan perolehan melebihi 100%, maknanya untuk jenis kelamin perempuan memiliki proporsi lebih besar dibandingkan laki-laki.

Kemampuan membaca dan menulis warga kita juga makin baik. Perkembangan ke arah peningkatan ditunjukkan oleh indikator Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Usia di atas 15 tahun, dari 93,12 tahun 2015 menjadi 93,45 tahun 2018. Sedangkan untuk Angka Melek Huruf Usia 15-24 dan 15-59 tahun cenderung fluktuatif. Begitupun dari sisi kualitas guru dan tenaga kependidikannya. Kualifikasi guru yang berpendidikan S1/mengalami peningkatan. Data di 2014-2018 menunjukkan angka peningkatan: untuk jenjang PAUD dari 31,05 menjadi 49,85; jenjang SD/MI/SDLB dari 53,61 menjadi 86,44; SMP/MTS dari 86,41 menjadi 95,72; dan SMA/SMK/MA dari 93,50 menjadi 98,86. Sama halnya dengan kondisi penyelenggaraan pendidikan kita. Selama kurun waktu 2014-2018, persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MAN yang terakreditasi sudah mencapai 100%. Ini penting untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Kesetaraan Gender. Dalam rangka mencapai kesetaraan gender, terdapat indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang menjadi tolak ukurnya. Sepanjang tahun 2013-2017, capaian angka IPG dan IDG menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tercatat, IPG kita sebesar 91,94 di 2017 lebih baik dibanding di 2013 sebesar 91,5. Demikian pula dengan capaian IDG yang mengalami peningkatan. Di 2013 sebesar 71,22 menjadi 75 di 2017. Hal itu menunjukkan, program pembangunan gender kian efektif.

Selain itu dari sisi kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Dari tahun 2014-2018 jumlah perempuan yang mengalami kekerasan masih tinggi (9.971 korban). Itu berarti dalam setahun ada 1.194 perempuan yang mengalami kekerasan. Tingginya jumlah perempuan yang mengalami kekerasan mengindikasikan meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat dalam mengadukan kasus kekerasaan yang dialami.

Air Bersih dan Sanitasi Layak. Pengelolaan sumber daya air di Jawa Tengah masih menghadapi tantangan. Sementara kebutuhan penyediaan air yang mencakup kapasitas daya dukung dan tingkat perkembangan kebutuhan air dirasa makin meningkat. Ketersediaan air baku khususnya untuk pemenuhan air minum
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mengalami peningkatan selama 2014 – 2018 dari 52,33% menjadi 60,89%. Namun, kebutuhan akan air baku jauh lebih besar daripada ketersediaannya. Selama ini, pemenuhan kebutuhan air antara lain diperoleh dari sungai, waduk, embung dan irigasi. Di Jawa Tengah terdapat 9 waduk dengan ketersediaan yang cukup memadai. Tantangan dalam pemenuhan kebuthan air baku adalah perlunya komitmen antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air, mengingat air merupakan masalah lintas sektor, lintas wilayah dan lintas kepentingan.

Selain itu, terkait dengan sanitasi layak, menurut BPS selama kurun waktu 2015-2016 di Indonesia, persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak terus mengalami peningkatan. Angka persentase rumah tangga dengan sanitasi layak mencapai 62,14% di 2015 menjadi 67,89% di 2016. Searah dengan peningkatan persentase serumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak pada skala nasional, di Jawa Tengah terjadi peningkatan dari 67,2% di 2015 menjadi 70,66% di 2016. Di pulau Jawa, pada tahun 2016, Jawa Tengah berada pada peringkat ke-4 setelah DKI, DIY dan Banten.

Energi Bersih dan Terjangkau. Ketahanan energi juga menjadi isu strategis penting dalam pembangunan di Jawa Tengah. Fakta menunjukkan kebutuhan energi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Data dari Dinas ESDM mengindikasikan, konsumsi listrik selama 2016-2018 mengalami peningkatan dari 637 kWh menjadi 708,04 kWh. Begitu pun dari sisi rasio elektrifikasi, di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Selama kurun waktu 5 tahun (2014-2018) realisasi rasio elektrifikasi selalu melebihi target. Namun kita masih harus berupaya untuk menyelesaikan 1,48% KK yang belum berlistrik. Mereka adalah rumah tangga miskin yang berlokasi di wilayah perdesaan terpencil. Pemenuhan listrik dilakukan melalui sambungan listrik murah.

Terkait dengan enegri terbarukan, dalam kerangka penyediaan listrik beberapa upaya telah dilakukan antara lain dengan pengembangan jaringan listrik pedesaan dengan upgrading, serta pengembangan sumber energi baru terbarukan seperti mikro hidro, solar cell, dan panas bumi. Namun pengembangan potensi energi baru terbarukan masih mengalami banyak kendala antara lain teknologi yang digunakan mahal, efisiensinya masih rendah, potensi energi yang ada biasanya bersifat lokal.

Pemakaian energi menunjukkan masih adanya kecenderungan yang sama sebagaimana dialami di tingkat nasional, yaitu ketergantungan terhadap sumber energi fosil, yang potensinya makin lama makin berkurang. Komposisi pemakaian energi sampai tahun 2017 berdasarkan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) adalah minyak bumi 39,76%, batubara 37,16%, gas bumi13,51% dan energi baru terbarukan (EBT) hanya 9,67%. Dalam dokumen RUED Jawa Tengah diharapkan mengalami peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 28,82% sampai dengan 2050, sehingga akan mengurangi ketergantungan pemanfaatan energi fosil.

Persentase EBT dalam bauran energi mengalami peningkatan sepanjang tahun 2013 hingga tahun 2017, dari 6,10% menjadi 9,56%. Dalam rangka mencapai ketahanan energi, sisi penyediaan maupun permintaan masih perlu mendapat perhatian yang sama. Pada sisi penyediaan perlu dilakukan optimalisasi pasokan minyak bumi, gas, batubara serta peningkatan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi. Optimalisasi penyediaan energi dapat dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas infrastruktur energi. Pada sisi pemanfaatan, perlu terus digalakkan dan ditingkatkan efisiensi penggunaan energi di berbagai sektor.

Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Perekonomian di Jawa Tengah masih menghadapi tantangan besar. Hal itu terkait dengan upaya mengubah pola pertumbuhan ekonomi yang sangat tergantung pada upah tenaga kerja yang murah menjadi pola pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pertumbuhan yang inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang menjamin akses merata bagi
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seluruh masyarakat terhadap peluang ekonomi yang terbuka. Sedangkan pertumbuhan yang berkelanjutan didefinisikan sebagai strategi pertumbuhan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan ekosistem dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan PDRB per kapita ADHK Jawa Tengah berada pada peringkat ke-3 terhadap provinsi se-Jawa, DKI, DIY dan Banten. Meskipun capain yang ditunjukkan cenderung fluktuatif dari tahun 2014 hingga tahun 2018.

Terkait dengan upah rata-rata per jam pekerja, yang digunakan sebagi tolak ukur untuk menggambarkan kesetaraan upah bagi pekerjaan yang mempunyai nilai yang sama, guna mendukung pencapaian pembangunan ketenagakaerjaan secara penuh dan produktif dari pekerjaan yang baik. Berdasarkan data yang ada, upah rata-rata per jam pada tahun 2016 sebesar Rp 9,68 ribu, meningkat dari Rp 8,46 ribu pada tahun 2015. Angka tersebut lebih rendah dibanding angka nasional yang mencapai Rp 13,89 ribu pada tahun 2016. Di pulau Jawa, upah rata-rata per jam pekerja di Jawa Tengah berada pada urutan terbawah.

Dari sisi perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja, diketahui jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja (Pekerja Penerima Upah) yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode 2014-2018 terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan dan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat.

Industri, Inivasi, Infrastruktur. Aksesibilitas antar wilayah menjadi isu penting di Jawa Tengah. Perkembangan pembangunan wilayah di Jawa Tengah sudah cukup baik, namun kesenjangan antara wilayah masih cukup tinggi, ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 0,62 pada tahun 2016. Kesenjangan bukan hanya terjadi antar kabupaten/kota, namun juga antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Salah satu hal yang dapat menurunkan kesenjangan adalah dengan membuka aksesibilitas dan konektivitas dengan menghubungkan daerah-daerah yang agak tertinggal dengan pusat pertumbuhan, menyediakan transportasi desa-kota serta mengembangkan pergantian antar moda. Penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan, transportasi publik yang memadai, jaringan komunikasi dan jaringan energi menjadi hal perlu diprioritaskan.

Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang sangat penting dan sebagai sektor yang menyumbang paling besar dalam pembentukan PDB Nasional. Kontribusi sektor industri dalam pembentukan PDB menjadi yang teratas diikuti oleh sektor pertanian. Namun, kontribusi sektor industri menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2018. Pada tahun 2016 proporsi nilai tambah sektor industri terhadap PDB sebesar 20,16 persen, kemudian mengalami penurunan menjadi 19,86 persen pada tahun 2018. Sejalan dengan angka nasional, kontribusi sektor industri terhadap perekonomian di Jawa Tengah terhadap PDRB berada di posisi teratas diikuti oleh sektor pertanian dan perdagangan. Pada tahun 2018, kontribusi sektor industri sebesar 34,50 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 34,63 persen. Di pulau Jawa, besaran kontribusi sektor industri Jawa Tengah berada pada urutan ketiga setelah Jawa Barat dan Banten.

Dari sisi pemanfaatan TIK, secara nasional, terjadi peningkatan yang cukup signifikan proporsi individu yang menggunakan internet dari 21,98 persen pada tahun 2016 menjadi 39,9 persen pada 2018. Demikian pula di Jawa Tengah, pada periode yang sama pengguna internet meningkat dari 23,82 persen pada 2016 menjadi 38,51 persen pada 2018. Dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa, proporsi pengguna internet di Jawa Tengah berada pada posisi yang paling rendah. Sementara itu, dari sisi pemanfaatan telepon genggam, pada tahun 2016, proporsi individu yang memiliki telepon genggam secara nasional sebanyak 58,30 persen dan meningkat menjadi 62,41 persen pada tahun 2018. Sedangkan proporsi individu yang
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menguasai/memiliki telepon genggam di Jawa Tengah sebanyak 56,41 persen pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 60,47 persen pada tahun 2018. Posisi Jawa Tengah berada pada urutan terakhir dari 6 provinsi yang ada di pulau Jawa.

Berkurangnya Kesenjangan. Selama kurun waktu 2013-2017 perkembangan Indeks Gini di Jawa Tengah menunjukkan angka yang cenderung membaik. Di kurun waktu tersebut, Indeks Gini mencapai titik timpang tertinggi pada tahun 2013 sebesar 0,390 dan titik timpang terendahnya pada tahun 2017 sebesar 0,365. Indeks Gini Jawa Tengah termasuk dalam kategori menengah. Berdasarkan distribusi Indeks Gini per kabupaten/kota tahun 2015, diketahui Indeks Gini kabupaten/kota berada pada kisaran 0,28 sampai 0,39. Kabupaten/kota yang memiliki Indeks Gini tinggi adalah Kabupaten Blora (0,39), Temanggung (0,38), dan Purworejo (0,38). Sementara Kabupaten Kebumen, dan Pemalang memiliki Indeks Gini terendah.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia distribusi pendapatan penduduk Jawa Tengah dapat diukur menjadi tiga kelompok pendapatan yang menunjukkan pada tahun 2017 distribusi pendapatan penduduk tergolong merata dengan posisi ketimpangan rendah. Hal tersebut tampak dari angka 18,40% pendapatan dinikmati oleh 40% penduduk berpenghasilan rendah, sebesar 37,54% oleh 40% penduduk berpenghasilan menengah, dan sebesar 44,06% oleh 20% penduduk berpenghasilan tinggi.

Begitupun terkait dengan isu kesamaan dan kebebasan berkumpul berserikat, berpendapat dan berkeyakinan. Indeks Kebebasan Sipil merupakan indikator yang menggambarkan hal itu. Secara umum dari tahun 2012-2016 indeks kebebasan sipil di Jawa Tengah meningkat di 2012 (75,03) sampai 2014 (87,87) tetapi turun signifikan menjadi 79,44 di 2015 dan 66,06 di 2016. Angka ini menempatkannya pada posisi terendah di 2016. Hal ini menunjukkan telah terjadi penurunan kebebasan sipil, seperti kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

Kota dan Permukiman Berkelanjutan. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka fenomena urbanisasi tidak dapat dielakkan. Data menunjukkan terjadi peningkatan persentase jumlah penduduk di perkotaan. Sepanjang tahun 2010-2015, penduduk Jawa Tengah di perkotaan meningkat dari 45,7% menjadi 48,4%. Menurut BPS, hasil proyeksi mensyaratkan bahwa nanti pada tahun 2020 hingga 2035 persentase penduduk perkotaan akan meningkat signifikan dari 51,30% menjadi 60,8%. Sementara itu, pertumbuhan penduduk di perkotaan sudah pasti akan menimbulkan banyak problem. Salah satunya adalah masalah sampah. Sjauh ini pelayanan sampah masih terpusat di perkotaan sehingga jika dilihat jangkauan pelayanan sampah di kabupaten menjadi relatif kecil karena hanya kawasan perkotaan saja yang terlayani. Berdasarkan data BPS menunjukkan, total persentase pelayanan pengangkutan sampah relatif kecil yaitu 28,62% dari total timbulan sampah. Sementara pada wilayah kota, tingkat pelayanannya relatif tinggi yaitu 70– 87%, dibanding dengan wilayah kabupaten yang hanya berkisar antara 7–40%. Dengan perkiraan timbulan sampah sebesar 5,7 juta ton di 2016 dan pengangkutan mencapai 28,62%, artinya jumlah sampah yang diangkut setiap tahunnya mencapai 1,6 juta ton sampah menuju TPA.

Dalam upaya mengantisipasi degradasi lingkungan pada perkembangan kawasan perkotaan, pemerintah provinsi menyadari bahwa pemenuhan ruang terbuka hijau harus dilakukan. Hal itu sejalan dengan ketentuan yang mensyaratkan 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di kawasan perkotaan. Hanya saja kondisi terkini luasan RTH publiknya belum mencapai 30%, masih sebesar 9,31% di 2017 atau seluas 44.772 ha.

Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan. Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan merupakan perwujudan pembangunan berkelanjutan yang
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telah disepakati secara internasional maupn nasional. Upaya yang ditempuh untuk mewujudkannya antara lain: Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, Mengurangi limbah pangan, Mengurangai kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan serta Pengelolaan bahan kimia dan limbah yang ramah lingkungan. Dalam konteks itu, penerapan PROPER merupakan indikator yang dapat menggambarkan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Jika dibanding dengan provinsi lainnya di wilayah Jawa maka perolehan PROPER Biru di Jateng menduduki posisi keempat setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten, yaitu sebanyak 73 perusahaan, sedangkan PROPER Hijau sebanyak 16 perusahaan. Sekalipun demikian, Jawa Tengah masih harus berupaya keras mengingat belum ada satupun perusahaan yang memperoleh PROPER Emas.

Penanganan Perubahan Iklim. Secara umum, indikasi perubahan iklim ditunjukkan dengan kenaikan curah hujan pada bulan basah dan penurunan pada bulan kering. Selain itu, kenaikan suhu akan terus terjadi baik secara global yang dipengaruhi oleh meningkatnya konsentrasi GRK di atmosfer dan secara mikro yang dipengaruhi oleh laju degradasi tutupan lahan yang terus meningkat. suhu secara global ini juga memicu terjadinya peningkatan cuaca ekstrem akibat terpengaruhnya cuaca global yang dipicu suhu udara dan permukaan laut. Berdasarkan data persebaran indeks kerentanan perubahan iklim di Jawa Tengah menunjukkan, 11 kabupaten/kota berada dalam kategori cukup rentan (skor indeks 3), 18 kabupaten/kota dalam kategori agak rentan (skor indeks 2) dan 6 kabupaten/kota berada pada kategori tidak rentan (skor indeks 1). Sesuai kondisi geografisnya maka ancaman pada wilayah pesisir utara berupa kenaikan muka air laut dan potensi meningkatnya genangan dan rob.

Sementara itu, di kawasan dataran rendah berpotensi terjadinya peningkatan banjir dan dataran tinggi terutama yang memiliki lereng curam dan jenis tanah yang mudah longsor akan meningkat ancaman bencana longsor. Sedangkan untuk pesisir selatan peningkatan cuaca ekstrem pada perairan laut akan meningkatkan ancaman nelayan dan masyarakat yang tinggal di pesisir terhadap terjangan gelombang laut.

Pengaturan iklim memiliki peran penting dalam menjaga suhu, kelembaban dan hujan. Dalam konteks global pengaturan iklim juga menyangkut isu pengendalian gas rumah kaca dan karbon. Fungsi pengaturan iklim secara keruangan berarti menjaga wilayah-wilayah yang memiliki fungsi besar dalam penyimpanan karbon yaitu sistem penggunaan lahan hutan. Terjaganya kelestarian hutan dengan kerapatan tinggi berarti mengurangi GRK dan menjaga kualitas iklim lokal.

Ekosistem Lautan. Pemerintah provinsi telah menyusun Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038. RZWP3K merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang boleh dilakukan setelah memperoleh izin.

Berdasarkan RTRW Provinsi Tahun 2009-2029, kawasan peruntukan perikanan Jawa Tengah seluas 24.802 ha, diarahkan untuk dikembangkan di seluruh kabupaten/kota dan difungsikan sebagai lokasi budidaya ikan. Kawasan perikanan tersebut meliputi: (1) Kawasan perikanan tangkap pada pantai utara dan selatan, danau, waduk, rawa dan sungai; (2) Kawasan perikanan budidaya (air tawar, payau dan laut). Sedangkan untuk kawasan pesisir yang terletak di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Di Jawa Tengah terdapat 33 pulau-pulau kecil dimana 27 (dua puluh tujuh) pulau terletak di Kepulauan Karimunjawa, 2 (dua) pulau di Kabupaten Jepara (Pulau
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Panjang, dan Pulau Mandalika); 3 (tiga) pulau di Kabupaten Rembang (Pulau Marongan, Gede dan Sualan,); serta Pulau Nusakambangan di Kabupaten Cilacap.

Naum demikian, nampaknya, daya dukung ekosistem perairan terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap, kondisinya semakin menurun. Berdasarkan kajian kondisi pesisir dalam rangka penyusunan rencana zonasi, luas kawasan peruntukan kawasan konservasi seluas 134.935,114 Ha. Kerusakan wilayah pesisir ditunjukkan pada abrasi dan akresi. Pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2017, telah terjadi abrasi seluas 8.606,53 Ha dan akresi seluas 4.774,87 Ha. Berdasarkan tingkat kerusakan tersebut, diperlukan upaya rehabilitasi kerusakan pesisir baik secara vegetatif maupun sipil teknis.

Begitupun dari sisi kesejahteraan nelayan pesisir dilihat dari jumlah kepala rumah tangga pada Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2018. Diketahui jumlah KRT yang bekerja di sektor kelautan dan perikanan pada wilayah pesisir di 17 kabupaten/kota pesisir sebanyak 57.907 KRT. Jumlah KRT itu merupakan sasaran intervensi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ekosistem Daratan. Terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan hutan dan lahan; Jawa Tengah memiliki luasan hutan negara sebesar 651.214,02 ha dan hutan rakyat sebesar 597.890 ha, sehingga total luas lahan yang berfungsi sebagai kawasan hutan adalah 1.249.104,02 ha. Perkembangan Luas hutan di Jawa Tengah dari tahun 2013 hingga tahun 2017 cenderung menurun salah satunya karena kerusakan hutan. Kerusakan kawasan hutan disebabkan antara lain pencurian pohon dan kebakaran hutan. Untuk kasus pencurian pohon tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 31,38 ha. Sedangkan kebakaran hutan dengan luasan terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 6.140,49 ha.

Selain kerusakan hutan, lahan kritis juga menjadi permasalahan di Jawa Tengah. Data menunjukkan, luasan lahan kritis selama kurun waktu 5 tahun terkahir (tahun 2013-2017) cenderung tetap yaitu sebesar 634.601 ha (terdiri dari luar kawasan: 496.664 ha dan dalam kawasan: 164.397 ha). Namun demikian, upaya penanganan terhadap lahan kritis kian meningkat hal ini ditunjukkan dengan luas lahan yang direhabilitasi dari 107.095 ha tahun 2013 menjadi 181.441 ha pada tahun 2017. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan tutupan lahan di lahan kritis dan sangat kritis yakni melaluip enanaman dan pembuatan bangunan sipil teknis pada luasan 181.441 Ha diluar kawasan. Upaya lain dengan penanaman bibit tanaman konservasi di kawasan lindung di luar kawasan hutan sampai dengan tahun 2018 telah mencapai 1.162,89 ha. Selain itu penanaman tanaman unggulan lokal daerah/tanaman langka telah dilakukan untuk 175 jenis tanaman hingga tahun 2018.

Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Perdamaian, stabilitas, hak-hak asasi manusia dan pemerintahan efektif, transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan hukum adalah komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Meskipun kondisi kemanan cukup terkendali, akan tetapi masih terdapat beberapa wilayah yang mengalami adanya konflik dan kekerasan. Selain menghancurkan kohesitas sosial, adanya konflik dan kekerasan juga dapat menghambat proses pembangunan. Tidak hanya itu, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, tindak kejahatan, dan eksploitasi juga perlu terus ditingkatkan.

Berdasarkan data BPS, kekerasan yang disebabkan oleh kejahatan pembunuhan di Jawa Tengah terus mengalami penurunan dari 16 kasus tahun 2016 menjadi 12 kasus tahun 2017. Sedangkan jumlah kematian yang disebabkan konflik per 100.000 penduduk, selama periode 2015-2018 belum terdapat adanya catatan kematian akibat konflik. Dalam konteks itu, Jawa Tengah termasuk wilayah kondusif dengan potensi konflik cukup rendah. Begiutpun dari sisi kasus kejahatan
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pembunuhan yang terjadi pada 3 tahun terakhir (yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017), dibanding Jawa Timur dan Jawa Barat, temuan kasus pembunuhannya lebih rendah. Data lain dari Polda juga menunjukan kesenderungan yang sama. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir, menurut mengalami penurunan. Pada tahun 2016 terdapat 2.751 orang yang menjadi korban kejahatan, kemudian menurun menjadi 2.661 orang. Angka tersebut lebih rendah dibanding perkiraan 4.068 di tahun 2016 dan 3.604 tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan adanya situasi keamanan yang semakin kondusif di Jawa Tengah.

Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Terkait dengan target memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, sektor perdagangan semenjak tahun 2013-2018 memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian di Jawa Tengah dan hingga saat ini merupakan dua sub sektor dengan kontribusi terbesar setelah sektor industri pengolahan. Nilai PDRB ADHK sektor perdagangan tahun 2018 sebesar Rp. 136.673.489,19 juta, sedangkan nilai PDRB ADHB sektor perdagangan Rp.

171.376.943,63 juta yang memberikan kotribusi terhadap total PDRB ADHB Jawa Tengah sebesar 13,51 persen. Sementara itu, nilai ekspor non migas pada tahun 2013 sampai dengan 2018 selalu mengalami peningkatan. Nilai ekspor non migas di 2018 sebesar US$ 6.437,66 juta tercatat diatas dari target akhir RPJMD sebesar 104,52% sebesar US$ 6.159,00 Juta. Sedangkan ekspor migas Jawa Tengah lebih berfluktuaktif dengan tren yang cenderung menurun sejak 2013. Pada tahun 2017 ekspor migas sempat membaik ke angka US$ 223.93 juta, namun di tahun 2018 kembali menurun menjadi US$ 150.35 juta.

Sedangkan dari sisi nilai impor untuk migas sejak tahun 2013 juga mengalami penurunan, dimana di 2013 tercatat impor migas sebesar US$ 10.542,67 juta, dan di tahun 2018 berhasil ditekan menjadi US$5.635,27 juta. Semenatara itu, nilai impor Non Migas pada tahun 2013 sampai dengan 2018 mengalami fluktuasi. Nilai impor non migas pada tahun 2018 sebesar US$ 9.143,59 juta mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar US$ 6.470,59 juta, hal ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan bahan penolong serta barang modal yang belum dapat dipenuhi dari dalam negeri. Hal yang harus ditekankan dari peningkatan impor adalah impor ini terutama dalam bentuk non bangunan, yaitu barang modal selain peralatan transportasi dan aksesori barang modal untuk kepentingan industri. Hal tersebut juga tercermin dari pertumbuhan impor komoditas mesin dan alat transportasi. Berdasarkan komoditasnya, peningkatan impor permesinan terutama berupa mesin pembangkit listrik, mesin industri dan perlengkapan, dan mesin listrik, dan peralatannya. Peningkatan impor barang modal ini sejalan dengan menguatnya kinerja investasi non bangunan pada periode laporan, terutama terkait dengan penyelesaian investasi pembangkit listrik di sejumlah daerah di Jawa Tengah.

Mendasarkan pada kemampuan fiskal yang berpotensi tidak sepenuhnya dapat membiayai kebutuhan belanja pembangunan, maka kerangka pendanaan non APBD akan diupayakan diperoleh dari berbagai sumber, yakni: Pertama, Pengembangan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) danpengembangan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha. Kedua, Obligasi daerah untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yangmenjadi urusan pemerintah daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat Ketiga, Pendayagunaan peran BUMD untuk menangani proyek-proyek strategisprovinsi antara lain pembangunan rumah sakit khusus di Jawa Tengah,rintisan pertanian terintegrasi melalui implementasi agriculture estate,kebijakan sistem logistik daerah (Sislogda) serta proyek strategis yangmenguntungkan. Keempat, Optimalisasi peran swasta melalui Tanggung Jawab Sosial LingkunganPerusahaan (TJSLP). Kelima, Pemanfaatan sumber pembiayaan lain yang berasal dari Lembaga Donor. Dan keenam, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), partisipasi masyarakat dan swasta.
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TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB

Tujuan-1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun. Dalam kerangka pencapaian tujuan-1 yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun, Jawa Tengah telah menetapkan 5 target yang akan diukur melalui 25 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Pemberantasan kemiskinan; (2) Penerapan perlindungan sosial; (3)Pemenuhan layanan dasar; (4) Mengurangi kerentanan terhadap bencana serta dan(5) Penguatan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan.

Perwujudan pencapaian tujuan-1 akan diupayakan melalui penentuan arah kebijakan yang meliputi: (1) Meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga dua desil terbawah serta kelompok rentan lainnya; (2) Menurunkan pengangguran; dan (3) Meningkatkan ketahanan daerah dalam bencana. Sementara strategi yang akan dilakukan dalam kerangka pencapaian tujuan-1 meliputi: (1) Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya, (2) Penguatan sustainable livelihood (keberlanjutan ekonomi masyarakat), (3) Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui peningkatan dan perluasan pengelolaan basis data, dan basis spasial dengan pengelolaan dan pemanfaatan Basis Data Terpadu, serta (4) Peningkatan kualitas, produktivitas dan perlindungan tenaga kerja.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Pendidikan perkoperasian dan UKM, (2) Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, (3) Peningkatan Pengelolaan Air Minum & Sanitasi, (4) Pengembangan Ketenagalistrikan, (5) Kesehatan masyarakat, (6) Pengembangan akses pembiayaan bagi KUKM, (7) Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat, (8) Pembangunan keluarga dan peningkatan kesejahteraan Keluarga Berencana, (9) Pencegahan penyakit, (10) Penanganan kawasan permukiman, (11) Pembinaan sekolah menengah dan pendidikan khusus, (12) Penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta (13) Penataan administrasi kependudukan.

Selain melalui program perangkat daerah, terdapat program/kegiatan yang dilakukan oleh non pemerintah, antara lain : (1) Bedah rumah, merupakan program pembangunan rumah layak huni, dilaksanakan antara lain oleh LAZIS, Bank Jateng, BAZNAS Jateng dan KNPI Jateng. Bantuan yang diberikan oleh Bank Jateng sebesar Rp 10 juta hingga Rp 15 juta per KK. Dari tahun 2015 hingga 2018 LAZIS telah memperbaiki sebanyak 210 unit, sedangkan Bank Jateng sebanyak 1.000 unit dari tahun 2015 hingga 2017.; (2) Penguatan partisipasi perempuan dalam advokasi melalui pelatihan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan audit sosial. Program ini dilaksanakan oleh PATTIRO; (3) Penyediaan bantuan bagi disabilitas dan lanjut usia yaitu berupa pemberian kursi roda bagi disabilitas oleh BAZNAS Jateng.

Tujuan-2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan. Dalam kerangka meraih target capaian tujuan-2 yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, Jawa Tengah telah menetapkan 3 target yang akan diukur melalui 11 indikator. Target-target tersebut adalah: (1) Menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi; (2) menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi; (3) menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil; (4) Mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait.

Guna mearaih pencapaian di tujuan-2, akan diupayakan melalui penerapan arah kebijakan yaitu: (a) Meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin terutama
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penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga dua desil terbawah serta kelompok rentan lainnya; dan (b) Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Pemberian stimulan lumbung pangan pada daerah rawan pangan serta pemberian bantuan sumber pangan lainnya; (2) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani; (3) Perwujudan sistem logistik daerah yang menjamin ketersediaan stok pangan yang ada di masyarakat; (4) Pengelolaan stok melalui cadangan pangan dan stabilisasi harga; (5) Konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Peningkatan ketahanan pangan; (2) Pengembangan agribisnis; (3) Kesehatan masyarakat melalui kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; (4) Penguatan daya saing & logistik hasil kelautan & perikanan dalam bentuk pengembangan diversifikasi produk; (5) Pengembangan agribisnis peternakan; (6) Peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat; serta (7) Pencegahan dan penanggulangan penyakit.

Tujuan-3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia. Dalam rangka mencapai tujuan-3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, Jawa Tengah menetapkan 11 target yang diukur melalui 38 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Mengurangi resiko kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup; (2) Mengakhiri kematian bayi dan balita; (3) Mengakhiri berbagai penyakit menular; (4) Mengurangi kematian akibat penyakit tidak menular;

(5) Mencegah penyalahgunaan zat berbahaya; (6) Menjamin layanan kesehatan seksual dan reproduksi; (7) Mencapai cakupan kesehatan universal; (8) Mendukung pengembangan vaksin dan obat serta penyediaan aksesnya; (9) Meningkatkan pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan termasuk distribusinya.

Perwujudan Tujuan 3 SDGs, diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Meningkatkan pelayanan kesehatan dan mewujudkan jaminan perlindungan sosial dan (2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Peningkatan cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat Miskin; (2) Membudayakan pola hidup bersih dan sehat; (3) Mewujudkan rumah sakit tanpa dinding melalui pemerataan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kesehatan dasar; (4) Peningkatan kesadaran keluarga berencana; (5) Peningkatan kualitas SDM kesehatan; (6) Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana kesehatan serta farmasi; (6) Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Kesehatan masyarakat; (2) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; (3)Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan; (4) Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan; (5) Pengembangan agribisnis peternakan; (6) Peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat; (7) Pencegahan dan penanggulangan penyakit serta (8) Pengendalian penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga berencana.

Selain program pemerintah terdapat pula program/kegiatan yang dilakukan unsur non pemerintah, antara lain: Pertama, program pendampingan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang dilaksanakan Rumah Aira sebagai organisasi yang berfokus pada pendampingan orang yang terkena HIV/AIDS. Organisasi ini mentargetkan sebanyak di tahun 2020, 10 di tahun 2020, 15 di tahun 2021, 25 di tahun 2022 dan 35 ODHA di 2023 dengan baselin 5 di 2019. Kedua, Program Jaminan Keselamatan dan Hak Atas Kerja bagi Pendamping Perempuan dengan HIV. Organisiasi ini di tahun 2020 menargetkan 20 ODHA yang akan ditangani dan meningkat sebanyak 5 ODHA
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tiap tahunnya hingga 2023, dari baseline sebanyak di tahun 2019. Ketiga, Program Keluarga Berencana (KB) yang dibagi menjadi 2 kegiatan, yaknikegiatan layanan klinik untuk akseptor KB dan kegiatan klinik untuk layanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).Pada kegiatan layanan klinik pada tahun 2018, sebanyak 895 orang mendapatkan fasilitas KB; sementara untuk kegiatan layanan klinik untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang pada tahun 2018 sebanyak 537 orang mendapatkan akses MKJP.

Tujuan-4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua. Dalam rangka pencapaian tujuan-4 yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua, Jawa Tengah menetapkan 8 target yang diukur melalui 17 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Menjamin bahwa semua anak menempuh pendidikan dasar hingga menengah tanpa biaya ; (2) Menjamin semua anak memiliki akses menempuh pendidikan usia dini dan dasar; (3) Menjamin akses yang sama untuk pendidikan teknik, kejuruan dan tinggi; (4) Meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan ; (5) Menghilangkan disparitas dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan; (6) Menjamin semua remaja dan dewasa memiliki

kemampuan literasi; (7) Menjamin fasilitas pendidikan yang inklusif; (8) Meningkatkan pasokan guru yang berkualitas.

Perwujudan Tujuan 4 SDGs, diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Meningkatkan akses pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan (2) Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah dengan program bantuan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun swasta; (2) Peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan; (3) Peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; (4) Pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude dan learning culture; (5) Penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; (6) Peningkatan literasi masyarakat serta (6) pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Pembinaan pendidikan menengah; (2) Pembinaan pendidikan khusus; (3) Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda; (4) Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan; (5) Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan; (6) Pembinaan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan serta (7) Pengembangan perpustakaan.

Selain melalui program pemerintah daerah, terdapat program/kegiatan lainnya yang dilakukan unsur non pemerintah, yakni program yang dilakukan Kwarda Pramuka, yakni Program Pengembaangan Kapasitas Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang akan menangani sebanyak 35 kwartir cabang yang akan memperoleh Pengembangan Kapasitas Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan program Peningkatan Ketrampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi, di mana di 2018 sebanyak 140 orang telah mendapat fasilitas peningkatan kemampuan dan ketrampilan anggota pramuka di bidang TIK.

Tujuan-5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan. Dalam rangka pencapaian tujuan-5 yaitu keseteraan gender dan pemberdayaan perempuan, Jawa Tengah menetapkan 6 target yang diukur melalui 15 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Mengakhiri diskriminasi kaum perempuan; (2) Menghapus bentuk kekerasan erhadap perempuan; (3) Menghapus praktek berbahaya bagi anak perempuan, seperti perkawinan usia dini serta sunat perempuan; (4) Menjamin partisipasi penuh dan kesempatan yang sama bagi
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perempuan di setiap tingkat pengambilan keputusan; (5) Menjamin akses universal terhadap kesehatan reproduksi dan seksual; (6) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Perwujudan
tujuan-5
diupayakan
melalui
arah
kebijakan
yaitu:

(1)Meningkatkan akses layanan publik bagi perempuan dan (2) Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Pencegahan, penanganan dan pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap perempuan dan anak; (2) Mendorong percepatan implementasi PUG dan PUHA; (3) Penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan; (4) Program perlindungan sosial; serta (5) Meningkatkan pemahaman tentang gender.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak; (2) Perlindungan Perempuan & Anak;

(3) Pelayanan Keluarga Berencana; serta (4) Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

Selain melalui program perangkat daerah, terdapat program/kegiatan yang dilakukan unsur non pemerintah, pertama yakniprogram pembangunan desa untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan yang dilakukan LRC-KJHAM. Kegiatan yang dilakukan adalah advokasi peraturan di desa untuk perlindungan perempuan korban kekerasan, perdagangan orang dan pekerja migran. Dari kegiatan ini ditargetkan 1 dokumen peraturan desa setiap 2 tahun, dimulai dari tahun 2019.

Kedua, Sosialisasi Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat kelurahan di Kota Semarang.Yayasan Setara sebagai lembaga pelaksana, mentargetkan sebanyak 32, 64, 96 kelurahan mendapat sosialiasi di tahun 2019-2021 dan meningkat di tahun 2022-2023 menjadi 144 dan 177 kelurahan.

Ketiga, Program mengembangkan mekanisme dukungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, melalui kegiatan Pelatihan dan Penguatan LBK sebagai bagian dari Gerakan Penghapusan dan Penanganan KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan) oleh LRC-KJHAM.

Keempat, Program akses Layanan yang berkualitas, komperhensif dan berkelanjutan bagi Perempuan Miskin Korban Kekerasan. Kegiatannya meliputi penguatan kerja pendampingan hukum berkeadilan gender. Di tahun 2018 sebanyak 119 kasus telah mendapat pendampingan hukum, dan ditargetkan terus mengalami peningkatan di tiap tahunnya.

Tujuan-6 Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak. Dalam rangka pencapaian tujuan-6 yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, Jawa Tengah menetapkan 6 target yang diukur melalui 27 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Mencapai akses universal dan merata air minum aman dan terjangkau; (2) Mencapai akses sanitasi yang memadai bagi semua khususnya pada kelompok rentan; (3) Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi dan limbah; (4) Meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor; (5) Menerapkan pengelolaan sumber daya terpadu di semua tingkatan; serta (6) Melindungi dan restorasi ekossitem yang terkait dengan sumber daya air.

Perwujudan tujuan-6 diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Meningkatkan kesadaran dan budaya hidup bersih, peduli alam dan lingkungan; (2) Membangun usaha efektif dan efisien dalam pengelolaan air baku;serta (3) Meningkatkan kualitas air. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Peningkatan konservasi sumber daya air; (2) Peningkatan pengendalian dan pemanfaatan air permukaan dan tanah; (3) Rehabilitasi hutan sebagai salah satu
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penyedia air; (4) Mendorong hidup bersih dan sehat; (5) Revitalisasi sumber daya air; serta (6) Peningkatan kerjasama pengelolaan sumber daya air.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Peningkatan Pengelolaan Air Minum & Sanitasi; (2) Pengelolaan Jaringan Irigasi & Air Baku; (3) Peningkatan kesehatan masyarakat melalui kesehatan lingkungan; (4) Pengembangan air tanah; (5) Penegakan hukum terhadap lingkungan hidup dan kehutanan; serta (6) Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan.

Selain program perangkat daerah, terdapat program/kegiatan yang dilakukan oleh unsur non pemerintah yakni yang dilakukan Yayasan Bintari. Program yang dilaksanakan adalah pengelolaan limbah komunal berbasis masyarakat, pada tahun 2018 sebanyak 650 KK mendapat sambungan gas dari kegiatan pengolahan limbah cair tepung aren di Klaten, Jawa Tengah.

Tujuan-7 Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern. Dalam rangka pencapaian tujuan-7 yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua, Jawa Tengah menetapkan 3 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Menjamin akses universal layanan energi terjangkau;(2) Meningkatnya pangsa energi baru terbarukan; dan (3) Perbaikan efisiensi energi.

Perwujudan tujuan-7 diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan; (2) Optimalisasi konsumsi energi;serta (3) Penyediaan dan pemerataan akses layanan energi terjangkau. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Konservasi energi dan audit energi; (2) Mendorong penggunaan energi baru terbarukan; (3) Pengembangan kerjasama multipihak dalam penyediaan dan pemanfaatan serta pengelolaan energi; (4) Membudayakan hemat energi.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas; (2) Pengembangan energi baru dan terbarukan; dan (3) Konservasi energi.

Selain melalui program perangkat daerah, pada goal 7 terdapat program/kegiatan yang dilakukan oleh unsur non pemerintah yaitu Program Listrik Hemat dan Murah. Menurut data dari Yayasan Bintari, sebanyak 645 KK mendapat sambungan listrik melalui kegiatan pembangunan PLTS di Karimunjawa.

Tujuan-8
Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi
yang
Inklusif
dan

Berkelanjutan. Dalam rangka pencapaian tujuan-8 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yg insklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif & menyeluruh, serta pekerjaan yang layak, Jawa Tengah menetapkan 7target yang diukur melalui 18 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Mempertahankan pertumbuhan ekonomi setidaknya 7%; (2) Mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi; (3) Menggalakkan kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan serta kreativitas dan inovasi; (4) Mencapai pekerjaan tetap, produktif dan layak bagi semua; (5) Mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan dan pelatihan; (6) Memberantas kerja paksa; (7) Melindungi hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja; serta (8) Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan promosi budaya.

Perwujudan tujuan-8 diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Menciptakan SDM yang kompetitif dengan keahlian dan ketrampilan dan (2) Menumbuhkan perekonomian yang berkualiats dan inklusif. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif; (2) Pengembangan pariwisata dengan memperhatikan industri dan ekonomi kreatif; (3) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil; (4) Mendorong
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penumbuhan jiwa kewirausahaan dan keterampilan khususnya bagi kelompok pemuda; (5) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; (6) Perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan ramah bagi investasi; dan (7) Peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Peningkatan kesempatan kerja; (2) Peningkatan kualitas & produktivitas tenaga kerja; (3) Kepatuhan & pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan; (4) Pengamanan perdagangan dalam negeri; (5) Pengembangan destinasi pariwisata; (6) Pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif; (7) Pemasaran dan pemasaran pariwisata; (8) Pengembangan akses permodalan dan efektivitas pembiayaan; (9) Pengembangan akses pembiayaan bagi KUKM; dan (10) Pembinaan dan pengembangan kepemudaan.

Selain melalui program perangkat daerah, ada pula program/kegiatan yang dilakukan oleh non pemerintah diantaranya; pertama, Program Pendidikan Pelatihan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP), pada tahun 2018 sebanyak 25 orang mendapatkan pelatihan advokasi hukum ketenagakerjaan dengan tujuan terbentuknya kader-kader bantuan hukum ketenagakerjaan.

Kedua, Program Pendidikan Politik, menurut data dari BKSP, pada tahun 2018 sebanyak 50 orang telah mengikuti sosialiasi pilkada anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI).

Tujuan-9 Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi. Dalam rangka pencapaian tujuan-9 yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi, Jawa Tengah menetapkan 6 target yang diukur melalui 17 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Mengembangkan infrastruktur berkualitas termasuk infrastruktur regional; (2) Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan; (3) Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap layanan jasa keuangan; (4) Meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri; (5) Memperkuat riset ilmiah dan kapabilitas teknologi sektor industri; dan (6) Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi.

Perwujudan tujuan-9 diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: Menciptakan SDM yang kompetitif dengan keahlian dan ketrampilan dan Menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan produktif. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Pembukaan kawasan industri baru di perbatasan barat dan selatan; (2) Fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur kereta api; (3) Kemudahan akses kredit UMKM; (4) Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan industri; (5) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah; dan (6) Meningkatkan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Pengembangan perhubungan darat; (2) Pengembangan perhubungan laut; (3) Pengamanan perdagangan dalam negeri; (4) Peningkatan ekspor, promosi, dan efisiensi impor; (5) Penguatan dan Pengembangan industri agro; (6) Penguatan dan pengembangan industri non agro; (7) Pengembangan akses permodalan dan efektivitas pembiayaan;

(8) Pengembangan akses pembiayaan bagi KUKM; (9) Pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan (10) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tujuan-10 Mengurangi Kesenjangan Intradan Antarnegara. Dalam rangka pencapaian tujuan-10 yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara, Jawa Tengah menetapkan 4 target yang diukur melalui 11 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk;
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(2) memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua; (3)Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil serta menghapus praktek diskriminastif; (4) Mengadopsi kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial.

Perwujudan tujuan-10 diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Meningkatkan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, sanitasi, air bersih); (2) Meningkatkan akses jaminan perlindungan sosial; (3) Mengembangkan akses permodalan, jasa keuangan dan pasar; (4) Mengembangkan start up wirausaha baru; serta (4) Memberdayakan masyarakat khususnya kelompok masyarakat rentan. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaandan perdesaan, pada kelompok petani, nelayan, buruh, danpelaku UKM ; (2) Penguatan sustainable livelihood (keberlanjutan ekonomi masyarakat); (3) Membangun pemerintahan yang terbuka (open government);

(4) Meningkatkan komunikasi dan serapanaspirasi publik; dan (5) Menciptakan kondusivitas wilayah.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Peningkatan kualitas SDM KUMKM; (2) Pemantapan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak;

(3) Peningkatan kualitas hidup perempuan & anak; (4) Perlindungan & pengembangan lembaga ketenagakerjaan; (5) Peningkatan Kesempatan Kerja; (6) Peningkatan kualitas & produktivitas tenaga kerja;

Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara diukur melalui Koefisien Gini dan Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjadi jaminan bahwa kesenjangan pendapatan akan rendah. Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan pendapatan tidak hanya dilihat dari outcome pada keseimbangan umum suatu perekonomian, namun lebih kepada proses yang mempengaruhi alokasi sumber daya terutama melalui capital market, melalui sistem politik dan juga melalui kondisi sosial. Pada suatu masyarakat yang tingkat kesenjangannya tinggi cenderung membuat masyarakat miskin tidak dapat menikmati tingkat pendidikan yang baik, kurang mendapat akses terhadap kredit atau asuransi sehingga tidak dapat memaksimalkan kemampuan potensial produktif yang dimiliki.

Untuk menjawab tantangan tersebut, maka strategi utama yang dilakukan Jawa Tengah lebih ke arah menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar dan inklusif berbasis potensi unggulan. Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional, akan menumbuhkan perekonomian dari sektor unggulan pertanian yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan nilai tambah produk pertanian dan pengembangan kawasan pertanian dengan konsep Agriculture Estate yang merupakan pendampingan dan pengembangan usaha tani dari hulu hingga hilir sesuai potensi lokal.

Secara nasional pelanggaran terhadap kebebasan sipil masih terjadi di beberapa tempat, demikian halnya dengan kondisi Jawa Tengah. Menurunnya aspek kebebasan sipil disebabkan adanya hambatan kebebasan berkumpul, berserikat dan diskriminasi. Dalam rangka mengurangi kesenjangan, aspek kebebasan sipil menjadi salah satu ukuran untuk menunjukkan adanya kesempatan yang sama dalam berpendapat, berserikat tanpa memandang golongan/kelompok. Masyarakat kelompok rentan berpotensi memperoleh perlakuan diskriminatif baik dalam pelayanan dan perlindungan hukum, serta peran serta dan kontribusi sebagai pelaku pembangunan atau penerima manfaat pembangunan. Selain kelompok rentan yang meliputi miskin, lanjut usia, disabilitas, perempuan dan anak, dari sektor ketenagakerjaan perlu adanya perhatian khusus terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). TKI merupakan salah satu fenomena migrasi dan mobilitas manusia melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana yang ditujukan untuk mengurangi
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kesenjangan. Fasilitasi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) merupakan salah satu upaya mendorong ke arah jaminan perlindungan TKI.

Selain melalui program perangkat daerah, terdapat program/kegiatan yang dilakukan oleh unsur non pemerintah yakni LRC-KJHAM. Program yang dilaksanakan adalah Mengembangkan Mekanisme Dukungan bagi Perempuan Miskin Korban Kekerasan. Pada tahun 2018, dibentuk 8 komunitas sebagai upaya penguatan & perluasan LBK yang merupakan bagian dari Gerakan Penghapusan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP).

Tujuan-11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan. Dalam rangka pencapaian tujuan-11 yaitu menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan,Jawa Tengah menetapkan 8 target yang diukur melalui 19 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau serta menata kawasan kumuh; (2) Menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua; (3) Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia; (4) Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia; (5) Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak bencana; (6) Mengurangi dampak lingkungan perkotaan termasuk penanganan sampah kota; (7) Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif; serta (8) Meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang terintgrasi dengan perubahan iklim dan ketahanan terhadap bencana.

Perwujudan tujuan-11 diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Peningkatan rumah layak huni dan kualitas kawasan permukiman, (2) Pengembangan transportasi massal, (3) Pengembangan masyarakat tangguh bencana, serta (4) Pengurangan risiko dan penanggulangan bencana lintas sektor; (5) Pengelolaan dan penanganan sampah; (6) Pemenuhan ruang terbuka hijau. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Perbaikan rumah tidak layak huni bagi rumah tangga miskin dan perbaikan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh termasuk diantaranya air bersih, sanitasi, dan listrik; (2) Revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pengembangan koridor angkutan umum massal berbasis jalan (BRT); (3) Pengembangan desa tangguh bencana, (4) Pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis masyrakat sertaidentifikasi dan inventarisasi daerah rawan dan terdampak bencana; (5) Pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah; serta (6) Pembangunan ruang terbuka hijau.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Pembangunan perumahan; (2) Pengembangan perhubungan darat; (3) Peningkatan kualitas hidup perempuan & anak; (4) Perlindungan & pengembangan lembaga ketenagakerjaan; (5) Peningkatan Kesempatan Kerja; (6) Peningkatan kualitas & produktivitas tenaga kerja;

Dalam upaya pengembangan transportasi massal, selain dilakukan pengembangan koridor angkutan umum massal berbasis jalan (BRT), juga difokuskan pada pengelolaan BRT Trans Jateng dengan Sistem BLUD. Sedangkan revitalisasi jalur kereta diprioritaskan pada fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur kereta api diantaranya yang menghubungkan wilayah Kedungsepur dengan PSN Borobudur, wilayah pantura timur serta wilayah tengah, selain itu juga berupaya untuk meningkatkan layanan KA Semarang-Solo. Fasilitasi pengembangan bandara lebih diarahkan untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas wilayah.

Selain melalui program perangkat daerah, terdapat pula program/kegiatan yang dilakukan oleh non pemerintah, yaitu program Waste to Energy. Menurut data dari
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Yayasan Bintari sebagai organisasi pelaksana, pada tahun 2018 sebanyak 120 ton sampah/ hari dapat diolah. Pengolahan sampah tersebut merupakan hasil implentasi kegiatan Pembangunan Fasilitas Refuses Derived Fuel di Cilacap. Melalui kegiatan Pembangunan Fasilitas Refuses derived Fuel di Cilacap, sebanyak 120 ton sampah/ hari telah diolah.

Tujuan-12 Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan. Dalam rangka pencapaian tujuan-12 yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, Jawa Tengah menetapkan 5 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan; (2) Mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan dan daur ulang dan penggunaan kembali; (3) Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan; (4)Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional ; (5) Menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.

Perwujudan tujuan-12 diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; (2) Peningkatan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan; (3) Menumbuhkan budaya pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Penanganan limbah industri dan rumah tangga; (2) Peningkatan perijinan dan pemantauan lingkungan serta penegakan hukum; (3) Pendidikan lingkungan bagi masyarakat; (4) Peningkatan budaya hemat sumber daya alam, khususnya energi dan air.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan;dan (2) Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas.

Secara konkrit, strategi dan program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pembinaan terhadap masyarakat dan penanganan daerah penghasil bahan baku tembakau dan industrinya, pengujian kualitas air dan udara. Sementara itu, kegiatan pengembangan teknologi lingkungan ekoefisiensi dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, perencanaan/penyusunan kebijakan teknis penataan lingkungan hidup, peningkatan pelaksanaan AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL merupakan upaya yang akan dilakukan untuk menjabarkan program penataan, pengkajian dampak dan pengembangan kapasitas SDM lingkungan.

Tujuan-13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan. Dalam rangka pencapaian tujuan-13 yaitu penanganan perubahan iklim dan penanggulangan kebencanaan, Jawa Tengah menetapkan 2 target yang diukur melalui 3 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam; (2) Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan.

Perwujudan tujuan-13 diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Pengembangan masyarakat tangguh bencana; (2) Pengembangan antisipasi dan deteksi perubahan iklim dan bencana. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Upaya penanggulangan bencana berbasis resiko; (2) Pengembangan desa tangguh bencana; (3) Identifikasi dan inventarisasi daerah rawan dan terdampak bencana; (4) Pengurangan bencana lintas sektor dan (5) Pemanfaatan sumber Energi Baru Terbarukan.
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Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan (2) Pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi.

Secara konkrit, strategi dan program tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penaggulangan bencana, antara lain pembentukan desa tangguh bencana, pemasangan alat peringatan dini bencana/early warning system (EWS), pemasangan rambu jalur evakuasi, penyusunan rencana kontijensi bencana, gladi bencana, identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana, pelatihan kluster bencana dan sistem komando penanganan darurat bencana, pelatihan kajian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat terdampak bencana, serta penyiapan peralatan penanggulangan bencana di Jawa Tengah. Sedangkan dalam rangka pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) akan dilakukan pengembangan dan konservasi Energi Baru Terbarukan.

Tujuan-14 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan. Dalam rangka pencapaian tujuan-14 yaitu melestarikan dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, Jawa Tengah menetapkan 3 target yang diukur melalui 4 indikator. Target-target tersebut yaitu: (1) Mengeloladan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan; (2) Melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut; (3) Melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru; dan (4) Menyediakan akses untuk buruh nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pasar.

Perwujudan tujuan-14 diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, khususnya perairan laut; dan (2) Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan. Dan strategi yang akan dilakukanmeliputi: (1) Peningkatan kapasitas nelayan, jaminan kemudahan dan perlindungan bagi nelayan, peningkatan teknologi dan akses permodalan, serta asuransi nelayan; (2) Peningkatan prasarana sarana perikanan tangkap dan air payau, melalui peningkatan fasilitas pelabuhan dan teknologi dalam penangkapan ikan; (3) Peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan; dan (4) Perbaikan tata niaga perikanan; serta (5) rehabilitasi kawasan mangrove dan terumbu karang.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Pengembangan perikanan tangkap melalui pengendalian penangkapan kapal dan alat tangkap; (2) Rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan ; dan (3) Pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan.

Secara konkrit, strategi dan program dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan. Untuk pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan lebih diarahkan kepada pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) serta pengawasan SDKP. Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan ditargetkan penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sebesar 2%. Sedangkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu kegiatan dalam pengelolaan ruang pesisir dan laut yang dilakukan dalam bentuk penanaman mangrove ditargetkan akhir tahun 2023 sebanyak 333.600 batang dan terumbu karang sebanyak 20. Dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, maka dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyrakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Target jumlah wanita/taruna pesisir yang diberdayakan pad aakhir tahun 2023 sebanyak 350 orang.
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Tujuan-15 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan. Dalam rangka pencapaian tujuan-15 yaitu pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, Jawa Tengah menetapkan 3 target yang diukur melalui 5 indikator. Target-target tersebut yaitu: (1) Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya; (2) Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi; serta

(3) Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi; (4) Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati; (5) Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional; (6) Mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.

Perwujudan tujuan-15 diupayakan melalui arah kebijakan yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, khususnya tutupan lahan. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Konservasi lingkungan melalui rehabilitasi hutan dan lahan;

(2) Pemulihan kembali lingkungan melalui peningkatan perijinan dan pemantauan lingkungan serta penegakan hukum; serta (3) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan; (2) Penyuluhan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan (3) Pemanfaatan Hutan.

Perubahan kawasan hutan dan lahan yang tertutup pepohonan khususnya yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak legal seperti penebangan liar dan lain-lain dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu program rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan diperlukan guna mengendalikan penanganan DAS dan konservasi tumbuhan dan satwa liar. Pemerintah Provinsi Jawa tengah menargetkan persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani mencapai 25% pada tahun 2023.

Untuk pengelolaan hutan, pemerintah pusat memberikan mandat pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial. Perhutanan sosial sendiri merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningatkan kesejahteraannya, kesimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Peran pemerintah provinsi dalam pemanfaatan hutan sebatas pada pengendalian, penatagunaan dan pemanfaatan hutan yang ditargetkan sebesar 35,38% pada tahun 2023. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu dilakukan melalui legalisasi sertifikasi kayu dan perijinan industri primer pengolahan hasil hutan kapasitas lebih besar menuju 6.000 m3 dengan tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Tujuan-16 Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh. Dalam rangka pencapaian tujuan-16 yaitu mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh, Jawa Tengah menetapkan 9 target yang diukur melalui 27 indikator. Target-target tersebut yaitu:

(1) Mengurangi segala bentuk kekerasan dan yang terkait dengan tingkat kematian;

(2) Menghentikan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak; (3) Menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua; (4) Mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya; (5) Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat; (6) Memastikan pengambilan keputusan
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yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan; (7) Memberikan identitas hukum bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran; (8) Menjamin akses publik terhadap informasi; (9)Menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

Perwujudan tujuan-16 diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Mewujudkan kohesi sosial masyarakat; (2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

(3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan; dan (4) Meningkatkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Peningkatan pelayanan publik pada masyarakat dan membangun open government; (2) Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi pemerintahan); (3) Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian internal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara baik; (4) Pengendalian produk hukum dan penegakan perda; (5) Penataan ASN termasuk penerimaan pegawai secaratransparan dan akuntabel, promosi jabatan secara terbuka dengan talent scouting (penelusuran bakat); (6) Perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang diukur melalui outcome serta perbaikan tata laksana organisasi; (7) Peningkatan demokrasi Indonesia kepada masyarakat termasuk pendidikan politik perempuan; (8) Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi;dan (9) Memberikan kesempatan yang sama termausk bagi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam trantibumas; (2) Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan; (3) Pengembangan Data Statistik Sektoral dan Keterbukaan Informasi;

(4) Pengembangan eGovernment; (5) Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat; (6) Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP; (7) Pembangunan Budaya Integritas; (8) Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat daerah; (9) Penataan Administrasi Kependudukan; (10) Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum dan Masyarakat pada Produk Hukum Daerah; (11) Penataan Peraturan Perundang-Undangan; serta (12) Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah.

Persoalan yang mengancam kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Jawa Tengah cukup beragam, mulai dari berita bohong, ujaran kebencian, kampanye hitam, radikalisme dan terorisme. Namun, hingga saat ini Jawa Tengah masih menjadi barometer nasional dalam kemampuan menjaga kondusivitas wilayah, mengingat jumlah penduduk Jawa Tengah cukup besar sekitar 34 juta jiwa yang berpotensi munculnya konflik. Hal tersebut tidak lepas dari upaya keras Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan seluruh pihak terkait guna menjaga kondusivitas wilayah. Upaya preventif yang ditempuh antara lain peningkatan kapasitas elemen masyarakat dalam mewaspadai dan melakukan deteksi dini terhadap potensi-potensi konflik. Selain itu, penanganan-penanganan konflik sosial sebelum meluas, bukan hanya dilakukan oleh pemerintah saja namun juga melibatkan masyarakat. Tahun 2018 hampir sekitar 160 orang berperan serta aktif dalam penanganan konflik, dan ditargetkan akan terus meningkat pada tahun berikutnya. Seiring dengan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berusaha mempertahankan persentase penurunan konflik SARA pada angka 15% selama 5 tahun ke depan. Dan diharapkan Indeks Toleransi meningkat pada angka 76,60 di akhir tahun 2023.

Kondusivitas wilayah akan terwujud melalui peran serta aparat hukum dalam penegakan hukum maupun perda. Dalam hal penegakan hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senantiasa melakukan pemeliharaan trantibun dan linmas serta pencegahan kriminalitas. Upaya-upaya yang dilakukan melalui patroli pengendalian
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trantibum dan linmas sejumlah 48 kali patroli dalam kota dan 6 kali patroli wilayah dalam setahun. Sedangkan untuk penegakan perda, ditargetkan 100% atau terlaksana semua selama 5 tahun ke depan. Peranan perda cukup penting, selain sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan juga merupakan penampung kekhususan dan keragaman daerah serta aspirasi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam 1 tahun hanya mampu menyusun rancangan perda pada kisaran 15-17 raperda, sehingga target yang ditentukan dalam penyusunan Raperda selama 5 tahun ke depan masih pada kisaran angka tersebut.

Keterbukaan informasi publikmenjadi bagian dari upaya membangun open government. Jawa Tengah dinilai cukup baik dalam hal keterbukaan informasi publik, namun demikian untuk pemerintah kabupaten/kota masih perlu ditingkatkan lagi. Mengingat masih banyak sengketa informasi yang didominasi berasal dari kabupaten/kota, meskipun secara tren terjadi penurunan jumlah kasus sengketa. Tahun 2014 kasus sengketa keterbukaan informasi publik yang masuk mencapai 148 kasus, mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga bulan Oktober tahun 2018 tercatat hanya 16 kasus. Keterbukaan informasi publik ke depan lebih diarahkan pada upaya pengembangan Open Data yang berbasis pada Single Data System (SDS). Keberhasilan Open Data dan SDS sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data dan informasi dari masing-masing sektor atau wilayah. Oleh karena itu, dukungan PPID pembantu di OPD, BUMD maupun PPID Utama Kabupaten/Kota dalam kontribusi data yang valid sangat diperlukan.

Untuk mewujudkan 3 sasaran reformasi birokrasi yaitu : (1) Pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, (2) Pemerintah yang efektif dan efisien; serta

(3) Pelayanan publik yang baik dan berkualitas, maka budaya integritas dan upaya pengawasan internal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal penting. Melalui kegiatan pengembangan efektivitas kelembagaan perangkat daerah, maka diharapkan pada akhir tahun 2023 persentase OPD yang efektif dalam tugas dan fungsinya mencapai 100%, maknanya seluruh OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditargetkan untuk efektif dan efisien dalam menjalankan tupoksinya. Hal tersebut dilakukan guna mencapai peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80 padaakhir tahun 2023.

Era industri 4.0 yang mempengaruhi seluruh aspek pembangunan, tak terkecuali pada aspek tata kelola pemerintahan. Salah satunya yang perlu dipersiapkan adalah mencetak SDM aparatur yang kompeten dan mempunyai kapabilitas. Spesialis keahlian yang didorong melalui pemenuhan jabatan fungsional tertentu serta melek teknologi menjadi salah satu agenda dalam manajemen ASN. Selain itu, dari sisi kelembagaan dan organisasi, upaya kegiatan pengadaan CPNS, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat, hasil promosi jabatan secara terbuka dan talent scouting, serta fasilitasi tugas belajar dan ijin belajar PNS terus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Efektivitas dan efisiensi dalam manajemen ASN salah satunya melalui pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian (SIMPEG) Terpadu. Mengingat ASN merupakan inti sekaligus pelaku penyelenggaraan pemerintahan, maka kebutuhan data dan informasi terkait ASN mutlak diperlukan. Integrasi SIMPEG dengan sistem aplikasi yang lain dibutuhkan untuk pemetaan, penilaian, pengembangan, dan penataan ASN. Integrasi SIMPEG ditargetkan untuk sejumlah 5 sistem aplikasi lain, pada akhir tahun 2023.

Perolehan nilai SAKIP A untuk Jawa Tengah pada tahun 2019 ini merupakan bukti bahwa upaya perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang diukur melalui outcome telah dilakukan. Optimisme Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pencapaian target nilai SAKIP sebesar 85 di akhir tahun 2023 (target RPJMD 2018-2023), mengingat nilai SAKIP A tersebut berada pada kisaran 80-90. Sehingga tidak ada salahnya ke depan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
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mengupayakan untuk perolehan Nilai SAKIP AA pada akhir pelaksanaan RPJMD 2018-2023.

Pentingnya opini BPK WTP mengingatopini BPK merupakan penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjamin bahwa informasi keuangan telah wajar disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Komponen ini pula yang mendukung peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi. Jawa Tengah telah mencapai opini BPK WTP ke-8 kalinya sampai dengan tahun 2018 dan akan terus dipertahankan sampai tahun-tahun berikutnya.

Dalam rangka menjamin akses yang sama dalam hukum dan keadilan, maka penyelenggaraan bantuan hukum dan sengketa hukum diberikan kepada masyarakat tidak mampu. Tahun 2018 tercatat 180 perkara pemberian bantuan hukum pada masyarakat tidak mampu, 8 perkara penanganan perdata/TUN dan 4 perkara penanganan sengketa hukum. Kesempatan yang sama tidak hanya diberikan pada perlindungan hukum, namun juga kesempatan berpolitik. Upaya sosialisasi dan memberikan pendidikan polittik dilakukan bukan hanya untuk laki-laki melainkan juga perempuan. Namun nampaknya hal tersebut belum optimal, tahun 2018 baru sebesar 24,24% persentase keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2019. Bukan hanya di lembaga legislatif, melainkan juga lembaga eksekutif diharapkan peran perempuan akan lebih nyata lagi, untuk menduduki jabatan pengambil keputusan di tingakt eselon II, III dan IV. Selain dalam pendidikan politik, kaum perempuan juga mendapatkan perhatian dalam kasus-kasus kekerasan dan ketidakadilan yang diterimanya. Dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya menekan rasio kekerasan terhadap perempuan dari agar menjadi 5,64 pada tahun 2023.

Kesempatan dan akses yang sama juga diberikan dalam pelayanan kependudukan, salah satunya adalah pemberian akte kelahiran. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan bahwa persentase penduduk 0-18 tahun memiliki akta kelahiran pada akhir tahun 2023 sebesar 100%, dengan kata lain seluruh penduduk usia 0 hingga 18 tahun semua harus memilik akte kelahiran.

Selain melalui program perangkat daerah, terdapat program/kegiatan yang dilakukan oleh unsur non pemerintahyakni LBH Semarang. Program /kegiatan dimaksud diantaranya: pertama, Program Layanan Bantuan Hukum. Pada tahun 2018 sebanyak 300 orang telah merasakan manfaat dari kegiatan pengaduan dan konsultasi hukum; kedua, Kegiatan penyuluhan / pendidikan hukum. Melalui kegiatan ini, sebanyak 700 orang mendapatkan pendidikan bantuan hukum di tahun 2018. Kegiatan ini didukung oleh BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sertaThe Asia Foundation; ketiga, Program Dokumentasi Pelanggaran HAM di Jawa Tengah. Pada tahun 2018 sebanyak 150 kasus telah terdokumentasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH); keempat, Program Advokasi Korban Pelanggaran HAM.Program ini dimaksudkan untuk Pendampingan Hukum Korban pelanggaran HAM di Jawa Tengah. Data realisasi 2018 menyebutkan 25 kasus telah mendapat pendampingan hukum; dan kelima, Program Penguatan Masyarakat. Ditujukan untuk komunitas / organisasi. Hingga tahun 2018, sebanyak 22 komunitas/ organisasi telah mendapat pendidikan terkait HAM dan hukum.

Tujuan-17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global. Dalam rangka pencapaian tujuan-17 yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan multipihak untuk pembangunan berkelanjutan, Jawa Tengah menetapkan 7 target yang diukur melalui 15 indikator. Target-target tersebut yaitu: (1) Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya; (2) Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan
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meningkatkan berbagi pengetahuan; (3) Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang; (4) Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang; (5) Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif; (6) meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang; (7) mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

Perwujudan tujuan-17 diupayakan melalui arah kebijakan: (1) Optimalisasi pembiayaan yang bersumber selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Mendorong pemanfaatan teknologi informasi di sektor perdagangan dan industri; (3) Mendorong aspek hulu industri dan optimalisasi industri hilir; (4) Penyediaan data statistik dan informasi yang memadai; (5) Mendorong perwujudan investasi hijau; serta didukung dengan peningkatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dengan dunia usahadan (6) Membangun kerjasama multipihak antara pemerintah dengan swasta, akademisi, badan usaha, oranisasi masyarakat sosial dan filantropi dalam pelaksanaan pembangunan. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi:(1) Obligasi daerah; (2) Memperkuat jaringan infrastruktrur teknologi informasi; (3) Menggalakkan penggunaan e-commerce, transaksi online dan digitalisasi UMKM; (4) Peningkatan pelayanan data sektor dan (5) Optimalisasi forum CSR termasuk Tim Koordinasi Daerah SDGs yang melibatkan para stakeholder.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal; (2) Penyediaan dan pelayanan informasi statistik;

(3) Pengembangan data statistik sektoral dan (4) Peningkatan Ekspor, Promosi, dan Efisiensi Impor.

Guna mendorong seluruh pihak untuk memanfaatkan teknologi informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berusaha mengupayakan otomatisasi digital baik itu membangun sistem aplikasi mapun pemanfaatan media sosial. Pelaku UMKM sebagai salah satu yang didorong untuk pemanfaatan teknologi informasi melalui e-commerce, untuk perluasan akses pasar serta pengembangan usaha. Diharapkan melalui pemanfaatan teknologi informasi ini pengembangan pasar dapat dilakukan hingga ke luar negeri. Hingga tahun 2018 Jawa Tengah memiliki 136.207 UMKM, terdiri dari 46.809 UKM sektor produksi non pertanian, 22.738 sektor pertanian, 50.169 sektor perdagangan dan 16.491 sektor jasa. Namun baru 800 pelaku UMKM yang mendapat pelatihan e-commerce, dan baru separuhnya saja yang aktif memanfaatkan. Target ke depan akan terus dilakukan upaya sosialisasi dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Pembiayaan pelaksanaan pembangunan yang terbesar diperoleh dari pajak daerah dan retribusi, namun seringkali kurang memadai. Hal tersebut juga menjadi kendala bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dimana sumber pembiayaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan, sehingga kapasitas fiskal menurun. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya obligasi daerah. Obligasi daerah ini merupakan pembiayaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam lima tahun kedepan, obligasi daerahdiperuntukkan bagi pembangunan rumah sakit khusus di Kota Pekalongandan Magelang, pengembangan rumah sakit khusus di RSUD Kelet,pengembangan RSUD Moewardi (pengembangan onkologi terpadu), pembangunan kawasan olahraga Jatidiri, pengembangan infrastruktur penunjang kawasan industri, dan pengembangan kawasan Edu Park Tlogo Wening.

Peningkatan ekspor di Jawa Tengah mengalami tren cukup bagus, namun demikian masih defisit karena nilai impor masih jauh lebih tinggi. Penyumbang peningkatan ekspor Jawa Tengah dari sektor non migas pada produksi pakaian jadi
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dan kayu atau barang berbahan dasar dari kayu. Strategi peningkatan ekspor Jawa Tengah terutama untuk menghadapi revolusi 4.0 antara lain fokus pada produk industri olahan yang bernilai tambah tinggi serta pengembangan ekonomi kreatif. Strategi lain yakni menjalin kerjasama dengan mitra-mitra dagang luar negeri. Hilirisasi industri merupakan hal penting, namun tidak luputdari perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah mendorong aspek hulu industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Target ke depan akan terus dilakukan peningkatan ekspor, promosi, dan efisiensi impor dalam bentuk peningkatan akses pasar produk berorientasi ekspor serta kualitas dan kuantitas pelaku ekspor impor non migas.

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan. RAD tidak berhenti hanya sampai pada tersusunnya arah kebijakan, indikator TPB, dan rencana program aksi, tetapi juga perlu menjaga bagaimana target pencapaiannya terwujud. Untuk itu diperlukan pemantauan dan evaluasi yang menjadi tahapan penting dari keseluruhan kegiatan rencana aksi pelaksanaan TPB tahun 2019-2023.

Pemantauan ditujukan untuk mengamati perkembangan pencapaian TPB dari waktu ke waktu; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul. Sementara evaluasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran atas capaian TPB dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan TPB.

Sebagai bagian integral dari siklus renaksi TPB, kegiatan pemantauan dan evaluasi akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan: (1) Pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

sementara (2) Evaluasi dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Laporan pemantauan disampaikan 15 hari setelah periode

semester berjalan: (a) Semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni dilaporkan pada tanggal 15 bulan Juli). (b) Semester kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember). Terakhir, Laporan evaluasi pencapaian TPB disampaikan satu bulan setelah tahun berjalan.

Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi. Publikasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD, menjadi hal penting mengingat karakter dari TPB adalah inklusif. Untuk itu, TKD TPB dengan didukung Kantor BPS telah menyiapkan laman One Touch SDGs (OTS) yang terintegrasi dalam laman bappeda.jatengprov.go.id sebagai media untuk melakukan diseminasi informasi terkait hasil pemantauan, peraturan, kebijakan, kegiatan TPB, dokumen dan informasi publik lainnya. Laman ini terus akan dikembangkan sesuai muatan yang akan dihasilkan dari kegiatan pelaksanaan TPB.
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LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR
62 TAHUN 2019

TANGGAL 30 DESEMBER 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1
Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) terhadap Agenda RPJMN Tahun 2019-2024, dan Agenda RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) telah dirumuskan pada tingkat global dengan melibatkan para pemimpin 193 negara anggota PBB pada akhir September 2015. Agenda tersebut mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya, termasuk kemiskinan ekstrim, sebagai tantangan utama di tingkat global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global dilaksanakan hingga tahun 2030 memiliki 5 prinsip dasar yaitu People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership dalam 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang selaras.

Kelahiran 5 prinsip yang wajib ditangani dalam SDGs itu, selain merupakan lanjutan dari agenda MDGs yang belum tuntas jugatak lepas dari pengaruh kehendak pemimpin dunia yang hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi pada Juni 2012 di Rio de Janeiro (KTT Rio+20). Sebagaimana diketahui, dalam KTT Rio+20 itu disepakati arti pentingannya penerapan “green economy”dalam setiap pembangunan untuk mewujudkan misi keberkelanjutan.

Secara konseptualesensi dari green economy tertuang dalam dokumen “The Future We Want” yang hakekatnya menandaskan arti pentingnya kecintaan pada sesama (dimensi spiritual) dan kecintaan pada alam semesta (dimensi nature). Untuk itu pembangunan dipersyaratkan wajib mensenyawakan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan secara terintegrasi dalam suatu tata kelola pembangunan yang berkelanjutan (suistainabelity development) untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.Dalam tata kelola seperti itu, pengintegrasian pembangunan ekonomi/lingkungan, sosial/lingkungan, serta ekonomi/sosial dimaksudkan agar proses pembangunan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, kesejahteraan dan kedamaian hidup, serta aspek kesejahteraan sosial dan ekonomi secara simultan.

Dalam konteks itu, apa yang ingin kita inginkan di masa depan adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs yang terdiri-dari 17 Tujuan, 169 Target dan 241 indikator yang terklasifikasi dalam 4 (empat) pilar: pembangunan sosial (goal-1, goal-2, goal-3, goal-4, goal-5); pembangunan ekonomi (goal-7, goal-8, goal-9, goal-10, goal-17); pembangunan lingkungan (goal-6, goal-11, goal-12,goal-13, goal-14, goal-15); serta pembangunan hukum dan tata kelola (goal-16) secara terintegrasi, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1.1.
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Tabel 1.1.Agenda Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
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Sumber: Rencana Aksi Nasional SDGs 2017-2019

Untuk melaksanakan agenda global itu pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai bentuk komitmen nasional melaksanakan SDGs sebagai gerakan bersama. Dalam Perpres telah ditetapkan sasaran nasional periode 2017-2019 dalam RPJMN 2015-2019 yang selaras dengan TPB. Diketahui berdasarkan hasil pemetaan goals, target dan indikator TPB, diperoleh angkadari 17 goals, 169 target global, terdapat 94 target RPJMN 2015-2019yang relevan dengan target TPB seperti terlihat dalam tabel 1.2. berikut ini.

Tabel 1.2.Kesesuaian Target  Global dan Target RPJMN 2015-2019

	Pilar
	Target
	Target
	
	HIGHTLIGHT SEJUMLAH
	

	/Goals
	Global
	RPJMN
	
	PRIORITAS NASIONAL
	

	
	
	2015-2019
	
	
	
	

	Sosial
	47
	25
	
	Penanggulangan
	

	(1,2,3,4,5)
	
	
	
	kemiskinan;
	

	
	
	
	
	Peningkatan kesejahteraan
	

	
	
	
	
	masyarakat;
	

	
	
	
	
	Peningkatan kedaulatan
	

	
	
	
	
	pangan;
	

	
	
	
	
	Pelaksanaan Program
	

	
	
	
	
	Indonesia Pintar dan
	

	
	
	
	
	Indonesia Sehat;
	

	
	
	
	
	Melindungi Anak,
	

	
	
	
	
	Perempuan dan Kelompok
	

	
	
	
	
	Marjinal.
	

	Ekonomi
	54
	30
	
	Kedaulatan energy;
	

	(7,8,9,10,
	
	
	
	Akselerasi pertumbuhan
	

	17)
	
	
	
	ekonomi nasional;
	

	
	
	
	
	Peningkatan daya saing
	

	
	
	
	
	tenaga kerja;
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	
	Membangun konektivitas

	
	
	
	
	nasional;

	
	
	
	
	Pemerataan pembangunan

	
	
	
	
	antar wilayah;

	
	
	
	
	Pelaksanaan politik luar

	
	
	
	
	negeri bebas aktif.

	Lingkungan
	56
	31
	
	Ketahanan air;

	(6,11,12,13,
	
	
	
	Membangun perumahan

	14,15)
	
	
	
	dan kawasan permukiman;

	
	
	
	
	Penanganan perubahan

	
	
	
	
	iklim dan penyediaan

	
	
	
	
	informasi iklim dan

	
	
	
	
	kebencanaan;

	
	
	
	
	Pengembangan ekonomi

	
	
	
	
	maritime dan kelautan;

	
	
	
	
	Pelestarian SDA, LH, dan

	
	
	
	
	pengelolaan bencana;

	
	
	
	
	Rencana aksi dan strategi

	
	
	
	
	keanekaragaman hayati

	
	
	
	
	Indonesia.

	
	
	
	
	
	

	Hukum dan
	12
	8
	
	Meningkatkan kualitas

	Tata
	
	
	
	perlindungan WNI;

	Kelola(16)
	
	
	
	Peningkatan penegakan

	
	
	
	
	hukum yang berkeadilan;

	
	
	
	
	Membangun transparansi

	
	
	
	
	dan akuntabilitas kinerja

	
	
	
	
	pemerintahan.

	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	169
	94
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Sumber: Lampiran Perpres No 59 Tahun 2017

Berdasarkan 94 target TPB nasional, pemerintah pusat berhasil memetakan indikator TPB sebanyak 319 indikator yang terdiri-dari 21 indikator bersifat khusus untuk daerah tertentu dan 298 indikator bersifat umum. Dari total 319 indikator diketahui,sebanyak 308 indikator merupakan kewenangan pusat, 235 kewenangan provinsi, 220 kewenangan kabupaten, dan 222 kewenangan kota. Dalam konteks kewenangan, setiap daerah memiliki jumlah indikator yang berbeda-beda sesuai kewenangan dan kondisi wilayahnya masing-masing.

Khusus Pemerintah Jawa Tengah, hasil telaah terhadap TPB Nasional sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pelaksanaan TPB/SDGs tahun 2017-2018 menunjukkan, terdapat 192 indikator TPB Jawa Tengah. Dari 192 indikator TPB/SDGs Jawa Tengah, sebanyak 116 indikator sudah tercantum dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA dan Dokumen/Laporan Teknis lainnya), dan kerenanya dapat disebut sebagai indikator kinerjayang memiliki angka target. Sementara, 76 indikator TPB/SDGs Jawa Tengah yang belum tercantum dalam dokumen perencanan dan karenanya tolak ukur itu disebut sebagai indikator kondisi yang belum memiliki angka target (pre-memory/PM).

Pasca pemilu presiden 2019 untuk masa jabatan 2019-2024, agenda pembangunan nasional mengalami refocusing sebagaimana tercantum dalam
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dokumen rancangan teknokratik RPJMN tahun 2020-2024 dengan visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetititf di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Dalam visi itu, kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan diposisikan sebagai kekuatan dalam melakukan transformasi dan berbagai lompatan kemajuan. Selam lima tahun pemerintahan berlangsung, menunjukkan bahwa dengan kemandirian yang disertai semangat persatuan dan kerja bersama, apa pun bisa dicapai. Maka dalam lima tahun kedepan, pemerintah pusat meyakini bahwa kemandirian dan semangat gotong royong dapat membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Kemudian, saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan gotong royong maka, di saat itulah Indonesia telah menjadi negara maju. Indonesia yang memenuhi cita-cita kemerdekaan sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Guna mewujudkan visi tersebutakan ditempuh dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan dan 6 (enam) pengarusutamaan. Ketujuh agenda itu adalah: (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

(3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Membangun kebudayaan dan revolusi mental; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Sementara, 6 (enam) pengarusutamaan adalah: (1) kesetaraan gender; (2) tata kelola pemerintahan yang baik; (3) pembangunan berkelanjutan; (5) kerentanan bencana dan perubahan iklim; (5) modal sosial dan budaya; serta (6) transformasi digital.

Ketujuh agenda itu masing-masing diturunkan ke dalam sejumlah program aksi seperti tercantum dalam tabel-3 berikut:

Tabel 1.3.a Agenda Pembangunan dan Program Aksi Nasional Tahun 2020 -2024

	
	No.
	Agenda
	Program Aksi Nasional
	

	
	
	Pembangungan
	
	

	
	
	Nasional  Tahun
	
	

	
	
	2020-2024
	
	

	
	
	
	
	

	
	1.
	Memperkuat
	Pondasi makro ekonomi yang kokoh dengan
	

	
	
	ketahanan ekonomi
	memperkuat kualitas investasi dan inovasi dalam
	

	
	
	untuk pertumbuhan
	negeri merupakan arah dari rencana pembangunan
	

	
	
	yang berkualitas
	ekonomi Indonesia. Sektor ekonomi akan dipacu
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	untuk terbuka dengan perdagangan global melalui:
	

	
	
	
	  Peningkatan daya saing ekspor, produktivitas,
	

	
	
	
	dan keterkaitan hulu-hilir industri;
	

	
	
	
	  Peningkatan daya saing sektor pariwisata melalui
	

	
	
	
	peningkatan infrastruktur dan citra;
	

	
	
	
	  Membangun ekosistem yang mendukung
	

	
	
	
	peningkatan daya saing ekonomi kreatif;
	

	
	
	
	  Peningkatan iklim investasi untuk peningkatan
	

	
	
	
	daya saing perekonomian;
	

	
	
	
	  Mendorong pengembangan perpajakan digital
	

	
	
	
	dan peningkatan jasa keuangan.
	

	
	
	
	
	

	
	2.
	Mengembangkan
	Pengembangan wilayah ditujukan untuk
	

	
	
	wilayah untuk
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
	

	
	
	mengurangi
	pemenuhan pelayanan dasar dengan
	

	
	
	kesenjangan dan
	memperhatikan harmonisasi antara rencana
	

	
	
	menjamin pemerataan
	pembangunan dengan pemanfaatan ruang.
	

	
	
	
	Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan
	

	
	
	
	kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat
	

	
	
	
	dilakukan melalui:
	

	
	
	
	  Pengembangansektor/komoditas/kegiatan
	

	
	
	
	unggulan daerah;
	

	
	
	
	  Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke
	

	
	
	
	wilayah belum berkembang;
	

	
	
	
	  Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
	

	
	
	
	  Memperkuat kemampuan sdm dan iptek berbasis
	

	
	
	
	kewilayahan dalam mendukung ekonomi
	

	
	
	
	unggulan daerah; serta
	

	
	
	
	  Meningkatkan IPM melalui pemenuhan.
	

	
	
	
	pelayanan dasar secara merata.
	

	
	
	
	
	

	
	3.
	Meningkatkan sumber
	Pembangunan yang inklusif dan merata telah
	

	
	
	daya manusia yang
	menjadi modal utama di dalam pembangunan
	

	
	
	berkualitas dan
	manusia dan kebudayaan, yang akan menjadi
	

	
	
	berdaya saing
	tujuan fundamental dalam rangka menyiapkan
	

	
	
	
	SDM Indonesia yang berdaya saing global.
	

	
	
	
	Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk
	

	
	
	
	meningkatkan kualitas SDM melalui:
	

	
	
	
	  Peningkatan cakupan kesehatan semesta
	

	
	
	
	(Universal Health Care );
	

	
	
	
	  Mempercepat wajib belajar 12 tahun,;
	

	
	
	
	  Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan
	

	
	
	
	tinggi berkualitas dan kualitas pembelajaran;
	

	
	
	
	serta
	

	
	
	
	  Peningkatan kerja sama layanan dan kualitas
	

	
	
	
	penyelenggaraan pendidikan tinggi.
	

	
	
	
	
	

	
	4.
	Membangun
	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
	

	
	
	kebudayaan dan
	Revolusi mental memiliki kedudukan penting dan
	

	
	
	revolusi mental
	berperan sentral dalam pembangunan sebagai
	

	
	
	
	gerakan kebudayaan untuk mengubah cara
	

	
	
	
	pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada
	

	
	
	
	kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental
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	dilaksanakan secara holistik dan integratif yang
	

	
	
	
	bertumpu pada:
	

	
	
	
	  Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
	

	
	
	
	  Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan;
	

	
	
	
	dan
	

	
	
	
	  Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu
	

	
	
	
	revolusi mental juga diperkuat melalui upaya
	

	
	
	
	pemajuan dan pelestarian kebudayaan,
	

	
	
	
	memperkuat moderasi beragama.
	

	
	
	
	
	

	
	5.
	Memperkuat
	Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk
	

	
	
	infrastruktur untuk
	mendukung aktivitas perekonomian serta
	

	
	
	mendukung
	mendorong pemerataan pembangunan nasional.
	

	
	
	pengembangan
	Pemerintah Indonesia akan memastikan
	

	
	
	ekonomi dan
	pembangunan infrastruktur akan didasarkan
	

	
	
	pelayanan dasar
	kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
	

	
	
	
	  Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan
	

	
	
	
	untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur
	

	
	
	
	wilayah;
	

	
	
	
	  Peningkatan pengaturan, pembinaan dan
	

	
	
	
	pengawasan dalam pembangunan;
	

	
	
	
	  Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis
	

	
	
	
	TIK,;
	

	
	
	
	  Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah
	

	
	
	
	tidak efisien;
	

	
	
	
	  Mempermudah perijinan pembangunan
	

	
	
	
	infrastruktur.
	

	
	
	
	
	

	
	6.
	Membangun
	Pembangunan nasional perlu mempertahankan
	

	
	
	lingkungan hidup,
	keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target
	

	
	
	meningkatkan
	penurunan emisi dan intensitas emisi, dan
	

	
	
	ketahanan bencana
	kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung LH;
	

	
	
	dan perubahan iklim
	serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana
	

	
	
	
	Kebijakan pembangunan rendah karbon akan
	

	
	
	
	diarahkan pada bidang lahan, energi dan
	

	
	
	
	transportasi, limbah, serta proses industri dan
	

	
	
	
	penggunaan produk. Peningkatan ketahanan iklim
	

	
	
	
	dan bencana diarahkan melalui:
	

	
	
	
	  Penguatan mitigasi bencana;
	

	
	
	
	  Penguatan kapasitas penanggulangan bencana;
	

	
	
	
	  Peningkatan sarpras kebencanaan;
	

	
	
	
	  Penanganan darurat dan pemulihan pasca
	

	
	
	
	bencana; serta
	

	
	
	
	  Penguatan manajemen kebencanaan.
	

	
	
	
	
	

	
	7.
	Memperkuat stabilitas
	Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap
	

	
	
	polhukhankam dan
	bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh
	

	
	
	transformasi
	warga negara dan menegakan kedaulatan negara.
	

	
	
	pelayanan publik.
	Pemerintah akan terus berupaya meningkakan tata
	

	
	
	
	kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang
	

	
	
	
	dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
	

	
	
	
	  Reformasi kelembagaan dan kapasitas ASN;
	

	
	
	
	  Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan
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Sipil;

· Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasidan tata kelola keamana siber;
· Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
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Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Berdasarkan rancangan agenda pembangunan dan pengarusutamaan semacam itu pemerintah pusat telah berusaha memasukkan target SDGs sebanyak 118 targetdari 169 target global, ke dalam dokumen RPJMN. Teridentifikasi dalam rancangan teknokratik, dari 118 target SDGs, sudah ada 104 target SDGs yang sudah ada dalam dokumen RPJMN. Itu berarti tinggal 14 target saja yang akan menjadi usulan tambahan agar terakomodasi dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

Keseluruhan target itu penting untuk diakomadasi guna mendongkrak posisi Indonesia dalam capaian Global Index, di mana posisi sementara di tahun 2019 Indonesia menduduki urutan ke-102 dari 156 negara dalam kategori cukup baik dalam pencapaian target SDGs. Di Asia Tenggara, posisi Indonesia masih berada di bawah Filipina (urutan ke-97), Malaysia (urutan ke-68), Singapura (urutan ke-66), Vietnam (urutan ke-54), dan Thailand (urutan ke-40). Dan Indonesia berada di atas Myanmar (urutan ke-110), Laos (urutan ke-111), dan Kamboja (urutan ke-112).

Begitupun dengan agenda pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Periode pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018 telah berakhir. Periode pembangunan berikutnya adalah tahun 2018-2023 yang dimulai sejak dilantiknya Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, S.IP, M.IP. dan Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Taj Yasin Maimoen pada 5 September 2018. Sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi berkewajiban menyusun dan menetapkan RPJMD Tahun 2018-2023 paling lambat 6 (enam) bulan setelah gubernur dan wakil gubernur dilantik.

RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan tahap pembangunan jangka menengah ketiga dan keempat di periode RPJPD Tahun 2005-2025. RPJMD Tahun 2018-2023 juga merupakan tahap lanjutan dari RPJMD tahun 2013-2018. Ditetapkan dalam RPJMD, visi pembangunan tahun 2018-2023 adalah menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari, tetep mboten korupsi, mboten ngapusi”. Dalam kerangka mencapai visi dilakukan sejumlah upaya yang dijabarkan ke dalam 4) misi, yaitu: (1) membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI; (2) mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota; (3) memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan

(4) menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Keseluruhan visi, misi, dan program aksi juga merupakan bagian dari satu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu dalam penyusunan RPJMD juga berpedoman pada RPJMN dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional. Perumusan kebijakan dan
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program pembangunan dalam lima tahun kedepan, dengan demikian, dimaksudkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Dalam kerangka mewujudkan visi dan misi pembangunan di Jawa Tengah, serta menghadapi isu kemiskinan, bonus demografi, daya saing ekonomi daerah, dan kedaulatan pangan, kebijakan pembangunan lima tahun kedepan akan lebih menempatkan manusia sebagai fokus pembangunan. Dalam konteks itu, manusia tidak saja dipandang sebagai objek, namun menempatkannya dalam kerangka menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Pengembangan sumberdaya manusia dilakukan melalui pemberdayaan (empowering), peningkatan kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki dan menumbuhkan kesadaran diri (self hood). Sumberdaya manusia sebagai bagian dari masyarakat akan mampu memandang secara kritis situasi sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang melingkupinya. Dengan demikian diharapkan sumberdaya manusia Jawa Tengah akan menjadi sumber dinamika dan motor penggerak pembangunan dalam upaya mewujudkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

RPJMD Tahun 2018-2023 yang disusun selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasca ditetapkannya RPJMD 2018-2023, pemerintah provinsi wajib menyusun RAD TPB/SDGs periode 2019-2023. Dalam proses penyusunan wajib memperhatikan keselarasan agenda pembangunan nasional, agenda pembangunan daerah, dengan agenda SDGs. Gambaran mengenai bagaimana ketiga agenda tersebut saling terkaitdapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini. Keterkaitan ketiga agenda pembangunan didasarkan pada keterkaitan visi dan misi.
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Tabel 1.4. Keselarasan Agenda RPJMN Tahun 2020-2024 dan Agenda RPJMD 2018-2023 dengan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Suistainable Development Goals (SDGs)

	No
	Agenda RPJMN
	Agenda RPJMD Provinsi Jawa
	Agenda Pembangunan

	
	
	Tengah 2018-2023
	

	
	Tahun 2020-2024
	
	TPB/SDGs

	
	VISI
	VISI
	VISI

	
	
	
	

	
	Mewujudkan masyarakat
	Menuju Jawa Tengah Sejahtera
	Pembangunan yang bertujuan menjaga

	
	Indonesia yang mandiri, maju,
	dan Berdikari, Tetep Mboten
	peningkatan kesejahteraan ekonomi

	
	adil, dan makmur melalui
	Korupsi, Mboten Ngapusi
	masyarakat secara berkesinambungan,

	
	percepatan pembangunan di
	
	menjaga keberlanjutan kehidupan sosial

	
	berbagai bidang dengan
	
	masyarakat, menjaga kualitas lingkungan

	
	menekankan terbangunnya
	
	hidup serta pembangunan yang inklusif

	
	struktur perekonomian yang
	
	dan terlaksananya tata kelola yang mampu

	
	kokoh berlandaskan
	
	menjaga peningkatan kualitas kehidupan

	
	keunggulan kompetititf di
	
	dari satu generasi ke genari berikutnya

	
	berbagai wilayah yang
	
	(Perpres No. 59 Tahun 2017, pasal 2 ayat

	
	didukung oleh SDM
	
	(2)

	
	berkualitas dan berdaya
	
	

	
	saing.
	
	

	
	MISI
	MISI
	MISI

	
	
	
	

	1.
	Agenda-1 Memperkuat
	Agenda-3. Memperkuat kapasitas
	Tujuan-8 Pekerjaan Layak dan

	
	ketahanan ekonomi untuk
	ekonomi rakyat dan memperluas
	Pertumbuhan Ekonomi

	
	pertumbuhan yang
	lapangan kerja untuk mengurangi
	Tujuan-17 Kemitraan untuk Mencapai

	
	berkualitas
	kemiskinan dan pengangguran
	Tujuan
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	No
	Agenda RPJMN
	Agenda RPJMD Provinsi Jawa
	Agenda Pembangunan

	
	
	Tengah 2018-2023
	
	

	
	Tahun 2020-2024
	
	TPB/SDGs

	2.
	Agenda-2 Mengembangkan
	Agenda-3. Memperkuat kapasitas
	Tujuan-1 Tanpa Kemiskinan

	
	wilayah untuk mengurangi
	ekonomi rakyat dan memperluas
	Tujuan-10 Berkurangnya Kesenjangan

	
	kesenjangan danmenjamin
	lapangan kerja untuk mengurangi
	
	

	
	pemerataan
	kemiskinan dan pengangguran
	
	

	3.
	Agenda-3 Meningkatkan
	Agenda-4. Menjadikan
	Tujuan-1 Tanpa Kemiskinan

	
	sumber daya manusia yang
	masyarakat Jawa Tengah, lebih
	Tujuan-2 Tanpa Kelaparan

	
	berkualitas dan berdaya saing
	sehat, lebih pintar, lebih
	Tujuan-3 Kehidupan Sehat Sejahtera

	
	
	berbudaya, dan mencintai
	Tujuan-4 Pendidikan Berkualitas

	
	
	lingkungan
	Tujuan-5 Kesetaraan Gender

	
	
	
	

	4.
	Agenda-4 Membangun
	Agenda-1. Membangun
	Tujuan-4 Pendidikan Berkualitas

	
	kebudayaan dan revolusi
	masyarakatJawa Tengah yang
	
	

	
	mental
	religius, toleran,dan guyup untuk
	
	

	
	
	menjaga NKRI
	
	

	
	
	
	

	5.
	Agenda-5 Memperkuat
	Agenda-3. Memperkuat kapasitas
	Tujuan-6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

	
	infrastruktur untuk
	ekonomi rakyat dan memperluas
	Tujuan-7 Energi Bersih dan Terjangkau

	
	mendukung pengembangan
	lapangan kerja untuk mengurangi
	Tujuan-9  Industri, Inovasi, Infrastruktur

	
	ekonomi danpelayanan dasar
	kemiskinan dan pengangguran
	
	

	
	
	Agenda-4. Menjadikan
	
	

	
	
	masyarakat Jawa Tengah, lebih
	
	

	
	
	sehat, lebih pintar, lebih
	
	

	
	
	berbudaya, dan mencintai
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	No
	Agenda RPJMN
	Agenda RPJMD Provinsi Jawa
	Agenda Pembangunan

	
	
	Tengah 2018-2023
	
	

	
	Tahun 2020-2024
	
	
	TPB/SDGs

	
	
	lingkungan
	
	

	
	
	
	

	6.
	Agenda-6 Membangun
	Agenda-1. Membangun
	Tujuan-11 Kota dan Permukiman

	
	lingkungan hidup,
	masyarakatJawa Tengah yang
	Berkelanjutan

	
	meningkatkan ketahanan
	religius, toleran,dan guyup untuk
	Tujuan-12 Konsumsi dan Produksi

	
	bencana dan perubahan iklim
	menjaga NKRI
	Berkelanjutan

	
	
	
	Tujuan-13
	Penanganan Perubahan Iklim

	
	
	
	Tujuan-14
	Ekosistem Lautan

	
	
	Agenda-4. Menjadikan
	Tujuan-15
	Ekosistem Daratan

	
	
	masyarakat Jawa Tengah, lebih
	
	

	
	
	sehat, lebih pintar, lebih
	
	

	
	
	berbudaya, dan mencintai
	
	

	
	
	lingkungan
	
	

	
	
	
	
	

	7.
	Agenda-7 Memperkuat
	Agenda-2. Mempercepat reformasi
	Tujuan-16
	Pedamaian, Keadilan dan

	
	stabilitas polhukhankam dan
	birokrasi serta memperluas
	Kelembagaan yang Tangguh

	
	transformasi pelayanan
	sasaran ke pemerintah
	
	

	
	publik.
	kabupaten/kota
	
	

	
	
	
	
	


Sumber: RAN TPB/SDGs Tahun 2017-2019; Rancangan Teknokratik RPJMN IV Tahun 2020-2024; RPJMD Jateng Tahun 2018-2023
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1.2
SDGs Menyempurnakan MDGs

TPB/SDGs merupakan lanjutan MDGs yang belum selesai (unfinished agenda). Sebagaimana diketahui MDGs sebagai bagian dari langkah exercise bagaimana wacana pembangunan berkelanjutan dilaksanakan, yang ternyata mengalami kegagalan. Itu semua terjadi karena, pertama, MDGs hanya diperuntukan bagi negara berkembang, saja sementara negara-negara maju diposisikan tidak perlu melaksanakannya. Kedua, MDGs dilaksanakan hanya oleh state-actor dengan single funding dari anggaran negara, sementara target MDGs sangat ambisius. Ciri ambisiusnya terlihat dari kewajiban setiap negara berkembang untuk sanggup menurunkan angka kemiskinan setengahnya dari rata-rata angka kemiskinan nasional. Itu sebabnya hampir sebagian besar negara berkembang mengalami kegagalan.

Indonesia sendiri, dari 8 goals 67 indikator, baru 49 indikator yang tercapai. Sisanya sebanyak 18 indikator belum tercapai. Sejumlah indikator yang telah dicapai meliputi: 1) kemiskinan dengan ukuran USD 1,00/kapita per hari, 2) akses pendidikan dasar, 3) kesetaraan gender dalam pendidikan, 4) Angka Kematian Bayi dan Balita, 5) pengendalian penyakit Tuberkulosis (TB) dan malaria, 6) akses terhadap air bersih dan sanitasi perkotaan, dan 7) permukiman kumuh perkotaan. Sementara itu, indikator MDGs yang belum dicapai di akhir 2015 antara lain: 1) kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, 2) Angka Kematian Ibu, 3) prevelansi HIV dan AIDS, 4) tutupan lahan, 5) air minum layak perdesaan, dan 6) sanitasi layak perdesaan.

Begitupun di Jawa Tengah, angka capaian MDGs juga belum menggembirakan. Dari 7 goals dan 50 indikator, terdapat 28 indikator yang belum tercapai dan hanya 22 indikator MDGs saja yang sudah tercapai. Indikator yang sudah tercapai antara lain: Laju PDB per

tenaga  kerja,  Gizi  buruk,  Kunjungan  neonatal  pertama,  Pemakaian
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kontrasepsi (CPR), Prevalensi TB, Rasio kawasan tutupan lahan, Proporsi tangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman, Air minum dan sanitasi layak dan Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan.

Sementara indikator MDGs yang belum tercapai adalah: (a) Tingkat kemiskinan; salah satunya disebabkan oleh penentuan target kinerja tahun 2015 yang terlalu tinggi, yaitu menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk, dengan tingkat pendapatan kurang dari US$ 1 per hari (UNDP); (b) APM SD/MI/Sederajat akan sulit dicapai dengan adanya kecenderungan orang tua yang menyekolahkan putra-putrinya pada bangku SD/MI sebelum usia 7 tahun sehingga mengurangi kesempatan anak usia 7 tahun untuk mendapat pendidikan; (c) Angka Melek Huruf (AMH) hasil perhitungan antara BPS dan Dinas Pendidikan berbeda karena perbedaan dalam metode pengambilan data. Metode survei yang digunakan oleh BPS belum mampu menunjukkan data by name by address selain itu indikator Angka Melek Huruf sudah tidak dipakai dan diganti dengan Harapan Lama Sekolah; (d) Angka Kesehatan Ibu (AKI) diprediksi tidak akan tercapai dikarenakan penentuan target terlalu tinggi yaitu menurunkan AKI hingga ¾ dalam kurun waktu 1990-2015; (e) Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi dan proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS. Data yang diperoleh dari survei yang dilakukan Pemerintah Pusat dilaksanakan setiap 3 tahun sekali dan data saat ini data Rapid Survey Tahun 2012; serta (f) Jumlah emisi CO2 dan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) antara lain disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, penggunaan mesin pengatur suhu udara dan sistem pendingin.

Keseluruhan indikator MDGs yang belum tercapai wajib dilanjutkan menjadi target pencapaian SDGs. Dan, bagi indikator MDGs yang telah tercapai agar dipertahankan.
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1.3
Komitmen Pelaksanaan Pencapaian SDGs

Indonesia berkomitmen melaksanakan SDGs dengan sungguh-sungguh yang ditunjukkan bukan saja dengan menerbitkan Prepres No. 59 Tahun 2017, membentuk Tim Koordinasi Nasional (TKN), menyusun metadata, roadmap 2015-2030, RAN 2017-2019, pedoman penyunan RAD, serta pedoman pelaksanaan Monev RAD, tetapi juga aktif dalam forum-forum internasional maupun regional. Di forum internasional, Indonesia masuk dalam High Level Political Forum (HLPF) on Suistainable Development, yang mengambil dua format: tingkat kepala negara selama 4 tahun sekali di bawah SMU PBP, dan tingkat menteri di setiap tahun di bawah ECOSOC. Sementara dalam forum regional, Indonesia aktif dalam penyusunan Regional Roadmap for Implementing the Agenda 2030 for Suistainable Development in Asia Pacific dalam kerangka UNESCAP APF-SD.

Pelaksanaan SDGs dilaksanakan dengan tiga pendekatan: Pertama, political will yang berarti SDGs akan dilaksanakan dengan kredo sebagai gerakan komitmen semua stakeholder (pemerintah dan non pemerintah). Kedua, strong legal basis yang berarti dalam pelaksanaannya SDGs diimplementasikan melalui payung hukum yang kuat, yakni Perpres No. 59 Tahun 2017 sebagai dasar penyusunan RAN dan RAD. Selain itu, juga dilakukan pengarusutamaan ke dalamdokumen perencanaan daerah sebagai dasar dalam penentuan prioritas dan alokasi anggaran.

Ketiga, pendekatan good strategy yang berarti pelaksanaan SDGs didasarkan pada proses yang partisipatif dalam penyusunan sejumlah dokumen yang diperlukan yang melibatkan semua pihak dari awal; goal dan indikator ditetapkan dengan jelas dan terukur dari sisi akurasi dan sumber data; sumber pendanaan jelas; tanggung jawab pelaksana jelas; monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan
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akuntabilitas dan transparansi; serta diterapkannya strategi komunikasi yang tepat dan efektif.

Untuk mewujudkan komitmen itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Tim Koordinasi Daerah (TKD) dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Tujuan TPB/SDGs Jawa Tengah dan Tim Sekretariat SDGs setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Melalui TKD telah disusun dokumen RAD TPB/SDGs Tahun 2017-2018 yang dinilai paling tepat sesuai ketentuan Perpres bahwa satu tahun sejak ditetapkan Perpres, RAD SDGs sudah ditetapkan. Selain itu juga sejumlah kegiatan lain terkaitkonsolidasi, forum data, sosialisasi, bimbingan teknis bagi pemerintah kabupaten/kota, FGD, diseminasi, kerjasama kemitraan dengan state dan non-state actor, serta monev RAD. Juga langkah advokasi, technical assistance, pemberian bantuan keuangan melalui peraturan gubernur kepada pemerintah kabupaten/kota untuk koordinasi perencaanan dan penyusunan RAD, merupakan langkah maju lainnya yang menunjukkan komitmen kesungguhan.

Komitmen substansial lainnya terlihat dari kesediaan memasukkan perspektif SDGs ke dalam dokumen KLHS sebagai upaya memainstreaming RPJMD dan dokumen turunan lainnya. Tercatat, upaya mengarusutamakan SDGs bukan saja terwujud dalam dokumen KLHStetapi juga ada kesediaan memasukkan sebagian indikator SDGs menjadi indikator kinerja yang berprogram.

Dalam kerangka melaksanakan SDGs, pemerintah provinsi juga telah melaksanakan sejumlah kegiatan antara lain: sosialisasi SDGs tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pemetaan tujuan, target, indikator SDGs provinsi dalam bentuk FGD dengan akademisi, para pakar serta para pihak; pertemuan teknis dengan Tim Sekretariat dan Kelmpok Kerja; serta pleno bersama OPD provinsi dalam rangka persiapan penyusunan RAD. Koordinasi pelaksanaan SDGs untuk
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mensinergikan program dan kegiatan para pihak serta dalam pemantauan hasil pelaksanaan dan evaluasi juga secara periodik.

1.4
Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Pelaksanaan TPB/SDGs secara umum berpegang pada prinsip terintegrasi, universal, inklusif dan no one left behind. Prinsip terintegrasi terlihat dalam proses penyusunan renaksi yang memperhatikan aspek hierarki dokumen perencanaan. Berlaku prinsip dalam menyusun RAD TPB wajib menseleraskan (mengintegrasikan) agenda pembangunan nasional, agenda pembangunan daerah, dan agenda TPB/SDGs.

Selain itu, prinsip universalisme yang ditunjukkan oleh kesanggupan pemerintah melaksanakan SDGs sebagai komitmen global karena SDGs bukan saja hanya dilaksanakan negara berkembang, tetapi juga negara maju untuk seluruh bangsa di dunia. Inklusif, artinya manfaat pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan dan kelompok masyakarat yang meliputi masyarakat rentan/miskin, disabilitas, anak-anak, dewasa, perempuan dan laki-laki. Hal lainnya terlihat dari sisi penetapan tujuan dan target dalam TPB/SDGs yang wajib memiliki keterkaitan holistik antar pilar yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum tata kelola.

Misalnya  dalam  hal  menetapkan  tujuan  akhir  menghilangkan

kemiskinan, menghilangkan kelaparan dan berkurangnya kesenjangan. Untuk mempercepat pencapaian tujuan akhir tersebut terdapat tujuan-tujuan yang menjadi akselerasi/pemercepat yaitu kehidupan sehat sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kota pemukiman yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim serta perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Sedangkan tujuan-tujuan yang lain merupakan indikator katalisator/daya ungkit yaitu: air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, industri
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inovasi dan infrastruktur, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ekosistem lautan, ekosistem daratan dan kemitraan untuk mencapai tujuan.

Sifat inklusif tidak hanya dimaknai dari sisi penerima manfaat pembangunan, namun perlu juga dimaknai pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan dalam mewujudkan TPB/SDGs bukan hanya pemerintah (eksekutif dan legislatif) namun juga melibatkan filantropi dan pelaku usaha, akademisi dan pakar, organisasi masyarakat sipil bahkan media. Setiap unsur tersebut memiliki peran masing-masing namun saling terkait. Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan, pengalokasian anggaran dan evaluasi terhadap program/kegiatan yang mendukung pencapaian target TPB/SDGs. Organisasi masyarakat sipil memberikan advokasi, membangun kesadaran masyarakat dan berperan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian target TPB/SDGs. Filantropi dan pelaku usaha berperan untuk melakukan advokasi pada para pelaku usaha dan sektor bisnis. Peran akademisi bertumpu pada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat mengupayakan terwujudnya pencapaian TPB/SDGs.

TPB/SDGs merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah saja, sehingga perlu peran serta aktif seluruh pihak dalam fasilitasi, koordinasi, advokasi, sosialisasi dan diseminasi guna mewujudkan sinergitas pencapaian TPB/SDGs. Pembagian pola peran menjadi sangat penting dalam pelaksanaan TPB/SDGs, demikian halnya dengan pembiayaan yang dialokasikan untuk perwujudan pencapaian TPB/SDGs yang tidak hanya bersumber dari APBD namun juga sumber lainnya.
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1.5
Pembiayaan TPB/SDGs

Dalam melaksanakan SDGs, Jawa Tengah mengupayakan pembiayaan dari beragam sumber, antara lain yang sudah pasti adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selain itu dari sumber-sumber non-APBD/APBN, yakni dengan mengaktifkan sumber-sumber pembiayaan yang selama ini berada di lembaga-lembaga mitra: organisasi kemasyarakatan, LSM, filantropi, pelaku usaha, perguruan tinggi, media, dan lain sebagainya.

Sumber-sumber pembiayaan yang selama ini ada, dipersepsi masih menjadi kapital mati (the dead capital) karena belum teroptimalkan pemanfaataannya ke arah pencapaian target yang sama dalam pencapaian goals SDGs. Langkah pengintegarsian melalui pemetaan target indikator, dan penyusunan rencana aksi bersama, bisa menjadi jembatan bagaimana modal yang masih mati itu kelak berhasil diintegrasikan menjadi modal yang cair (the liquid capital) karena memiliki nilai guna kolektif yang tinggi.

Untuk itu forum-forum non-state actor (NSA-Forum) terus dihidupkan guna berhasil mengoptimalkan sumber daya yang ada kearahpencapaian target yang sama. Di Jawa Tengah sejumlah isu strategis yang sejalan dengan SDGs yang masih perlu diprioritaskan antara lain: kemiskinan, kesetaraan gender, stunting/gizi buruk, air bersih dan sanitasi, AKI/AKAba, rasio elektrifikasi, APK SD/SLTP/SLTA, pertumbuhan ekonomi, angka PTP, kondisi infrastruktur, indeks gini/kesenjangan, kota dan permukiman berkelanjutan, rumah layak huni, sampah, emisi gas rumah kaca, pengurangan bencana, eksositem lautan, dan lain sebagainya. Pembiayaan APBD dan non-APBD perlu diarahkan untuk membantu memecahkan sejumah persoalan itu.
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Sumber-sumber APBD dari unsur pendapatan yaitu PAD, Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum dan Khusus), Pendapatan yang Sah (Dana penyesuaian, Dana Insentif Daerah dan Pendapatan lainnya). Pendapatan semacam itu perlu terus dioptimalkan untuk dukungan pencapaian target TPB/SDGs.

Selain itu, sebagai kepanjangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi juga wajib memperhatikan permasalahan pembangunan Kabupaten/Kota yang terkait dengan percepatan pencapaian target pembangunan. Untuk itu, melalui mekanisme bantuan keuangan di setiap tahunnya terus diberikan kepada Kabupaten/Kota sebagai bentuk stimulan terhadap program/kegiatan pencapaian target Jawa Tengah. Mekanisme lain yaitu hibah dan bansos juga merupakan upaya lain dalam percepatan perwujudan target pembangunan.

Hal lain yang merupakan sumber pembiayaan dari Pemprov Jateng yaitu pengumpulan dana zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jateng yang dikoordinir oleh BAZDA. Dana tersebut digunakan untuk upaya percepatan penurunan kemiskinan.

Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN): Melalui Dana Alokasi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan dari Pusat, maka pemenuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal dan layanana dasar menjadi prioritas. Penyediaan sarpras kesehatan dan pendidikan yang memadai dan sesuai standar senantiasa diupayakan untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

Sumber dana lain, yang berasal dari bentuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJLSP) juga merupakan sumber pendaaan dari perusahaan yang bisa dimanfaatkan. Pendanaan melalui CSR ini lebih banyak fokus pada pembangunan sarana prasarana sosial, lingkungan, bantuan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa perusahaan besar di Jawa
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Tengah ikut berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan, salah satunya melalui Forum CSR. Dari forum CSR keterlibatan perusahaan di sektor pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi, pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan pengelolaan lingkungan tercatat telah mencapai angka yang tidak kecil yaitu sekitar Rp 59,192 milyar, angka tersebut sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 460/004386 tanggal 28 Februari 2019 tentang identifikasi rencana kegiatan TJSLP/CSR Perusahaan, BUMN dan BUMD.

1.6
Metodologi Penyusunan RAD SDGs Jawa Tengah 2019-2023

Penyusunan RAD TPB/SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023 dilakukan dengan melalui serangkaian tahapan sebagaimana tergambar dalam diagram-1 sebagai berikut :
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Sumber: Sekretariat SDGs Jateng

Berdasarkan diagram alur di atas, proses penyusunan RAD dapat dijelaskan seperti berikut; Pertama, penyusunan RAD dimulai dengan
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pembentukan Tim Koordinasi Daerah. Mengingat tim ini sudah terbentuk dan masa tugasnya masih berlaku, maka tim ini yang bertugas menyusun RAD 2019-2023.

Kedua, penyusunan RAD didahului dengan rapat pleno I untuk membahas tata cara penyusunan, dan pentahapan. Rapat pleno I dipimpin ketua TKD atau yang mewakili, dan diikuti anggota TKD, Pokja, dan Tim Sekretariat SDGs. Rapat dilaksanakan Maret 2019.

Ketiga, pasca rapat pleno I, dilanjutkan dengan pembahasan dalam working group yang terdiri-dari pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, pilar hukum dan tata kelola untuk menyusun matrik renaksi. Peserta working group terdiri-dari pokja dengan dibantu tim secretariat SDGs. Mekanisme dalam kerja kelompok dilaksanakan melalui forum desk dengan OPD dan non-stateactor, Luaran dari pokja adalah usulan renaksi yang terdiri-dari penetapan indikator, target, dan program aksi.

Keempat, setelah pemetaan indikator berhasil dilakukan, dilanjutkan dengan penyusunan draft RAD yang ditulis Tim Sekretariat SDGs Jawa Tengah. Para penulis terdiri-dari para pejabat fungsional perencana dan fungsional peneliti. Alat bantu penulisan adalah tool berupa matrik indikator dan target pencapaian, matrik program aksi dari pemerintah, dan non pemerintah.

Kelima, bersamaan penulisan narasi RAD disusun, dilaksanakan pula koordinasi dengan pengampu SDGs lainnya di Kabaputen/kota untuk pengisian matrik renaksi dari unsur pemerintah. Begitupun, pengisian matrik renaksi dari unsur non pemerintah, keluaran dari kegiatan ini adalah narasi draft RAD.

Keenam, paska diperolehnya tulisan naskah RAD, dilanjutkan dengan konsultasi publik yang dilaksanakan dengan cara mengundang seluruh anggota TKD, Tim Sekrtariat, dan umum. Konsultasi publik dilakukan dengan pertama-tama meminta masukan dari Bappenas, akademisi, BPS, dan Non-State Actor. Selanjutnya dimintakan masukan

[image: image75.png]



I-21 | R A D S D G s J a t e n g 2 0 1 9 - 2 0 2 3

dari umum. Keluaran dari tahapan ini adalah diperolehnya list masukan dan saran sebagai perbaikan dari naskah draft RAD.

Ketujuh, setelah perbaikan draft-1 selesai, dilanjutkan dengan konsultasi ke Bappenas/Tim Sekretariat SDGs untuk mendapat masukan substantive maupun teknis. Masukan izin penting untuk memastikan bahwa naskah RAD sudah layak dan benar.

Kedelapan, paska konsultasi ke Bappenas, TKD menggelar rapat pleno untuk menetapkan RAD. Rapat dipimpin Ketua TKD, dengan dihadiri seluruh anggota TKD, pokja, dan tim sekretariat SDGs. Keluaran dari rapat ini adalah berita acara penetapan.

Kesembilan, setelah ditetapkan TKD dengan pengesahan ketetapan dari Gubernur Jawa Tengah, naskah TKD naik cetak. Baru setelahnya, TKD melaksanakan kegiatan launching/sosialisasi RAD kepada khalayak ramai. Diharapkan luaran dari kegiatan ini adalah terdiseminasinya RAD agar menjadi wacana yang masif, populis, dan jangan hanya hidup di lapisan elitis. Kesepuluh, TKD melakukan monev pelaksanan RAD 2019-2023 yang dilaksanakan secara inklusif.

1.7.  Sistematika Penulisan

Sub bab ini berisi uraian mengenai konten RAD yang disusun

TKD. Secara berurutan, RAD berisi 5 bab yang terdiri-dari:

Bab pertama pendahuluan yang menjelaskan keselarasan Agenda Nasional, Agenda Daerah, dan Agenda TPB/SDGs dengan berpedoman pada Rancangan RPJMN IV Tahun 2020-2024 dan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2019-2023. Selain itu, memuat bagaimana TPB/SDGs menyempurnakan MDGs dan juga komitmen Jawa Tengah dalam melaksanakan TPB/SDGs. Bagaimana keterlibatan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan TPB/SDGs sesuai perannya masing-masing dan pembiayaan TPB/SDGs serta potensi
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pembiayaan lainnya. Pentahapan dan proses penyusunan RAD juga menjadi satu bagian penting yang dibahas di bab pertama.

Bab kedua menjabarkan kondisi pencapaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi Jawa Tengah untuk beberapa indikator utama di setiap Tujuan. Bab ini memuat kondisi Jawa Tengah selama kurun waktu 5 tahun terakhir tahun 2013-2018, serta data dasar (baseline) tahun 2018yang menjadi tolok ukur dalam penentuan target, program dan kegiatan untuk pencapaian setiap indikator TPB/SDGs dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

Bab ketiga merupakan bab yang menunjukkan target dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdapat pada RPJMD Jawa Tengah Tahun 2019-2023 yang selaras dengan setiap Tujuan TPB/SDGs. Berdasarkan pada arah kebijakan ini, maka pemerintah menetapkan program-program pembangunan untuk pencapaian setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis (Renstra) OPD maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Bab keempat menerangkan tentang mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan tanggung jawab masing-masing platform partisipatif serta waktu pelaksanaan RAD TPB/SDGs 2019-2023. Bab ini berisi mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pemerintah dan non pemerintah. Mekanisme bagi pemerintah mengacu pada PP No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sedangkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pihak nonpemerintah dilakukan berdasarkan self-assesment. Kedua mekanisme ini nantinya akan disinergikan dan digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan laporan atas pencapaian seluruh target dan indikator TPB/SDGs Jawa Tengah.
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Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kaidah pelaksanaan TPB/SDGs, serta upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAD. Bab ini juga menyampaikan kesimpulan terhadap rencana pelaksanaan TPB/SDGs di Jawa Tengah dan hal-hal yang menjadi perhatian.
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BAB II

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN

PELAKSANAAN TPB/SDGs

2.1. Tujuan 1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan

Mengurangi Kemiskinan di semua dimensi. Kemiskinan di Jawa Tengah selama kurun waktu 2013 – 2018 terus mengalami penurunan, meskipun jumlah absolutnya masih cukup besar. Jumlah penduduk miskin tahun 2018 (September) sebanyak 3,867 juta jiwa (11,19%), menurun sebesar 1,04 persen dibanding tahun 2017 (September) sebanyak 4,197 juta jiwa (12,23%).
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.1. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Jumlah penduduk miskin lebih besar di perdesaan sebanyak 2,157 juta jiwa (12,80%), sedangkan di perkotaan sebanyak 1,709 juta jiwa (9,67%). Hal tersebut terjadi karena desa kurang berkembang dalam aspek ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur dan aksesibilitas. Ditambah dengan kondisi pertanian yang sebagian besar berada di desa mengalami penurunan, produktivitas aneka pangan melandai dan diversifikasi pangan belum berhasil. Hal tersebut diperkuat dengan data Sensus Pertanian Tahun 2013, yaitu penurunan jumlah usaha pertanian sub sektor pangan, holtikultura dan perkebunan.
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Tabel 2. 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

	
	
	
	
	Penduduk Miskin
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(ribu jiwa)
	
	
	
	(%)
	

	Th
	Bulan
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Kota
	
	
	Kota

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kota
	Desa
	
	+
	Kota
	Desa
	+

	
	
	
	
	
	Desa
	
	
	Desa

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2014
	Maret
	1.948,29
	2.891,17
	
	4.836,45
	12,68
	15,96
	14,46

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	September
	1.771,53
	2.790,29
	
	4.561,83
	11,5
	15,35
	13,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2015
	Maret
	1.837,19
	2.739,85
	
	4.577,04
	11,85
	15,05
	13,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	September
	1.789,57
	2.716,21
	
	4.505,78
	11,50
	14,86
	13,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2016
	Maret
	1.824,08
	2.682,81
	
	4.506,89
	11,44
	14,89
	13,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	September
	1.879,55
	2.614,20
	
	4.493,75
	11,38
	14,88
	13,19

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2017
	Maret
	1.889,09
	2.561,63
	
	4.450,72
	11,21
	14,77
	13,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	September
	1.815,58
	2.381,92
	
	4.197,49
	10,55
	13,92
	12,23

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2018
	Maret
	1.716,16
	2.181,04
	
	3.897,20
	9,73
	12,99
	11,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	September
	1.709,56
	2.157,86
	
	3.867,42
	9,67
	12,80
	11,19

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

BPS dalam mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan basic need approach (kemampuan memenuhi kebutuhan dasar). Merujuk pendekatan tersebut, maka digunakan 3 konsep pokok yaitu :

(1) Garis Kemiskinan (GK), (2) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan

(3) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Sedangkan untuk Jawa Tengah, Garis Kemiskinan kondisi September 2018 sebesar Rp 357.600,- per kapita per bulan, meningkat 5,54% dibandingkan dengan September 2017 yang mencapai Rp 338.815,- perkapita perbulan. Sedangkan untuk daerah perkotaan Garis Kemiskinan September 2018 sebesar Rp 359.526,-per kapita per bulan atau naik 5,84% dari kondisi September 2017 (Rp 339.692,- per kapita per bulan). Garis Kemiskinan di perdesaan September 2018 juga mengalami peningkatan sebesar 5,23% menjadi sebesar Rp 355.306,- per kapita per bulan dibandingkan dengan September 2017 yaitu sebesar Rp 337.657,- per kapita per bulan.
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.2 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Penyumbang terbesar pada Garus Kemiskinan Jawa Tengah adalah dari makanan mencapai 72,21% untuk perkotaan dan 74,81% untuk perdesaan. Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terdapat pada beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras dan tempe. Sementara itu untuk komoditi terbesar bukan makanan dipengaruhi oleh perumahan, listrik, bensin, pendidikan dan perlengkapan mandi.

Tabel 2. 2. Komoditi yang Memberikan Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan Jawa Tengah, September Tahun 2018

	
	KOMODITI
	PERKOTAAN
	KOMODITI
	PERDESAAN

	
	
	
	
	
	

	
	Makanan
	72,21
	Makanan
	74,81
	

	
	- Beras
	17,88
	- Beras
	20,52
	

	
	- Rokok Kretek Filter
	11,19
	- Rokok Kretek Filter
	9,11
	

	
	- Telur ayam ras
	3,46
	- Telur ayam ras
	4,38
	

	
	- Daging ayam ras
	3,24
	- Tempe
	3,39
	

	
	- Tempe
	2,75
	- Daging ayam ras
	3,00
	

	
	- Mie instan
	2,34
	- Gula pasir
	2,76
	

	
	- Gula pasir
	2,34
	- Tahu
	2,56
	

	
	- Kue basah
	2,28
	- Mie instan
	2,49
	

	
	- Roti
	2,22
	- Kue basah
	2,06
	

	
	- Lainnya
	24,51
	- Lainnya
	24,54
	

	
	Bukan Makanan
	27,79
	Bukan Makanan
	25,19
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	KOMODITI
	PERKOTAAN
	KOMODITI
	PERDESAAN

	
	
	
	

	- Perumahan
	7,88
	- Perumahan
	7,58

	- Bensin
	3,23
	- Bensin
	2,93

	- Listrik
	2,89
	- Listrik
	1,84

	- Pendidikan
	2,48
	- Pendidikan
	1,49

	- Perlengkapan mandi
	1,41
	- Perlengkapan mandi
	1,29

	- Pakaian jadi
	0,87
	- Kayu bakar
	1,00

	perempuan dewasa
	
	
	

	- Lainnya
	9,03
	- Lainnya
	9,06

	TOTAL
	100
	TOTAL
	100


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin serta garis kemiskinan saja. Terdapat dimensi lain yang dijadikan ukuran dalam penilaian kinerja penurunan kemiskinan yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode Maret 2014 – September 2018 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah telah mengalami penurunan. Pada periode September 2018 sebesar 1,626 lebih baik dibandingkan dengan periode Maret 2014 yaitu sebesar 2,254. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil.
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014-2018

Gambar 2.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah Periode Maret 2014 – September 2018
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Sejalan dengan persentase penduduk miskin, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) September 2018 di daerah perdesaan juga lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Pada September 2018, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,433, sedangkan di daerah perdesaan mencapai sebesar 1,829. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan.

Selain dilihat dari Indeks Kedalaman, gambaran kemiskinan juga dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Selama periode Maret 2014 – September 2018, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi namun cenderung menurun, yaitu turun dari 0,565 menjadi 0,342. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) September 2018 di daerah perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan, yaitu untuk daerah perkotaan sebesar 0,302 dan daerah perdesaan sebesar 0,384. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perdesaan lebih lebar dibandingkan perkotaan.
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014-2018

Gambar 2.4 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Periode Maret 2014 – September 2018
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Kinerja penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilihat mendasarkan capaian dari tahun ke tahun, namun juga perlu melihat posisi relatif Jawa Tengah terhadap nasional maupun provinsi lain. Jika dibandingkan dengan nasional, ternyata persentase penduduk miskin di Jawa Tengah masih berada di atas nasional, bahkan selama lima tahun terakhir, sebagaimana gambar berikut. Jawa Tengah belum mampu mengejar posisi Nasional dalam capaian angka kemiskinan, namun secara trend, sudah menunjukkan laju penurunan yang cukup baik.

[image: image87.jpg]saqa1g “quy]
oqosouop “qext
Sueewag qex
Suequiay ‘qey
38ureqmy qexy
sewmdreg -qey
uaumaay “qey
uaSerg qey
ewa( “qext
exeSaurefireg -quy
deoerry qey
TepUR “qex.
U2y "qe
TmBouop “qex.
efueSuerey -qey
olarommg qex
weBoqorny “qexy
ei01g “qext
SuvraBely “quy
Suerawag quy
wreems B0y
TeSar "qex
weBuoreNad ‘qex
Hed qext
SunSSuwewa] qexy
Terofog qex
Te8ag w0yt
Sueyeq "qex.
SuepSey o3
weBuoresag B10x
ofreqosmg qe
snpnyy “qey
eredaf -quy
eneres oy
Suerewas ei0x

4.00
3.50
3.00
250
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

Nasional

i Kab/Kota === Prov





Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.5. Persentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2018

Kinerja penurunan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah periode September tahun 2017-2018 menduduki peringkat 1 (terbaik) dibandingkan Provinsi se Jawa Bali maupun Nasional. Kinerja penurunan persentase kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang cukup tinggi tersebut mengindikasikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan telah berjalan sesuai arahnya (on the track).
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Tabel 2.3. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Provinsise Jawa-Bali Tahun 2017 – 2018

	
	
	
	Periode
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	No.
	Provinsi
	Sept 2017
	Sept 2018
	Penurunan

	
	
	
	
	
	
	(%)

	
	
	(Ribu
	(%)
	(Ribu
	(%)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Jiwa)
	
	Jiwa)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Jawa Tengah
	4.197,49
	12,23
	3.867,42
	11,19
	-1,04

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Jawa Barat
	3.774,41
	7,83
	3.539,40
	7,25
	-0,58

	
	
	
	
	
	
	

	3
	DIY
	466,33
	12,36
	450,25
	11,81
	-0,55

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Jawa Timur
	4.405,27
	11,2
	4.292,15
	10,85
	-0,35

	
	
	
	
	
	
	

	5
	Bali
	176,48
	4,14
	168,34
	3,91
	-0,23

	
	
	
	
	
	
	

	6
	DKI Jakarta
	393,13
	3,78
	372,26
	3,55
	-0,23

	
	
	
	
	
	
	

	7
	Banten
	699,83
	5,59
	668,74
	5,25
	-0,34

	
	
	
	
	
	
	

	
	Nasional
	26.582,99
	10,12
	25.674,58
	9,66
	-0,46

	
	
	
	
	
	
	


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Target SDGs untuk penurunan kemiskinan cukup ambisius yaitu No Poverty atau Tanpa Kemiskinan pada tahun 2030, sedangkan oleh Pusat telah ditetapkan target SDGs untuk kemiskinan secara nasional pada tahun 2019 pada kisaran 7-8%. Mendasarkan hal tersebut, Jawa Tengah masih harus bekerja keras guna menurunkan angka kemiskinan agar mampu memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian target SDGs.

Mendasarkan kinerja penurunan kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah, persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, (2) Kabupaten/kota di bawah provinsi dan di atas nasional, serta (3) Kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota men-dasarkan data per Maret tahun 2018 (data kemiskinan kabupaten/kota terakhir rilis) yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional sebanyak 14 kabupaten meliputi Blora, Grobogan, Demak, Purworejo, Sragen, Klaten, Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Rembang, Purbalingga, Brebes, Kebumen, dan Wonosobo;
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2. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di atas nasional sebanyak 9 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Kendal, Pati, Temanggung, Boyolali, Karanganyar, Magelang, Pekalongan, Wonogiri, dan Cilacap;

3. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional sebanyak 12 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Jepara, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, dan Kota Surakarta.

[image: image90.png]



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.6. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2018 (Maret)

Melihat rata-rata kinerja penurunan kemiskinan kabupaten/kota se Jawa Tengah pada kurun waktu lima tahun (2014-2018), Kabupaten Rembang merupakan kabupaten dengan kinerja penurunan yang paling tinggi sebesar 1,11%, dan terendah adalah Kota Tegal sebesar 0,21%.
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014-2018

Gambar 2.7. Rata-Rata Kinerja Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (%)

Selain dilihat dari laju/kinerja penurunan kemiskinan, maka keberhasilan penanganan kemiskinan dapat ditunjukkan melalui persebaran garis kemiskinan. Posisi relatif persebaran garis kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2018 (Maret) terhadap provinsi dan nasional dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Garis Kemiskinan Rendah, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di bawah garis kemiskinan provinsi, terdapat di 17 kabupaten, yaitu Kabupaten Batang, Banjarnegara, Temanggung, Wonogiri, Magelang, Boyolali, Blora, Sragen, Cilacap, Wonosobo, Purbalingga, Tegal, Purworejo, Semarang, Kebumen, Sukoharjo dan Karanganyar;

2. Garis Kemiskinan Sedang, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di atas garis kemiskinan provinsi dan di bawah garis kemiskinan nasional, terdapat di 10 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Pemalang, Kendal, Pekalongan, Rembang, Grobogan, Banyumas, Jepara, Kota Salatiga, Kabupaten Kudus, dan Klaten;

3. Garis Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang berada di atas garis kemiskinan nasional, terdapat di 8 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Demak, Brebes, Pati, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Surakarta dan Kota Magelang.

Kabupaten/Kota dengan garis kemiskinan paling rendah adalah Kabupaten Batang sebesar Rp 256.549,- per kapita per bulan,
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sedangkan garis kemiskinan paling tinggi adalah Kota Magelang sebesar Rp 476.582,- per kapita per bulan.
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.8.Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi, dan Nasional Tahun 2018 (Maret)

Sedangkan untuk Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) kabupaten/kota pada periode Maret 2018, apabila dibandingkan dengan P1 Provinsi sebesar 1,85 dan P1 Nasional sebesar 1,71, diketahui bahwa Kabupaten Brebes memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 3,51 dan Kota Semarang terendah sebesar 0,58.
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.9.Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi, dan Nasional Tahun 2018 (Maret)

Posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sebagai berikut:

1. Indeks Kedalaman Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 diatas provinsi dan nasional, sebanyak 11 kabupaten meliputi Kabupaten Brebes, Wonosobo, Pemalang, Rembang, Purbalingga, Banyumas, Kebumen, Sragen, Demak, Banjarnegara, dan Cilacap;

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 dibawah provinsi dan diatas nasional, sebanyak 3 kabupaten Kendal, Klaten, dan Wonogiri;

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 21 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Karanganyar, Purworejo, Grobogan, Blora, Magelang, Semarang, Kota Surakarta, Tegal, Pekalongan, Pati, Temanggung, Boyolali, Kota Tegal, Batang, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Sukoharjo, Kudus, Jepara, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.
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Sedangkan gambaran Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kabupaten/kota di Jawa Tengah pada periode Maret 2018 menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes memiliki indeks tertinggi (1,04) dan Kota Semarang terendah (0,12).
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Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah,2018

Gambar 2.10. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi, dan Nasional Tahun 2018 (Maret)

Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kabupaten/kota diProvinsi Jawa Tengah tahun 2018 (Maret) sebagai berikut :

1. Indeks Keparahan Kemiskinan Tinggi, adalah kabupaten/kota yangmemiliki P2 di atas provinsi dan nasional, sebanyak 10 kabupaten meliputiKabupaten Brebes, Pemalang, Wonosobo, Rembang, Purbalingga, Banyumas, Sragen, Kebumen, Demak, dan Kendal;

2. Indeks Keparahan Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yangmemiliki P2 di bawah provinsi dan diatas nasional, sebanyak 4 kabupatenmeliputi Banjarnegara, Semarang, Tegal, dan Cilacap;

3. Indeks Keparahan Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yangmemiliki P2 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 21 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Blora, Purworejo, Grobogan, Kota Surakarta, Magelang, Pekalongan, Kota Tegal, Temanggung, Pati, Boyolali, Batang, Kota
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Pekalongan, Kota Magelang, Kudus, Sukoharjo, Jepara, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

Gambaran kondisi kinerja kemiskinan Jawa Tengah tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain melalui program-program perlindungan sosial yang selama ini telah banyak diberikan kepada masyarakat miskin. Dampak program penanggulangan kemiskinan terhadap penduduk dalam kategori sangat miskin berkurang sebanyak 1,39% dan terhadap penduduk tidak miskin bertambah sebesar 7,10%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa program penanggulangan kemiskinan lebih banyak menyasar kepada kelompok penduduk tidak miskin (TKPKD, 2019).
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Sumber :BPS , 2019

Gambar 2.11. Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, terdapat indikasi yang kurang menggembirakan yaitu sasaran bantuan pemerintah kepada kelompok sangat miskin justru menurun sebesar -1,39, sedangkan untuk kelompok tidak miskin justru meningkat sebesar 7,10. Indikasi faktor penyebab ketidaktepatan sasaran bantuan pemerintah jika dilihat program perlindungan sosial selama ini sebagai berikut: (1) Penerima Bantuan Raskin/Rastra; Rata-rata masyarakat miskin yang menerima raskin/rastra selama empat bulan terakhir yang tidak
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miskin tetapi menerima raskin. Ada kecenderungan petugas untuk membagi rata raskin kepada RT yang dianggap memerlukan (meskipun mereka tidak tergolong miskin). Persebaran penerima raskin/rastra dapat dilihat pada Gambar 2.12.
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Sumber: BPS , 2019

Gambar 2.12. Penerima Rastra Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan

Pada Gambar 2.12. menunjukkan bahwa penduduk yang tidak berhak menerima raskin/rastra (desil 5 – desil 10) masih menerima bantuan raskin/rastra (inclussion error); (2) Penerima Subsidi Listrik; Penerima subsidi listrik lebih banyak menyasar kepada kelompok menengah dan kaya dengan rata-rata subsidi yang diterima desil 10 lebih dari 2,5 kali dari yang diterima oleh kelompok desil 1.
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Sumber :BPS, 2019

Gambar 2.13. Penerima Bantuan Siswa Miskin
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Penerima Bantuan Siswa Miskin. Persebaran penerima bantuan siswa miskin di Jawa Tengah dengan tingkat kesejahteraan desil 1 – desil 10 dapat dilihat pada Gambar 2.13. Siswa miskin pada desil 5 – desil 10 masih menerima bantuan walaupun dengan persentase yang lebih rendah dibandingkan dengan desil 1 – desil 4. Hal tersebut menggambarkan bahwa alokasi bantuan siswa miskin masih belum tepat sasaran atau masih terjadi inclussion error.

Sistem Perlindungan Sosial Nasional. Pemenuhan pembiayaan masyarakat miskin sebagai salah satu upaya dalam penurunan kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran kebutuhan dasar maka dilaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI) dan JKN Non PBI APBN. Pada tahun 2018 penerima manfaat jamkesda mengalami penurunan dikarenakan adanya perubahan mekanisme pengcoveran penduduk miskin penerima manfaat berdasarkan data BDT.

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Pemanfaat Jamkesmas dan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

	
	Jumlah Penduduk
	Jumlah yang
	
	Jumlah yang
	

	Tahun
	Miskin-Rentan
	menerima
	%
	menerima
	%

	
	Miskin
	Jamkesmas
	
	Jamkesda
	

	
	
	
	
	
	

	2014**
	15.758.436
	14.151.037
	89,80
	1.300.587
	8,25

	
	
	
	
	
	

	2015**
	15.758.436
	14.151.037
	89,80
	1.300.587
	8,25

	
	
	
	
	
	

	2016**
	15.758.436
	14.152.522
	89,81
	1.605.914
	10,19

	
	
	
	
	
	

	2017
	15.758.436
	15.405.248
	97,76
	926.342
	5,88

	
	
	
	
	
	

	2018
	15.522.000
	15.449.972
	99,54
	357.962
	2,31

	
	
	
	
	
	


Sumber : TNP2K dan Kementerian Kesehatan, 2018

Keterangan : *) sumber Kementrian kesehatan **) sumber PPLS 2011

***) Sumber PBDT 2015

Jumlah peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada Desember 2017 sekitar 2,2 juta pekerja. Kepesertaan tersebut mengalami peningkatan sangat signifikan sekitar 360 % dibandingkan dengan tahun 2013. Namun, tingkat kepesertaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (PU, BPU dan Jakons) relatif rendah yaitu sekitar 38,7% dari seluruh pekerja aktif (buruh/ karyawan/pegawai) atau 13,5 % dari seluruh pekerja baik disektor formal dan informal
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diatas umur 15 tahun di Jawa tengah. Tantangan bagi penyediaan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan adalah memperluas cakupan kepesertaan pada sektor informal yaitu dalam kelompok pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri.
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Sumber : BPJS dikutip dari BPS 2016 dan 2017

Gambar 2. 14. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (PU, BPU dan Jakons) Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Akses Terhadap Pelayanan Dasar untuk Penduduk Kelompok 40% Terbawah. Kinerja kemiskinan juga dipengaruhi oleh akses pemenuhan dan pelayanan dasar, baik dari sektor pendidikan, kesehatan maupun sosial. Akses pelayanan dasar kesehatan di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Salah satunya yaitu penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, yang ditunjukkan melalui indikator persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. Secara agregat, Provinsi Jawa Tengah persentasenya meningkat dari 95,16 persen pada tahun 2016 menjadi 95,57 persen pada tahun 2017. Namun masih terdapat ketimpangan antara penduduk yang tinggal di perkotaan dan yang tinggal di perdesaan dengan perbedaan sekitar 3-4 persen. Hal ini menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah perdesaan masih kurang baik bila dibandingkan dengan daerah perkotaan sehingga risiko kematian ibu melahirkan di daerah perdesaan menjadi lebih tinggi bila dibandingkan ibu melahirkan didaerah perkotaan.
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Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah, BPS, 2018

Gambar 2.15. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan Tahun 2016-2017

Untuk kesehatan bayi dan anak, pemerintah menggalakkan program imunisasi dasar, tidak terkecuali bagi masyarakat miskin dengan membebaskan biaya imunisasi. Data dari BPS menunjukkan bahwa persentase anak usia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap pada tahun 2017 sebesar 79,53%. Jika dibandingkan menurut daerah, pemberian imunisasi dasar lengkap di daerah pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Sedangkan jika dilihat menurut jenis kelamin, anak laki-laki usia 12-23 bulan yang telah mendapat imunisasi dasar lengkap lebih banyak persentasenya dibandingkan anak perempuan. Selain itu, pemerintah provinsi melalui kabupaten/kota mendorong seluruh desa/kelurahan untuk mencapai imunisasi dasar. Perkembangan cukup baik ditunjukkan oleh Jawa Tengah dengan capaian Persentase Universal Child Imunization (UCI) desa hingga tahun 2018 sudah mencapai 99,94%.
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Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah, BPS, 2018

Gambar 2.16. Persentase anak usia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap di Jawa Tengah Tahun 2017

Salah satu faktor yang mendorong Bonus Demografi atau window of opportunity adalah kebijakan pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB). KB bertujuan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk (berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang). Salah satu upaya konkritnya adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan melalui penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan lain sebagainya. Keberhasilan program KB ini sangat tergantung pada ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan (bagaimana menyediakan layanan yang amman dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat), serta alat dan obat. Selama periode 2016-2017, angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang pernah kawin di Jawa Tengah mengalami peningkatan, dari 55,93 persen pada tahun 2016 menjadi 57,73 persen pada tahun 2017. Peningkatan pemakaian kontrasepsi terjadi didaerah perkotaan di Jawa Tengah. Sedangkan di daerah pedesaan terjadi penurunan walaupun hanya 0,31persen.
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Sumber : Susenas, BPS Jawa Tengah, 2018

Gambar 2. 17. Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Semua Cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 tahun yang Pernah Kawin

Sedangkan dalam hal pelayanan KB, capaian Contraceptive Prevalance Rate (CPR) atau peserta KB Aktif Jawa Tengah dari tahun 2014-2018 cenderung mengalami penurunan, seperti ditunjukkan pada tabel 2.5.Penurunan diindikasikan karena keyakinan masyarakat, ketakutan akan efek samping, masih kurangnya kesadaran untuk ber-KB serta terbatasnya jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) saat ini.

Tabel 2.5. Peserta KB Aktif di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2014 – 2018
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Sumber : BKKBN, 2019

Dalam mewujudkan capaian Tujuan 1 SDGs yaitu Menghilangkan Kemiskinan salah satu hal penting adalah pemenuhan terhadap kebutuhan dasar manusia. Ketersediaan air bersih merupakan hal
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mendasar bagi setiap manusia. Air minum bagian dari air bersih merupakan hal yang cukup vital dan sangat diperlukan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Sumber air minum layak sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan masyarakat terutama anak-anak. Penyediaan air minum yang aman dan layak dapat mempengaruhi tumbuh kembang manusia, dalam jangka waktu yang panjang dapat berimplikasi terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Mendasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas air Minum, dinyatakan bahwa air minum yang layak adalah air minum yang terlindungi, meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Pengukuran terhadap air minum layak dilakukan oleh BPS dengan menggunakan indikator Persentase Rumah Tangga yang Memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan di Jawa Tengah terjadi penurunan, dari 57,79% pada tahun 2016 menurun menjadi 53,01% pada tahun 2017. Jika dilihat menurut wilayah, di daerah pedesaan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Di daerah pedesaan, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan pada tahun 2017 menurun 4,97% dibandingkan tahun sebelumnya.
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Sumber : Statistik Kesejahteraan, BPS Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.18. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Kerkelanjutan Tahun 2016 dan 2017

Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah menggunakan indikator Cakupan pelayanan akses air minum perkotaan untuk mengetahui akses layanan air minum di Jawa Tengah. Cakupan pelayanan akses air minum perkotaan pada tahun 2017 sebesar 80,98% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 80,45%. Sedangkan untuk perdesaan, cakupan pelayanan akses air minum pada tahun 2017 sebesar 72,80% sama jika dibandingkan dengan tahun 2016. Untuk cakupan layanan sanitasi pada tahun 2017 sebesar 80,00% yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 77,00%.

[image: image117.png]110,68

109,31 109,46

1091 10905
105,09
1044
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 o w8

5 APKSO/MI () Provinsl == APKSD/MI ) Nasionl == APK SMP/MTs (%) Provinsi  =i=APK SMP/MTs (%) Nasional




II-21 | R A D S D G s J a t e n g 2 0 1 9 - 2 0 2 3

[image: image118.png]



Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng, 2018

Gambar 2.19. Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017

Guna mendukung percepatan pencapaian akses menyeluruh layanan air minum di Jawa Tengah maka berdasarkan MoU bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pada tahun 2011 telah direncanakan pembangunan 8 (delapan) SPAM Regional yang berperan sebagai penyedia air curah bagi PDAM kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2017 telah terbangun dan operasional SPAM Regional Bregas dan terdapat 3 (tiga) SPAM Regional lainnya dalam proses pembangunan yaitu SPAM Regional Wososukas, Petanglong, dan Keburejo. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam peningkatan pengelolaan layanan air minum dan sanitasi berkelanjutan antara lain melalui pendampingan terhadap institusi dan kelompok masyarakat pengelola.

Kemiskinan dan kekumuhan merupakan permasalahan pembangunan yang saling mempengaruhi. Masalah kemiskinan menjadi permasalahan yang melekat dalam kekumuhan, demikian juga sebaliknya. Kekumuhan ditengarai muncul sebagai akibat perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan (urbanisasi), dimana
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penduduknya tidak memiliki ketrampilan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di kota. Meskipun di Jawa Tengah jumlah penduduk miskin lebih banyak di perdesaan, namun trend peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan juga mengalami peningkatan dari sebesar 1.771.530 jiwa tahun 2014 menjadi 1.815.580 pada tahun 2017 (lihat Tabel 2.1.). Dampak urbanisasi salah satunya adalah meningkatnya kebutuhan hunian masyarakat. Hunian masyarakat yang tidak diiringi dengan aksesibilitas Pra Sarana Umum (PSU) yang memadai akan menurunkan kualitas kawasan permukiman sehingga mengakibatkan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh. Jumlah total kawasan kumuh di Jawa Tengah seluas 3.952,98 ha. Berdasarkan luasan sesuai pembagian urusan, maka luasan kawasan kumuh dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu dibawah 10 ha, antara 10-15 ha dan di atas 15 ha. Luasan kumuh dibawah 10 ha menjadi tanggung jawab kabupaten/ kota, luasan kumuh 10-15 ha merupakan tanggung jawab Provinsi, serta luasan kumuh di atas 15 ha merupakan tanggung jawab Pusat.
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Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2018

Gambar 2.20. Luas Kawasan Permukiman Kumuh Jawa Tengah Tahun 2018
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Penanganan permukiman kumuh di Jawa Tengah tahun 2013 seluas mencapai 73,19 ha (7,80 %) dan meningkat mencapai 362,94 ha (16,62%) pada tahun 2017. Adapun perkembangan luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani di Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut.
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Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2018

Gambar 2.21. Luas Kawasan Permukiman Kumuh Tertangani Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Jawa Tengah masih dihadapkan pada upaya pemenuhan dan pemerataan rumah layak huni termasuk pemenuhan terhadap kebutuhan penerangan yang bersumber dari PLN atau non PLN. Rasio elektrifikasi Jawa Tengah hingga tahun 2018 sebesar 98,52% sehingga masih terdapat 1,44% Kepala Keluarga (KK) belum berlistrik yang sebagian besar merupakan rumah tangga miskin. Sementara ketersediaan sambungan listrik murah juga mengalami peningkatan cukup signifikan, dari 100 KK pada tahun 2014 menjadi 8.338 pada tahun 2017.
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Tabel 2.6. Rasio Elektrifikasi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017

	No
	Uraian
	
	
	Tahun
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Rasio
	
	
	
	
	
	

	1
	Elektrifikasi
	85,29
	88,37
	91,10
	93,51
	96,30
	98,52

	
	(%)
	
	
	
	
	
	

	2.
	Sambungan
	-
	100
	1.100
	2.175
	8.338
	-

	
	Listrik Murah
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Sumber : Dinas ESDM Prov. Jateng, 2019
	
	
	
	


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017
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Gambar 2.22 Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Sumber

Penerangan Utamanya listrik baik dari PLN  maupun non PLN Tahun 2015-2016



BPS
juga
memiliki

indikator
dalam

mengukur pemenuhan akan kebutuhan listrik

melalui Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Sumber

Penerangan Utamanya listrik baik dari PLN maupun non PLN. Dalam rentang tahun 2015 dan 2016 nampak bahwa mendekati hampir 100%

penduduk miskin menikmati listrik baik

bersumber PLN maupun non PLN. Penduduk perkotaan tentu saja

mempunyai
cakupan

yang lebih besar dibandingkan perdesaan, meskipun gap yang ada tidak terlalu jauh.

Akses pelayanan pendidikan mengalami perkembangan cukup baik, meskipun jika dilihat dari pencapaian APK SD/MI Sederajat Jawa Tengah cenderung meningkat selama 4 tahun (dari tahun 2014 hingga tahun 2017) dan menurun signifikan dari pada tahun 2018. Sedangkan untuk nasional mengalami penurunan secara stabil. Penurunan nilai
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APK tidak serta merta menunjukkan perkembangan negatif, mengingat nilai APK di atas 100% mengindikasikan bahwa banyak siswa yang bersekolah di luar usia resmi yang telah ditentukan.
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Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jateng, 2018

Gambar 2. 23 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Sederajat dan SMP/MTs Sederajat Tahun 2014-2018

APK SMP/MTs Jawa Tengah cenderung fluktuatif dan 2 tahun terakhir mengalami penurunan pada periode tahun 2017 hingga tahun 2018 dari 100,73 menjadi 99,80. Hal ini berbeda dengan capaian nasional yang menunjukkan trend peningkatan APK pada periode tahun 2014 hingga tahun 2018 dari 96,91 menjadi 102,10.

Capaian APM SD/MI Sederajat Jawa Tengah menunjukkan perkembangan ke arah yang kurang menggembirakan, terutama pada tahun 2018 menurun tajam menjadi 91,70 dibandingkan tahun 2017 sebesar 98,97. Trend serupa juga dialami nasional, dari 93,73 tahun 2017 turun signifikan menjadi 91,70 pada tahun 2018.
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Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jateng, 2018

Gambar 2.24. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Sederajat dan SMP/MTs Sederajat Tahun 2014-2018

Penurunan APM juga terjadi di Jawa Tengah pada tingkat SMP/MTs Sederajat, dari 80,11 pada tahun 2017 menjadi 75,50 pada tahun 2018. Hal tersebut juga dialami nasional. Trend penurunan APM SMP/MTs Sederajat secara siginifikan dari tahun 2016 sebesar 81,01 menjadi 76,29 pada tahun 2017.
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Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jateng, 2018

Gambar 2.25. APM SD/MI Sederajat Kabupaten/Kota Tahun 2018

Sedangkan capaian Angka mendasarkan kabupaten/kota di capaian tertinggi adalah Kota Kabupaten Banjarnegara (96,06).



Partisipasi Murni (APM) SD/MI Jawa Tengah tahun 2017terlihat Salatiga (125,53), dan terendah
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Sedangkan APM SMP/MTs di Jawa Tengah pada tahun 2017, terlihat capaian tertinggi adalah Kota Tegal (104,41), dan terendah Kabupaten Kendal (75,01). Dari data sebaran APM di 35 kabupaten/kota nampak bahwa permasalahan yang dihadapi dalam akses pelayanan pendidikan di Jawa Tengah antara lain disparitas wilayah yang masih cukup tinggi. Untuk wilayah perkotaan capaian APM cenderung tinggi, dibandingkan wilayah kabupaten. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian partisipasi sekolah adalah daerah pesisir cenderung memiliki angka partisipasi yang rendah. Penyebab rendahnya partisipasi anak usia sekolah untuk bersekolah tidak hanya semata faktor ekonomi, namun faktor motivasi memberikan kontribusi cukup besar.

[image: image131.jpg]ueg0qoin
Suepeny
eiojg
ueBuojeyRd
|egay
oqosouos
Suequisy

ned
ueSuojeyRd LI0)
uaungay
Suereg
Suejeung
eieEaurefueg
SungBuewa
saqaig
essueqing
eSnejes el0)
Sueageqy e1oy
desepy

uarepy

fepuay

eiedar
ylejohog
yewaq
ofasomng
uagers
sewnhueg
|e2ag e30))
wEouom
ofieyoyng
snpny
teAueBueiey
eLieyeIns e3o)
Sueiewag
Sueiewas eoy





Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.26. APM SMP/MTs Sederajat Kabupaten/Kota Tahun 2018

Salah satu akses pelayanan dasar lain adalah kepemilikan akta kelahiran bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya terobosan terus didorong oleh pemerintah provinsi melalui pemerintah kabupaten/kota, salah satunya melakukan jemput bola/pelayanan keliling, pelayanan terpadu dan pemanfataan teknologi informasi untuk mempercepat kepemilikan akta kelahiran. Menurut data BPS, Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran selama tahun 2012 hingga tahun 2017 cenderung meningkat, dari 86,10 tahun 2012 menjadi 94,28 tahun 2017. Cakupan di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan, karena akses layanan di perdesaan
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lebih jauh dibandingkan perkotaan, hal ini menyebabkan keengganan masyarakat untuk mengurus akta kelahiran.
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.27. Persentase Penduduk Umur 0-17 tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2012-2017

Meskipun sudah menunjukkan perkembangan ke arah lebih baik, namun masih dijumpai beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain: kurangnya kesadaran masyarakat dimungkinkan karena ketidaktahuan prosedur serta pembiayaan yang masih dianggap mahal bagi masyarakat kelompok tertentu.
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2.2. Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Menghilangkan Kelaparan. Gangguan ketahanan pangan akan terlihat jika proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari mencapai angka cukup tinggi. Indikator ini juga dapat menunjukkan sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat. Perkembangan cukup baik ditunjukkan selama rentang waktu tahun 2016 hingga 2018. Capaian cenderung mengalami penurunan dari angka 15 pada tahun 2016 menjadi 8,50 tahun 2018. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Tengah antara lain: lahan pertanian yang mulai menyusut, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, produktivitas yang rendah serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi pangan.

Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan energi dan gizi cenderung stabil dalam kurun waktu 3 tahun (tahun 2016 hingga tahun 2018) yaitu pada kisaran 85. Sedangkan untuk Angka Kecukupan Energi yang dilihat dari Angka Konsumsi protein sebesar 64,80 gr/kapita/hari tahun 2016 mengalami penurunan tahun 2018 sebesar 63,70 gr/kapita/hari tahun 2018. Angka Kecukupan Gizi atau Angka Konsumsi Energi cenderung fluktuatif pada rentang tahun 2016 hingga 2018.
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Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.28. PPH Ketersediaan serta Angka Kecukupan Energi dan GiziTahun 2016-2017
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Keberagaman pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pada tahun 2018, skor PPH sebesar 87,30, lebih tinggi dibandingkan capaian sebelumnya. Capaian Skor PPH tahun 2016 lebihrendah dari tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan sumber data dalam metode penghitungan. Sebelum tahun 2016 menggunakan metode survey langsung, adapun mulai tahun 2017 menggunakan Susenas.

Tabel 2.7. Skor PPH Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 – 2018
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Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Berdasarkan Skor PPH Jawa Tengah tahun 2014 - 2018 untuk kelompok pangan padi-padian dan gula diatas standar sehingga perlu upaya untuk penurunan konsumsi, sedangkan untuk kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, sayur dan buah masih dibawah standar sehingga perlu upaya untuk peningkatan konsumsi.

Upaya untuk mengatasi kerawanan pangan terus dilakukan pemerintah provinsi, hingga tahun 2018 persentase penanganan daerah kerawanan pangan sudah mencapai 100%.

Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi. Pemenuhan gizi yang kurang atau buruk akan berdampak pada kesehatan yaitu kondisi stunting. Gambaran stunting di Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) angka prevalensinya cenderung fluktuatif, dilihat dari pemantauan kondisi gizi pada balita usia 0-59 bulan dan baduta usia 0-23 bulan. Masih adanya kasus stunting di Jawa Tengah disebabkan oleh beberapa hal antara lain minimnya pengetahuan tentang pola pangan beragam, bergizi, berimbang sehat, dan aman, ditunjukkan dengan rendahnya angka rata-rata konsumsi energi, pola
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asuh orang tua terhadap balita, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, risiko akibat pernikahan anak, serta kurangnya ketersediaan akses air minum layak, air bersih, dan sanitasi.
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Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.29. Prevalensi Kasus Stunting di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017

Mendasarkan prevalensi stunting di kabupaten/kota tahun 2018, diketahui terdapat 14 kabupaten/kota berada diatas rata-rata provinsi yaitu Kabupaten Grobogan, Magelang, Blora, Pekalongan, Tegal, Wonosobo, Rembang, Pati, Kota Pekalongan, Kabupaten Kebumen, Batang, Pemalang, Banjarnegara dan Temanggung.
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Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.30. Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota Tahun 2018

Pemenuhan ASI Ekslusif pada bayi usia 0-6 bulan dapat mencegah dari kasus gizi buruk. Dari tahun 2014 hingga tahun
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2016cakupan pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bula cenderung fluktatif.

Tabel 2.8. Persentase Bayi Usia 0-6 bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif Tahun 2014-2018
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Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Permasalahan kekurangan gizi pada anak erat kaitannya dengan kemiskinan dan ketahanan pangan rumah tangga. Rendahnya ketahanan pangan rumah tangga dapat menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas asupan gizi anak. Faktor lain yang mempengaruhi adalah buruknya pola asuh terutama pemberian makanan bayi dan balita yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orangtua, buruknya kondisi lingkungan seperti akses sanitasi dan air bersih, dan rendahnya akses pada fasilitas kesehatan.

Menggandakan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP umum Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar 102,25meningkat 1,85 dari NTP umum Tahun 2017 sebesar 100,40, dengan demikan perubahan indeks harga yang diterima petani (lt) lebih tinggi dibandingkan dengan perubahan indeks harga yang dibayar petani (lb), secara relatifsemakin kuat tingkat kemampuan/daya beli petani.
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.31. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Produksi padi pada kurn waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 9,64 juta ton pada tahun 2014, dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 11,6 juta ton, namun pada tahun 2014 sempat mengalami penurunan disebabkan gangguan bencana alam banjir dan kekeringan. Produksi jagung relatif meningkat yaitu tahun 2014 sebesar 3,05 juta, meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar 3,4 juta ton. Adapun untuk produksi kedelai relatif fluktuatif, mengalami peningkatan pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, namun turun pada tahun 2016 dan tahun 2017.
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Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.32. Produksi Tanaman Pangan Jawa Tengah

Tahun 2014 – 2018 (Ton)

Berdasarkan capaian produksi tanaman pangan tahun 2014-2018, dapat disimpulkan bahwa produksi kedelai belum optimal karena masih relatif mengalami fluktuatif. Produktivitas padi pada kurun waktu tahun 2014-2018 relatif berfluktuatif, dengan tingkat produktivitas tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 59,35 kuital/ha (angka perkiraan). Pada komoditas jagung produktivitas meningkat pada tahun 2014-2018, dari 56,71 kuintal/ha tahun 2014 menjadi 60,45 kuintal/ha tahun 2018. Namun demikian untuk komoditas kedelai mengalami fluktuatif pada kurun waktu tahun 2014-2018, dengan produktivitas tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 18,53 kuintal/ha.
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Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.33. Persandingan Potensi Produktivitas dengan Produktivitas Padi Tahun 2014-2018 (Kuintal/Ha)
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Pada budidaya tanaman pangan, terdapat potensi produktivitas untuk masing-masing varietas. Berdasarkan potensi dimaksud, dapat dihitung potensi rata-rata di Jawa Tengah untuk komoditas padi sebesar 62 kuintal/ha, jagung sebesar 63 kuintal/ha dan kedelai sebesar 22,5 kuintal/ha. Bila disandingkan antara potensi rata-rata produktivitas dengan capaian di Jawa Tengah, maka produktivitas pada komoditas tanaman pangan masih belum optimal.

Permasalahan dari sisi konsumsi masih perlu peningkatan baik dari kuantitas (jumlah) maupun kualitas (keberagaman) sehingga dapat memenuhi standar kebutuhan konsumsi manusia untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Tantangan yang dihadapi adalah ketersediaan pangan yang B2ASA masih belum merata; kurangnya pengetahuan tentang pentingnya konsumsi pangan B2SA sejak usia dini.

Selain dari tanaman pangan, pemenuhan gizi juga dapat dilakukan melalui konsumsi ikan. Pada tahun 2017 tingkat konsumsi ikan Jawa Tengah sebesar 29,81 kg/kapita/tahun, meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 20,92 kg/kapita/tahun, namun masih dibawah angka nasional yaitu sebesar 47,34 kg/kapita/tahun. Perkembangan tingkat konsumsi ikan Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.
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Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.34.Tingkat Konsumsi Ikan Per Kapita Penduduk Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 (kg/kapita/tahun)
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2.3. Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI). Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan. Salah satu indikatornya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) yang mencerminkan banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) Jawa Tengah selama tahun 2014-2018 terus menurun yaitu dari angka 126,55/100.000 KH di tahun 2014 menjadi 78,60/100.000 KH di tahun 2017. Beberapa penyebab masih ditemukannya kasus kematian ibu melahirkan dan nifas antara lain pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, gangguan sistem peredaran darah, dan gangguan metabolisme. Selain itu penyebab kematian ibu juga tidak terlepas dari ketepatan waktu dalam mengakses ke pelayanan kesehatan ibu yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan. Perkembangan kondisi AKI Provinsi Jawa Tengah kurun waktu tahun 2014 - 2018 sebagaimana terlihat dalam gambar berikut.
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Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.35.Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran HidupTahun 2014 – 2018
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Selanjutnya apabila dilihat dari kondisi kasus kematian ibu di kabupaten/kota se-Jawa Tengah tahun 2018, terdapat 5 kabupaten dengan kasus kematian ibu terbanyak yaitu Kabupaten Grobogan, Brebes, Demak, Cilacap, dan Batang. Secara rinci kasus kematian ibu di kabupaten/kota tahun 2018 tercantum dalam gambar berikut.
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Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.36. Kasus Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018

Indikator lain yang bertujuan untuk mengurangi resiko kematian ibu adalah Persentase Perempuan
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Gambar 2.37 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Tahun 2012-2017
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perkotaan persentase perempuan yang bersalin di fasilitas kesehatan telah mencapai 99,44%, sedangkan daerah perdesaan masih 98,61%. Namun di daerah pedesaan persentasenya mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini masih perlu ditinjau lebih jauh dari sisi pemerataan maupun keberadaan fasilitas kesehatan.

Mengakhiri Kematian Bayi dan Balita. Kematian bayidapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandunganyang menyebabkan Berat Badan Lahir Rendah, kelainan konginetal pada bayi,dan komplikasi kehamilan. Perkembangan AKB di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2014 hingga 2018 menunjukkan tren menurun dari 10,08 per 1.000 KH pada tahun 2014 menjadi 8,36 per 1.000 KH pada tahun 2018. Namun demikian masihdiperlukan upaya penanganan untuk tetap menurunkan angka kematian bayidi Jawa Tengah antara melalui peningkatan pendampingan kelas ibu hamildan balita, serta optimalisasi peran Posyandu.

Tabel 2.9. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran HidupTahun 2014-2018

	No
	Tahun
	
	Capaian

	
	
	Per 1.000 kh
	
	Kasus

	
	
	
	
	

	1
	2014
	10,08
	
	5.666

	2
	2015
	10
	
	5.571

	3
	2016
	9,99
	
	5.485

	4
	2017
	9,6
	
	4.843

	5
	2018
	8,36
	
	4.481


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Angka Kematian Balita (AKABA) menggambarkan jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun per 1.000 KH. Perkembangan AKABA di Jawa Tengah selama tahun 2014-2018 mengalamitren yang menurun. Pada tahun 2014, AKABA sebesar 11,54 per 1.000 KH menurun menjadi 9,48 per 1.000 KH. Beberapa penyebab kematian padabalita antara lain gizi buruk pada balita, kurangnya pemahaman orang tuaterkait pentingnya deteksi dini penyakit menular dan tidak menular padabalita, serta rendahnya pemberian imunisasi pada balita.
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Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.38. Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2014-2018

Sebaran kasus kematian balita pada kabupaten/kota di Jawa Tengahtahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) kabupaten dengan kasus kematian balita tinggi yaitu Kabupaten Brebes, Grobogan, Banjarnegara, Banyumas, dan Klaten. Sementara jumlah kasus terendah ada di Kota Magelang dan Salatiga.
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Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.39.Kasus Kematian Balita Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018

Salah satu target keberhasilan program imunisasi adalah tercapainya Universal Child Imunization (UCI) yang merupakan cakupan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 100% desa atau kelurahan. Persentase kabupaten/kota UCI desa di Jawa Tengah sudah mencapai 100%.
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Mengakhiri Epidemi Penyakit Menular (PM). Penyakit menular yang menjadi sasaran prioritas program Jawa Tengah adalah TB, HIV/AIDS, dan Demam Berdarah Dengue (DBD).Angka kesakitan DBD (Incidence Rate/IR DBD) mengalami penurunan pada tahun 2018 jika dibandingkan tahun 2014, namun tidakdemikian dengan TB dan HIV/AIDS. Untuk kasus HIV/AIDS yang mengalami peningkatan penemuan kasus di tahun 2018 jika dibanding tahun 2014, dikarenakan semakin efektifnya pemanfaatan Voluntary Conselling Test (VCT) di Puskesmas dan Rumah Sakit. Namun disisi lain peningkatan angkatersebut mengindikasikan kondisi masyarakat yang kurang pemahaman tentang HIV/AIDS terutama pemahaman remaja terhadap akibat penyalahgunaan narkoba, serta adanya kecenderungan meningkatnyaperilaku yang menyimpang. Peningkatan penemuan kasus TB juga merupakansalah satu ukuran kinerja pelayanan kesehatan yang semakin baik yangditunjukkan dari peningkatan upaya deteksi dini petugas Puskesmas yang langsung turun ke masyarakat.

Tabel 2.10.Kondisi Penyakit MenularTahun 2014–2018
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Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM). Kemajuan teknologi, mobilisasi penduduk, perilaku dan gaya hidupyang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, diet tidak seimbang, kurangaktivitas fisik, dan konsumsi alkohol menjadi faktor risiko meningkatnya penyakit tidak menular di Jawa Tengah. Peningkatan PTM dapat mengakibatkan penurunan produktivas penduduk karena kasus PTM banyak ditemukan pada usia produktif seperti Hipertensi, Diabetes Mellitus, danKanker. Hipertensi masih menjadi kasus/permasalahan utama di Jawa Tengah. Selan ketiga jenis penyakit tidak menular tersebut, obesitas juga perlu mendapatkan perhatian, meski jumlahnya tidak terlalu besar, mencapai 0,29% pada

[image: image162.png]



II-41 | R A D S D G s J a t e n g 2 0 1 9 - 2 0 2 3

tahun 2018. Namun demikian perlu diwaspadai mengingat terjadi peningkatan dibanding tahun 2017 masih sebesar 0,15%.

Tabel 2.11.Kondisi Penyakit Tidak MenularTahun 2014 – 2018

[image: image163.jpg]i Dokter Umum Dokter Spesialis | Dokter Gigi
ahun
Jumlah | Rasio Jumlah | Rasio | Jumlah | Rasio
2014 4.188 12,40 2.706 8,01 1.071 3,17

2015 4.188 12,40 2.706 1.071 3,17
| 2016 4.429 13,02 4.486 13,19 1.070 3,15

2017

4.467 13,06

4.517 13,21

1.121 3,28

2018

6.004 16,00

9.327 13,00

1.405 4,00





Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Akses Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi. Salah satu faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah. Kepadatan penduduk berkorelasi dengan permasalahan sosial yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk sangat erat kaitannya dengan tingkat kelahiran atau fertilitas. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk maka dilaksanakan program pengendalian penduduka salah satunya melalui Keluarga Berencana (KB). Keberhasilan program KB dapat diukur melalui Total Fertility Rate (TFR). Pada rentang waktu tahun 2015 hingga 2018 capaian TFR cenderung fluktuatif, sempat menurun di tahun 2016 namun meningkat kembali di tahun 2017 dan mencapai 2,4 pada tahun 2018. Hal serupa juga terjadi pada capaian Age Specific Fertility Rate (ASFR), penurunan berturut-turut di tahun 2015 dan 2016, namun peningktan terjadi pada tahun 2018 mencapai 31. ASFR diperlukan untuk memantau besarnya masalah kelahiran remaja. Semakin tinggi ASFR maka semakin tinggi resiko kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir.

[image: image164.png]



II-42 | R A D S D G s J a t e n g 2 0 1 9 - 2 0 2 3
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Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.40.TFR dan ASFR Tahun 2015 - 2018

Upaya peningkatan layanan kesehatan reproduksi, ditandai melalui peningkatan angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) semua cara. Perkembangan CPR/Peserta KB Aktif di Jawa Tengah cenderung fluktuatif, mengalami penurunan cukup signifikan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu tahun 2017 dan 2018 sebesar 76,89 dan 74,69. dari 78,57pada tahun 2014 meningkat menjadi 78, 64% pada tahun 2016. CPR juga dapat digunakan untuk

mengevaluasi keberhasilan program KB. Kendala yang sering dijumpai adalah orang yang
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sudah ber-KB kemudian tidak melanjutkan KB serta pasangan usia subur belum

mau ber-KB karena terkendala pada faktor ekonomi dan keyakinan.

Unmet need KB adalah suatu kondisi dimana

terdapat keinginan Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga mereka mengambil keputusan tidak



Gambar 2.41. CPR/Peserta KB Aktif Tahun 2014-2018
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Sumber: BKKBN dan DP3AKB Provinsi Jawa

Tengah, 2018

menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Unmet need KB dari tahun 2014 – 2018 secara umum mengalami tren peningkatan dan hanya di tahun 2016 terjadi penurunan. Tahun 2018 sebesar 13,06% atau 852.677 orang meningkat dari tahun 2014 yang sebesar 10,56% (713.104 orang). Peningkatan ini disebabkan keyakinan agama sebagian masyarakat, takut efek samping, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi unmet need KB antara lain melalui penggerakan kesertaan KB bersama mitra kerja dan institusi masyarakat, advokasi kabupaten/kota yang persentase unmet need KB nya tinggi, optimalisasi media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), dan fasilitasi pelaksanaan kampung KB.

Tabel 2.12.Unmet Need KB Tahun 2014 – 2018
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Sumber : BKKBNRI, 2019

Pemakaian alatkontrasepsi MKJP tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 semakin meningkatsecara berkelanjutan yaitu sebesar 27,24% menjadi 28,45%. Namun peningkatan persentase pemakaian alat kontrasepsiMKJP tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah peserta KB MKJP yang bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Sedangkan tahun 2018 menurunmenjadi sebesar 27,43%.
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Tabel 2.13. Pemakaian Alat Kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2015 – 2018
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Sumber : BKKBNRI, 2019

Mencapai Cakupan Kesehatan Universal. Pemenuhan pembiayaan masyarakat miskin sebagai salah satu upaya dalam penurunan kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran kebutuhan dasar dilaksanakan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI) dan JKN Non PBI APBN. Pada tahun 2018 penerima manfaat Jamkesda mengalami penurunan dikarenakan adanya perubahan mekanisme pengcoveran penduduk miskin penerima manfaat berdasarkan data BDT.

Tabel 2. 14. Jumlah Penduduk Pemanfaat Jamkesmas dan Jamkesda Tahun 2014 – 2018
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Sumber : TNP2K dan Kementerian Kesehatan, 2018

Meningkatkan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan, Obat dan Vaksin. Tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan semakin membaik.Dalam kurun waktu 2014-2018 rasio dokter per satuan penduduk di Jawa Tengah cenderung
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meningkat, terutama untuk dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi, meskipun dokter spesialis di tahun 2018 menurun dibandingkan tahun 2017. Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah pemerataan dokter utamanya pada penempatan fasilitaspelayanan tingkat pertama (puskesmas). Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan selain dilaksankan oleh dokter juga dibantu oleh tenaga paramedis seperti perawat, bidan, tenaga farmasi, dan tenaga gizi juga penting keberadaannya, karena mendukung pelayanan kesehatan agar semakin optimal. Dari keempat tenaga paramedis tersebut,sampai dengan tahun 2017 rasio perawat masih relatif kecil yaitu sebesar 0,85. Rasio terbesar adalah bidan dikarenakan adanya perekrutan bidan PTT guna memenuhi satu bidan satu desa.

Tabel 2.15. Rasio Dokter Per Satuan PendudukTahun 2014 – 2018
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Sumber : Dinas Kesehatan Prov Jateng, 2019

Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan selain dilaksankan oleh dokterjuga dibantu oleh tenaga paramedis seperti perawat, bidan, tenaga farmasi,dan tenaga gizi juga penting keberadaannya, karena mendukung pelayanankesehatan agar semakin optimal. Dari keempat tenaga paramedis tersebut,sampai dengan tahun 2017 rasio perawat masih relatif kecil yaitu sebesar0,85. Rasio terbesar adalah bidan dikarenakan adanya perekrutan bidan PTTguna memenuhi satu bidan satu desa.
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Tabel 2.16.Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Pendudu

Tahun 2013 – 2017
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Sumber : Dinas Kesehatan Prov Jateng, 2019

Selain tenaga kesehatan, pemerataan sarana produksi dan distribusi farmasi menjadi bagian penting dalam penyediaan akses layanan kesehatan. Proporsi sarana produksi dan distribusi di nidang farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai standar di Jawa Tengah cenderung fluktuatif, dari 80% tahun 2016 menurun menjadi 75,8% tahun 2017 dan kembali meningkat tahun 2018 sebesar 85,75%. Namun, untuk Proporsi sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar cenderung mengalami peingkatan dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2018 berturut-turut sebesar 65%; 705% dan 88,25%.
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Sumber : Dinas Kesehatan Prov Jateng, 2019

Gambar 2.42.Proporsi Sarana Distribusi dan Layanan

KefarmasianTahun 2016-2018
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2.4. Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.

Partisipasi pendidikan penduduk. APK PAUD, SD dan SMP dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2017 cenderung meningkat, namun tahun 2018 mengalami penurunan pada APK PAUD, SD/MI dan SMP/MTS. Hal berbeda ditunjukkan oleh capaian APK SMA/MA dan Perguruan Tinggi (PT). APK SMA/MA mengalami peningkatan dari 73,05 pada tahun 2014 menjadi 83 pada tahun 2018. Demikian pula dengan APK PT juga mengalami peningkatan dari 15,97 tahun 2015 menjadi 18,22 tahun 2018.
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Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Jateng, 2019

Gambar 2.43.APK PAUD, SD, SMP, SMA dan PTTahun 2014-2018

Meningkatkan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki ketrampilan relevan. Untuk mengukur jumlah pemuda dan dewasa yang memiliki ketrampilanrelevan, BPS menggunakan indikator Proporsi remaja dewasa usia 15-24 tahun dengan ketrampilan teknologi informasi dan komputer (TIK). Peningkatan capaian ditunjukkan selama 2 tahun yaitu tahun 2015 sebesar 55,99% menjadi 63,63% pada tahun 2016.
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Disparitas
pendidikan
antara
perempuan
dan
laki-laki.

Pemerataan akses layanan pendidikan mendasarkan gender sudah cukup baik, hal tersebut ditunjukkan dengan Rasio APM Perempuan/Laki-laki di seluruh jenjang pendidikan. Untuk jenjang pendidikan SD/MI Sederajat menujukkan capaian yang cenderung konstan dan ideal dari tahun 2015 hingga tahun 2018 dengan rasio sebesar 0,99 hingga 1 atau 100%. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada jenjang pendidikan SMP, SMA dan PT dengan perolehan melebihi 100%, maknanya untuk jenis kelamin perempuan memiliki proporsi lebih besar dibandingkan laki-laki.
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Sumber : BPS Prov Jateng, 2019

Gambar 2.44. Rasio APM Laki/Perempuan SD, SMP, SMA dan PT Tahun 2014-2018

Kemampuan membaca dan menulis. Untuk mengukur proporsi penduduk yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab dan huruf lainnya, BPS menggunakan indikator Angka Melek Huruf. Namun terdapat 3 kategori yang berbeda dalam perhitungan Angka Melek Huruf mendasarkan usia, yaitu : Usia > 15 tahun; Usia 15-24 tahun dan Usia 15-59 tahun. Perkembangan ke arah peningkatan ditunjukkan oleh indikator Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Usia di atas 15 tahun, dari 93,12 tahun 2015 menjadi 93,45 tahun 2018. Sedangkan
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untuk Angka Melek Huruf Usia 15-24 dan 15-59 tahun cenderung fluktuatif.
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Sumber : BPS Prov Jateng, 2019

Gambar 2.45. Angka Melek Huruf Tahun 2015-2018

Kualitas Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan. Kualifikasi S1/D4 merupakan salah satu indikator kualitas pendidikyang dipersyaratkan dalam Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan. Kondisi pada tahun 2014-2018, capaian kinerjanya menunjukkan peningkatan, yaitu untuk jenjang PAUD dari 31,05 menjadi 49,85; kemudian SD/MI/SDLB dari 53,61 menjadi 86,44; SMP/MTS dari 86,41 menjadi 95,72; dan SMA/SMK/MA dari 93,50 menjadi 98,86.

Tabel 2.17.Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4

Tahun 2014 – 2018
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Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2014-2018), persentase SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MAN di Jawa Tengah yang terakreditasi sudah mencapai 100%. Sementara itu, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang inklusif maka peningkatan kualitas sarana prasana menjadi sangat penting. Kondisi ruang kelas dalam keadaan baik untuk jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) cenderung fluktuatif, meskipun dalam kurun waku 4 tahun (dari tahun 2015 hingga tahun 2018) mengalami peningkatan. Untuk jenjang pendidikan menengah menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik dari 82% pada tahun 2014 menjadi 90,02 tahun 2018.

Tabel 2.18. Kondisi Bangunan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/K Dalam Kondisi Baik Tahun 2014 – 2018
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Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

2.5. Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam rangka mencapai kesetaraan gender, maka terdapat 2 indikator yang dijadikan ukuran yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Capaian IPG maupun IDG selama

[image: image186.jpg]2
50

205 205

= . - .
oKk Jawa DIV

x
Jawa  Banten Indonesia
lakarta  Barat Tengah Timur




II-51 | R A D S D G s J a t e n g 2 0 1 9 - 2 0 2 3

periode 2013-2017 menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Angka IPG sebesar 91,94 di tahun2017 lebih baik dibandingkan tahun 2013 sebesar 91,5. Demikian pula dengan capaian IDG yang mengalami peningkatan yaitu tahun 2013 sebesar71,22 menjadi 75,1 pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan berbasis gender di Jawa Tengah kian membaik.
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Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.46. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2013 - 2017

Guna mengurangi berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, maka sangat diperlukan pengarustamaan gender ke dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya menerapkan responsif gender dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran. Nampaknya masih diperlukan kerja sama keras untuk

menginternalisasi responsif gender dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran, mengingat hingga tahun 2018, Rasio Program/Kegiatan Responsif Gender baru mencapai 68%, sedangkan untuk Rasio Anggaran Responsif Gender baru tercapai sebesar 32%. Namun demikian, capaian yang menggembirakan ditunjukkan oleh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Rasio Kab/Kota yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan Renja) sudah mencapai 100% selama kurun waktu 3 tahun berturut-turut, yaitu sejak tahun 2016 hingga tahun 2018.

[image: image188.jpg]60
S0
a0
30
20
10

45,7 45,67
21 24
2013 2014

~—&— Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)

~— Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)

47,72 49,3 26,97
4 09
24,24 24 24
!
2015 2016 2017

~—H— Perempuan sebagal Tenaga Profesional (%)




II-52 | R A D S D G s J a t e n g 2 0 1 9 - 2 0 2 3

[image: image189.jpg]35

30

25

20

15

10

28,6
29,1
7,17 73
58
l—.\._. 59
0,73 0,78 o

2015 2016 2017 2018

~—4—Rasio Perempuan di
Eselon Il (%)

==Rasio Perempuan di
Eselon Il (%)

—i&—Rasio Perempuan di
Eselon IV (%)





Sumber : DP3DalDukKB Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.47. Rasio OPD Provinsi dan Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan Responsif Gender Tahun 2014 - 2018

Menghapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan merupakan implementasi negara hadir dalam melindungi segenap warga negara termasuk perempuan dan anak. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 jumlah perempuan yang mengalami kekerasan tercatat masih sangat tinggi yaitu 9.971 korban. Artinya dalam setahun ada 1.194 perempuan yang mengalami kekerasan, atau ada 166 perempuan yang mengalami kekerasan dalam setiap bulan, atau ada 5 perempuan yang mengalami kekerasan dalam setiap hari. Tingginya jumlah perempuan yang mengalami kekerasan mengindikasikan meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk mengadukan kasus kekerasaan yang dialaminya baik yang terjadi di ranah rumah tangga maupun ranah publik. Selain itu membaiknya layanan yang disediakan untuk korban juga mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kasusnya karena adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.
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Tabel 2.19. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan

Tahun 2014 – 2018

	Kelompok Perempuan
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	
	
	
	
	
	

	Perempuan Dewasa
	1.150
	990
	984
	920
	1.017

	
	
	
	
	
	

	Anak Perempuan
	1.054
	981
	1.060
	949
	866

	
	
	
	
	
	

	Jumlah
	2.204
	1.971
	2.044
	1.869
	1.883

	
	
	
	
	
	


Sumber: Dinas PPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah, 2019

Dari 9.971 perempuan korban, mayoritas mengalami kasus kekerasan seksual, seperti perkosaan, eksploitasi seksual dan pelecehan seksual. Tahun 2017, dari 1.869 korban, tercatat 788 kasus merupakan kasus kekerasan seksual atau sebesar 42,16%. Dan di tahun 2018, dari 1.883 korban tercatat 858 merupakan kasus kekerasan seksual atau 45,57%. Kasus kekerasan terhadap perempuan tersebar di 35 kabupaten/kota. Di tahun 2018, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Demak merupakan kabupaten/kota dengan kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi.

Selain korban kekerasan, juga terdapat kelompok-kelompok perempuan lain yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan, seperti korban trafficking, ibu rumah tangga yang terpapar HIV/AIDS, perempuan pekerja rumahan, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan pekerja migran, perempuan dalam bencana, perempuan dengan penyandang disabilitas, perempuan lansia, dan perempuan kepala keluarga.

Dari tahun 1993 sampai dengan September 2017 tercatat ada 20.168 orang dengan HIV/AIDS di Jawa Tengah dan sebesar 37% adalah perempuan. (Data Dinkes Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017). Dari IPPI (Ikatan Perempuan Positif HIV/AIDS Indonesia) telah mendampingi 2.243 ibu rumah tangga yang terpapar HIV/AIDS dari tahun 2013 sampai 2017. Sebagian besar ibu rumah tangga yang terpapar HIV/AIDS, terpapar dari pasangannya.

Untuk perempuan pekerja rumahan tahun 2016 sebesar 1.069 perempuan dan meningkat di tahun 2017 sebesar 2.140 perempuan. (Yasanti tahun 2018). Untuk kasus trafficking perempuan tahun 2017 tercatat 21 kasus dan meningkat di tahun 2018 sebesar 86 kasus. Untuk jumlah perempuan dengan penyandang disabilitas di Jawa
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Tengah di tahun 2017 tercatat 59.551 perempuan. Untuk tahun 2017 di Jawa Tengah, tercatat ada 5.463 perempuan sebagai kepala keluarga.

Menghapus Praktek Berbahaya seperti Perkawinan Dini. Kasus perkawinan dini di Indonesia masih banyak ditemui, terutama pada anak usia kurang dari 15 dan 18 tahun. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2017 masih banyak perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun. Pada tahun 2016 proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 15 tahun sebesar 0,39%, namun mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 0,28%. Dibandingkan provinsi lain se-Jawa, DKI, DIY dan Banten, maka angka Jawa Tengah cenderung rendah.
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Gambar 2.48. Perbandingan Provinsi Jawa, DIY dan Banten untuk Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun pada Tahun 2016 dan 2017

Meskipun lebih rendah dari angka nasional dan provinsi Jawa lainnya, namun proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun di Jawa Tengah relatif tinggi. Pada tahun 2016, proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun di Jawa Tengah mencapai 20,70 % dan menurun menjadi 18,56% pada tahun 2017.
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Gambar 2.49. Perbandingan Provinsi Jawa, DIY dan Banten untuk Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun padaTahun 2016 dan 2017

Pada tahun 2012, median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun di Indonesia adalah 20,6 tahun. Angka ini masih harus ditingkatkan hingga mencapai target nasional, yaitu 21 tahun. Di Jawa Tengah, median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun sedikit lebih rendah dari angka nasional, yaitu 20,5tahun. Di pulau Jawa, posisi Jawa Tengah berada pada urutan ketiga setelah DKI Jakarta dan DIY.
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Sumber : SDKI – BPS Pusat, 2012

Gambar 2.50. Median Usia Kawin Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 25-49 Tahun 2012

Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif, serta Kesempatan yang Sama Bagi Perempuan Untuk Memimpin. Apabila dilihat dari indikator pembentuk IDG selama tahun 2013-2017trennya terus meningkat kecuali keterlibatan perempuan dalam parlemenyang cenderung tetap (pemilihan legislatif lima tahun sekali).Sebagaimana komponen pembentuk IDG di atas diketahui bahwa peran perempuan dalam berbagai sektor masih lemah yang disebabkan antara lain masih rendahnya tingkat pendidikan formal dan tingkat pengetahuan dalam berdemokrasi serta akses ekonomi yang terbatas.Tantangan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik adalah melakukan “affirmative action”.
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Sumber : SDKI – BPS Pusat, 2012

Gambar 2.51. IDG Jawa Tengah Beserta Komponen Pembentuknya Tahun 2013-2017

Selain itu, pada lembaga eksekutif (dilihat pada OPD Provinsi), maka jumlah keterwakilan perempuan sebagai pejabat di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah masih sangat rendah, untuk pejabat eselon II pada kisaran di bawah 1%, sementara itu pejabat eselon III pada kisaran 5 hingga 7%. Namun untuk kedudukan eselon IV angka yang ditunjukkan cukup tinggi tinggi dibanding eselon II dan III, meskipun masih pada kisaran di bawah 50%. Semakin tinggi kedudukan eselon, makasemakin menurun jumlah PNS perempuan.
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Sumber : BKD Prov Jateng, 2019

Gambar 2.52. Rasio Perempuan dalam Kedudukan Pejabat EselonTahun 2015-2018
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Menjamin Akses Universal Terhadap Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan Hak Reproduksi. Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need KB) dari tahun 2014 hingga 2018 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2014 hingga tahun 2016 sempat mengalami penurunan, namun kemudian pada tahun 2016 hingga 2018 mengalami peningkatan. Capaian unmet need KB tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terdapat pada tahun 2018 yaitu sebesar 13,06%. Namun jika dilihat dari indikator Pengetahuan dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang Metode Kontrasepsi Modern yang sudah mencapai angka 99,1% pada tahun 2012 (BPS-SDKI, 2012), nampak bahwa tidak ada korelasi antara indikator tersebut dengan Unmet need KB. Hal ini ditengarai karena masalah keyakinan dan kepercayaan pada sebagian masyarakat yang memandang bahwa KB tidak sejalan dengan keyakinan yang dianut.

Tabel 2.20. Unmet Need KB Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018
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Sumber : BKKBN RI, 2019

Untuk menjamin perempuan mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan reproduksi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menetapkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi, pendidikan dan pelayanan kepada remaja sepanjang tidak bertentangan dengan nilai moral dan agama. Selanjutnya, untuk pelaksanaannya telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Tantangan yang dihadapi adalah pelaksanaan advokasi dan KIE yang efektif responsif gender yang dapat meningkatkan kesertaan ber-KB. Tantangan lainnya adalah peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan wilayah serta manajemen dan distribusi alat dan obat kontrasepsi.
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2.6. Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Berkelanjutan

Mencapai
Akses
Universal
yang
dan
Merata
Terhadap
Air

Minum yang Aman dan Terjangkau. Pengelolaan sumber daya air di Jawa Tengah menghadpi tantangan yang cukup besar. Kebutuhan akan penyediaan air yang mencakup kapasitas daya dukung serta tingkat perkembangan kebutuhan air dirasa semakin meningkat. Ketersediaan air baku di Jawa Tengah khususnya untuk pemenuhan air minum mengalami peningkatan selama tahun 2014 hingga tahun 2018 dari 52,33% menjadi 60,89%. Namun demikian, kebutuhan akan air baku jauh lebih besar daripada ketersediaannya.

Tabel 2.21. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku  Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018
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Sumber : Dinas PU SDA TARU Prov. Jateng, 2019

Pemenuhan kebutuhan air antara lain dapat diperoleh dari sungai, waduk, embung dan irigasi. Di Jawa Tengah terdapat 9 waduk besar dengan ketersediaan yang cukup memadai.
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Tabel 2.22.Ketersediaan Air Waduk Besar (10.000.000 m3) di  Jawa TengahTahun 2018*)
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Selama tahun 2012-2018, persentase rumah tangga di Jawa Tengah yang memiliki akses air minum yang layak terus meningkat, dari 67,14% pada tahun 2012 menjadi 78,16% pada tahun 2018. Persentase rumah tangga di Jawa Tengah yang memiliki akses air minum yang layak tersebut berada di atas rata-rata nasional. Di pulau Jawa, Jawa Tengah pada tahun 2018 berada pada urutan ke tiga setelah DKI Jakarta dan DIY. Dengan peningkatan yang konsisten, target SDGs untuk memberikan kemudahan bagi seluruh penduduk dan menjamin akses perumahan dengan pelayanan dasar yang layak pada tahun 2030 juga optimis akan tercapai.
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Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat - BPS, 2019

Gambar 2.53. Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak (Persen) Tahun 2012-2018

Tantangan dalam pemenuhan kebuthan air baku adalah perlunya komitmen bersama antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air, mengingat air merupakan masalah lintas sektor, lintas wilayah dan lintas kepentingan.

Mencapai Akses Sanitasi yang Memadai dan Merata. Menurut BPS, selama tahun 2015-2016, persentase rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses sanitasi layak mengalami peningkatan. Angka persentase rumah tangga dengan sanitasi layak mencapai 62,14% pada tahun 2015 menjadi 67,89% pada tahun 2016. Searah dengan peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak pada skala nasional, di Jawa Tengah terjadi peningkatan dari 67,2% pada tahun 2015 menjadi 70,66% pada tahun 2016. Di pulau
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Jawa, pada tahun 2016 Jawa Tengah berada pada peringkat 4 setelah DKI Jakarta, DIY dan Banten.

2017
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2016

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat – BPS Prov Jateng, 2018

Gambar 2.54. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak (Persen) Tahun 2016 dan 2017

Selain sanitasi, hal yang terakit dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat antara lain penyediaan fasilitas untuk cuci tangan dengan sabun dan air. Menurut BPS yang bersumber dari Statistik Kesejahteraan Rakyat, Proporsi Populasi yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan dengan Sabun dan Air di Jawa Tengah pada tahun 2016 baru sebesar 72,69%. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional sebesar 66,52% dan menduduki peringkat ketiga diantara provinsi Jawa, DKI, DIY dan Banten.

Sejalan dengan peningkatan cakupan sanitasi layak, Pemerintah menggalakkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) atau Open Defecation Free (ODF). Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah meningkatkan jumlah desa/kelurahan agar terverifikasi sebagai ODF melalui pemberian jamban kepada kepala keluarga. Tahun 2018, jumlah desa/kelurahan di Jawa Tengah yang diverifikasi sebagai ODF sebanyak 4.556 desa/kelurahan. Sebaran kabupaten/kota yang terverifikasi ODF di Jawa Tengah tahun 2018 sebagaimana gambar berikut:
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Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.55.Sebaran Desa/Kelurahan Terverifikasi ODF Tahun 2018

Pada tahun 2018 desa/kelurahan di Jawa Tengah telah dipicu untuk pelaksanaan ODF, terdapat di 15 Kabupaten/Kota yaitu: Klaten, Wonogiri, Rembang, Kendal, Grobogan, Blora, Boyolali, Semarang, Sragen, Kebumen, Kota Semarang, Karanganyar, Sukoharjo, Banyumas dan Magelang.Tahun 2018, Kabupaten Klaten menjadi kabupaten pertama yang meraih status “Bebas Buang Air Besar Sembarangan” untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sampai dengan tahun 2018, desa yang sudah melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebanyak 7.467 desa. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian sanitasi layak antara lain: belum seluruh kabupaten/kota mempunyai dokumen perencanaan sanitasi, implementasi dokumen perencanaan sanitasi belum optimal, penyediaan lahan dan prasarana pendukung untuk pembangunan sanitasi masih minim.

Peningkatan kualitas air limbah pun tidak luput dari perhatian pemerintah, terutama dalam rangka meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan peningkatan kualitas lumpur tinja melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2017 dari 65,71% menjadi 71,43%.
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Meningkatkan Kualitas Air dengan Mengurangi Polusi. Indeks Kualitas Air di Jawa Tengah masih cukup rendah sebesar 48,17% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 48,47% di tahun 2018. Namun demikian, upaya pemantauan dan pengujian kualitas air limbah dan air permukaan terus dilakukan. Tercatat jumlah titik/sampel pemantauan dan pengujian tahun 2016 hingga tahun 2018 berturut-turut sejumlah 586, 789 dan 695. Dari hasil perhitungan status mutu kualitas air sungai dengan menggunakan metode indeks pencemar yang mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, pada tahun 2017 menunjukkan bahwa anak sungai Bengawan Solo seperti Sungai Premulung, Mungkung, Samin Palur masuk dalam kategori cemar sedang, sedangkan lainnya dalam kondisi tercemar ringan-baik. Pada saat masuk ke sungai utama Bengawan Soloterjadi peningkatan kualitas air dikarenakan sungai yang memiliki daya pulih alami dan ditambah dengan debit air yang cukup besar sehingga dapat meningkatkan kualitas air sungai. Peningkatan kualitas air sungai Bengawan Solo tidak bisa dipisahkan oleh penanganan permasalahan di anak sungai Bengawan Solo yang kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi JawaTengah.
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Tabel 2.23.Kualitas Air Sungai Jawa Tengah Tahun 2015-2017
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Sumber : DLHK Prov Jateng, 2017

2.7. Tujuan 7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

Menjamin Akses Universal Layanan Energi yang Terjangkau.

Ketahanan energi juga menjadi salah satu isu strategis penting dalam pembangunan Jawa Tengah. Fakta yang ada menunjukkan bahwa kebutuhan energi masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Data dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah mengindikasikan bahwa konsumsi listrik di Jawa Tengah pada tahun 2016 hingga 2018 mengalami peningkatan dari 637 kWh menjadi 708,04 kWh. Mendasarkan hal tersebut, maka perencanaan energi yang baik perlu dilakukan agar dapat menjamin ketersediaan energi dengan harga terjangkau untuk jangka panjang.

Rasio elektrifikasi di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Selama kurun waktu 5 tahun (2014-2018) realisasi rasio elektrifikasi selalu melebihi target dan cenderung meningkat. Namun demikian, Jawa Tengah masih harus berupaya keras untuk
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menyelesaikan 1,48% kepala keluarga (KK) belumberlistrik (data tahun 2018) yang sebagian besar berasal dari rumah tangga miskin dan terdapatdi wilayah pedesaan terpencil. Pemenuhan tersebut akan dilakukan melaluisambungan listrik murah bagi rumah tangga miskin.
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Sumber : Dinas ESDM Prov Jateng, 2019

Gambar 2.56. Target dan Realisasi Rasio Elektrifikasi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Sistem ketenagalistrikan di Jawa Tengah merupakan bagian dari satu kesatuan sistem di Pulau Jawa, Pulau Madura, dan Pulau Bali yang terhubung secara interkoneksi dengan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV. Dengan sistem interkoneksi Jawa–Madura–Bali (JAMALI) ini, kebutuhan energi di Jawa Tengah tidak hanya dipenuhi dari pembangkit yang ada di Jawa Tengah, akan tetapi juga dipasok dari pembangkit yang ada di Jawa Barat maupun Jawa Timur. Sampai dengan Bulan Oktober 2017 jumlah total produksi sebesar 25.020 GWh dengan distribusi sebesar 22.168 GWh, sehingga terdapat surplus energi listrik. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik bagi industri serta peningkatan rasio elektrifikasi, masih diperlukan pembangunan pembangkit baru. Diproyeksikan hingga tahun 2021 terdapat 4 (empat) pembangkit yang akan beroperasi/Commercial Operation Date (COD), yaitu PLTU Batang (2x1000 MW), PLTU Karangkandri Cilacap (1x1000
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MW), PLTU Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 (2x1000 MW), dan PLTU Tambak Lorok (700 MW).

Selain rasio elektrifikasi, pemanfaatan energi juga nampak pada penggunaan gas rumah tangga. Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat (BPS, 2018) terjadi peningkatan penggunaan gas rumah tangga di Indonesia. Pada tahun 2018, penggunaan gas rumah tangga di Jawa Tengah mencapai 89,13%. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2015 sebesar 70,8%.
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Gambar 2.57. Rasio Penggunaan Gas Elpiji Rumah Tangga Tahun 2015 dan 2018

Meningkatkan pangsa energi terbarukan. Dalam rangka kehandalan penyediaan listrik beberapa upaya akan dilakukan antara lain dengan pengembangan jaringan listrik pedesaan yang sudah ada dengan upgrading, serta mengembangkan sumber energi baru terbarukan seperti mikro hidro, solar cell, dan panas bumi. Pengembangan potensi energi baru terbarukan juga masih mengalami banyak kendala antaralain teknologi yang digunakan masih mahal, efisiensinya masih rendah, potensi energi yang ada biasanya bersifat lokal sehingga pemanfaatannya juga oleh masyarakat setempat,

[image: image219.png]



II-68 | R A D S D G s J a t e n g 2 0 1 9 - 2 0 2 3

padahal biasanya keterdapatan potensi pada wilayah dengan kepadatan penduduk yang jarang, dan belum optimal kelembagaannya.

Pemakaian energi menunjukkan masih adanya kecenderungan yang sama sebagaimana dialami di tingkat nasional, yaitu ketergantungan terhadap sumber energi fosil, yang potensinya semakin lama semakin berkurang. Komposisi pemakaian energi sampai dengan tahun 2017 berdasarkan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) adalah minyak bumi 39,76%, batu bara 37,16%, gas bumi 13,51% dan energi baru terbarukan (EBT) hanya 9,67%. Dalam dokumen RUED Provinsi Jawa Tengah diharapkan sampai dengan tahun 2050 terjadi peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 28,82%, sehingga akan mengurangi ketergantungan pemanfaatan energi fosil.
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Sumber : RUKD Tahun 2017, Dinas ESDM Prov. Jateng, 2018

Gambar 2.58. Persentase EBT dalam Bauran Energi

Tahun 2013 – 2017

Persentase EBT dalam bauran energi mengalami peningkatan sepanjang tahun 2013 hingga tahun 2017, dari 6,10% menjadi 9,56%. Dalam rangka mencapai ketahanan energi, sisi penyediaan maupun permintaan harus mendapat perhatian yang sama. Pada sisi penyediaan perlu dilakukan optimalisasi pasokan minyak bumi, gas, batubara serta peningkatan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi. Optimalisasi penyediaan energi dapat dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas infrastruktur energi.
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Pada sisi pemanfaatan, perlu terus digalakkan dan ditingkatkan efisiensi penggunaan energi di berbagai sektor.

2.8. Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi. Perekonomian di Jawa Tengah masih menghadapi tantangan besar. Hal ini terkait upaya mengubah pola pertumbuhan ekonomi yang sangat tergantung pada upah tenaga kerja yang murah menjadi pola pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pertumbuhan yang inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang menjamin akses merata bagi seluruh masyarakat terhadap peluang ekonomi yang terbuka. Sedangkan pertumbuhan yang berkelanjutan didefinisikan sebagai strategi pertumbuhan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan dan ekosistem dalam jangka panjang.
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Sumber : BPS Prov Jateng, 2019

Gambar 2.59. Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK (Persen) Tahun 2014-2018

Laju pertumbuhan PDRB per kapita ADHK Jawa Tengah berada pada peringkat ke-3 terhadap provinsi se-Jawa, DKI, DIY dan Banten. Meskipun capain yang ditunjukkan cenderung fluktuatif dari tahun 2014 hingga tahun 2018.
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Salah satu ukuran yang paling dapat diandalkan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu negara/wilayah yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita yang meningkat dapat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. PDRB per kapita di Jawa Tengah menunjukkan kenaikkan dalam 5 tahun terakhir. PDRB per kapita penduduk Jawa Tengah pada tahun 2018 sebesar Rp 37 juta per tahun, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp 34 juta per tahun.

Tabel 2.24. PDRB per Kapita ADHB (juta rupiah) Tahun 2014-2018
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Sumber : BPS Prov Jateng, 2019

Pada tahun 2014-2016 per tumbuhan PDRB per kapita Jawa Tengah bergerak tumbuh pada kisaran 4,5–4,7%. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional yang bergerak lebih lambat pada kisaran 3,5-4,1%. Pada tahun 2018, pertumbuhan PDRB per kapita Jawa Tengah dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa berada pada urutan ketiga setelah Jawa Timur dan DKI Jakarta. Meskipun masih dibawah target sebesar 7% per tahun, namun melihat kecenderungan pertumbuhan PDRB per kapita yang positif diharapkan mampu mewujudkan ekonomi Jawa Tengah yang inklusif dan berkelanjuan di masa yang akan datang. Meskipun masih di bawah target 7% per tahun, namun melihat kecenderungan pertumbuhan PDRB per kapita yang positif diharapkan mampu mewujudkan ekonomi Jawa Tengah yang inklusif dan berkelanjutan.
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Mencapai Tingkat Produktivitas Ekonomi dan Menggalakkan Kebijakan yang Mendukung Kegiatan Produktif, Penciptaan Lapangan Kerja serta Kewirausahaan. Indikator proporsi lapangan kerja infromal sektor non-pertanian berguna untuk mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja yang baik, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi serta mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk akses permodalan. Pekerja formal dan informal dapat diidentifikasi secara sederhana berdasarkan status pekerjaannya. Pekerja formal mencakup penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan status sebagai buruh karyawan. Sementara yang lainnya dapat dikategorikan sebagai pekerjai nformal.
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Gambar 2.60. Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non PertanianTahun 2015 dan 2018

Sejalan dengan tren di tingkat nasional, selama tahun 2015-2018, proporsi lapangan kerja informal di Jawa Tengah mengalami sedikit kenaikan dari 50,2% pada tahun 2015 menjadi 51,02% pada tahun 2018. Lapangan kerja informal cenderung didominasi oleh pekerja usia lanjut dengan tingkat Pendidikan rendah. Dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa, angka capaian Jawa Tengah termasuk dalam kategori tinggi. Namun hal ini justru menunjukkan hasil yang kurang baik. Sesungguhnya yang diharapkan dari proporsi lapangan kerja informasl sektor non pertanian adalah angka yang semakin kecil.
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Semakin kecilnya angka proporsi mengindikasikan bahwa terjadi pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah yang mampu menampung dan menyediakan lapangan kerja yang lebih terlindungi.
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Gambar 2.61. Persentase Tenaga Kerja FormalTahun 2015 dan 2018

Sedangkan jumlah tenaga kerja formal di Jawa Tengah mengalami kenaikan dari 38,3% pada tahun 2015 menjadi 39,06% pada tahun 2018. Angka ini sejalan dengan angka nasional yang juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, persentase tenaga kerja formal di Jawa Tengah menduduki posisi terendah ke-2 di pulau Jawa setelah Jawa Timur.

Sektor/lapangan kerja yang masih banyak menyerap tenaga kerja di Jawa Tengah adalah sektor pertanian. Banyak pekerja khususnya dari perdesaan menggantungkan pekerjaannya pad asektor pertanian. Dan sebagian besar dari pekerja di sektor pertanian merupakan pekerja informal.
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Gambar 2.62. Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor

PertanianTahun 2015 dan 2018

Bila dibandingkan dengan total tenaga kerja, pekerja informal sektor pertanian di Jawa Tengah pada tahun 2018 mencapai 91,72% atau mengalami peningkatan dari tahun 2015 yaitu sebesar 90,5%. Pada periode yang sama, angka tersebut masih berada di atas angka nasional yang sebesar 88,27%. Meningkatnya tenaga kerja informal di sector pertanian mengindikasikan masih kurangnya penyediaan lapangan kerja yang lebih terlindungi.

Jika mendasarkan jumlah permintaan tenaga kerja terhadap sektor lapangan usaha, maka rata-rata permintaan adalah pada sektor industri pengolahan. Bahkan pada tahun 2018 didominasi sektor industri padat karya seperti sektor industri pengolahan, pertambangan dan perdagangan besar yang pada umumnya membutuhkan lulusan minimal pendidikan menengah.
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Tabel 2.25. Jumlah Permintaan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Lapangan UsahaTahun 2014-2018
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Sumber : Disnakertrans Prov Jateng, 2019

Di sisi lain, rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas periode tahun 2014-2016 cenderung mengalami penurunan, namun kembali meningkat dari tahun 2017 menjadi 65,96% dan di tahun 2018 sebesar 65,50%.
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Tabel 2.26. Rasio Kesempatan Kerja  Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke AtasTahun 2014-2018
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Sumber : BPS Prov. Jateng, 2019

Mencapai
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Pekerjaan Tetap yang Produktif dan Layak Bagi Semua.

Indikator upah rata-rata per jam pekerja

digunakan untuk menggambarkan

kesetaraan upah bagi pekerjaan yang

mempunyai     nilai yang   sama,   guna mendukung pencapaian pembangunan ketenagakaerjaan

Gambar 2.63. Upah Rata-rata Per Jam Pekerja
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dari
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baik.

Upah rata-rata per jam di Jawa Tengah pada tahun 2016 sebesar Rp 9,68 ribu, meningkat dari Rp 8,46 ribu pada tahun 2015. Angka tersebut lebih rendah dibanding angka nasional yang mencapai Rp 13,89 ribu pada tahun 2016. Di pulau Jawa, upah rata-rata per jam pekerja di Jawa Tengah berada pad aurutan yang terbawah.

[image: image236.jpg]Tahun

forang

o, Ursian
7015 | 7013 | 2015 | 7016 | Zoi7
1| Jomish Tensea Kot dl 1 55 405 39781 soa1e | siize
bidang pariwisata (orang)
2, [femaheemmvieas ss0| ass| s2s | 7as | sse

S Dins Eeperdann, Olarage s Pariuisats Provinst Joia Tengah 3018





II-76 | R A D S D G s J a t e n g 2 0 1 9 - 2 0 2 3

Untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja digunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kebijakan pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja berhasil menekan tingkat pengangguran, ditunjukkan oleh TPT yang menurun dari 5,68% tahun 2014 menjadi 4,51% tahun 2018 (bulan Agustus).

Tabel 2.27. Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)Tahun 2014-2018
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Sumber : BPS Prov Jateng, 2019

Posisi relatif TPT kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2017 dibandingkan dengan rata-rata TPT Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,57% dan rata-rata TPT Nasional sebesar 5,50% masih terdapat 9 kabupaten/kota berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu Kota Tegal, Brebes, Tegal, Kota Magelang, Kota Semarang, Cilacap, Batang, Pemalang dan Kebumen. Sedangkan 6 kabupaten/kota berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan di bawah Nasional, 20 kabupaten/kota lainnya berada di bawah atau lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.
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Gambar 2.64.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/KotaTahun 2017
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Selain TPT, terdapat juga indikator Tingkat Setengah Pengangguran yang digunakan untuk mengetahui proporsi

penduduk setengah pengangguran sebagai proksi tenaga kerja yang belum memiliki produktivitas optimal. Tingkat setengah pengangguran di Jawa Tengah untuk tahun

2018 tercatat sebesar 5,21%, lebih rendah dari tahun 2015 sebesar 6,52%. Dibandingkan dengan angka nasional, tingkat



Gambar 2.65. Tingkat Setengah Pengangguran (persen)

setengah pengangguran Jawa Tengah cenderung lebih rendah artinya bahwa produktivitas tenaga kerja relatif lebih optimal.
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Mengurangi Proporsi Usia Muda yang Tidak Bekerja atau Tidak Menempuh Pendidikan atau Pelatihan. Indikator presentase penduduk usia muda yang tidak bersekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan atau Not in Education, Employment, and Training (NEET) merupakan proksi keterbatasan akses dalam memeperoleh pendidikan, pelatihan serta pekerjaan pada usia muda. Secara nasional, pendduk usia muda yang tidak bersekolah, bekerja dan mengikuti pelatihan pada tahun 2018 sebesar 22,48%. Angka ini menurun jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 24,77%. Seiring dengan angka nasional, persentase penduduk usia muda di Jawa Tengah yang sedang tidak bersekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan mengalami penurunan dari 25,39% pada tahun 2015 menjadi 21,75% tahun 2018. Jika tren penurunan dipertahankan, maka pada tahun 2020 diperkirakan target untuk mengurangi penduduk muda yang tidak bersekolah, bekerja dan pelatihan akan tercapai.
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Sumber : BPS Prov Jateng, 2019

Gambar 2.66. Persentase Usia Muda (15-24 tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan
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Melindungi Hak-hak Tenaga Kerja. Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja (Pekerja Penerima Upah) yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode tahun 2014-2018 terus mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan dan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat.

Mempromosikan Pariwisata Berkelanjutan yang Menciptakan Lapangan Kerja. Perkembangan kepariwisataan di Jawa Tengah dilihat dari jumlah daya tarik wisata (DTW) mulai kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 cenderung meningkat. Jumlah daya tarik wisata pada tahun 2017 terdiri dari 201 DTW alam, 98 DTW Budaya, 152 DTW Buatan dan 26 DTW Minat Khusus, 182 Desa Wisata Berbasis Eco Sosio Tourism, serta 255 Event Pariwisata di kabupaten/kota.

Tabel 2.28.Jumlah Daya Tarik Wisata Tahun 2013-2017

[image: image244.jpg]Tahun

» Y 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1. [ Jumlah terminal tipe A 18 18 15 17 7
2. | Jumlah terminal tipe B a7 a7 24 24 24
3. | Jumiah terminal tipe C 55 S5 78 | 7m0 | 1510

Total Terminal di Jawa Tengah 120 | 120 [ 120 [ us | us

- Dinas Perhubungan Provinst Jauwa Tengal, 2010

Keterangan: *) Kementerian Perhubungan

Bappeda Kabupaten/ Kota tahun awal 2019





Perkembangan kepariwisatan di Jawa Tengah berdampak terhadap bertambahnya jumlah tenaga kerja pada usaha pariwisata. Pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja pada usaha pariwisata sebanyak 30.486 orang meningkat hingga tahun 2017 sebesar 57.739 orang. Trend serupa didapati pada jumlah pramuwisata dari 380 tahun 2013 menjadi 856 tahun 2017.
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Tabel 2.29.Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisat Tahun 2013-2017
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Keberhasilan perkembangan beberapa indikator tersebut di atas juga berjalan seimbang dengan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan yang semakin meningkat pada tahun 2013 – 2017. Tahun 2013 jumlah wisatawan nusantara sebanyak 29.430.609 orang naik menjadi 40.118.470 orang ditahun 2017, dan jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 388.143 orang ditahun 2013 naik menjadi 781.107 orang pada tahun 2017. Demikian juga dengan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara tahun 2017 naik menjadi 3.00 dan rata-rata pengeluaran belanja wisatawan nusantara menjadi Rp 1.315.000,- per kunjungan. Adapun rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara mengalami penurunan menjadi 1,46 hari pada tahun 2017 dan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara pada tahun 2017 turunmenjadi US dolar 801,3 per kunjungan.

Tabel 2.30. Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Tahun 2013-2017
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Sedangkan sumbangan di sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah ditunjukan melalui beberapa indikator usaha pariwisata antara lain hotel, restoran, hiburan dan rekreasi. Dibandingkan tahun 2013, sumbangan dari sektor pariwisata di tahun 2017 terutama pada usaha hotel meningkat menjadi Rp 4.129.349.600,-, untuk usaha restoran meningkat menjadi Rp.24.296.454.400,-.

Tabel 2.31. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Total PDRB Jawa TengahTahun 2013-2017
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Memperkuat Kapasitas Lembaga Keuangan Domestik dan Memperluas Akses Terhadap Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya. Dukungan kredit perbankan merupakan hal penting dalam pengembangan UMKM. Penyaluran kredit bagi UMKM dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam kurun waktu tahun 201 hingga 2017 diberikan kepada 10 bank penyalur, yaitu : Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Bukopin, Bank Jateng, Artha Graha Internasional, BCA, Sinar Mas, BTPN dan BPD DIY.
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Sumber: Dinkop UMKM Prov Jateng, 2018

Gambar 2.67. Jumlah UMKM dan Realisasi KUR Tahun 2013-2017

2.9. Tujuan 9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Mengembangkan
Infrastruktur
Berkualitas,
Andal
dan

Berkelanjutan. Aksesibilitas antar wilayah menjadi isu penting di Jawa Tengah. Perkembangan pembangunan wilayah di Jawa Tengah sudah cukup baik, namun kesenjangan antara wilayah masih cukup tinggi, ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 0,62 pada tahun 2016. Kesenjangan bukan hanya terjadi antar kabupaten/kota, namun juga antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Salah satu hal yang dapat menurunkan kesenjangan adalah dengan membuka aksesibilitas dan konektivitas dengan menghubungkan daerah-daerah yang agak tertinggal dengan pusat pertumbuhan, menyediakan transportasi desa-kota serta mengembangkan pergantian antar moda. Penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan, transportasi publik yang memadai, jaringan komunikasi dan jaringan energi menjadi hal perlu diprioritaskan.

Kewenangan provinsi terkait panjang jalan hanya (7,70%) dari total panjang jalan di Jawa Tengah 31.244,380 km. Sebagian besar (87,44%) merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan sisanya merupakan kewenangan Nasional (4,86%). Kondisi jalan kewenangan provinsi yang telah sesuai dengan standar yaitu lebar
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minimal 7 meter dengan MST 8 ton adalah sepanjang 841,90 km atau 35,01%.

Tabel 2.32. Kondisi Permukaan Jalan di Jawa Tengah Sesuai KewenanganTahun 2018

	
	
	
	
	Kondisi Ruas Jalan
	
	
	
	

	Kewenangan
	Baik
	
	Sedang
	
	Rusak Ringan
	Rusak Berat
	Total

	Jalan
	km
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	km
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	Nasional
	783,65
	
	51,62
	669,86
	44,13
	58,46
	
	3,85
	6,11
	0,40
	1.518,090

	Provinsi
	2.154,657
	
	89,60
	250,094
	10,40
	0
	
	0
	0
	0
	2.404,741

	Kab/Kota*
	15.790,98
	
	59,41
	4.181,97
	15,73
	3.620,22
	
	13,62
	2.984,98
	11,23
	26.578,15

	Jumlah
	18.712,50
	
	61,35
	5.143,90
	19,61
	3.652,57
	
	11,98
	2.992,00
	9,81
	30.500,98

	Jateng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Catatan :

· Sumber Kondisi Jalan Nasional : SNVT P2JN Jawa Tengah, 2019
· Sumber Kondisi Jalan Provinsi : Dinas PU Bina Marga Cipta Karya Prov.Jateng, 2019
· Sumber Kondisi Jalan Kab / Kota : Bappeda Kab/Kota se-Jawa Tengah2019
Selain itu, terdapat pula kebijakan pembangunan nasional di Jawa Tengah terkait dengan infrastruktur yang dapat mendorong terhadap percepatan pencapaian target SDGs untuk pengembangan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur strategis nasional antara lain: Jalan tol (Brebes – Semarang, Semarang – Solo, Solo – Kertosono, Semarang – Demak,Bawen – Yogya), Jaringan Jalan Lintas Selatan, pengembangan bandara (Jenderal Soedirman, Dewadaru, Ngloram, Tunggul Wulung, Adi Sumarmo, dan Ahmad Yani), Pengembangan pelabuhan (Tanjung Emas, Tanjung Intan, Sluke, dan Batang), Revitalisasi rel kereta api (Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang, Kedungjati – Tuntang, Ambarawa – Secang – Magelang - Yogyakarta), Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur yang meliputi Kawasan Borobudur – Yogyakarta - Dieng, Solo - Sangiran, dan Semarang - Karimunjawa, Pembangunan Kawasan Industri Kendal (KIK), Pembangunan bendungan/waduk (Logung, Bener, Pidekso, Gondang,

Randugunting, Jatibarang), pengembangan SPAM Regional (Wosusokas, Bregas, Keburejo) dan Pembangunan PLTU.

Pelayanan perhubungan darat salah satunya adalah terminal. Terminal penumpang di Jawa Tengah pada tahun 2018 sejumlah 192 terminal yang terdiri dari 17 terminal tipe A (kewenangan pusat), 24 terminal tipe B (kewenangan provinsi) dan ±151 terminal tipe C
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(kewenangan kabupaten/kota). Terjadi peralihan tipe terminal pada tahun 2016, dimana sebagian terminal tipe B menjadi terminal tipe C. Pada tahun 2017 Terminal tipe A Terboyo di Kota Semarang tidak dioperasionalkan dan direncanakan dialih fungsikan menjadi terminal barang.

Tabel 2.33. Perkembangan Jumlah Terminal Penumpang

Tahun 2014-2018
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Sedangkan perhubungan darat yang lain adalah perkeretaapian. Pelayanan perkeretaapian jumlah penumpang dan jumlah barang terangkut pada kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Jumlah penumpang kereta api tahun 2018 sebesar 25.624.133 orang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 18.334.400 orang. Jumlah stasiun KA di Jawa Tengah cenderung tetap, yaitu sejumlah 140 stasiun. Sebab penurunan jumlah perlintasan KA di Jawa Tengah mulai pada tahun 2015 karena ditutup sehubungan dengan pembangunan double track /rel ganda kereta api oleh Kementerian Perhubungan.
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Tabel 2.34. Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian

Tahun 2014-2018
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Adapun total panjang jalur kereta api di Jawa Tengah sepanjang ±1.557 km yang terdiri dari ±894 km jalur operasi (57,42%) dan ±663 km jalur non operasi (42,58%). Dan mendasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS), maka rencana revitalisasi jalur kereta api non aktif di Jawa Tengah sepanjang ±507,5 km di 9 jalur lintas kereta api. Selain itu, di Jawa Tengah terdapat kegiatan pembangunan rel ganda kereta api (double track) yang terdiri dari Lintas Utara dan Lintas Selatan. Double track lintas selatan Jawa terdiri dari double track Purwokerto - Kroya dan Solo -Sragen (Palur – Kedungbanteng) yang direncanakan selesai pada tahun 2018. Progres fisik pembangunan double track Purwokerto – Kroya pada Tahun 2017 sebesar 72,62%, sedangkan untuk Kroya – Kutoharjo sebesar 15,211%. Progres fisik pembangunan double track Solo – Sragen (Palur – Kedungbanteng) sudah mencapai 100% dengan panjang lintasan 27,9 Km.
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Tabel 2.35.Progres Revitalisasi Jalur Kereta Api Non Aktif diJawa Tengah
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Untuk pelayanan perhubungan udara, terdapat 4 bandara komersial yang sudah beroperasi yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang, Adi Sumarmo Surakarta, Dewadaru Karimunjawa Jepara, dan Tunggul Wulung Cilacap, serta 2 rencana pengoperasian dan pengembangan bandara yaitu Bandara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga (Wirasaba) dan Bandara Ngloram Kabupaten Blora. Telah dioperasionalkan terminal penumpang baru Bandara Ahmad Yani Semarang pada tahun 2018 dengan kapasitas ±6 juta penumpang pertahun, atau hampir 9 kali lipat dari kapasitas terminal sebelumnyaUntuk Bandara Adi Sumarmo Surakarta saat ini sedang dilakukan pengembangan intermoda transportasi dengan membangun
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kereta api bandara yang menghubungkan Bandara Adi Sumarmo dengan Stasiun Solo Balapan, di mana telah dilaksanakan pembebasan lahan, pembangunan jalur KA menuju Bandara Adi Sumarmo, serta pembangunan jembatan pendukungjalur kereta api.

Tabel 2.36. Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara di Jawa TengahTahun 2014-2018
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Jumlah penumpang di Bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Soemarmo baik domestik dan internasional tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017. Jumlah barang baik domestic maupun internasional di Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2017.

Sebagai dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Karimunjawa, telah dikembangkan Bandara Dewadaru dimana saat ini telah dilaksanakan perpanjangan runway dari 1.200 meter menjadi 1.400 meter agar dapat memenuhi kebutuhan jasa angkutan udara terkait dengan kepariwisataan dan penyusunan pembaharuan studi terkait dengan pengembangan bandara.

Bandara Tunggul Wulung Cilacap melayani penerbangan regular dengan rute Jakarta – Cilacap (Susi Air dua kali sehari dan Pelita Air
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dua kaliseminggu). Selain melayani penerbangan reguler, juga digunakan sebagai sarana pendidikan lima sekolah penerbangan (flying school) termasuk milik Kementerian Perhubungan. Run way sepanjang 1.400 m dengan lebar 30meter dapat dilandasi oleh pesawat sejenis ATR 72 atau CN 235 (kapasitas 60– 70 penumpang) atau yang lebih kecil.

Sedangkan progres pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman Kabupaten Purbalingga, telah dilakukan penandatanganan MoU antarakementerian Perhubungan, PT. Angkasa Pura II, TNI AU, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Untuk mendukung pengembangan Jawa Tengah khususnya untuk wilayah timur akan dilakukan Pengembangan Bandara Ngloram Kabupaten Blora.

Di Jawa Tengah terdapat 11 pelabuhan yang terdiri dari 1 Pelabuhan Utama (Tanjung Emas Semarang), 5 Pelabuhan Pengumpul (Pelabuhan Intan Cilacap, Tegal, Batang, Juwana dan Sluke), dan 5 Pelabuhan Pengumpan Regional. Pelabuhan regional dimanfaatkan untuk melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayaran dalam provinsi (pengumpan regional) atau dalam kabupaten (pengumpan lokal).

Kondisi sampai dengan tahun 2018, walaupun pelabuhan pengumpan regional sudah merupakan kewenangan pemerintah provinsi, namun aset dan pengelolaannya masih terdapat di Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan), proses pengalihan aset dan kewenangan direncanakan tahun 2019. Jumlah kunjungan kapal tahun 2018 di Pelabuhan Tanjung Emas mencapai 3.410 call mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 2.791 call. Namun pada Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap jumlah kunjungan kapal pada tahun 2018 mencapai 354 call menurun dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 410 call. Selama tahun 2018 kondisi dwelling time Pelabuhan Tanjung Emas mencapai 4,5 hari yang mengalami perbaikan kinerja jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 5,94 hari.
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Tabel 2.37. Perkembangan Pelayanan Perhubungan Laut

di Jawa Tengah Tahun 2014-2018
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Mempromosikan
industrialisasi
inklusif
dan
berkelanjutan.

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang sangat penting dan sebagai sektor yang menyumbang paling besar dalam pembentukan PDB Nasional. Kontribusi sektor industri dalam pembentukan PDB menjadi yang teratas diikuti oleh sektor pertanian. Namun, kontribusi sektor industri menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2018. Pada tahun 2016 proporsi nilai tambah sektor industri terhadap PDB sebesar 20,16 persen, kemudian mengalami penurunan menjadi 19,86 persen pada tahun 2018. Sejalan dengan angka nasional, kontribusi sektor industri terhadap perekonomian di Jawa Tengah terhadap PDRB berada di posisi teratas diikuti oleh sektor pertanian dan perdagangan. Pada tahun 2018, kontribusi sektor industri sebesar 34,50 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 34,63 persen. Di pulau Jawa, besaran kontribusi sektor industri Jawa Tengah berada pada urutan ketiga setelah Jawa Barat dan Banten.
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Gambar 2.68. Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDRB Tahun 2017 dan Tahun 2018

Meningkatkan Infrastruktur Industri yang Berkelanjutan. Perlunya penerapan praktik pengelolaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan pada sektor industri. Data menunjukkan emisi GRK Jawa Tengah pada tahun 2016 besarnya mencapai 55.211,62 Gg CO2eq. Kontributor tertingginya adalah dari sektor energi yang mencapai 43.463,98 Gg CO2e atau 78% dari total emisi GRK. Sektor energi ini dikontribusikan oleh penggunaan bahan bakar fosil untuk kendaraan bermotor, kegiatan industri maupun pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil.

Tabel 2.38.Emisi GRK Jawa Tengah Tahun 2016
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Meningkatkan  Akses  Teknologi,  Informasi  dan  Komunikasi.

Pertumbuhan industri berkelanjutan juga ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, informasi dan komunikasi. Media yang digunakan untuk mengakses iptek , informasi dan komunikasi salah satunya menngunakan media internet. Internet menjadi alat yang
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penting bagi publik untuk mengakses informasi, yang juga relevan dengan keterbukaan fundamental terhadap informasi. Selain itu, internet juga dapat menjadi indikator kunci yang digunakan oleh pengambil kebijakan untuk mengukur pembangunan masyarakat bidang informasi dan pertumbuhan isi internet. Indikator yang digunakan sebagai proksi keterjangkauan penduduk terhadap penggunaan internet untuk mengukur pembangunan masyarakat di bidang teknologi informasi dan perkembangan masyarakat digital yaitu proporsi individu yang mengakses internet. Indikator ini dapat diperoleh dengan membagi jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dengan jumlah penduduk dikalikan dengan 100 persen. Penggunaan internet di sini termasuk dalam mengakses media sosial seperti facebook, twitter, BBM, whatsapp, dan lain-lain.

Sumber: BPS Prov Jateng, 2019
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Gambar 2.69.Proporsi Individu yang Menggunakan Internet (persen)Tahun 2016 dan Tahun 2018

Secara nasional, terjadi peningkatan yang cukup signifikan proporsi individu yang menggunakan internet dari 21,98 persen pada tahun 2016 menjadi 39,9 persen pada tahun 2018. Demikian pula di Jawa Tengah, pada periode yang sama pengguna internet meningkat dari 23,82 persen pada 2016 menjadi 38,51 persen pada 2018. Dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa, proporsi pengguna internet di Jawa Tengah berada pada posisi yang paling rendah.
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Gambar 2.70. Proporsi Individu yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam (persen)Tahun 2016 dan Tahun 2018

Pada tahun 2016, proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam secara nasional sebanyak 58,30 persen dan meningkat menjadi 62,41 persen pada tahun 2018. Sedangkan proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam di Jawa Tengah sebanyak 56,41 persen pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 60,47 persen pada tahun 2018. Posisi Jawa Tengah berada pada urutan terakhir dari 6 provinsi yang ada di pulau Jawa.

2.10. Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara

Pada tahun 2030 Mencapai dan Mempertahankan Pertumbuhan Pendapatan Penduduk yang Berada di Bawah 40%.

Selama kurun waktu tahun 2013-2017 perkembangan Indeks Gini di Jawa Tengah menunjukkan angka yang cenderung membaik. Di kurun waktu tersebut, Indeks Gini mencapai titik timpang tertinggi pada tahun 2013 sebesar 0,390 dan titik timpang terendahnya pada tahun 2017 sebesar 0,365. Indeks Gini Jawa Tengah termasuk dalam kategori menengah.
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Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.71. Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Berdasarkan distribusi Indeks Gini per kabupaten/kota tahun 2015, diketahui Indeks Gini kabupaten dan kota di Jawa Tengah berada pada kisaran antara 0,28 sampai 0,39. Kabupaten/kota yang memiliki Indeks Gini tertinggi berturut-turut adalah Kabupaten Blora (0,39), Temanggung (0,38), dan Purworejo (0,38). Sementara Kabupaten Kebumen, dan Pemalang memiliki Indeks Gini terendah.
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Gambar 2.72. Indeks Gini Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015

Berdasarkan kriteria Bank Dunia distribusi pendapatan penduduk Jawa Tengah dapat diukur menjadi tiga kelompok pendapatan. Sesuai kriteria Bank Dunia, pada tahun 2017 distribusi pendapatan penduduk Jawa Tengah tergolong merata dengan posisi
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ketimpangan rendah. Hal tersebut tampak dari angka 18,40% pendapatan dinikmati oleh 40% penduduk berpenghasilan rendah, sebesar 37,54% oleh 40% penduduk berpenghasilan menengah, dan sebesar 44,06% oleh 20% penduduk berpenghasilan tinggi.

Tabel 2.39. Pemerataan Pendapatan Penduduk Menurut Kriteria Bank Dunia Tahun 2013-2017

[image: image275.jpg]No. Wilayah Aglomerasi Jaringan Trayek
T | KEDUNGSEPUR (Kendal, Ungaran, | 1. _ Semarang - Bawen (Operasional)
Semarang, Purwodadi) 2. Semarang - Kendal
3. Scmarang - Demak
4. Scmarang - Purwodadi
2 | SUBOSUKAWONOSRATEN 5. Boyolali - Surakarta
(Surakarta, Boyolali, Sukohario, [ Surakarta - Sragen
Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan
Klaten) 7. Surakarta - Karanganyar
8. Surakarta - Sukohajo
9. Surakarta - Klaten
3 | BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, | 10. _Purwokerto - Purbalingga (Operasional)
Purbalingga, Banyumas, Cilacap [ 17 purwokerto ~ Wangon
dan Kebumen)
4 |PURWOMANGGUNG  (Purworejo, | 12. Terminal Sccang - Muntilan (via
Wonosobo, Kota Magelang, Kab. Borobudur)
Magelang, Temanggung 13. Terminal Secang - Terminal Parakan
14._Stasiun Kutoarjo - Borobudur

“Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2019





Menjamin
Kesempatan
yang
Sama
dan
Mengurangi

Kesenjangan Hasil. Salah satu parameter yang dijadikan ukuran menjamin kesempatan yang sama adalah kesamaan dan kebebasan berkumpul dan berserikat, berpendapat dan berkeyakinan. Indeks Kebebasan Sipil merupakan indikator yang menggambarkan hal tersebut. Klasifikasi tingkat kebebasan sipil “baik” jika nilai indeks > 80, “sedang” jika nilai indeks 60 – 80, dan “buruk” jika nilai indeks <

60. Secara umum dari tahun 2012 sampai 2016 indeks kebebasan sipil Indonesia dalam kecenderungan yang menurun. Indeks kebebasan sipil di Indonesia pada tahun 2016 mencapai angka 76,45, masih cenderung turun setelah tahun 2015. Jika dikategorikan ke dalam klasifikasi tingkat kebebasan sipil, maka Indonesia masuk ke dalam kategori cukup. Searah dengan situasi nasional, indeks kebebasan sipil di Jawa Tengah meningkat pada tahun 2012 (75,03 sampai 2014 (87,87) tetapi turun signifikan menjadi 79,44 pada tahun 2015 dan 66,06 pada tahun 2016. Angka ini menempatkan Jawa Tengah pada posisi terendah pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kebebasan sipil, seperti kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.
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Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.73. Indeks Kebebasan Sipil Tahun 2012-2016 2.11. Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Menjamin Akses Perumahan Layak, Aman, Terjangkau dan Menata Kawasan Kumuh. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk secara nasional, maka fenomena urbanisasi tidak dapat dielakkan. Data menunjukkan terjadi peningkatan persentase jumlah penduduk yang hidup di perkotaan. Pada tahun 2010 hingga 2015, penduduk Jawa Tengah yang hidup di perkotaan meningkat dari 45,7% menjadi 48,4%. Menurut BPS, hasil proyeksi mensyaratkan bahwa nanti pada tahun 2020 hingga 2035 persentase penduduk perkotaan di Jawa Tengah meningkat signifikan dari 51,30% menjadi 60,8%.
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Sumber : BPS, 2015

Gambar 2.74. Realisasi dan Proyeksi Persentase Penduduk Daerah PerkotaanTahun 2010-2035

Jika akses layanan kepada masyarakat belum merata, manfaat pembangunan belum dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, maka di masa mendatang urbanisasi akan jauh lebih besar. Permasalahan yang akan dihadapi dengan bertambahnya tingkat urbanisasi adalah permasalahan perumahan dan kawasan kumuh. Penyediaan rumah layak huni akan menghadapi tantangan yang cukup berat seiring meningkatnya urbanisasi. Mengingat sampai dengan tahun 2018 baru terdapat 83,10% rumah layak huni di Jawa Tengah.

[image: image280.png]



Gambar 2.75. Perkembangan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang LayakTahun 2014-2018
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Penanganan rumah layak huni tidak hanya bersumber dari APBD Provinsi namun juga APBD Kab/Kota, APBN, CSR serta Swadaya lainnya. Intervensi program penanganan RTLH telah dilakukan mulai tahun 2011 dan dilakukan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin di Jawa Tengah.

Tabel 2.40. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2013-2017
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Menyediakan Akses Terhadap Sistem Transportasi yang Aman dan Terjangkau. Sistem transportasi merupakan inti dari penataan ruang perkotaan. Besaran bangkitan tarikan perjalanan yang membebani jalan di Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk mengetahui pergerakan perjalanan, dimana pergerakan internal didominasi ke pusat – pusat kegiatan seperti Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta. Pusat – pusat kegiatan tersebut belum dilayani angkutan umum yang menghubungkan antar wilayah perkotaan. Sehingga kebutuhan untuk pelayanan angkutan umum massal yang melayani antar wilayah perkotaan sudah menjadi suatu kebutuhan untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan raya.
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Gambar 2.76. Distribusi Perjalanan Antar Wilayah Perkotaan

Angkutan umum massal di kawasan perkotaan di Jawa Tengah dilayani oleh Trans Jateng. Kondisi sampai dengan tahun 2018 telah terdapat pelayanan pada koridor Terminal Bawen – Stasiun Tawang dan Purwokerto – Purbalingga. Sehingga masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan jumah koridor angkutan aglomerasi yang sejumlah 14 koridor dengan pelayanan pada tahun 2018 yang baru melayani 2 koridor.

Tabel 2.41. Kebutuhan Pengembangan Jaringan Trayek Aglomerasi
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Sampai dengan tahun 2018 untuk angkutan umum di kawasan perbatasan (angkutan perintis) khususnya pada perbatasan Kabupaten
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Cilacap dengan Brebes sekaligus juga berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat telah terdapat pada 2 trayek angkutan perintis yang dilayani oleh DAMRI (Rute : Sidareja – Cinangsi, Kawunganten – Gandrungmangu - Citembong).

Bus Rapid Transit (BRT) merupakan moda transportasi massal berbasis bus yang mempunyai desain, pelayanan dan infrastruktur yang diskutomisasi untuk meningkatkan kualitas sistem dan menyingkirkan hal-hal seperti penundaan kedatangan dan keberangkatan yang sering ditemui pada sistem bus biasa. Jumlah penumpang BRT Trans Semarang dan Trans Jateng (Koridor I : Stasiun Tawang-terminal Bawen dan Koridor II: Purwokerto-Purbalingga) dari tahun 2017 hingga 2018 mengalami peningkatan cukup tajam dari 724.350 orang menjadi 2.228.658 orang.

Mengurangi secara Signifikan Jumlah Kematian dan Jumlah Orang Terdampak Bencana serta Kerugian Ekonominya. Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi yang terdiri dari 10 kawasan rawan bencana. Kondisi tersebut dapat diketahui berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013 yang menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kelas risiko bencana tinggi dengan skor 158 dan menempati urutan/ranking 13 di tingkat nasional. Terdapat 22 kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah yang masuk kategori risiko bencana tinggi, dan 13 kabupaten/kota termasuk kategori risiko bencana sedang, dengan skor risiko tertinggi adalah Kabupaten Cilacap, dan Purworejo. Tingkat kerawanan bencana di Jawa Tengah tersebut dapat diindikasikan dengan meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam di Jawa Tengah, terutama kejadian bencana tanah longsor, angin topan dan kebakaran yang menimbulkan dampak serta kerugian cukup besar di semua sektor.
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Tabel 2.42. Kejadian Bencana dan Potensi Daerah Bencana

	No
	Jenis
	
	
	Tahun
	
	
	Daerah Potensi

	
	Bencana
	2014
	2015
	
	2016
	2017
	2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Angin
	197
	308
	
	419
	490
	407
	Cilacap, Banyumas,

	
	Topan
	
	
	
	
	
	
	Purbalingga, Wonosobo,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Magelang, Boyolali, Klaten,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Sukoharjo, Wonogiri,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Karanganyar, Sragen, Blora,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Pati, Kudus, Jepara, Demak,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kota Semarang, dan Kota

	
	
	
	
	
	
	
	
	Pekalongan

	2
	Banjir
	136
	176
	
	298
	270
	171
	Demak, Grobogan, Kendal,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Semarang, Pati, Kudus, Brebes,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tegal, Pekalongan, Kebumen,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Magelang, Purworejo, Wonogiri,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Sukoharjo, Klaten,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Sragen,Karanganyar, Cilacap,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Banjarnegara, Banyumas, dan

	
	
	
	
	
	
	
	
	Purbalingga

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Gas
	1
	1
	
	0
	0
	0
	Kawah Sinila, Timbang,

	
	Beracun
	
	
	
	
	
	
	Sikendang, Sibanteng, dan

	
	
	
	
	
	
	
	
	Sileri kawasan Pegunungan

	
	
	
	
	
	
	
	
	Dieng, Wilayah perbatasan

	
	
	
	
	
	
	
	
	Banjarnegara dan Wonosobo

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Gempa
	13
	3
	
	0
	3
	3
	Cilacap, Kebumen, Purworejo,

	
	Bumi
	
	
	
	
	
	
	Klaten, dan Wonogiri

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Kebakaran
	338
	572
	
	468
	600
	589
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Kekeringan
	0
	23
	
	0
	0
	30
	Cilacap, Kebumen, Purworejo,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Sragen, Grobogan, Jepara,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kudus, Blora, Rembang, Pati,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Demak, Pekalongan, Pemalang,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tegal, dan Brebes.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Letusan
	0
	0
	
	0
	1
	5
	Gunung Merapi di Kabupaten

	
	Gunung
	
	
	
	
	
	
	Magelang, Boyolali, Klaten, Kota

	
	Api
	
	
	
	
	
	
	Magelang; dan kawasan

	
	
	
	
	
	
	
	
	Gunung Slamet di Kabupaten

	
	
	
	
	
	
	
	
	Banyumas, Purbalingga,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Pemalang, Tegal, Brebes, dan

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kota Tegal
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	No
	Jenis
	
	
	Tahun
	
	
	Daerah Potensi

	
	Bencana
	2014
	2015
	
	2016
	2017
	2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Tanah
	219
	491
	
	927
	1091
	555
	Cilacap, Banyumas,

	
	Longsor
	
	
	
	
	
	
	Purbalingga, Banjarnegara,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kebumen, Purworejo,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Wonosobo, Magelang, Boyolali,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Klaten, Wonogiri, Karanganyar,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Sragen, Grobogan, Blora,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Rembang, Pati, Kudus, Jepara,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Semarang, Temanggung,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kendal, Batang, Pekalongan,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Pemalang, Tegal, Brebes, dan

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kota Semarang.

	9
	Tsunami
	0
	0
	
	0
	0
	0
	Cilacap, Kebumen, Purworejo,

	
	
	
	
	
	
	
	
	dan Wonogiri

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Gelombang
	0
	0
	
	0
	0
	0
	Cilacap, Kebumen, Purworejo,

	
	Pasang
	
	
	
	
	
	
	Wonogiri, Rembang, Pati,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Jepara, Demak, Kendal, Batang,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Pekalongan, Pemalang, Tegal,

	
	
	
	
	
	
	
	
	Brebes, Kota Semarang, Kota

	
	
	
	
	
	
	
	
	Pekalongan, dan Kota Tegal

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Sumber : Sekretariat BPBD Prov. Jateng, 2019

Selama kurun waktu 2014-2018, bencana yang terjadi di Jawa Tengah baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia.

Tabel 2.43. Jumlah Korban Akibat Bencana di Jawa Tengah

Tahun 2014-2018
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Jumlah kejadian bencana di 35 kabupaten/kota dari tahun 2014

– 2017 menunjukkan bahwa intensitas kejadian bencana terbesar berada di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Semarang, Wonosobo, Magelang Temanggung dan Kota Semarang dengan kejadian bencana meliputi tanah longsor, banjir, kebakaran.
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Gambar 2.77. Jumlah Kejadian Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2014-2017

Upaya pengurangan risiko bencana yang efektif dapat dilakukan dengan mitigasi non struktural, antara lain dengan usaha peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dengan penerapan Early Warning System (sistem peringatan dini) berbasis masyarakat di lokasi yang rentan terhadap bencana.

Selain pemasangan Early Warning System (sistem peringatan dini) pada daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi, upaya lain dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui penempatan rambu-rambu jalur evakuasi.

Mendasarkan data kejadian bencana di Jawa Tengah tahun 2015

– 2018, menunjukkan bahwa kejadian bencana yang paling dominan dilaporkan adalah bencana tanah longsor dan banjir. Sedangkan dari aspek kerusakan/ kerugian akibat bencana, jumlah kerugian terbesar akibat bencana adalah bencana kebakaran.Rekapitulasi kejadian bencana dan taksiran kerugian di Jawa Tengah selama tahun 2015 - 2018 adalah sebagaimana tabel berikut ini.
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Tabel 2.44. Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa TengahTahun 2015-2018
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Mengurangi Dampak Lingkungan Perkotaan yang Merugikan. Pertumbuhan penduduk di lingkungan perkotaan menimbulkan banyak problematika. Salah satunya adalah masalah pencemaran lingkungan seperti polusi udara, tanah, air dan udara, pembuangan limbah yang kurang memadai, berkurangnya daerah hijau dan pengelolaan sampah belum optimal. Pelayanan sampah di Jawa Tengah masih terpusat pada kawasan perkotaan, sehingga jika dilihat jangkauan pelayanan sampah di tingkat kabupaten relatif kecil karena hanya kawasan perkotaan saja yang terlayani dengan luasan yang relatif kecil dibandingkan dengan total wilayah pedesaan.
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Tabel 2.45. Jumlah Sampah Terangkut di Jawa Tengah

Tahun 2012-2016
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	Tahun
	Timbulan
	
	% Angkutan

	
	
	
	
	

	
	2012
	5.149.328
	
	26,13

	
	2013
	5.348.580
	23,97

	
	
	
	

	
	2014
	5.221.436
	
	25,83

	
	
	
	

	
	2015
	5.352.865
	26,88

	
	
	
	

	
	2016
	5.691.310
	
	28,62

	
	
	
	
	


Sumber : Dinas LHK Prov Jateng, 2017

Total persentase pelayanan pengangkutan sampah di Jawa Tengah relatif kecil yaitu 28,62% dari total timbulan sampah. Pada wilayah kota, tingkat pelayanannya relatif tinggi yaitu 70–87%, dibanding dengan wilayah kabupaten, yaitu berkisar antara 7–40%. Dengan perkiraan timbulan sampah sebesar 5,7 juta ton pada tahun 2016 dan pengangkutan mencapai 28,62%, artinya jumlah sampah yang diangkut setiap tahunnya mencapai 1,6 juta ton sampah yang diangkut menuju TPA.

Dalam upaya mengantisipasi degradasi lingkungan pada perkembangan kawasan perkotaan, maka pemenuhan ruang terbuka hijau harus dilakukan. Hal ini sejalan dengan regulasi yang mensyaratkan 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di kawasan perkotaan. Kondisi luasan RTH publik di Jawa Tengah belum mencapai 30% masih sebesar 9,31% tahun 2017 atau seluas 44.772 ha.
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Tabel 2.46. Kondisi RTH Publik Kawasan Perkotaan Jawa Tengah Tahun 2017
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2.12. Tujuan 12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan merupakan perwujudan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati secara internasional maupn nasional. Upaya yang ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut antara lain: Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, Mengurangi limbah pangan, Mengurangai kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan serta Pengelolaan bahan kimia dan limbah yang ramah lingkungan.
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Mencapai pengelolaan bahan kimia dan limbah yang ramah lingkungan serta Mengurangi Produksi Limbah. Penerapan PROPER merupaka salah satu indikator yang dapat menggambarkan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Hal ini didukung dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2006 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. PROPER merupakan program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Proper diberikan dalam bentuk peringkat kinerja yang terdiri atas hitam, merah, biru, hijau dan emas, berturut-turut dari kinerja terendah hingga terbaik.

Jika disandingkan dengan provinsi Jawa lainnya, DKI, DIY dan Banten maka perolehan PROPER Biru di Jateng menduduki posisi keempat setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten, yaitu sebanyak 73 perusahaan, sedangkan PROPER Hijau sebanyak 16 perusahaan. Namun demikian, Jawa Tengah masih harus berupaya keras mengingat belum ada satupun perusahaan yang memperoleh PROPER Emas.
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Sumber : Publikasi PROPER Tahun 2017

Gambar 2.78. Jumlah Peserta PROPER Minimal Ranking Biru Tahun 2017
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Tantangan yang dihadapi antara lain terkait pelibatan perusahaan yang belum mengikutiprogram PROPER serta mendorong perusahaan besar melaksanakan pembangunan tanpa menurunkan kualitas lingkungan dalam proses bisnisnya.

Pengelolaan sampah dalam mendukung pola konsumsi dan produksi berkelanjutan antara lain melalui 3R yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Data yang didasarkan dari bank samaph yang dikelola provinsi menunjukkan bahwa jumlah timbulan sampah yang didaur ulang sebesar 8 ton/tahun pada tahun 2017.

Selain dari rumah tangga, usaha/kegiatan skala menengah/besar sepertipabrik, rumah sakit dan hotel juga mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungansebanyak 633.608 unit ditahun 2017. Prediksi total beban pencemar yang dibuang ke lingkungan untuk parameter BOD sebesar 26.665.450 ton/tahun; COD sebesar 81.052.400 ton/tahun dan TSS sebesar 205.432.900 ton/tahun. Jumlah industri di Jawa Tengah telah mencapai 631.695 unit padatahun 2017 dan berpotensi menghasilkan air limbah sebanyak 628.774.500 m3.

Pola konsumsi dan produksi berkelanjutan sangat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah dapat ditunjukkan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan komponen Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan hutan. Selain itu juga ditambah dengan jumlah pengaduan dugaan pencamaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti.

Tabel 2.47. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Jawa Tengah Tahun 2013-2017
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	No
	Indikator
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Indeks Kualitas Lingkungan
	50,85
	50,57
	56,59
	64,12
	67,00

	
	Hidup
	
	
	
	
	

	
	a. Indeks Kualitas Air
	44,44
	43,85
	45,79
	48,85
	48,17

	
	b. Indeks Kualitas Udara
	45,40
	45,61
	57,07
	77,30
	83,91

	
	c. Indeks tutupan Hutan
	59,74
	59,70
	64,32
	65,68
	68,35


[image: image302.jpg]o

. o Tabun (Hs)
i g 2015 2014 2015 2016 2017
1, |Lessremeunin 2 3074 449 3138 29,82
pohon
3. |pussKebakaran | 21531 | 11sses | 636 11620 | 132096
Total Luss " —
Kermoo ootan | 120331 | 122742 | 614049 | 14758 | 135078

s T T i Kb Pt R T SO 5%





Sumber : Dinas LHK Prov Jateng, 2018
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2.13. Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

Secara umum, indikasi perubahan iklim ditunjukkan denga nkenaikan curah hujan pada bulan basah dan penurunan pada bulan kering. Selain itu, kenaikan suhu akan terus terjadi baik secara global yang dipengaruhi oleh meningkatnya konsentrasi GRK di atmosfer dan secara mikro yang dipengaruhi oleh laju degradasi tutupan lahan yang terus meningkat. suhu secara global ini juga memicu terjadinya peningkatan cuaca ekstrem akibat terpengaruhnya cuaca global yang dipicu suhu udara dan permukaan laut. Fenomena iklim di wilayah pulau Jawa- Bali dan Indonesia disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.48. Fenomena Iklim di Area Jawa-Bali dan Indonesia
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Sedangkan berdasarkan data persebaran indeks kerentanan perubahan iklim di Jawa Tengah menunjukkan bahwa 11 kabupaten/kota berada dalam kategori cukup rentan (skor indeks 3), 18 kabupaten/kota dalam kategori agak rentan (skor indeks 2) dan 6 kabupaten/kota berada pada kategori tidak rentan (skor indeks 1). Sesuai kondisi geografisnya maka ancaman pada wilayah pesisir utara berupa kenaikan muka air laut dan potensi meningkatnya genangan dan rob.

Kawasan dataran rendah berpotensi terjadinya peningkatan banjir dan dataran tinggi terutama yang memiliki lereng curam dan jenis tanah yang mudah longsor akan meningkat ancaman bencana longsor.
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Sedangkan untuk pesisir selatan peningkatan cuaca ekstrem pada perairan laut akan meningkatkan ancaman nelayan dan masyarakat yang tinggal di pesisir terhadap terjangan gelombang laut.

Pengaturan iklim memiliki peran penting dalam menjaga suhu, kelembaban dan hujan. Dalam konteks global pengaturan iklim juga menyangkut isu pengendalian gas rumah kaca dan karbon. Fungsi pengaturan iklim secara keruangan berarti menjaga wilayah-wilayah yang memiliki fungsi besar dalam penyimpanan karbon yaitu sistem penggunaan lahan hutan. Terjaganya kelestarian hutan dengan kerapatan tinggi berarti mengurangi GRK dan menjaga kualitas iklim lokal.
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Sumber : Kementerian LHK, 2015

Gambar 2.79.Persebaran Indeks Kerentanan Perubahan Iklim
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2.14. Tujuan 14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan Menyusun Tata Ruang Laut.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038. RZWP3K merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang boleh dilakukan setelah memperoleh izin.

Mendasarkan RTRW Provinsi Tahun 2009-2029, kawasan peruntukan perikanan Jawa Tengah seluas 24.802 ha, diarahkan untuk dikembangkan di seluruh kabupaten/kota dan difungsikan sebagai lokasi budidaya ikan. Kawasan perikanan tersebut meliputi: (1) Kawasan perikanan tangkap pada pantai utara dan selatan, danau, waduk, rawa dan sungai; (2) Kawasan perikanan budidaya (air tawar, payau dan laut).

Sedangkan untuk kawasan pesisir di Jawa Tengah terletak pada Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Di Jawa Tengah terdapat 33 pulau-pulau kecil dimana 27 (dua puluh tujuh) pulau terletak di Kepulauan Karimunjawa, 2 (dua) pulau di Kabupaten Jepara (Pulau Panjang, dan Pulau Mandalika); 3 (tiga) pulau di Kabupaten Rembang (Pulau Marongan, Gede dan Sualan,); serta Pulau Nusakambangan di Kabupaten Cilacap.

Wilayah Jawa Tengah memiliki panjang garis pantai 791,73 km, dengan rincian pantai utara 502,69 km dan pantai selatan 289,04 km. Selain itu, juga terdapat potensi perikanan laut cukup besar yang tersebar di sebanyak 17 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu lima tahun produksi perikanan tangkap meningkat dari sebesar 270.153,30 ton pada tahun 2014 menjadi sebesar 446.227,16 ton pada tahun 2018, meski mengalami sempat penurunan pada tahun 2016 yaitu sebesar 327.625 ton.
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Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.80. Produksi Tangkap Tahun 2014-2018

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penghasil garam nasional dengan sentra produksi berada di Kabupaten Brebes, Demak, Jepara, Pati dan Rembang dengan total lahan seluas 6.608,78 Ha. Kontribusi produksi garam rakyat di Jawa Tengah terhadap produksi nasional cukup signifikan, yaitu sebesar 22,15 – 27,93% dan berada di urutan ke-2 setelah Jawa Timur dari total 21 Provinsi penghasil garam.Pada tahun 2013 produksi garam sebesar 633.840 ton, namun mengalami fluktuasi dan turun tajam pada tahun 2016 dan 2017.
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Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.81. Produksi Garam Rakyat Jawa TengahTahun 2014-2018
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Produktivitas ideal garam rakyat nasional ditargetkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 100 ton/Ha. Produktivitas garam rakyat Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2013-2017 mencapai puncaknya pada tahun 2015 yaitu sebesar 127,34 ton/ha, namun turun pada periode tahun lainnya dan titik terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,96 ton/ha. Beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi produksi garam yaitu antara lain masih rendahnya

pemanfaatan sarana prasarana, musim, teknologi dan kelembagaanpetani garam. Mendasarkan hal tersebut, maka potensi Jawa Tengah sebagai penghasil garam masih perlu ditingkatkan terutama dalam penerapan teknologi untuk adaptasi musim.

Tabel 2.49. Produksi dan Produktivitas Garam Rakyat Jawa Tengah Tahun 2014-2018
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	No
	
	Uraian
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018*)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Luas Lahan (ha)
	
	6.608,78
	6.608,78
	6.608,78
	6.608,78
	6.713,72

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Jumlah Petambak
	15.445
	15.445
	15.445
	15.445
	14.061

	
	(orang)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Produksi (ton)
	
	633.840,13
	841.543,56
	26.150,37
	307.249,18
	302.001,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Produktivitas
	95,91
	127,34
	3,96
	46,49
	44,98

	
	(ton/ha/musim)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Rata2 curah hujan
	
	2.009,00
	1.724,00
	2.225,00
	2.313,00
	1.140,00

	
	
	(mm/tahun)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Rata2 bulan
	5
	6-7
	2-3
	4-5
	4

	
	kemarau (bulan)
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Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Daya dukung ekosistem perairan terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap semakin menurun. Berdasarkan kajian kondisi pesisir dalam rangka penyusunan rencana zonasi, luas kawasan peruntukan kawasan konservasi seluas 134.935,114 Ha. Kerusakan wilayah pesisir ditunjukkan pada abrasi dan akresi. Pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2017, telah terjadi abrasi seluas 8.606,53 Ha dan akresi seluas 4.774,87 Ha. Berdasarkan tingkat kerusakan tersebut, diperlukan upaya rehabilitasi kerusakan pesisir baik secara vegetatif maupun sipil teknis.

Pada tahun 2015, produk hasil perikanan yang diolah oleh Unit Pengolah Ikan (UPI) di Jawa Tengah sebanyak 240.540 ton. Bila disandingkan dengan produksi perikanan tangkap dan budidaya pada tahun 2015 yaitu sebesar 780.489 ton, maka masih terdapat 539.949
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ton produk perikanan yang belum diolah. Hal ini menunjukkan bahwa produk hasil perikanan yang diolah masih sebesar 30,81% dari total produksi. Pengolahan hasil perikanan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

Menyediakan Akses untuk Nelayan Skala Kecil. Tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dilihat dari jumlah kepala rumah tangga pada Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2018. Jumlah KRT yang bekerja di sektor kelautan dan perikanan pada wilayah pesisir di 17 kabupaten/kota pesisir sebanyak 57.907 KRT. Jumlah KRT dimaksud merupakan sasaran intervensi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnys sektor kelautan dan perikanan.

2.15. Tujuan 15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

Menjamin
Pelestarian,
Restorasi
dan
Pemanfaatan

Berkelanjutan Hutan dan Lahan. Jawa Tengah memiliki luasan hutan negara sebesar 651.214,02 ha dan hutan rakyat sebesar 597.890 ha, sehingga total luas lahan yang berfungsi sebagai kawasan hutan adalah 1.249.104,02 ha. Perkembangan Luas hutan di Jawa Tengah dari tahun 2013 hingga tahun 2017 cenderung menurun salah satunya karena kerusakan hutan.

[image: image315.png]



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jateng, 2018

Gambar 2.82.Perkembangan Luas Hutan Jawa Tengah

Tahun 2013-2017
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Kerusakan kawasan hutan disebabkan antara lain pencurian pohon dan kebakaran hutan. Untuk kasus pencurian pohon tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 31,38 ha. Sedangkan kebakaran hutan dengan luasan terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 6.140,49 ha.

Tabel 2.50.Kerusakan Kawasan Hutan Jawa Tengah

Tahun 2013-2017

[image: image317.png]



Meningkatkan
Pengelolaan
Hutan
secara
Berkelanjutan.

Selain kerusakan hutan, lahan kritis juga menjadi permasalahan di Jawa Tengah, namun persoalan ini masih dapat dikendalikan. Data menunjukkan bahwa luasan lahan kritis selama kurun waktu 5 tahun terkahir (tahun 2013-2017) cenderung tetap yaitu sebesar 634.601 ha (terdiri dari luar kawasan : 496.664 ha dan dalam kawasan : 164.397 ha). Namun demikian, upaya penanganan terhadap lahan kritis kian meningkat hal ini ditunjukkan dengan luas lahan yang direhabilitasi dari 107.095 ha tahun 2013 menjadi 181.441 ha pada tahun 2017.
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Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jateng, 2018

Gambar 2.83. Perkembangan Luas Lahan Rehabilitasi

Tahun 2013-2017

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan tutupan lahan di lahan kritis dan sangat kritis yakni melalui penanaman dan pembuatan bangunan sipil teknis pada luasan 181.441 Ha diluar kawasan. Upaya lain yaitu penanaman bibit tanaman konservasi di kawasan lindung di luar kawasan hutan sampai dengan tahun 2018 telah mencapai 1.162,89 ha. Selain itu penanaman tanaman unggulan lokal daerah/tanaman langka telah dilakukan untuk 175 jenis tanaman hingga tahun 2018.

Terkait pemanfaatan hasil hutan, jumlah industri pengolahan hasilhutan kayu menunjukkan kecenderungan meningkat. Arah pengembangan selanjutnya adalah membentuk industri pengolahan hasil hutan kayu yang mempunyai Sertifikat Verifikasi Legal Kayu (SVLK).
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Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jateng, 2017

Gambar 2.84.Produksi Hasil Hutan Jawa Tengah Tahun 2012-2016

Sumber : DLHK Prov. Jateng, 2018
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Gambar 2.85 Sertifikasi Hutan Rakyat Tahun 2013-2017



Perkembangan sertifikasi hutan rakyat di Jawa Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang di ekspor ke luar negeri diproduksi sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah sertifikasi hutan rakyat sampai dengan tahun 2017 sebanyak 31 unit.

Adapun sertifikasi industri primer yang mengolah kayu sebanyak 536 unit dari 643 unit. Besarnya kontribusi sector kehutanan terhadap PDRB tahun 2013 sebesar 0,53% menurun menjadi 0,43% pada tahun 2017.
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Tabel 2.51. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Jawa

Tengah Tahun 2013-2017

	
	
	
	Kontribusi
	
	
	
	
	Tahun
	
	
	
	

	
	No
	
	Terhadap
	
	
	2014
	
	2015
	
	2016
	
	2017
	

	
	
	
	PDRB
	
	2013
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1 Nilai Sektor
	
	
	Kehutanan
	4.093.448,74
	
	4.073.354,75
	
	3.997.568,24
	
	3.823.956,28
	3.830.296,81
	

	
	
	(juta Rp)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	Nilai Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	PDRB (juta
	726.655.118,06
	
	764.959.150,65
	
	806.765.092,17
	
	849.313.199,72
	894.050.472,53
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Rp)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Kontribusi
	0,56
	
	0,53
	
	0,50
	
	0,45
	0,43
	

	
	(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Sumber : BPS Prov. Jateng, 2018

Menjamin Kelestarian Ekosistem pegunungan termasuk keanekaragaman hayati. Dalam rangka menjamin pelestariasn ekosisitem termasuk keanekargaaman hayatinya, terdapat beberapa jenis kawasan konservasi di Jawa Tengah, meliputi : Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Suaka Margasatwa dan Taman Nasional. Jumlah total kawasan konservasi menurut fungsinya di Jawa Tengah pad atahun 2016 mencapai 126.815,9 ha.

Tabel 2.52. Luas Kawasan Konservasi Menurut Fungsinya pada

Lingkup BKSDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
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	Cagar
	
	Taman
	
	Suaka
	
	Taman
	Jumlah Kawasan

	
	
	
	
	
	
	
	Wisata
	
	
	
	
	Konservasi

	
	
	Tahun
	
	Alam
	
	
	
	Margasatwa
	
	Nasional
	

	
	
	
	
	
	
	Alam
	
	
	
	
	Menurut Fungsi

	
	
	
	
	
	(CA)
	
	
	
	(SM)
	
	(TN)
	

	
	
	
	
	
	
	
	(TWA)
	
	
	
	
	(ha)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2012
	
	
	2819,4
	
	
	247,2
	
	103,9
	
	
	123.760
	
	126.930,50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2013
	
	2819,4
	
	247,2
	103,9
	
	123.760
	
	126.930,50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	126.840,50
	
	

	
	
	2014
	
	
	2744,7
	
	
	233,3
	
	102,5
	
	
	123.760
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2015
	
	2720,1
	
	233,3
	102,5
	
	123.760
	
	126.815,90
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	126.815,90
	
	

	
	
	2016
	
	
	2717,8
	
	
	235,6
	
	102,5
	
	
	123.760
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sumber : BPS Prov. Jateng, 2017
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2.16. Tujuan 16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan dan Angka Kematian.

Perdamaian, stabilitas, hak-hak asasi manusia dan pemerintahan efektif, transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan hukum adalah komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Meskipun secara umum kondisi kemanan cukup terkendali, akan tetapi masih terdapat beberapa wilayah yang mengalami adanya konflik dan kekerasan. Selain menghancurkan kohesitas sosial, adanya konflik dan kekerasan juga dapat menghambat proses pembangunan nasional. Tidak hanya itu, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, tindak kejahatan, dan eksploitasi juga perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, tujuan mendorong perdamaian dan keadilan menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Kekerasan yang disebabkan oleh kejahatan pembunuhan di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 16 kasus tahun 2016 menjadi 12 kasus tahun 2017.
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Sumber : Polda Jateng, 2017

Gambar 2.86. Kasus Kekerasan di Jawa Tengah Tahun 2016-2017

Sedangkan jumlah kematian yang disebabkan konflik per 100.000 penduduk, selama periode 2015-2018 belum terdapat adanya catatan kematian akibat konflik. Jawa Tengah termasuk wilayah yang sangat kondusif, sehingga potensi konflik cukup rendah.
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Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa lainnya, Jawa Tengah termasuk daerah yang kondusif, hal ini ditunjukkan dengan jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada 3 tahun terakhir (yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017) lebih rendah dibandingkan Jawa Timur dan Jawa Barat. Namun demikian, Jawa Tengah masih lebih tinggi

kasus
kejahatan

pembunuhan dibandingkan Banten.



Sumber : BPS - Publikasi Statistik Kriminal, 2018
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Gambar 2.87 Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan Tahun 2015, 2016 dan 2018

Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir di Jawa Tengah, menurut laporan Polda Jateng juga terjadi penurunan. Pada tahun 2016 terdapat 2.751 orang yang menjadi
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korban
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kemudian menurun menjadi 2.661 orang. Angka tersebut lebih
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Sumber : Polda Jateng, 2019

Gambar 2.89. Jumlah Tindak Pidana yang Tertangani di Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Jumlah tindak pidana yang dilaporkan semakin menurun dari tahun 2014 sebanyak 16.733 menjadi 9.834 di tahun 2018. Namun terdapat peningkatan kinerja penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilaporkan, dari 63,80% tahun 2014 menjadi 73,70% tahun 2018.

Angka kematian selain disebabkan oleh kejahatan, juga salah satunya diakibatkan oleh kecelakaan. Berdasarkan data Polda Jawa Tengah dan BPS, selama tahun 2013 tercatat jumlah kasus kecelakaan tertinggi di Kabupaten Banyumas sebanyak 1.050 kejadian dan terendah di Kota Salatiga sejumlah 176 kejadian. Namun, kerugian material terbesar justru terjadi di Kabupaten Klaten sebesar Rp 2 Milyar dan terendah ada di Kota Magelang sebesar Rp 127,75 Juta.

Tabel 2.53. Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas, Korban dan Nilai Kerugiannya di Wilayah Polda Jawa Tengah Tahun 2013
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Sumber : Polda Jateng – BPS, 2014

Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan merupakan implementasi negara hadir dalam melindungi segenap warga negara termasuk perempuan dan anak. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 jumlah perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender tercatat masih sangat tinggi yaitu 9.971 korban. Artinya dalam setahun ada 1.194 perempuan yang mengalami kekerasan, atau ada 166 perempuan yang mengalami kekerasan dalam setiap bulan, atau ada 5 perempuan yang mengalami kekerasan dalam setiap hari. Tingginya jumlah perempuan yang mengalami kekerasan mengindikasikan
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meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk mengadukan kasus kekerasaan yang dialaminya baik yang terjadi di ranah rumah tangga maupun ranah publik. Selain itu membaiknya layanan yang disediakan untuk korban juga mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kasusnya karena adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.
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Sumber : DP3Dalduk KB Prov. Jateng, 2019

Gambar 2.90. Jumlah Korban Kekerasan Perempuan, Anak permpuan dan Laki-laki Tahun 2014-2018

Dari 9.971 perempuan korban, mayoritas mengalami kasus kekerasan seksual, seperti perkosaan, eksploitasi seksual dan pelecehan seksual. Tahun 2017, dari 1.869 korban, tercatat 788 kasus merupakan kasus kekerasan seksual atau sebesar 42,16%. Dan di tahun 2018, dari 1.883 korban tercatat 858 merupakan kasus kekerasan seksual atau 45,57%. Kasus kekerasan terhadap perempuan tersebar di 35 kabupaten/kota. Di tahun 2018, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Demak merupakan kabupaten/kota dengan kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi.

Selain korban kekerasan, juga terdapat kelompok-kelompok perempuan lain yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan, seperti korban trafficking, ibu rumah tangga yang terpapar HIV/AIDS, perempuan pekerja rumahan, perempuan pekerja rumah tangga,
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perempuan pekerja migran, perempuan dalam bencana, perempuan dengan penyandang disabilitas, perempuan lansia, dan perempuan kepala keluarga.

Dari tahun 1993 sampai dengan September 2017 tercatat ada 20.168 orang dengan HIV/AIDS di Jawa Tengah dan sebesar 37% adalah perempuan. (Data Dinkes Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017). Dari IPPI (Ikatan Perempuan Positif HIV/AIDS Indonesia) telah mendampingi 2.243 ibu rumah tangga yang terpapar HIV/AIDS dari tahun 2013 sampai 2017. Sebagian besar ibu rumah tangga yang terpapar HIV/AIDS, terpapar dari pasangannya. Untuk perempuan pekerja rumahan tahun 2016 sebesar 1.069 perempuan dan meningkat di tahun 2017 sebesar 2.140 perempuan. (Yasanti tahun 2018). Untuk kasus trafficking perempuan tahun 2017 tercatat 21 kasus dan meningkat di tahun 2018 sebesar 86 kasus. Untuk jumlah perempuan dengan penyandang disabilitas di Jawa Tengah di tahun 2017 tercatat 59.551 perempuan. Untuk tahun 2017 di Jawa Tengah, tercatat ada 5.463 perempuan sebagai kepala keluarga.

Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tercatat ada 6.911 anak yang mengalami kekerasan. Artinya rata-rata dalam setiap tahun terdapat 1.382 anak mengalami kekerasan, atau terdapat 115 anak yang mengalami kekerasan dalam setiap bulannya, atau terdapat 3 sampai 4 anak yang mengalami kekerasan setiap hari. Dari 6.911 anak yang mengalami kekerasan, mayoritas mengalami kekerasan seksual yaitu sebesar 3.207 atau 46,40%.

Selain kekerasan, terdapat situasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti anak berhadapan dengan hukum, anak berkebutuhan khusus, anak yang diperdagangkan, anak korban eksploitasi, pekerja anak, anak dengan HIV/AIDS, anak dalam situasi bencana, anak terlantar, anak korban penyalahgunaan NAPZA dan anak yang dikawinkan (perkawinan anak). Untuk anak yang berkebutuhan khusus, dari tahun 2014 sampai dengan 2017 tercatat 113.387 anak. Untuk anak yang terpapar HIV/AIDS dari 2013 sampai dengan tahun 2017 tercatat ada 181 anak (IPPI, Tahun 2017). Untuk anak terlantar di Jawa Tengah dari tahun 2014 sampai 2017 tercatat ada 396.040 anak. Untuk perkawinan anak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 tercatat ada 3.068 anak di Jawa Tengah.
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Sedangkan untuk kasus trafficking atau perdagangan anak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tercatat ada 112 kasus.

Mengurangi  Korupsi  dan  Penyuapan  dalam  Segala  Bentuk.

Komitmen penyelenggara negara untuk menjauhi korupsi di berbagai bidang ditunjukkan melalui indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi. Jawa Tengah perlu memberikan perhatian khusus terhadap hal ini, mengingat Indeks Persepsi Anti Korupsi Jawa Tengah mengalami penuruna dari tahun 2017 sebesar 3,66 menurun menjadi 3,43 pada ahun 2018. Kasus pidana korupsi pada tahun 2017 tercatat perkara yang masuk ke pengadilan sbeanyak 22 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 6 kasus diputuskan terbukti (menguatkan), 13 kasus diputuskan memperbaiki, dan 2 kasus dibatalkan.

Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan. Untuk menunjukkan efektifitas dan kinerja pemerintahan dalam menjalankan program-program pemerintahan yang telah direncanakan, serta merupakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pemakaian anggaran kepada publik, maka dapat dilihat dari proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.

Dari realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama kurun waktu 2013–2017, menunjukkan terjadi kenaikan pada Tahun 2017. Hal ini dikarenakan peningkatan belanja pegawai sebagai konsekuensi pelimpahan pegawai kabupaten/kota ke provinsi pasca pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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Tabel 2.54. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017
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Di lihat dari proporsi belanja aparatur terhadap belanja daerah selama kurun waktu 2013–2017, terjadi penurunan dari 21,45% pada tahun 2013 menjadi 11,99% pada tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan anggaran daerah Provinsi Jawa Tengah semakin baik.

Tabel 2.55. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan AparaturProvinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017
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Sedangkan untuk menilai kewajaran suatu laporan keuangan daerah atau lembaga, maka indikator yang digunakan yaitu Opini BPK. Opini merupakan hasil dari pemeriksaan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam
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semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya.Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah diperoleh Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2014 hingga tahun 2018. Demikian pula untuk kabupaten/kota juga menunjukkan perkembangan yang menggembirkan, semula hanya 10 kabupaten/kota yang memperoleh WTP pada tahun 2014, meningkat menjadi 31 kabupaten/kota pada tahun 2018.

Selain laporan keuangan, untuk mewujudkan akuntabilitas lembaga dilakukan penilaian terhadap kinerja lembaga yang direpresentasikan dalam indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Menpan RB, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 mendapatkan predikat A dengan nilai 80,18. Nilai dan predikat ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dari 5 komponen SAKIP yang dievaluasi, semua komponen mengalami peningkatan meskipun peningkatannya relatif tidak terlalu besar. Hal ini perlu mendapat perhatian agar kedepan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah lebih baik yang dimulai dari perbaikan proses perencanaan.

Tabel 2.56. Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2015-2018
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Capaian pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang sangat baik di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, belum diikuti seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Berdasarkan Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB pada tahun 2018, terdapat 4 kabupaten/kota yang mencapai predikat BB, 23
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kabupaten/kota dengan predikat B, dan sebanyak 8 kabupaten dengan predikat CC (yaitu: Kabupaten Magelang, Temanggung, Purbalingga, Kebumen, Rembang, Semarang, Grobogan, dan Sukoharjo).

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi telah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu upaya penataan sistem manajemen dan proses kerja melalui pengembangan website www.jatengprov.go.id. sekaligus sebagai bentuk transparansi pemerintah provinsi. Disamping itu, masih banyak aplikasi yang memanfaatkan teknologi untuk mendukung penciptaan transparansi dan akuntabilitas kinerja, antara lain Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) kemudian diubah menjadi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMBANGDA) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Untuk penggunaan E-procurementoleh OPD lingkup pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam belanja pengadaan barang jasa, telah mencapai 100%.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengembangkan Government Resources Management System (GRMS) yang merupakan bangunan sistem aplikasi terintegrasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sistem aplikasi tersebut terdiri atas: sistem e-budgeting (sistem yang dikembangkan untuk merencanakan anggaran daerah dengan tujuan memberikan panduan dalam proses penyusunan APBD), e-project planning (sistem yang digunakan untuk perencanaan daerah), e-HSB (sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga dari suatu barang/jasa), e-penatausahaan, e-delivery (sistem yang memuat data terkait terbentuknya sebuah kontrak), e-controlling (sistem yang mencatat pengendalian pelaksanaan kegiatan di pemerintah Provinsi Jawa Tengah), e-monev (aplikasi yang memuat data target dan realisasi penganggaran seluruh OPD) dan GPH (sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga dari suatu barang/jasa). Sistem ini digunakan Gubernur untuk memantau usulan/perencanaan dari seluruh elemen di Jawa Tengah.

Muara dalam sistem ini adalah integrasi antar data didalam proses bisnis internal birokrasi yang notabene merupakan sistem
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pengelolaan keuangan pemerintah dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan sehingga tercipta monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi secara real-time.

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi. Selama kurun waktu 2 tahun terakhir, Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Tengah mengalami penurunan dari 76,53 tahun 2017 menjadi 74,49 tahun 2018.

Kewajiban penyelenggara negara salah satunya adalah berupaya memberikan pelayanan publik yang baik. Kejelasan, akurasi, kepastian waktu, biaya, keamanan, pertanggungjawaban, kemudahan akses, profesionalitas dan kenyamanan pelayanan merupakan prinsip-prinsip dalam pelayanan publik yang harus dipenuhi. Di Jawa Tengah telah terdapat 115 Unit Pelayanan Publik (UPP) yang dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), namun hanya 83 Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikasi ISO sampai dengan tahun 2018. Dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Jawa Tengah tahun 2018 sebesar 84,65%. Capaian ini masih perlu ditingkatkan, mengingat pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Menjamin Pengambilan Keputusan yang Responsif, Inklusif, Partisipatif dan Representatif. Dalam hal memberikan kebebasan berpendapat dan kesamaan memperoleh keadilan, maka pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada suatu lembaga dapat menjadi sebuah ukuran. Di Jawa Tengah,persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi pada periode 2014-2019 belum tercapai 100%. Alokasi 30%
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keterwakilan perempuan atau sebanyak 30 orang baru tercapai sebanyak 24 orang atau 80%.

Tabel 2.57. Komposisi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2014-2019 Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin
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	No
	Fraksi
	Laki-laki
	Perempuan
	Jumlah

	
	
	
	
	
	

	
	1
	PDI Perjuangan
	17
	10
	27

	
	2
	Partai Demokrat
	7
	2
	9

	
	
	
	
	
	

	
	3
	Partai Golkar
	6
	4
	10

	
	4
	PKS
	10
	0
	10

	
	
	
	
	
	

	
	5
	PAN
	7
	1
	8

	
	6
	PKB
	10
	3
	13

	
	
	
	
	
	

	
	7
	GERINDRA
	8
	2
	10

	
	8
	PPP
	6
	2
	8

	
	
	
	
	
	

	
	9
	NASDEM
	4
	0
	4

	
	
	Jumlah
	75
	24
	99

	
	
	
	
	
	


Sumber : Sekretariat Dewan DPRD Prov. Jateng, 2018

Dari 9 fraksi DPRD Jawa Tengah, terdapat 2 fraksi yang sama sekali tidak memiliki perwakilan perempuan, yaitu PKS dan NASDEM. Adapun perwakilan perempuan terbanyak dari PDIP, yaitu 10 orang dari 27 anggota atau 37%. Sedangkan untuk lembaga eksekutif, persentase perempuan pada jabatan eselon cenderung menurun. Hal ini disebabkan masa purna ASN yang menduduki jabatan eselon semakin bertambah, namun ketersediaan ASN pengganti belum memadai.

Tabel 2.58. Persentase perempuan pada lembaga eksekutif (Eselon II, III dan IV)Tahun 2015-2018

	
	
	Tahun
	
	
	Jumlah (orang)
	
	Persentase (%)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Es II
	
	Es III
	
	Es IV
	
	Es II
	
	Es III
	
	Es IV
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2015
	
	13
	128
	440
	0,73
	7,17
	24,66
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2016
	
	
	11
	
	122
	
	420
	
	0,78
	
	7,3
	
	25,1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	8
	111
	543
	0,6
	5,8
	28,6
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2018
	
	
	8
	
	105
	
	521
	
	0,4
	
	5,9
	
	29,1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Sumber : BKD Prov. Jateng, 2019

Kehidupan politik, demokrasi dan pemerintahan di Jawa Tengah secara umum cukup kondusif. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur melalui 3 aspek, yaitu kebebasan sipil (civilliberty), hak-hak
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politik (political rights), dan kelembagaan demokrasi (democraticinstitution), mencakup 11 variabel dan 28 indikator. Skor IDI Jawa Tengah pada tahun 2013 sebesar 60,84, kemudian naik menjadi 77,44 tahun 2014, pada tahun 2015 menurun menjadi 69,75, pada tahun 2016 menjadi 66,71, dan naik kembali tahun 2017 menjadi 70,85.
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Sumber : BPS Prov. Jateng, 2018

Gambar 2.91.Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa TengahTahun 2013-2017

Komponen IDI tertinggi pada tahun 2013 dan 2017 adalah peran partai

politik yang mencapai 100, dikarenakan tahun tersebut adalah tahun menjelang pelaksanaan Pemilu. Peran peradilan yang independen menunjukkan hasil menggembirakan yaitu 100 pada tahun 2015 dan 2016. Namun peran peradilan yang independen semakin merosot, ditunjukkan pada tahun 2017 hanya mencapai 50. Komponen lain yang juga mengalami penurunan adalah Kebebasan dari diskriminasi, dari capaian 96,53 pada tahun 2013, menurun menjadi 53,53 tahun 2017. Sebaliknya, peran DPRD justru meningkat dari 43,32 pada tahun 2013 menjadi 79,74 di tahun 2017. Dan yang mengalami penurunan cukup signifikan adalah kebebasan berkumpul dan berserikat, tahun 2014 dan 2015 pada kisaran 90-an, namun pada tahun 2016 dan 2017 turun signifikan menjadi 12,50 dan 6,25. Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan yang menggambarkan hak-hak politik cenderung tetap sebesar 50.
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Sumber : BPS Prov. Jateng, 2018

Gambar 2.92. Komponen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa TengahTahun 2013-2017

Memberikan Identitas yang Syah Bagi Semua, Termasuk Pencatatan Kelahiran. Pencatatan kelahiran anak adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya, dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Secara yuridis, anak

[image: image351.png]



II-132 | R A D S D G s J a t e n g 2 0 1 9 - 2 0 2 3

berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.
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Gambar 2.93.Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahundi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dari 78,57% menjadi 87,50%. Peningkatan yang sangat signifikan ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain: (1) diberlakukannya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

AU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya terkait peran aktif pemerintah dan masyarakat (semula menganut stelsel aktif masyarakat); (2) pendaftaran akta berdasarkan azas domisili; (3) dihapuskannya mekanisme sidang pengadilan untuk keterlambatan lebih dari satu tahun; (4) pelayanan gratis (dikenakan denda keterlambatan mengurus sesuai dengan peraturan daerah di masing-masing kabupaten/kota) serta (5) kerja sama lintas sektor (dengan rumah sakit bersalin, bidang dan pelayanan kesehatan lainnya).
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Gambar 2.94. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

PerKabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017

Sebagian besar kabupaten/kota persentase kepemilikan akte kelahiran masih sangat rendah. Faktor penyebabnya antara lain karena banyaknya penduduk pada usia 19 tahun ke atas yang tidak memiliki akta kelahiran. Persentase kepemilikan akte kelahiran tertinggi berada di Kabupaten Sukoharjo (87,17%) sedangkan yang terendah berada Kabupaten Magelang (15,37%).

[image: image355.png]



Gambar 2.95. Persentase Kepemilikan KTP (KTP-el)

di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018
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Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dari 88,07% menjadi 93,4%. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat yang cukup tinggi akan pentingnya KTP, selain adanya sosialisasi dari pemerintah yang cukup intensif. Penurunan persentase di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 cenderung disebabkan adanya penambahan wajib rekam KTP-el pemula yang melebihi kapasitas rekam di kabupaten/kota.

Kerjasama pemanfaatan data kependudukan menjadi hal yang penting, karena menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Data kependudukan sangat diperlukan untuk kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, pencegahan kriminal. Namun demikian data kependudukan di Jawa Tengah belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Pemanfaatan data kependudukan melalui integrasi sistem harus didorong untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, serta mudah.

Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar. Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir masih perlu ditingkatkan. Setiap tahun ditargetkan ada 10 kasus pengaduan yang diselesaikan,namun tahun 2015 hanya 6 kasus aduan, tahun 2016 berkurang menjadi 5 kasus, bahkan tahun 2017 hanya 3 kasus saja.
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Sumber : Biro Hukum Setda Prov. Jateng, 2018

Gambar 2.96.Jumlah Penanganan HAM di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2018

Capaian indikator jumlah badan publik telah menyusun peraturan layanan informasi publik di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2015 telah tercapai 100 persen. Sebanyak 49 SKPD/OPD dan 12 BUMD telah mengembangkan kebijakan informasi publik. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik di setiap unit kerja Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk komite pelayanan informasi publik.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2016 seluruhnya telah memiliki website dan telah melakukan up dating data di website yang di miliki. Pembaharuan informasi dan data yang disajikan dalam website pada setiap OPD perlu dilakukan agar informasi yang disajikan dapat aktual sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan data yang akurat.
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Tabel 2.59. Persentase OPD Provinsi yang Memiliki Website dan Update Tahun 2014-2018
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Dalam rangka menunjang reformasi birokrasi menuju tata kelola sistem pemerintah berbasis teknologi informasi maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendapat predikat Baik dengan memperoleh penilaian indek Pemeringkatan e-Government Indonesia dengan nilai 2,64 pada tahun 2015 yang dinilai dari sisi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Akses layanan universal telekomunikasi dan informatika telah menjangkau seluruh Kecamatan di Jawa Tengah meskipun masih terdapat wilayah tanpa layanan jaringan seluler ataupun data broadband, utamanya di daerah perbukitan dan pegunungan dengan kepadatan penduduk rendah.

2.17. Tujuan 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik. Sektor perdagangan semenjak dari tahun 2013 hingga tahun 2018 memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian di Jawa Tengah dan hingga saat ini merupakan dua besar sub sektor dengan kontribusi terbesar setelah sektor industri pengolahan. Nilai PDRB ADHK sektor perdagangan tahun 2018 sebesar Rp 136.673.489,19 juta, sedangkan nilai PDRB ADHB sektor perdagangan Rp 171.376.943,63 juta yang memberikan kotribusi terhadap total PDRB ADHB Jawa Tengah sebesar 13,51 persen. Nilai dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.60. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Jawa TengahTahun 2014 - 2018 (Juta Rupiah)

	
	
	No
	
	Uraian
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tahun
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2014
	
	2015
	
	
	2016
	2017*)
	
	2018**)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	Nilai total
	
	
	764.959.150,
	
	806.765.092,
	
	849.099.354,
	893.750.437,
	941.283.278,
	

	
	
	
	
	PDRB
	
	
	
	95
	
	17
	
	69
	17
	
	28
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	Nilai Sektor
	
	110.899.193,
	
	115.430.120,
	
	121.970.807,
	129.301.748,
	136.673.489,
	

	
	
	
	
	Perdagang-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	58
	
	84
	
	00
	05
	
	19
	

	
	
	
	
	an
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	Kontribusi
	
	
	14,50
	
	14,31
	
	14,36
	14,47
	
	14,52
	

	
	
	
	
	(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Keterangan:
	*) Angka Sementara
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	**) Angka Sangat Sementara
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tabel 2.61. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB

	
	
	
	
	
	
	
	Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018 (Juta Rupiah)
	
	
	

	No
	
	Uraian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tahun
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2014
	
	2015
	
	2016
	
	2017*)
	
	2018**)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nilai total
	
	922.471.181,11
	1.010.986.637,17
	1.087.316.682,68
	
	1.172.400.482,46
	1.268.700.965,90

	
	PDRB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nilai Sektor
	124.942.793,59
	135.033.870,69
	
	146.523.161,98
	
	158.582.154,56
	171.376.943,63

	
	Perdagangan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kontribusi
	
	13,54
	
	13,36
	
	13,48
	
	13,53
	
	13,51

	
	(%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image362.png]


[image: image363.png]


[image: image364.png]


[image: image365.png]


[image: image366.png]


[image: image367.png]


[image: image368.png]


[image: image369.png]



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah , 2019

Keterangan:
*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Nilai ekspor non migas pada tahun 2013 sampai dengan 2018 selalu mengalami peningkatan. Nilai ekspor non migas pada tahun 2018 sebesar US$ 6.437,66 juta tercatat diatas dari target akhir RPJMD sebesar 104,52% sebesar US$ 6.159,00 Juta. Sedangkan ekspor migas Jawa Tengah lebih berfluktuaktif dengan tren yang cenderung menurun sejak tahun 2013. Pada tahun 2017 ekspor migas Jawa Tengah sempat membaik ke angka US$ 223.93 juta, namun di tahun 2018 kembali menurun menjadi US$ 150.35 juta. Untuk perkembangan ekspor Jawa Tengah baik migas dan non migas dapat dilihat di tabel berikut.
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Tabel 2.62. Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2014 – 2018

	
	Uraian
	
	
	Tahun
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018*)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ekspor
	5.633,67
	5.374,70
	5.389,14
	5.991,37
	6.588,01

	
	
	
	
	
	
	

	-
	Migas
	336,48
	113,04
	113,47
	223,93
	150,35

	
	
	
	
	
	
	

	-
	Non Migas
	5.297,19
	5.261,66
	5.275,67
	5.767,44
	6.437,66

	
	
	
	
	
	
	


Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Nilai impor Jawa Tengah untuk migas sejak tahun 2013 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2013 tercatat impor migas sebasar US$ 10.542,67 juta, dan di tahun 2018 berhasil ditekan menjadi US$5.635,27 juta. Semenatara itu, nilai impor Non Migas pada tahun 2013 sampai dengan 2018 mengalami fluktuasi. Nilai impor non migas pada tahun 2018 sebesar US$ 9.143,59 juta mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar US$ 6.470,59 juta, hal ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan bahan penolong serta barang modal yang belum dapat dipenuhi dari dalam negeri. Hal yang harus digarisbawahi dari peningkatan impor Jawa Tengah adalah impor ini terutama dalam bentuk non bangunan, yaitu barang modal selain peralatan transportasi dan aksesori barang modal untuk kepentingan industri. Hal tersebut juga tercermin dari pertumbuhan impor komoditas mesin dan alat transportasi. Berdasarkan komoditasnya, peningkatan impor permesinan terutama berupa mesin pembangkit listrik, mesin industri dan perlengkapan, dan mesin listrik, dan peralatannya. Peningkatan impor barang modal ini sejalan dengan menguatnya kinerja investasi non bangunan pada periode laporan, terutama terkait dengan penyelesaian investasi pembangkit listrik di sejumlah daerah di Jawa Tengah.
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Tabel 2.63. Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013 - 2018 (Juta US $)

	
	Uraian
	
	
	
	Tahun
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2014
	2015
	
	2016
	2017
	2018*)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Impor
	15.801,09
	10.738,86
	
	8.811,04
	10.658,25
	14.778,86

	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Migas
	10.004,66
	5.459,91
	
	3.653,80
	4.187,66
	5.635,27

	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Non Migas
	5.796,43
	5.278,95
	
	5.157,24
	6.470,59
	9.143,59

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sumber
	: BPS Provinsi
	Jawa Tengah, 2019
	
	
	

	
	Keterangan: *) Angka Sementara
	
	
	


Neraca Perdagangan Jawa Tengah pada kurun waktu 2014 sampai dengan 2018 selalu mencatatkan nilai defisit dengan dinali deficit yang bertfluktuatif. Di tahun 2015 neraca perdagangan Jawa Tengah sempat mengalami perbaikan dengan nilai defisit yang menurun tajam dari (US$ 10.446,55 juta) di tahun 2013 menjadi (US$ 5.364,16 juta) di tahun 2015. Namun pada tahun 2018 nilai defisit Neraca Perdagangan kembali melonjak menjadi (US$ 8.190,85 juta).

Mendasarkan pada kemampuan fiskal yang berpotensi tidak sepenuhnya dapat membiayai kebutuhan belanja pembangunan maka kerangka pendanaannon APBD akan diperoleh dari:

a. Pengembangan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) danpengembangan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha;

b. Obligasi daerah untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menjadi urusan pemerintah daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Proyek-proyek potensial yang akan dibiayai diantaranya pembangunan Rumah Sakit Khusus (Kota Magelang dan Kota Pekalongan), pengembangan RSUD Kelet Kabupaten Jepara, pengembangan RSUD Moewardi (pengembangan onkologi terpadu), pembangunan Komplek GOR Jatidiri, dan pengembangan kawasan wisata Edu Park Tlogo Wening Kabupaten Semarang, pembangunan infrastruktur penunjang kawasan industri, serta proyek-proyek lain yang memenuhi persyaratan;

c. Pendayagunaan peran BUMD untuk menangani proyek-proyek strategisprovinsi antara lain pembangunan rumah sakit khusus di Jawa Tengah,rintisan pertanian terintegrasi melalui implementasi agriculture estate, kebijakan sistem logistik daerah (Sislogda) serta
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proyek strategis yang menguntungkan. Di samping itu, dalam rangka peningkatan pemahaman literasi keuangan dan perlindungan petani/nelayan, BUMD yang menyangkut lembaga keuangan bank (Bank Jateng dan BPR/BKK) dan non bank (Jamkrida dan Askrida) diarahkan untuk mendorong penguatan usaha masyarakat dan UMKM melalui kemudahan akses permodalan dan asuransi. Dengan demikian, penyertaan modal akan terus ditingkatkan dalam rangka mendorong bisnis-bisnis BUMD untuk menyelesaikan urusan daerah yangbersifat strategis;

d. Optimalisasi peran swasta melalui Tanggung Jawab Sosial LingkunganPerusahaan (TJSLP);

e. Pemanfaatan sumber pembiayaan lain yang berasal dari Lembaga Donor;

f.
Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), partisipasi masyarakat dan swasta.

Meningkatkan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi. Akses layanan universal telekomunikasi dan informatika telah menjangkau seluruh Kecamatan di Jawa Tengah meskipun masih terdapat wilayah tanpa layanan jaringan seluler ataupun data broadband, utamanya di daerah perbukitan dan pegunungan dengan kepadatan penduduk rendah.***
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BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN SDGs

3.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

Dalam rangka pencapaian Tujuan 1 SDGs yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun, Jawa Tengah menetapkan 5 target yang diukur melalui 25 indikator. Target-target tersebut terdiri dari:

(1) Pemberantasan  kemiskinan;  (2)  Penerapan  perlindungan  sosial;

(3) Pemenuhan layanan dasar; (4) Mengurangi kerentanan terhadap bencana serta dan(5) Penguatan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan.

Perwujudan Tujuan 1SDGs diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga dua desil terbawah serta kelompok rentan lainnya; (2) Menurunkan pengangguran; dan (3) Meningkatkan ketahanan daerah dalam bencana. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya, (2) Penguatan sustainable livelihood (keberlanjutan ekonomi masyarakat), (3) Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui peningkatan dan perluasan pengelolaan basis data, dan basis spasial dengan pengelolaan dan pemanfaatan Basis Data Terpadu, serta (4) Peningkatan kualitas, produktivitas dan perlindungan tenaga kerja.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup : (1) Pendidikan perkoperasian dan UKM, (2) Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, (3) Peningkatan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, (4) Pengembangan Ketenagalistrikan, (5) Kesehatan masyarakat, (6) Pengembangan akses pembiayaan bagi KUKM, (7) Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat, (8) Pembangunan keluarga dan peningkatan kesejahteraan Keluarga Berencana, (9) Pencegahan penyakit, (10) Penanganan kawasan permukiman, (11) Pembinaan sekolah menengah
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dan pendidikan khusus, (12) Penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta (13) Penataan administrasi kependudukan.

Selain melalui program perangkat daerah, terdapat program/kegiatan yang dilakukan oleh non pemerintah, antara lain :

(1) Bedah rumah, merupakan program pembangunan rumah layak huni, dilaksanakan antara lain oleh LAZIS, Bank Jateng, BAZNAS Jateng dan KNPI Jateng. Bantuan yang diberikan oleh Bank Jateng sebesar Rp 10 juta hingga Rp 15 juta per KK. Dari tahun 2015 hingga 2018 LAZIS telah memperbaiki sebanyak 210 unit, sedangkan Bank Jateng sebanyak 1.000 unit dari tahun 2015 hingga 2017.; (2) Penguatan partisipasi perempuan dalam advokasi melalui pelatihan Anggaran Responsif Gender (ARG) dan audit sosial. Program ini dilaksanakan oleh PATTIRO; (3) Penyediaan bantuan bagi disabilitas dan lanjut usia yaitu berupa pemberian kursi roda bagi disabilitas oleh BAZNAS Jateng.

Secara lengkap, target indikator, program/kegiatan dan anggaran selama 5 tahun ke depan terdapat pada Lampiran Buku RAD ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RAD SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023.***
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Tabel 3.1.Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IndikatoR
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
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Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi,sesuai dengan definisi nasional.

	1.2.1*
	Persentase penduduk
	Persentase penduduk
	BPS
	%
	11,19
	10,57
	9,81
	9,05
	8,27
	7,48

	
	yang hidup di bawah
	yang hidup di bawah
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	garis kemiskinan
	garis kemiskinan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	nasional, menurut
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	jenis kelamin dan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kelompok umur
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan

	1.3.1.(a)
	Proporsi peserta
	Proporsi peserta
	BPJS
	%
	81,14
	95
	95
	
	95
	
	95
	95
	

	
	
	jaminan kesehatan
	jaminan kesehatan
	Kesehatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	melalui SJSN Bidang
	melalui SJSN Bidang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kesehatan.
	Kesehatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.(b)
	Proporsi peserta
	Proporsi peserta
	BPJS
	%
	108,71
	100
	100
	
	100
	
	100
	100
	

	
	
	Program Jaminan
	Program Jaminan
	Ketenaga-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sosial Bidang
	Sosial Bidang
	kerjaan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ketenagakerjaan.
	Ketenagakerjaan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.(c)
	Persentase
	-
	PBDT
	%
	N.A.
	0,57
	N.A.
	
	N.A.
	
	N.A.
	N.A.
	

	
	
	penyandang
	
	PMKS
	
	
	(Target
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	disabilitas yang
	
	Kemensos
	
	
	Nas)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	miskin dan rentan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	yang terpenuhi hak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dasarnya dan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	inklusivitas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.(d)
	Jumlah rumah tangga
	Jumlah rumah
	Dinsos
	Jiwa
	1.537.
	1.449.
	1.449.
	
	1.449.
	
	1.449.
	1.449.
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Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IndikatoR
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	yang mendapatkan
	tangga yang
	Prov.
	
	360
	070
	070
	070
	070
	070

	
	bantuan tunai
	mendapatkan
	Jateng
	
	
	
	
	
	
	

	
	bersyarat/Program
	bantuan tunai
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Keluarga Harapan.
	bersyarat/Program
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Keluarga Harapan.
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Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber dayaekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasakeuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro

	1.4.1.(a)
	Persentase perempuan
	Persentase
	Susenas
	%
	95,85
	PM
	PM
	
	PM
	
	PM
	PM

	
	pernah kawin umur
	perempuan pernah
	BPS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15-49 tahun yang
	kawin umur 15-49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	proses melahirkan
	tahun yang proses
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	terakhirnya di fasilitas
	melahirkan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kesehatan.
	terakhirnya di
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	fasilitas kesehatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.(b)
	Persentase anak umur
	Persentase anak
	BPS
	%
	74,95
	PM
	PM
	
	PM
	
	PM
	PM

	
	12-23 bulan yang
	umur 12-23 bulan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	menerima imunisasi
	yang menerima
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dasar lengkap.
	imunisasi dasar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	lengkap.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.(c)
	Prevalensi
	Prevalensi
	BPS
	%
	66,86
	PM
	PM
	
	PM
	
	PM
	PM

	
	penggunaan metode
	penggunaan metode
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kontrasepsi (CPR)
	kontrasepsi (CPR)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	semua cara pada
	semua cara pada
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pasangan Usia Subur
	Pasangan Usia Subur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(PUS) usia 15-49
	(PUS) usia 15-49
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	tahun yang berstatus
	tahun yang berstatus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kawin.
	kawin.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	III-4| R A D
	S D G s
	J a t e n g 2 0 1 9 - 2 0 2 3


	
	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	
	

	
	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IndikatoR
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	
	2021
	
	2022
	2023
	

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	
	(9)
	
	(10)
	(11)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.(d)
	Persentase rumah
	Persentase rumah
	Susenas
	%
	73,03
	PM
	PM
	
	PM
	
	PM
	PM
	

	
	
	tangga yang memiliki
	tangga yang memiliki
	BPS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	akses terhadap
	akses terhadap
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	layanan sumber air
	layanan sumber air
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	minum layak dan
	minum layak dan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	berkelanjutan.
	berkelanjutan.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.(e)
	Persentase rumah
	Persentase rumah
	Susenas
	%
	65,01
	PM
	PM
	
	PM
	
	PM
	PM
	

	
	
	tangga yang memiliki
	tangga yang memiliki
	BPS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	akses terhadap
	akses terhadap
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	layanan sanitasi layak
	layanan sanitasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dan berkelanjutan.
	layak dan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	berkelanjutan.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.(f)
	Persentase rumah
	Persentase rumah
	Susenas
	%
	3,21
	PM
	PM
	
	PM
	
	PM
	PM
	

	
	
	tangga kumuh
	tangga kumuh
	Kor BPS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	perkotaan.
	perkotaan.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.(g)
	Angka Partisipasi
	Angka Partisipasi
	Susenas
	%
	91,70
	PM
	PM
	
	PM
	
	PM
	PM
	

	
	
	Murni (APM)
	Murni (APM)
	BPS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SD/MI/sederajat.
	SD/MI/sederajat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.(h)
	Angka Partisipasi
	Angka Partisipasi
	Susenas
	%
	75,50
	PM
	PM
	
	PM
	
	PM
	PM
	

	
	
	Murni (APM)
	Murni (APM)
	BPS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SMP/MTs/sederajat.
	SMP/MTs/sederajat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.(i)
	Angka Partisipasi
	Angka Partisipasi
	Susenas
	%
	61,80
	PM
	PM
	
	PM
	
	PM
	PM
	

	
	
	Murni (APM)
	Murni (APM)
	BPS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SMA/MA/sederajat.
	SMA/MA/sederajat.
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	
	

	
	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IndikatoR
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	
	2021
	
	2022
	2023
	

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	
	(9)
	
	(10)
	(11)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.(j)
	Persentase penduduk
	Persentase penduduk
	Susenas
	%
	91,92
	PM
	PM
	
	PM
	
	PM
	PM
	

	
	
	umur 0-17 tahun
	umur 0-17 tahun
	Kor BPS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dengan kepemilikan
	dengan kepemilikan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	akta kelahiran.
	akta kelahiran.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.(k)
	Persentase rumah
	Persentase rumah
	Susenas
	%
	99,87
	8,83
	15,91
	
	22,98
	
	30,06
	37,13
	

	
	
	tangga miskin dan
	tangga miskin dan
	Kor BPS
	
	(BPS)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	rentan yang sumber
	rentan yang sumber
	dan Dinas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	penerangan utamanya
	penerangan
	ESDM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	listrik baik dari PLN
	utamanya listrik baik
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dan bukan PLN.
	dari PLN dan bukan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	PLN.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 1.5
	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi
	

	kerentanan mereka terhadapkejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
	
	
	
	

	1.5.1*
	Jumlah korban
	Jumlah korban
	DIBI BNPP
	Jiwa
	230 jiwa
	PM
	PM
	
	PM
	
	PM
	PM
	

	
	
	meninggal, hilang, dan
	meninggal, hilang,
	
	
	(base-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	terkena dampak
	dan terkena dampak
	
	
	line
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	bencana per 100.000
	bencana per 100.000
	
	
	2017)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	orang.
	orang.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1.(a)
	Jumlah lokasi
	Jumlah lokasi
	BNPB
	Lokasi
	106
	183
	159
	
	143
	
	146
	159
	

	
	
	penguatan
	penguatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pengurangan risiko
	pengurangan risiko
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	bencana daerah.
	bencana daerah.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1.(b)
	Pemenuhan
	-
	Kemensos;
	Jiwa
	NA
	140.000
	PM
	
	PM
	
	PM
	PM
	

	
	
	kebutuhan dasar
	
	BNPB;
	
	
	(Target
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	korban bencana
	
	Podes
	
	
	Nas)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	sosial.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1.(c)
	Pendampingan
	-
	Kemensos;
	Jiwa
	NA
	3.800
	PM
	
	PM
	
	PM
	PM
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Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IndikatoR
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	psikososial korban
	
	BNPB;
	
	
	(Target
	
	
	
	

	
	bencana sosial.
	
	Podes
	
	
	Nas)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1.(e)
	Indeks risiko bencana
	Indeks risiko
	BNPB
	Indeks
	6
	8
	18
	29
	33
	36

	
	pada pusat-pusat
	bencana pada pusat-
	
	risiko
	
	
	
	
	
	

	
	pertumbuhan yang
	pusat pertumbuhan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	berisiko tinggi.
	yang berisiko tinggi.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2.(a)
	Jumlah kerugian
	Jumlah kerugian
	SET BPBD
	ribu Rp
	51.274.
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	ekonomi langsung
	ekonomi langsung
	Provinsi
	
	870.000
	
	
	
	
	

	
	akibat bencana
	akibat bencana
	Jateng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3*
	Dokumen strategi
	Dokumen strategi
	SET BPBD
	Doku-
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	pengurangan risiko
	pengurangan risiko
	Provinsi
	men
	
	
	
	
	
	

	
	bencana (PRB) tingkat
	bencana (PRB)
	Jateng
	
	
	
	
	
	
	

	
	nasional dan daerah.
	tingkat Provinsi Jawa
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tengah
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Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untukmenyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhirikemiskinan di semua dimensi.

	1.a.1*
	Proporsi sumber daya
	Proporsi sumber daya
	Kemenkeu
	Rp
	Rp
	PM
	PM
	
	PM
	
	PM
	PM
	

	
	
	yang dialokasikan oleh
	yang dialokasikan
	, Bappeda
	
	401,289
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pemerintah secara
	oleh pemerintah
	Prov.
	
	Miliar
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	langsung untuk
	daerah secara
	Jateng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	program
	langsung untuk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pemberantasan
	program
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kemiskinan.
	pemberantasan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	kemiskinan.
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	Kode
	
	Indikator SDGs
	
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	IndikatoR
	
	Nasional
	
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.a.2*
	
	Pengeluaran untuk
	
	-
	Kemenkeu
	Miliar
	N.A
	PM
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	
	
	
	layanan pokok
	
	
	
	
	Rupiah
	
	(Target
	
	
	
	

	
	
	
	
	(pendidikan,
	
	
	
	
	fungsi
	
	Nas)
	
	
	
	

	
	
	
	
	kesehatan dan
	
	
	
	
	Pendi-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	perlindungan sosial)
	
	
	
	
	dikan
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	sebagai persentase
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Miliar
	N.A
	PM
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	
	
	
	dari total belanja
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Rupiah
	
	(Target
	
	
	
	

	
	
	
	
	pemerintah.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	fungsi
	
	Nas)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Kesehat
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-an
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Miliar
	N.A
	PM
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Rupiah
	
	(Target
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	fungsi
	
	Nas)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Perlin-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	dungan
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sosial
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Keterangan:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PM (Pre Memory= Tidak disusun target)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	NA (Not Available= Data tidak tersedia)
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3.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Dalam rangka mencapai Tujuan 2 SDGs yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, Jawa Tengah menetapkan 3 target yang diukur melalui 11 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi; (2) menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi; (3) menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil; (4) Mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait.

Perwujudan Tujuan 2 SDGs, diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (a) Meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga dua desil terbawah serta kelompok rentan lainnya; dan (b) Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Stimulan lumbung pangan pada daerah rawan pangan serta pemberian bantuan sumber pangan lainnya; (2) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani; (3) Perwujudan sistem logistik daerah yang menjamin ketersediaan stok pangan yang ada di masyarakat; (4) Pengelolaan stok melalui cadangan pangan dan stabilisasi harga; (5) Konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Peningkatan ketahanan pangan; (2) Pengembangan agribisnis; (3) Kesehatan masyarakat melalui kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; (4) Penguatan daya saing dan logistik hasil kelautan dan perikanan dalam bentuk pengembangan diversifikasi produk; (5) Pengembangan agribisnis peternakan; (6) Peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat; serta (7) Pencegahan dan penanggulangan penyakit.

Secara lengkap, target indikator, program/kegiatan dan anggaran selama 5 tahun ke depan terdapat pada Lampiran Buku RAD ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RAD SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023.***
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Tabel 3.2.Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan,termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

	2.1.1*
	Prevalensi
	Prevalensi
	Susenas
	%
	85,3
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	Ketidakcukupan
	Ketidakcukupan
	BPS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Konsumsi Pangan
	Konsumsi Pangan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Prevalence of
	(Prevalence of
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Undernourishment).
	Undernourishment).
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.(a)
	Prevalensi kekurangan
	Prevalensi kekurangan
	BPS
	gr/
	63,70
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	gizi (underweight)
	gizi (underweight) pada
	
	kapita/
	
	
	
	
	
	

	
	pada anak balita.
	anak balita.
	
	hrkkal/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	kapita/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	hr
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2*
	Prevalensi penduduk
	Prevalensi penduduk
	Susenas
	%
	100
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	dengan kerawanan
	dengan kerawanan
	BPS
	
	
	
	
	
	
	

	
	pangan sedang atau
	pangan sedang atau
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	berat, berdasarkan
	berat, berdasarkan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	pada Skala
	pada Skala Pengalaman
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pengalaman
	Kerawanan Pangan.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kerawanan Pangan.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.(a)
	Proporsi penduduk
	Proporsi penduduk
	Susenas
	%
	8,51
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	dengan asupan kalori
	dengan asupan kalori
	BPS
	
	
	
	
	
	
	

	
	minimum di bawah
	minimum di bawah
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1400kkal/kapita/hari.
	1400 kkal/kapita/hari.
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untukanak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	
	2021
	2022
	
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	
	(9)
	(10)
	
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1*
	
	Prevalensi stunting
	Prevalensi stunting
	Dinas
	%
	24,43
	27
	26
	
	24
	23
	
	22

	
	
	(pendek dan sangat
	(pendek dan sangat
	Kesehatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pendek) pada anak di
	pendek) pada anak di
	Provinsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	bawah lima
	bawah lima
	Jawa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tahun/balita.
	tahun/balita.
	Tengah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.(a)
	Prevalensi stunting
	Prevalensi stunting
	Dinas
	%
	31,24
	17
	16,7
	
	16,4
	16,2
	
	16

	
	
	(pendek dan sangat
	(pendek dan sangat
	Kesehatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pendek) pada anak di
	pendek) pada anak di
	Provinsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	bawah dua
	bawah dua
	Jawa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tahun/baduta.
	tahun/baduta.
	Tengah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2*
	
	Prevalensi malnutrisi
	Prevalensi malnutrisi
	Riskesdas
	%
	NA
	NA
	NA
	
	NA
	NA
	
	
	NA

	
	
	(berat badan/tinggi
	(berat badan/tinggi
	dan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	badan) anak pada
	badan) anak pada usia
	Sirkesnas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	usia kurang dari 5
	kurang dari 5 tahun,
	Kemenkes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tahun, berdasarkan
	berdasarkan tipe.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tipe.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.(a)
	Prevalensi anemia
	Prevalensi anemia pada
	Dinkes Prov
	%
	27.61
	24,5
	24
	
	23,5
	23
	
	22

	
	
	pada ibu hamil.
	ibu hamil.
	Jateng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.(b)
	Persentase bayi usia
	Persentase bayi usia
	Riskesdas
	%
	64,19
	50
	52
	
	54
	57
	
	60

	
	
	kurang dari 6 bulan
	kurang dari 6 bulan
	dan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	yang mendapatkan
	yang mendapatkan ASI
	Sirkesnas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ASI eksklusif.
	eksklusif.
	Kemenkes;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	BPS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2.(c)
	Kualitas konsumsi
	Kualitas konsumsi
	Dishanpan
	Skor
	87,3
	87,36
	87,72
	
	88,08
	88,44
	
	88,8

	
	
	pangan yang
	pangan yang
	Provinsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	diindikasikan oleh
	diindikasika oleh skor
	Jawa
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Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	skor Pola Pangan
	Pola Pangan Harapan
	Tengah
	
	
	
	
	
	
	

	
	Harapan (PPH)
	(PPH)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.

	2.3.1*
	Nilai Tambah
	Nilai Tambah Pertanian
	Sakernas
	Rupiah
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	
	
	Pertanian dibagi
	dibagi jumlah tenaga
	dan Data
	/
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	jumlah tenaga kerja di
	kerja di sektor
	Nilai
	tenaga
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	sektor pertanian
	pertanian (rupiah per
	Tambah
	kerja
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(rupiah per tenaga
	tenaga kerja).
	Pertanian
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	kerja).
	
	
	BPS
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Keterangan:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PM (Pre Memory= Tidak disusun target)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	NA (Not Available= Data tidak tersedia)
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3.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Dalam rangka mencapai Tujuan 3 SDGs yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, Jawa Tengah menetapkan 11 target yang diukur melalui 38 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Mengurangi resiko kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup; (2) Mengakhiri kematian bayi dan balita; (3) Mengakhiri berbagai penyakit menular; (4) Mengurangi kematian akibat penyakit tidak menular; (5) Mencegah penyalahgunaan zat berbahaya; (6) Menjamin layanan kesehatan seksual dan reproduksi;

(7) Mencapai cakupan kesehatan universal; (8) Mendukung pengembangan vaksin dan obat serta penyediaan aksesnya; (9) Meningkatkan pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan termasuk distribusinya.

Perwujudan Tujuan 3 SDGs, diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Meningkatkan pelayanan kesehatan dan mewujudkan jaminan perlindungan sosial dan (2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Peningkatan cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat Miskin; (2) Membudayakan pola hidup bersih dan sehat; (3) Mewujudkan rumah sakit tanpa dinding melalui pemerataan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kesehatan dasar; (4) Peningkatan kesadaran keluarga berencana; (5) Peningkatan kualitas SDM kesehatan; (6) Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana kesehatan serta farmasi; (6) Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Kesehatan masyarakat; (2) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;

(3)Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan; (4) Peningkatan Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan; (5) Pengembangan agribisnis peternakan; (6) Peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat; (7) Pencegahan dan penanggulangan penyakit serta (8) Pengendalian penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga berencana.

Selain program pemerintah terdapat pula program/kegiatan yang dilakukan unsur non pemerintah, antara lain: Pertama, program
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pendampingan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang dilaksanakan Rumah Aira sebagai organisasi yang berfokus pada pendampingan orang yang terkena HIV/AIDS. Organisasi ini mentargetkan sebanyak di tahun 2020, 10 di tahun 2020, 15 di tahun 2021, 25 di tahun 2022 dan 35 ODHA di 2023 dengan baselin 5 di 2019.

Kedua, Program Jaminan Keselamatan dan Hak Atas Kerja bagi Pendamping Perempuan dengan HIV. Organisiasi ini di tahun 2020 menargetkan 20 ODHA yang akan ditangani dan meningkat sebanyak 5 ODHA tiap tahunnya hingga 2023, dari baseline sebanyak di tahun 2019.

Ketiga, Program Keluarga Berencana (KB) yang dibagi menjadi 2 kegiatan, yaknikegiatan layanan klinik untuk akseptor KB dan kegiatan klinik untuk layanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).Pada kegiatan layanan klinik pada tahun 2018, sebanyak 895 orang mendapatkan fasilitas KB; sementara untuk kegiatan layanan klinik untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang pada tahun 2018 sebanyak 537 orang mendapatkan akses MKJP.

Secara lengkap, target indikator, program/kegiatan dan anggaran selama 5 tahun ke depan terdapat pada Lampiran Buku RAD ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RAD SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023.***
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Tabel 3.3.Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 3 Menjamin Kehidupan Sehat dan Kesejahteraan

Penduduk Semua Usia
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1*
	Angka Kematian Ibu
	Angka Kematian Ibu
	Dinas
	100.000
	88
	87
	85,5
	84
	82,5
	81

	
	(AKI).
	(AKI).
	Kesehatan
	/ KH
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Provinsi
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Jawa
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tengah
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2*
	Proporsi perempuan
	Proporsi perempuan
	Dinkes Prov
	%
	99,30
	100
	100
	100
	100
	100

	
	pernah kawin umur
	pernah kawin umur 15-
	Jateng
	
	
	
	
	
	
	

	
	15-49 tahun yang
	49 tahun yang proses
	bekerja-
	
	
	
	
	
	
	

	
	proses melahirkan
	melahirkan terakhirnya
	sama BPS
	
	
	
	
	
	
	

	
	terakhirnya ditolong
	ditolong oleh tenaga
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	oleh tenaga kesehatan
	kesehatan terlatih.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	terlatih.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.(a)
	Persentase perempuan
	Persentase perempuan
	Susenas
	%
	97,71
	98,2
	98,5
	99
	99,5
	100

	
	pernah kawin umur
	pernah kawin umur 15-
	BPS
	
	(BPS)
	
	
	
	
	

	
	15-49 tahun yang
	49 tahun yang proses
	bekerja-
	
	
	
	
	
	
	

	
	proses melahirkan
	melahirkan terakhirnya
	sama
	
	
	
	
	
	
	

	
	terakhirnya di fasilitas
	di fasilitas kesehatan.
	Dinkes
	
	
	
	
	
	
	

	
	kesehatan.
	
	Prov. Jateng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.

	3.2.1*
	
	Angka Kematian
	Angka Kematian Balita
	Dinas
	1.000
	9,48
	10,47
	10,45
	
	10,45
	10,45
	
	10,43

	
	
	Balita (AKBa) per
	(AKBa) per 1000
	Kesehatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	/KH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1000 kelahiran hidup.
	kelahiran hidup
	Prov. Jateng
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	
	2021
	2022
	
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	
	(9)
	(10)
	
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.2*
	
	Angka Kematian
	Angka Kematian
	SDKI
	1.000/
	96,3
	PM
	PM
	
	PM
	PM
	
	
	PM

	
	
	Neonatal (AKN) per
	Neonatal (AKN) per
	
	KH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1000 kelahiran hidup.
	1000 kelahiran hidup.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.2.(a)
	Angka Kematian Bayi
	Angka Kematian Bayi
	Dinas
	1.000/K
	8,36
	8,3
	8,1
	
	8
	7,90
	
	7,80

	
	
	(AKB) per 1000
	(AKB) per 1000
	Kesehatan
	H
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kelahiran hidup.
	kelahiran hidup.
	Provinsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Jawa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tengah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.2.(b)
	Persentase
	Persentase
	Kemenkes,
	%
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A
	N.A
	
	
	N.A

	
	
	kabupaten/kota yang
	kabupaten/kota yang
	Dinkes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	mencapai 80%
	mencapai 80%
	Prov. Jateng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	imunisasi dasar
	imunisasi dasar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	lengkap pada bayi.
	lengkap pada bayi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi
	
	

	hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1.(a)
	Prevalensi HIV pada
	-
	Kemenkes
	%
	0,030
	<0,5
	N.A
	
	N.A
	N.A
	
	
	N.A

	
	
	populasi dewasa.
	
	
	
	
	(Target
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Nas)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.2.(a)
	Insiden Tuberkulosis
	-
	Kemenkes
	%
	144,97
	344
	N.A
	
	N.A
	N.A
	
	
	N.A

	
	
	(ITB) per 100.000
	
	
	
	
	(Target
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	penduduk.
	
	
	
	
	Nas)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.3*
	
	Kejadian Malaria per
	Kejadian Malaria per
	Dinas
	per
	0,02
	0,06
	0,06
	
	0,06
	0,05
	
	0,05

	
	
	1000 orang.
	1000 orang
	Kesehatan
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	orang
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	
	2021
	2022
	
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	
	(9)
	(10)
	
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.3.(a)
	Jumlah
	Jumlah
	Dinas
	Kab/
	31
	33
	33
	
	33
	35
	
	35

	
	
	kabupaten/kota yang
	kabupaten/kota yang
	Kesehatan
	Kota
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	mencapai eliminasi
	mencapai eliminasi
	Provinsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	malaria.
	malaria.
	Jawa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tengah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.4.(a)
	Persentase
	Persentase
	Dinas
	%
	25,7
	28,6
	31,4
	
	34,3
	37,1
	
	40

	
	
	kabupaten/kota yang
	kabupaten/kota yang
	Kesehatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	melakukan deteksi
	melakukan deteksi dini
	Provinsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dini untuk infeksi
	untuk infeksi Hepatitis
	Jawa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hepatitis B.
	B.
	Tengah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.5*
	
	Jumlah orang yang
	Jumlah orang yang
	Kemenkes
	Juta
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A
	N.A
	
	
	N.A

	
	
	memerlukan
	memerlukan intervensi
	
	orang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	intervensi terhadap
	terhadap penyakit
	
	(Filaria-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	penyakit tropis yang
	tropis yang terabaikan
	
	sis)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	terabaikan (Filariasis
	(Filariasis dan Kusta).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Orang
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A
	N.A
	
	
	N.A

	
	
	dan Kusta).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(kusta)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.5 (a)
	Jumlah provinsi
	Jumlah provinsi dengan
	Kemenkes
	Provinsi
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A
	N.A
	
	
	N.A

	
	
	dengan eliminasi
	eliminasi kusta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kusta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.5.(b)
	Jumlahkabupaten/kot
	Jumlah
	Kemenkes
	Kab/
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A
	N.A
	
	
	N.A

	
	
	a dengan eliminasi
	kabupaten/kota dengan
	
	Kota
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	filariasis (berhasil
	eliminasi filariasis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	lolos dalam survei
	(berhasil lolos dalam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	penilaian transmisi
	survei penilaian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tahap I).
	transmisi tahap I).
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Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

	3.4.1 (a)
	Persentase merokok
	Persentase merokok
	Riskesdas
	%
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	pada penduduk umur
	pada penduduk umur ≤
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	≤ 18 tahun
	18 tahun
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.1.(b)
	Prevalensi tekanan
	Prevalensi tekanan
	Kemenkes:
	%
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	darah tinggi.
	darah tinggi.
	Sirkesnas
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.1.(c)
	Prevalensi obesitas
	Prevalensi obesitas
	BPS Prov
	%
	0,29
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	pada penduduk umur
	pada penduduk umur
	Jateng
	
	
	
	
	
	
	

	
	≥18 tahun.
	≥18 tahun.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.2*
	Angka kematian
	Angka kematian
	Sistim
	Kemati-
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	(insidens rate) akibat
	(insidens rate) akibat
	Registrasi
	an per
	
	
	
	
	
	

	
	bunuh diri)
	bunuh diri)
	Sample
	100.000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	pen-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	duduk
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.2.(a)
	Jumlah
	Jumlah
	Kemenkes,
	Kab/
	37%
	40%
	70%
	80%
	90%
	100%

	
	kabupaten/kota yang
	kabupaten/kota yang
	Dinkes
	Kota
	(13
	(14
	(24
	(28
	(31
	(35

	
	memiliki puskesmas
	memiliki puskesmas
	Prov. Jateng
	
	kab/
	kab/
	kab/
	kab/
	kab/
	kab/

	
	yang
	yang menyelenggarakan
	
	
	kota)
	kota)
	kota)
	kota)
	kota)
	kota)

	
	menyelenggarakan
	upaya kesehatan jiwa.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	upaya kesehatan jiwa.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	
	2021
	2022
	
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	
	(9)
	(10)
	
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.1 (a)
	Jumlah penyalahguna
	Jumlah penyalahguna
	Badan
	Orang
	195
	60
	N.A.
	
	N.A.
	N.A.
	
	
	N.A.

	
	
	narkotika  dan
	narkotika  dan
	Narkotika
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pengguna alkohol
	pengguna alkohol yang
	Nasional
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	yang merugikan, yang
	merugikan, yang
	(BNN)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	mengakses layanan
	mengakses layanan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	rehabilitasi medis
	rehabilitasi medis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.1 (b)
	Jumlah yang
	Jumlah yang
	Badan
	Orang
	69
	160
	N.A.
	
	N.A.
	N.A.
	
	
	N.A.

	
	
	mengakses layanan
	mengakses layanan
	Narkotika
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pasca rehabilitasi
	pasca rehabilitasi
	Nasional
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(BNN)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.1 (c)
	Jumlah korban
	Jumlah korban
	Badan
	Orang
	40
	15
	N.A.
	
	N.A.
	N.A.
	
	
	N.A.

	
	
	penyalahgunaan
	penyalahgunaan NAPZA
	Narkotika
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	NAPZA yang
	yang mendapatkan
	Nasional
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	mendapatkan
	rehabilitasi sosial di
	(BNN)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	rehabilitasi sosial di
	dalam panti sesuai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dalam panti sesuai
	standar pelayanan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	standar pelayanan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.1 (d)
	Jumlah Lembaga
	Jumlah Lembaga
	Badan
	Lembaga
	17
	5
	N.A.
	
	N.A.
	N.A.
	
	
	N.A.

	
	
	Rehabilitasi Sosial
	Rehabilitasi Sosial
	Narkotika
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Korban
	Korban
	Nasional
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Penyalahgunaan
	Penyalahgunaan NAPZA
	(BNN)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	NAPZA yang telah
	yang telah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dikembangkan/
	dikembangkan/dibantu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dibantu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.1.(e)
	Prevalensi
	Prevalensi
	Badan
	%
	N.A
	0
	N.A.
	
	N.A.
	N.A.
	
	
	N.A.

	
	
	penyalahgunaan
	penyalahgunaan
	Narkotika
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Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	narkoba.
	narkoba.
	Nasional
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(BNN)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.2*
	Konsumsi alkohol
	-
	Susenas
	liter per
	N.A
	PM
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	(liter per kapita) oleh
	
	BPS
	kapita
	
	(Target
	
	
	
	

	
	penduduk umur ≥ 15
	
	
	
	
	Nas)
	
	
	
	

	
	tahun dalam satu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	tahun terakhir
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 3.6 Pada tahun 2030 mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6.1
	Angka kematian
	Angka kematian akibat
	POLDA
	orang
	38
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	akibat cedera fatal
	cedera fatal kecelakaan
	JATENG
	
	
	
	
	
	
	

	
	kecelakaan lalu lintas
	lalu lintas
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

	3.7.1*
	
	Proporsi perempuan
	Proporsi perempuan
	BPS Prov.
	%
	62,6%
	PM
	PM
	
	PM
	PM
	
	PM

	
	
	usia reproduksi (15-
	usia reproduksi (15-49
	Jateng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	49 tahun) atau
	tahun) atau
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pasangannya yang
	pasangannya yang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	memiliki kebutuhan
	memiliki kebutuhan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	keluarga berencana
	keluarga berencana dan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dan menggunakan
	menggunakan alat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	alat kontrasepsi
	kontrasepsi metode
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	metode modern.
	modern.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7.1.(a)
	
	Angka prevalensi
	Angka prevalensi
	BPS Prov
	%
	66,86
	PM
	PM
	
	PM
	PM
	
	PM

	
	
	penggunaan metode
	penggunaan metode
	Jateng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kontrasepsi (CPR)
	kontrasepsi (CPR)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	semua cara pada
	semua cara pada
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Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pasangan Usia Subur
	Pasangan Usia Subur
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(PUS) usia 15-49
	(PUS) usia 15-49 tahun
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	tahun yang berstatus
	yang berstatus kawin.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kawin.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7.1.(b)
	Persentase
	Persentase penggunaan
	DP3AKB
	%
	27,43
	28
	28,5
	29
	29,5
	30

	
	penggunaan Metode
	Metode Kontrasepsi
	Provinsi
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kontrasepsi Jangka
	Jangka Panjang (MKJP)
	Jawa
	
	
	
	
	
	
	

	
	Panjang (MKJP)
	
	Tengah
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7.2*
	Angka kelahiran pada
	Angka kelahiran pada
	BKKBN
	Kelahiran
	31
	30
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	N.A.

	
	perempuan umur 15-
	perempuan umur 15-19
	
	per 1000
	
	
	
	
	
	

	
	19 tahun (Age Specific
	tahun (Age Specific
	
	perempu-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	an (15-19
	
	
	
	
	
	

	
	Fertility Rate/ASFR).
	Fertility Rate/ASFR).
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	tahun)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7.2.(a)
	Total Fertility Rate
	Total Fertility Rate
	DINKES Prv.
	Jumlah
	NA
	2,26
	2,24
	2,22
	2,2
	2,18

	
	(TFR).
	(TFR).
	Jateng
	anak per
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	WUS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(15-49
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	tahun)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obatobatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

	3.8.1.(a)
	
	Unmet need
	Unmet need pelayanan
	Susenas
	%
	4,84
	PM
	PM
	
	PM
	PM
	
	PM

	
	
	pelayanan kesehatan.
	kesehatan.
	BPS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.8.2*
	
	Jumlah penduduk
	Jumlah penduduk yang
	Susenas
	Jutapend
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A
	N.A
	
	N.A

	
	
	yang dicakup asuransi
	dicakup asuransi
	BPS
	uduk
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kesehatan atau sistem
	kesehatan atau sistem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kesehatan masyarakat
	kesehatan masyarakat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	per 1000 penduduk.
	per 1000 penduduk.
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[image: image428.jpg]Pemutakhiran dokumen.z Dokumen RAD TPB/SDGs ini merupakan dokumen
yang secara terus menerus dapat dikaji secara bersama antara pihak pemerintah
dan nonpemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan
partisipasi publik baik dilakukan secara langsung maupun tidaklangsung

pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan dengan jadwal pelaksanaan
pemantauan.***
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Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.8.2.(a)
	Cakupan Jaminan
	Cakupan Jaminan
	BPS, BPJS
	%
	81,14
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	Kesehatan Nasional
	Kesehatan Nasional
	Kesehatan,
	
	
	
	
	
	
	

	
	(JKN).
	(JKN).
	Kemensos
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.

	3.a.1*Persentase merokok
	Persentase merokok
	Susenas
	%
	35,78
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	pada penduduk umur
	pada penduduk umur ≥
	BPS
	
	
	
	
	
	
	

	≥ 15 tahun
	15 tahun
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.

	3.b.1.(a)
	Persentase
	Persentase ketersediaan
	Kemenkes
	%
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	ketersediaan obat dan
	obat dan vaksin di
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	vaksin di Puskesmas.
	Puskesmas.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.

	
	
	3.c.1*
	
	Kepadatan dan
	Kepadatan dan
	Sistem
	Tenaga
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A
	N.A
	
	N.A

	
	
	
	
	distribusi tenaga
	distribusi tenaga
	Registrasi
	kesehatan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	kesehatan.
	kesehatan.
	Tenaga
	/ 1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	penduduk
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kesehatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	(Kemenkes)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Keterangan:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PM (Pre Memory= Tidak disusun target)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	NA (Not Available= Data tidak tersedia)
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3.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.

Dalam rangka pencapaian Tujuan 4 TPB/SDGs yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua, Jawa Tengah menetapkan 8 target yang diukur melalui 17 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Menjamin bahwa semua anak menempuh pendidikan dasar hingga menengah tanpa biaya ; (2) Menjamin semua anak memiliki akses menempuh pendidikan usia dini dan dasar; (3) Menjamin akses yang sama untuk pendidikan teknik, kejuruan dan tinggi; (4) Meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan ; (5) Menghilangkan disparitas dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan; (6) Menjamin semua remaja dan dewasa memiliki kemampuan literasi; (7) Menjamin fasilitas pendidikan yang inklusif; (8) Meningkatkan pasokan guru yang berkualitas.

Perwujudan Tujuan 4 SDGs, diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Meningkatkan akses pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan (2) Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah dengan program bantuan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun swasta; (2) Peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan; (3) Peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; (4) Pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude dan learning culture; (5) Penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; (6) Peningkatan literasi masyarakat serta (6) pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Pembinaan pendidikan menengah; (2) Pembinaan pendidikan khusus;

(3) Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda; (4) Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan; (5) Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan; (6) Pembinaan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan serta (7) Pengembangan perpustakaan.
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Selain melalui program pemerintah daerah, terdapat program/kegiatan lainnya yang dilakukan unsur non pemerintah, yakni program yang dilakukan Kwarda Pramuka, yakni Program Pengembaangan Kapasitas Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang akan menangani sebanyak 35 kwartir cabang yang akan memperoleh Pengembangan Kapasitas Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan program Peningkatan Ketrampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi, di mana di 2018 sebanyak 140 orang telah mendapat fasilitas peningkatan kemampuan dan ketrampilan anggota pramuka di bidang TIK.

Secara lengkap, target indikator, program/kegiatan dan anggaran selama 5 tahun ke depan terdapat pada Lampiran Buku RAD ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RAD SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023.***
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Tabel 3.4.Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 4 Menjamin Menjamin Pendidikan Inklusif dan Merata dan

Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.


	4.1.1*
	
	Proporsi anak-anak dan
	Proporsi anak-anak dan
	INAP,
	%
	(kelas
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A
	N.A
	
	N.A

	
	
	remaja: (a) pada kelas
	remaja: (a) pada kelas
	Kemendik-
	4, Mem-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4, (b) tingkat akhir SD/
	4, (b) tingkat akhir SD/
	bud
	baca)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kelas 6, (c) tingkat
	kelas 6, (c) tingkat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	(kelas
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A
	N.A
	
	N.A

	
	
	akhir SMP/kelas 9 yang
	akhir SMP/kelas 9 yang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	4,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	mencapai standar
	mencapai standar
	
	Matemati
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kemampuan minimum
	kemampuan minimum
	
	ka)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dalam: (i) membaca, (ii)
	dalam: (i) membaca, (ii)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	% (kelas
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A
	N.A
	
	N.A

	
	
	matematika
	matematika
	
	6,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Membaca)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	(kelas
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A
	N.A
	
	N.A

	
	
	
	
	
	6,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Matemati
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ka)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	(kelas
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A
	N.A
	
	N.A

	
	
	
	
	
	9,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Membaca)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	(kelas
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A
	N.A
	
	N.A

	
	
	
	
	
	9,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Matemati
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ka)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1 (a)
	
	Persentase SD/MI
	Persentase SD/MI
	BAN,
	
	%
	100
	100
	100
	
	100
	100
	
	100

	
	
	berakreditasi minimal B
	berakreditasi minimal B
	Dapodik,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Kemendik
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	bud, EMIS
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	
	
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	
	2021
	2022
	
	2023
	

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	
	(9)
	(10)
	
	(11)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Kemenag,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Disdikbud
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Prov.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Jateng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1 (b)
	Persentase SMP/MTs
	Persentase SMP/MTs
	BAN,
	%
	100
	100
	100
	
	100
	100
	
	100
	

	
	
	berakreditasi minimal B
	berakreditasi minimal B
	Dapodik,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Kemendik
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	bud, EMIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Kemenag
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.(c)
	Persentase SMA/MA
	Persentase SMA/MA
	Disdikbud
	%
	100
	100
	100
	
	100
	100
	
	100
	

	
	
	berakreditasi minimal
	berakreditasi minimal
	Provinsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B.
	B.
	Jawa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tengah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.(d)
	Angka Partisipasi Kasar
	Angka Partisipasi Kasar
	Susenas
	%
	108,18
	PM
	PM
	
	PM
	PM
	
	
	PM
	

	
	
	(APK) SD/MI/sederajat.
	(APK) SD/MI/sederajat.
	BPS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.(e)
	Angka Partisipasi Kasar
	Angka Partisipasi Kasar
	Susenas
	%
	99,8
	PM
	PM
	
	PM
	PM
	
	
	PM
	

	
	
	(APK)SMP/MTs/sederaj
	(APK)
	BPS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	at.
	SMP/MTs/sederajat.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.(f)
	Angka Partisipasi Kasar
	Angka Partisipasi Kasar
	Susenas
	%
	83
	SMA:
	SMA:
	
	SMA:
	SMA:
	
	
	SMA:
	

	
	
	(APK) SMA/SMK/MA/
	(APK) SMA/SMK/MA/
	BPS
	
	
	27,03
	27,36
	
	27,69
	28,02
	
	28,36
	

	
	
	sederajat.
	sedera-jat.
	bekerjasa
	
	
	SMK:
	SMK:
	
	SMK:
	SMK:
	
	
	SMK:
	

	
	
	
	
	ma
	
	
	48,36
	48,63
	
	48,91
	49,18
	
	49,46
	

	
	
	
	
	Disdikbud
	
	
	SLB:
	SLB:
	
	SLB:
	SLB:
	
	
	SLB:
	

	
	
	
	
	Prov.
	
	
	65,74
	66,09
	
	66,44
	66,79
	
	67,14
	

	
	
	
	
	Jateng
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1 (g)
	Rata-rata lama sekolah
	Rata-rata lama sekolah
	Susenas
	Tahun
	7,84
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	penduduk umur ≥ 15
	penduduk umur ≥ 15
	BPS
	
	
	
	
	
	
	

	
	tahun
	tahun
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan,pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.

	4.2.2.(a)
	Angka Partisipasi Kasar
	Angka Partisipasi Kasar
	Susenas
	%
	49,77
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	(APK) Pendidikan Anak
	(APK) Pendidikan Anak
	BPS
	
	
	
	
	
	
	

	
	Usia Dini (PAUD).
	Usia Dini (PAUD).
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.

	4.3.1.(a)
	Angka Partisipasi Kasar
	Angka Partisipasi Kasar
	Susenas
	%
	83
	SMA:
	SMA:
	SMA:
	SMA:
	SMA:

	
	(APK) SMA/SMK/MA/
	(APK) SMA/SMK/MA/
	BPS
	
	
	27,03
	27,36
	27,69
	28,02
	28,36

	
	sederajat.
	sederajat.
	bekerjasa
	
	
	SMK:
	SMK:
	SMK:
	SMK:
	SMK:

	
	
	
	ma
	
	
	48,36
	48,63
	48,91
	49,18
	49,46

	
	
	
	Disdikbud
	
	
	SLB:
	SLB:
	SLB:
	SLB:
	SLB:

	
	
	
	Prov.
	
	
	65,74
	66,09
	66,44
	66,79
	67,14

	
	
	
	Jateng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.1.(b)
	Angka Partisipasi Kasar
	Angka Partisipasi Kasar
	Susenas
	%
	18,22
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	(APK) Perguruan Tinggi
	(APK) Perguruan Tinggi
	BPS
	
	
	
	
	
	
	

	
	(PT)
	(PT).
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.

	4.4.1*
	Proporsi remaja dan
	Proporsi remaja dan
	Susenas
	%
	83,33
	PM
	PM
	
	PM
	PM
	
	PM

	
	
	dewasa dengan
	dewasa dengan
	BPS
	remaja
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	keterampilan teknologi
	keterampilan teknologi
	
	(15-24)
	
	
	
	
	
	

	
	informasi dan
	informasi dan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Susenas
	%
	48,63
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	komunikasi (TIK)
	komunikasi (TIK)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	BPS
	dewasa
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(15-59)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli,dan anak-anak dalam kondisi rentan.

	4.5.1*
	Rasio Angka Partisipasi
	Rasio Angka Partisipasi
	Susenas
	%
	[1]
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	Murni (APM)
	Murni (APM)
	BPS
	
	98,04
	
	
	
	
	

	
	perempuan/laki-laki di
	perempuan/laki-laki di
	
	
	[2]
	
	
	
	
	

	
	(1) SD/MI/sederajat;
	(1)
	SD/MI/sederajat;
	
	
	79,15
	
	
	
	
	

	
	(2)SMP/MTs/sederajat;
	(2)
	SMP/MTs/sederajat;
	
	
	[3]
	
	
	
	
	

	
	(3) SMA/SMK/MA/
	(3)
	SMA/SMK/MA/
	
	
	61,80
	
	
	
	
	

	
	sederajat
	sederajat
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

	4.6.1 (a)
	Persentase angka melek
	Persentase angka melek
	Susenas
	%
	93,45
	PM
	PM
	
	PM
	PM
	
	PM

	
	
	aksara penduduk umur
	aksara penduduk umur
	BPS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	≥15 tahun.
	≥15 tahun.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.6.1.(b)
	Persentase angka melek
	Persentase angka melek
	Susenas
	%
	99,88
	PM
	PM
	
	PM
	PM
	
	PM

	
	
	aksara penduduk umur
	aksara penduduk umur
	BPS
	(15-24
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[1]15-24 tahun dan
	[1]15-24 tahun dan
	
	tahun)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	umur [2]15-59 tahun.
	umur [2]15-59 tahun.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	97,73
	PM
	PM
	
	PM
	PM
	
	PM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(15-59
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	tahun)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.

	4.a.1*
	Proporsi sekolah
	Proporsi sekolah
	Kemendik
	(a)  %
	SD:
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	dengan akses ke: (a)
	dengan akses ke: (a)
	bud
	
	99,97
	
	
	
	
	

	
	listrik (b) internet
	listrik (b) internet
	
	
	SMP:
	
	
	
	
	

	
	untuk tujuan
	untuk tujuan
	
	
	100
	
	
	
	
	

	
	pengajaran, (c)
	pengajaran, (c)
	
	
	SMA:
	
	
	
	
	

	
	komputer untuk tujuan
	komputer untuk tujuan
	
	
	100
	
	
	
	
	

	
	pengajaran, (d)
	pengajaran, (d)
	
	
	SMK:
	
	
	
	
	

	
	infrastruktur dan
	infrastruktur dan
	
	
	100
	
	
	
	
	

	
	materi memadai bagi
	materi memadai bagi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(b) %
	SD:
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	siswa disabilitas, (e) air
	siswa disabilitas, (e) air
	
	
	57,90
	
	
	
	
	

	
	minum layak, (f)
	minum layak, (f)
	
	
	SMP:
	
	
	
	
	

	
	fasilitas sanitasi dasar
	fasilitas sanitasi dasar
	
	
	56,98
	
	
	
	
	

	
	per jenis kelamin, (g)
	per jenis kelamin, (g)
	
	
	SMA:
	
	
	
	
	

	
	fasilitas cuci tangan
	fasilitas cuci tangan
	
	
	66,32
	
	
	
	
	

	
	(terdiri air, sanitasi,
	(terdiri air, sanitasi,
	
	
	SMK:
	
	
	
	
	

	
	dan higienis bagi
	dan higienis bagi semua
	
	
	66,69
	
	
	
	
	

	
	semua (WASH).
	(WASH).
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(c) %
	SD: NA
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SMP:NA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SMA:NA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SMK:NA
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(d) %
	SD: NA
	PM
	PM
	PM
	PM
	
	
	PM

	
	
	
	
	
	
	SMP:NA
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SMA:NA
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SMK:NA
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(e) %
	SD:
	PM
	PM
	PM
	PM
	
	
	PM

	
	
	
	
	
	
	95,18
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SMP:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	95,97
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SMA:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	96,84
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SMK:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	96,69
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(f) %
	SD:
	PM
	PM
	PM
	PM
	
	
	PM

	
	
	
	
	
	
	65,19
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SMP:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	78,46
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SMA:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	68,07
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SMK:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	67,51
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(g) %
	SD:
	PM
	PM
	PM
	PM
	
	
	PM

	
	
	
	
	
	
	70,95
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SMP:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	56,38
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SMA:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	64,09
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SMK:
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	58,61
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

	
	
	4.c.1*
	Persentase guru TK,
	Persentase guru TK,
	Kemdik-
	%
	86,5
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	
	
	SD, SMP, SMA, SMK,
	SD, SMP, SMA, SMK,
	bud,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	dan PLB
	dan PLB yang
	Disdikbud
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	yangbersertifikat
	bersertifikat pendidik.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	pendidik.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Keterangan:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PM (Pre Memory= Tidak disusun target)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	NA (Not Available= Data tidak tersedia)
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3.5.
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Dalam rangka pencapaianTujuan 5 SDGs yaitu keseteraan gender dan pemberdayaan perempuan, Jawa Tengah menetapkan 6 target yang diukur melalui 15 indikator. Target-target tersebut terdiri dari:

(1) Mengakhiri diskriminasi kaum perempuan; (2) Menghapus bentuk kekerasan erhadap perempuan; (3) Menghapus praktek berbahaya bagi anak perempuan, seperti perkawinan usia dini serta sunat perempuan;

(4) Menjamin partisipasi penuh dan kesempatan yang sama bagi perempuan di setiap tingkat pengambilan keputusan; (5) Menjamin akses universal terhadap kesehatan reproduksi dan seksual; (6) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Perwujudan Tujuan 5 SDGs, diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1)Meningkatkan akses layanan publik bagi perempuan dan (2) Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Pencegahan, penanganan dan

pengurangan risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap perempuan dan anak; (2) Mendorong percepatan implementasi PUG dan PUHA; (3) Penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan; (4) Program perlindungan sosial; serta (5) Meningkatkan pemahaman tentang gender.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;

(2) Perlindungan Perempuan dan Anak; (3) Pelayanan Keluarga Berencana; serta (4) Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

Selain melalui program perangkat daerah, terdapat program/kegiatan yang dilakukan unsur non pemerintah, pertama yakniprogram pembangunan desa untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan yang dilakukan LRC-KJHAM. Kegiatan yang dilakukan adalah advokasi peraturan di desa untuk perlindungan perempuan korban kekerasan, perdagangan orang dan pekerja migran. Dari kegiatan ini ditargetkan 1 dokumen peraturan desa setiap 2 tahun, dimulai dari tahun 2019.
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Kedua, Sosialisasi Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat kelurahan di Kota Semarang.Yayasan Setara sebagai lembaga pelaksana, mentargetkan sebanyak 32, 64, 96 kelurahan mendapat sosialiasi di tahun 2019-2021 dan meningkat di tahun 2022-2023 menjadi 144 dan 177 kelurahan.

Ketiga, Program mengembangkan mekanisme dukungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, melalui kegiatan Pelatihan dan Penguatan LBK sebagai bagian dari Gerakan Penghapusan dan Penanganan KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan) oleh LRC-KJHAM.

Keempat, Program akses Layanan yang berkualitas, komperhensif dan berkelanjutan bagi Perempuan Miskin Korban Kekerasan. Kegiatannya meliputi penguatan kerja pendampingan hukum berkeadilan gender. Di tahun 2018 sebanyak 119 kasus telah mendapat pendampingan hukum, dan ditargetkan terus mengalami peningkatan di tiap tahunnya.

Secara lengkap, target indikator, program/kegiatan dan anggaran selama 5 tahun ke depan terdapat pada Lampiran Buku RAD ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RAD SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023.***
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Tabel 3. 5.Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender


	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1*
	Jumlah kebijakan yang
	Jumlah kebijakan yang
	DP3AKB
	Jumlah
	1
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	responsif gender
	responsif gender
	Prov.
	Kebija-
	Pergub
	
	
	
	
	

	
	mendukung
	mendukung
	Jateng
	kan
	
	
	
	
	
	

	
	pemberdayaan
	pemberdayaan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	perempuan.
	perempuan.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.

	5.2.1*
	
	Proporsi perempuan
	-
	SPHPN
	%
	NA
	NA
	NA
	
	NA
	NA
	
	NA

	
	
	dewasa dan anak
	
	BPS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	perempuan (umur 15-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	64) mengalami
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kekerasan (fisik,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	seksual, atau
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	emosional) oleh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pasangan atau mantan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pasangan dalam 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	bulan terakhir.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.1.(a)
	
	Prevalensi kekerasan
	Prevalensi kekerasan
	BPS
	%
	8,20
	PM
	PM
	
	PM
	PM
	
	PM

	
	
	terhadap anak
	terhadap anak
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	perempuan.
	perempuan.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.2*
	
	Proporsi perempuan
	-
	SPHPN
	%
	4,66
	Menu-
	N.A
	
	N.A
	N.A
	
	N.A

	
	
	dewasa dan anak
	
	BPS
	
	(2016)
	run
	
	
	
	
	
	

	
	
	perempuan (umur 15-
	
	
	
	Data
	(Target
	
	
	
	
	
	

	
	
	64 tahun) mengalami
	
	
	
	Nas
	Nas)
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kekerasan seksual oleh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	orang lain selain
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	pasangan dalam 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bulan terakhir.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.2.(a)
	Persentase korban
	Persentase korban
	BPS Prov.
	%
	100
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	kekerasan terhadap
	kekerasan terhadap
	Jateng
	
	
	
	
	
	
	

	
	perempuan yang
	perempuan yang
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	mendapat layanan
	mendapat layanan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	komprehensif.
	komprehensif.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.

	5.3.1*
	
	Proporsi perempuan
	Proporsi perempuan
	Susenas
	%
	....
	PM
	PM
	
	PM
	PM
	
	PM

	
	
	umur 20-24 tahun
	umur 20-24 tahun yang
	BPS
	(sebelum
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	yang berstatus kawin
	berstatus kawin atau
	
	15 th)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	atau berstatus hidup
	berstatus hidup
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	11,04
	PM
	PM
	
	PM
	PM
	
	PM

	
	
	bersama sebelum umur
	bersama sebelum umur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(sebelum
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15 tahun dan sebelum
	15 tahun dan sebelum
	
	18
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	umur 18 tahun.
	umur 18 tahun.
	
	tahun)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.1.(a)
	
	Median usia kawin
	Median usia kawin
	BPS
	th
	20
	PM
	PM
	
	PM
	PM
	
	PM

	
	
	pertama perempuan
	pertama perempuan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pernah kawin umur 25-
	pernah kawin umur 25-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	49 tahun.
	49 tahun.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.1.(b)
	
	Angka kelahiran pada
	Angka kelahiran pada
	SDKI
	Kelahir-
	31
	30
	PM
	
	PM
	PM
	
	PM

	
	
	perempuan umur 15-19
	perempuan umur 15-19
	BKKBN
	an per
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tahun (Age Specific
	tahun (Age Specific
	
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Fertility Rate/ASFR).
	Fertility Rate/ASFR).
	
	perem-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	puan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(15-19
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	tahun)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.1.(c)
	Angka Partisipasi Kasar
	Angka Partisipasi Kasar
	Didikbud
	%
	83
	SMA:
	SMA:
	SMA:
	SMA:
	
	SMA:

	
	(APK) SMA/SMK/MA/
	(APK) SMA/SMK/MA/
	Prov.
	
	
	27,03
	27,36
	27,69
	28,02
	
	28,36

	
	sederajat.
	sederajat.
	Jateng
	
	
	SMK:
	SMK:
	SMK:
	SMK:
	
	SMK:

	
	
	
	
	
	
	48,36
	48,63
	48,91
	49,18
	
	49,46

	
	
	
	
	
	
	SLB:
	SLB:
	SLB:
	SLB:
	
	SLB:

	
	
	
	
	
	
	65,74
	66,09
	66,44
	66,79
	
	67,14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat
	

	pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.5.1*
	Proporsi kursi yang
	Proporsi kursi yang
	KPUD,
	%
	17,5
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	
	19,1

	
	diduduki perempuan di
	diduduki perempuan di
	Setwan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	parlemen tingkat pusat,
	parlemen tingkat pusat,
	DPRD
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	parlemen daerah dan
	parlemen daerah dan
	Jateng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	pemerintah daerah
	pemerintah daerah
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.5.2*
	Proporsi perempuan
	Proporsi perempuan
	Sakernas
	%
	45,57
	PM
	PM
	PM
	PM
	
	PM

	
	yang berada di posisi
	yang berada di posisi
	BPS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	managerial.
	managerial.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.

	5.6.1*
	Proporsi perempuan
	Proporsi perempuan
	SDKI,
	%
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A
	N.A
	
	N.A

	
	
	umur 15-49 tahun
	umur 15-49 tahun yang
	BKKBN,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	yang membuat
	membuat keputusan
	BPS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	keputusan sendiri
	sendiri terkait
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	terkait hubungan
	hubungan seksual,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	seksual, penggunaan
	penggunaan
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kontrasepsi dan
	kontrasepsi dan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	layanan kesehatan
	layanan kesehatan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	reproduksi.
	reproduksi.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.6.1.(a)
	Unmet need KB
	Unmet need KB
	DP3AKB
	%
	13,06
	12,75
	12,25
	11,75
	11,25
	10,75

	
	(Kebutuhan Keluarga
	(Kebutuhan Keluarga
	Provinsi
	
	
	
	
	
	
	

	
	Berencana/KB yang
	Berencana/KB yang
	Jawa
	
	
	
	
	
	
	

	
	tidak terpenuhi).
	tidak terpenuhi)
	Tengah
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.6.1.(b)
	Pengetahuan dan
	Pengetahuan dan
	SDKI
	%
	20,2
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	pemahaman Pasangan
	pemahaman Pasangan
	BKKBN
	
	
	
	
	
	
	

	
	Usia Subur (PUS)
	Usia Subur (PUS)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	tentang metode
	tentang metode
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kontrasepsi modern.
	kontrasepsi modern.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

	
	
	5.b.1*
	Proporsi individu yang
	Proporsi individu yang
	Susenas
	%
	60,47
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	
	
	menguasai/memiliki
	menguasai/memiliki
	BPS
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	telepon genggam.
	telepon genggam
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Keterangan:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PM (Pre Memory= Tidak disusun target)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	NA (Not Available= Data tidak tersedia)
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3.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Dalam rangka pencapaian Tujuan 6 SDGs yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, Jawa Tengah menetapkan 6 target yang diukur melalui 27 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Mencapai akses universal dan merata air minum aman dan terjangkau;

(2) Mencapai akses sanitasi yang memadai bagi semua khususnya pada kelompok rentan; (3) Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi dan limbah; (4) Meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor; (5) Menerapkan pengelolaan sumber daya terpadu di semua tingkatan; serta (6) Melindungi dan restorasi ekossitem yang terkait dengan sumber daya air.

Perwujudan Tujuan 6 SDGs, diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Meningkatkan kesadaran dan budaya hidup bersih, peduli alam dan lingkungan; (2) Membangun usaha efektif dan efisien dalam pengelolaan air baku;serta (3) Meningkatkan kualitas air. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Peningkatan konservasi sumber daya air; (2) Peningkatan pengendalian dan pemanfaatan air permukaan dan tanah; (3) Rehabilitasi hutan sebagai salah satu penyedia air; (4) Mendorong hidup bersih dan sehat; (5) Revitalisasi sumber daya air; serta (6) Peningkatan kerjasama pengelolaan sumber daya air.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Peningkatan Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi; (2) Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Air Baku; (3) Peningkatan kesehatan masyarakat melalui kesehatan lingkungan; (4) Pengembangan air tanah; (5) Penegakan hukum terhadap lingkungan hidup dan kehutanan; serta (6) Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan.

Selain program perangkat daerah, terdapat program/kegiatan yang dilakukan oleh unsur non pemerintah yakni yang dilakukan Yayasan Bintari. Program yang dilaksanakan adalah pengelolaan limbah komunal berbasis masyarakat, pada tahun 2018 sebanyak 650

AK mendapat sambungan gas dari kegiatan pengolahan limbah cair tepung aren di Klaten, Jawa Tengah.
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Secara lengkap, target indikator, program/kegiatan dan anggaran selama 5 tahun ke depan terdapat pada Lampiran Buku RAD ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RAD SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023.***
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Tabel 3.6.Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak


	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.1.(a)
	Persentase rumah
	Persentase rumah
	Susenas
	%
	78,16
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	tangga yang memiliki
	tangga yang memiliki
	Kor, BPS
	
	
	
	
	
	
	

	
	akses terhadap layanan
	akses terhadap layanan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sumber air minum
	sumber air minum
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	layak.
	layak.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.1.(b)
	Kapasitas prasarana air
	Kapasitas prasarana air
	Kementeri-
	m3/
	60,89
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	baku untuk melayani
	baku untuk melayani
	an PUPR,
	detik
	
	
	
	
	
	

	
	rumah tangga,
	rumah tangga,
	Dinas
	
	
	
	
	
	
	

	
	perkotaan dan industri,
	perkotaan dan industri,
	Pusdataru
	
	
	
	
	
	
	

	
	serta penyediaan air
	serta penyediaan air
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	baku untuk pulau-
	baku untuk pulau-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	pulau.
	pulau.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.1.(c)
	Proporsi populasi yang
	Proporsi populasi yang
	Susenas
	%
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	memiliki akses layanan
	memiliki akses layanan
	Kor, BPS
	
	
	
	
	
	
	

	
	sumber air minum
	sumber air minum
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	aman dan
	aman dan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	berkelanjutan.
	berkelanjutan.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan,serta kelompok m asyarakat rentan.

	6.2.1.(a)
	Proporsi populasi yang
	Proporsi populasi yang
	Susenas
	%
	83,09
	PM
	PM
	
	PM
	PM
	
	PM

	
	
	memiliki fasilitas cuci
	memiliki fasilitas cuci
	Kor, BPS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tangan dengan sabun
	tangan dengan sabun
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	
	2021
	2022
	
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	
	(9)
	(10)
	
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dan air.
	dan air.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1.(b)
	Persentase rumah
	Persentase rumah
	Susenas
	%(
	74,04
	PM
	PM
	
	PM
	PM
	
	
	PM

	
	
	tangga yang memiliki
	tangga yang memiliki
	Kor: BPS,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	akses terhadap layanan
	akses terhadap layanan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	sanitasi layak.
	sanitasi layak.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1.(c)
	Jumlah
	Jumlah
	Dinkes
	desa/
	7.467
	PM
	PM
	
	PM
	PM
	
	
	PM

	
	
	desa/kelurahan yang
	desa/kelurahan yang
	Prov.
	kelurah
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	melaksanakan Sanitasi
	melaksanakan Sanitasi
	Jateng
	an
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Berbasis
	Total Berbasis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Masyarakat (STBM).
	Masyarakat (STBM).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1.(d)
	Jumlah
	Jumlah
	Dinas
	desa/
	3.668
	4.416
	5.416
	
	6.166
	6.916
	
	7.668

	
	
	desa/kelurahan yang
	desa/kelurahan yang
	Kesehatan
	kelurah
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Open Defecation Free
	Open Defecation Free
	Provinsi
	an
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(ODF)/ Stop Buang Air
	(ODF)/ Stop Buang Air
	Jawa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Besar Sembarangan
	Besar Sembarangan
	Tengah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(SBS).
	(SBS).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1.(e)
	Jumlah
	Jumlah
	DPU
	kab/
	35
	35
	35
	
	35
	35
	
	35

	
	
	kabupaten/kota yang
	kabupaten/kota yang
	BMCK
	kota
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	terbangun infrastruktur
	terbangun infrastruktur
	Provinsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	air limbah dengan
	air limbah dengan
	Jawa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	sistem terpusat skala
	sistem terpusat skala
	Tengah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kota, kawasan dan
	kota, kawasan dan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	komunal.
	komunal.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1 (f)
	Proporsi rumah tangga
	Proporsi rumah tangga
	Kementeri-
	%
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A
	N.A
	
	
	N.A

	
	
	yang terlayani sistem
	yang terlayani sistem
	an PUPR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pengelolaan air limbah
	pengelolaan air limbah
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	terpusat
	terpusat
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan
	

	pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan
	

	meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.1 (a)
	Jumlah Kab/Kota yang
	Jumlah Kab/Kota yang
	Kementeri-
	Kabupa
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A

	
	ditingkatkan kualitas
	ditingkatkan kualitas
	an PUPR
	-ten/
	
	
	
	
	
	
	

	
	pengelolaan lumpur
	pengelolaan lumpur
	
	Kota
	
	
	
	
	
	
	

	
	tinja perkotaan dan
	tinja perkotaan dan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dilakukan
	dilakukan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	pembangunan Instalasi
	pembangunan Instalasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pengelolaan Lumpur
	Pengelolaan Lumpur
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tinja (IPLT)
	Tinja (IPLT)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.1 (b)
	Proporsi rumah tangga
	Proporsi rumah tangga
	Kementeri-
	%
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A

	
	yang terlayani sistem
	yang terlayani sistem
	an PUPR
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	pengelolaan lumpur
	pengelolaan lumpur
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	tinja.
	tinja.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.2.(b)
	Kualitas air sungai
	-
	KLHK
	Sungai
	N.A
	15
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A

	
	sebagai sumber air
	
	
	
	
	(Target
	
	
	
	
	

	
	baku.
	
	
	
	
	Nas)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.

	6.4.1.(a)
	Pengendalian dan
	Pengendalian dan
	Dinas
	Kajian/
	629
	582
	599
	
	596
	613
	
	635

	
	
	penegakan hukum bagi
	penegakan hukum bagi
	ESDM
	Doku-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	penggunaan air tanah.
	penggunaan air tanah.
	
	men
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4.1 (b)
	Insentif penghematan
	Insentif penghematan
	-
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	
	airpertanian/perkebun
	airpertanian/perkebun
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	an dan industri.
	an dan industri.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.

	6.5.1.(a)
	
	Jumlah Rencana
	Jumlah Rencana
	DLHK
	RPDAST
	21
	PM
	PM
	
	PM
	PM
	
	PM

	
	
	Pengelolaan Daerah
	Pengelolaan Daerah
	Provinsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Aliran Sungai Terpadu
	Aliran Sungai Terpadu
	Jawa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(RPDAST) yang
	(RPDAST) yang
	Tengah
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	diinternalisasi ke dalam
	diinternalisasi ke dalam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rencana Tata Ruang
	Rencana Tata Ruang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wilayah (RTRW).
	Wilayah (RTRW).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5.1 (b)
	
	Jumlah stasiun
	Jumlah stasiun
	Kementeri
	stasiun
	850
	N.A
	N.A
	
	N.A
	N.A
	
	N.A

	
	
	hidrologi dan
	hidrologi dan
	an PUPR,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	klimatologi yang
	klimatologi yang
	BMKG
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dilakukan updating dan
	dilakukan updating dan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	revitalisasi
	revitalisasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5.1.(c)
	
	Jumlah jaringan
	Jumlah jaringan
	DPU SDA
	Wilayah
	10
	PM
	PM
	
	PM
	PM
	
	PM

	
	
	informasi sumber daya
	informasi sumber daya
	TARU Prov
	Sungai
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	air yang dibentuk.
	air yang dibentuk.
	Jateng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5.1 (e)
	
	Luas pengembangan
	Luas pengembangan
	DLHK
	Ha
	50.000
	N.A
	N.A
	
	N.A
	N.A
	
	N.A

	
	
	hutan serta
	hutan serta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	peningkatan Hasil
	peningkatan Hasil
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hutan Bukan Kayu
	Hutan Bukan Kayu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(HHBK) untuk
	(HHBK) untuk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	memulihkan kesehatan
	memulihkan kesehatan
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DAS
	DAS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5.1.(f)
	Jumlah wilayah sungai
	-
	KLHK,
	Wilayah
	10
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	yang memiliki
	
	DLHK
	Sungai
	(Data
	
	
	
	
	

	
	partisipasi masyarakat
	
	Prov.
	
	Provinsi)
	
	
	
	
	

	
	dalam pengelolaan
	
	Jateng
	
	
	
	
	
	
	

	
	daerah tangkapan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sungai dan danau.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5.1 (g)
	Kapasitas kelembagaan
	Kapasitas kelembagaan
	KLHK
	Lemba-
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	pengelolaan sumber
	pengelolaan sumber
	
	ga
	
	
	
	
	
	

	
	daya air
	daya air
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5.1.(h)
	Jumlah DAS Prioritas
	Jumlah DAS Prioritas
	Kementeri-
	DAS
	6
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	yang meningkat jumlah
	yang meningkat jumlah
	an
	
	
	
	
	
	
	

	
	mata airnya melalui
	mata airnya melalui
	Lingkung-
	
	
	
	
	
	
	

	
	konservasi sumber
	konservasi sumber
	an Hidup
	
	
	
	
	
	
	

	
	daya air di daerah hulu
	daya air di daerah hulu
	dan
	
	
	
	
	
	
	

	
	DAS serta sumur
	DAS serta sumur
	Kehutanan
	
	
	
	
	
	
	

	
	resapan
	resapan
	(KLHK)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5.1 (i)
	Jumlah DAS Prioritas
	Jumlah DAS Prioritas
	KLHK
	DAS
	19
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	yang dipulihkan
	yang dipulihkan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kesehatannya melalui
	kesehatannya melalui
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	pembangunan embung,
	pembangunan embung,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dam pengendali, dam
	dam pengendali, dam
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	penahan skala kecil
	penahan skala kecil
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dan menengah
	dan menengah
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 6.6 Pada tahun 2030, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau


	
	6.6.1 (a)
	
	Jumlah danau yang
	Jumlah danau yang
	KLHK
	Danau
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	
	
	ditingkatkan kualitas
	ditingkatkan kualitas
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	airnya
	airnya
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.6.1 (b)
	
	Jumlah danau yang
	Jumlah danau yang
	KLHK
	Danau
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	
	
	pendangkalannya
	pendangkalannya
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	kurang dari 1%
	kurang dari 1%
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.6.1 (c)
	
	Jumlah danau yang
	Jumlah danau yang
	KLHK
	Danau
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	
	
	menurun tingkat
	menurun tingkat
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	erosinya
	erosinya
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.6.1.(d)
	
	Luas lahan kritis dalam
	Luas lahan kritis dalam
	KLHK,
	ha
	1.012
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	
	
	Kesatuan Pengelolaan
	Kesatuan Pengelolaan
	DLHK
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hutan (KPH) yang
	Hutan (KPH) yang
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	direhabilitasi.
	direhabilitasi.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6.6.1 (e)
	
	Jumlah DAS prioritas
	Jumlah DAS prioritas
	KLHK
	DAS
	19
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	
	
	yang dilindungi mata
	yang dilindungi mata
	
	Prioritas
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	airnya dan dipulihkan
	airnya dan dipulihkan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	kesehatannya
	kesehatannya
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Keterangan:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PM (Pre Memory= Tidak disusun target)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NA (Not Available= Data tidak tersedia)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



III-45| R A D S D G s J a t e n g 2 0 1 9 - 2 0 2 3

3.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

Dalam rangka pencapaian Tujuan 7 SDGs yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua, Jawa Tengah menetapkan 3 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Menjamin akses universal layanan energi terjangkau;(2) Meningkatnya pangsa energi baru terbarukan; dan (3) Perbaikan efisiensi energi.

Perwujudan Tujuan 7SDGs, diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan; (2) Optimalisasi konsumsi energi;serta (3) Penyediaan dan pemerataan akses layanan energi terjangkau. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Konservasi energi dan audit energi; (2) Mendorong penggunaan energi baru terbarukan; (3) Pengembangan kerjasama multipihak dalam penyediaan dan pemanfaatan serta pengelolaan energi; (4) Membudayakan hemat energi.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas; (2) Pengembangan energi baru dan terbarukan; dan (3) Konservasi energi.

Selain melalui program perangkat daerah, pada goal 7 terdapat program/kegiatan yang dilakukan oleh unsur non pemerintah yaitu Program Listrik Hemat dan Murah. Menurut data dari Yayasan Bintari, sebanyak 645 KK mendapat sambungan listrik melalui kegiatan pembangunan PLTS di Karimunjawa.

Secara lengkap, target indikator, program/kegiatan dan anggaran selama 5 tahun ke depan terdapat pada Lampiran Buku RAD ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RAD SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023.***
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Tabel 3.7.Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.1*
	
	Rasio elektrifikasi.
	Rasio elektrifikasi
	Dinas
	%
	98,52
	100
	100
	
	100
	100
	100

	
	
	
	
	ESDM Prov
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Jateng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.1.(a)
	Konsumsi listrik per
	Konsumsi listrik per
	Dinas
	KWh
	708,04
	744,65
	780,36
	
	825,37
	872,24
	921,69

	
	
	kapita.
	kapita
	ESDM Prov
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Jateng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.2 (a)
	Jumlah sambungan
	Jumlah sambungan
	RKP
	kWh
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A
	N.A
	
	N.A

	
	
	jaringan gas untuk
	jaringan gas untuk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	rumah tangga
	rumah tangga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.2.(b)
	Rasio penggunaan gas
	Rasio penggunaan gas
	Susenas
	%
	80,13
	PM
	PM
	
	PM
	PM
	
	PM

	
	
	rumah tangga.
	rumah tangga.
	BPS
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.1*
	
	Bauran energi
	Bauran energi
	Dinas
	%
	10,8
	11,10
	11,60
	
	12,94
	14,85
	15,96

	
	
	terbarukan.
	terbarukan.
	ESDM
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.3.1*
	
	Intensitas energi
	-
	Kemen
	SBM
	N.A
	463,2
	N.A
	
	N.A
	N.A
	
	N.A

	
	
	primer
	
	ESDM
	(Setara
	
	(Target
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Barrel
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	2019-2023
	


	
	Kode
	
	
	Indikator SDGs
	
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	
	
	Nasional
	
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	
	
	(2)
	
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Minyak )
	
	Nas)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Keterangan:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PM (Pre Memory= Tidak disusun target)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NA (Not Available= Data tidak tersedia)
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3.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Dalam rangka pencapaian Tujuan 8 SDGs yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang insklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak, Jawa Tengah menetapkan 7target yang diukur melalui 18 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Mempertahankan pertumbuhan ekonomi setidaknya 7%; (2) Mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi; (3) Menggalakkan kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan serta kreativitas dan inovasi; (4) Mencapai pekerjaan tetap, produktif dan layak bagi semua; (5) Mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan dan pelatihan; (6) Memberantas kerja paksa; (7) Melindungi hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja; serta (8) Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan promosi budaya.

Perwujudan Tujuan 8 SDGs, diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Menciptakan SDM yang kompetitif dengan keahlian dan ketrampilan dan (2) Menumbuhkan perekonomian yang berkualiats dan inklusif. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif; (2) Pengembangan pariwisata dengan memperhatikan industri dan ekonomi kreatif; (3) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil; (4) Mendorong penumbuhan jiwa kewirausahaan dan keterampilan khususnya bagi kelompok pemuda; (5) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; (6) Perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan ramah bagi investasi; dan (7) Peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Peningkatan kesempatan kerja; (2) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; (3) Kepatuhan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan; (4) Pengamanan perdagangan dalam negeri; (5) Pengembangan destinasi pariwisata; (6) Pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif; (7) Pemasaran dan pemasaran pariwisata; (8) Pengembangan akses permodalan dan efektivitas
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pembiayaan; (9) Pengembangan akses pembiayaan bagi KUKM; dan (10) Pembinaan dan pengembangan kepemudaan.

Selain melalui program perangkat daerah, ada pula program/kegiatan yang dilakukan oleh non pemerintah diantaranya;

pertama, Program Pendidikan Pelatihan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP), pada tahun 2018 sebanyak 25 orang mendapatkan pelatihan advokasi hukum ketenagakerjaan dengan tujuan terbentuknya kader-kader bantuan hukum ketenagakerjaan.

Kedua, Program Pendidikan Politik, menurut data dari BKSP, pada tahun 2018 sebanyak 50 orang telah mengikuti sosialiasi pilkada anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI).

Secara lengkap, target indikator, program/kegiatan dan anggaran selama 5 tahun ke depan terdapat pada Lampiran Buku RAD ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RAD SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023.***
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Tabel 3.8.Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi


	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen
	

	pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.1*
	Laju pertumbuhan
	Laju pertumbuhan PDRB
	BPS
	%
	4,61
	PM
	PM
	PM
	PM
	
	PM

	
	PDB per kapita.
	per kapita.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.1.(a)
	PDB per kapita.
	PDRB per kapita.
	BPS
	Juta
	36,78
	37,44
	39,25
	41,15
	43,20
	
	45,35

	
	
	
	bekerjasa
	Rupiah
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ma
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Bappeda
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.

	8.2.1*
	Laju pertumbuhan
	Laju pertumbuhan PDB
	BPS
	%
	4,96
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	PDB per tenaga
	per tenaga kerja/Tingkat
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kerja/Tingkat
	pertumbuhan PDB riil
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	pertumbuhan PDB riil
	per orang bekerja per
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	per orang bekerja per
	tahun.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	tahun.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorongformalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

	8.3.1*
	
	Proporsi lapangan
	Proporsi lapangan kerja
	BPS
	%
	51,02
	PM
	PM
	
	PM
	PM
	
	PM

	
	
	kerja informal sektor
	informal sektor non-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	non-pertanian,
	pertanian, berdasarkan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	berdasarkan jenis
	jenis kelamin.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kelamin.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.3.1.(a)
	
	Persentase tenaga
	Persentase tenaga kerja
	BPS
	%
	39,06
	PM
	PM
	
	PM
	PM
	
	PM
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kerja formal.
	formal.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.3.1.(b)
	Persentase tenaga
	Persentase tenaga kerja
	BPS
	%
	91,72
	PM
	PM
	PM
	PM
	
	PM

	
	kerja informal sektor
	informal sektor
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	pertanian.
	pertanian.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki,
	

	termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya
	
	
	
	

	8.5.1*
	Upah rata-rata per
	Upah rata-rata per jam
	BPS
	Rp
	11.428
	PM
	PM
	PM
	PM
	
	PM

	
	jam pekerja.
	pekerja
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.5.2*
	Tingkat pengangguran
	Tingkat pengangguran
	BPS
	%
	4,51
	4,43
	4,33
	4,23
	4,13
	
	4

	
	terbuka berdasarkan
	terbuka
	Bekerjasa
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	jenis kelamin dan
	
	ma
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kelompok umur.
	
	Disnaker-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	trans
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.5.2.(a)
	Tingkat setengah
	Tingkat setengah
	BPS
	%
	5,21
	PM
	PM
	PM
	PM
	
	PM

	
	pengangguran
	pengangguran
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 8.6 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuhpendidikan atau
	

	pelatihan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.6.1*
	Persentase usia muda
	Jumlah usia muda (15-
	BPS
	%
	21,22
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	(15-24 tahun) yang
	24 tahun) yang sedang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sedang tidak sekolah,
	tidak sekolah, bekerja
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	bekerja atau
	atau mengikuti pelatihan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	mengikuti pelatihan
	(NEET).
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(NEET).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal


III-52| R A D S D G s J a t e n g 2 0 1 9 - 2 0 2 3

	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.9.1*
	
	Proporsi kontribusi
	Proporsi kontribusi
	BPS
	%
	3,15
	3,17
	3,19
	3,21
	3,23
	3,25

	
	
	pariwisata terhadap
	pariwisata terhadap
	bekerjasa
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PDB
	PDRB
	ma
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Disporapar
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.9.1.(a)
	Jumlah wisatawan
	Jumlah wisatawan
	Dinpora-
	orang
	677.168
	857.710
	910.030
	969.182
	1.037.9
	1.118.9

	
	
	mancanegara.
	mancanegara
	par Prov
	
	
	
	
	
	94
	57

	
	
	
	
	Jateng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.9.1.(b)
	Jumlah kunjungan
	Jumlah kunjungan
	Dinpora-
	Orang
	8943.60
	46.645.
	49.631.
	53.204.
	57.673.
	62.748.

	
	
	wisatawan nusantara.
	wisatawan nusantara
	par Prov
	
	7
	745
	073
	510
	689
	973

	
	
	
	
	Jateng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.9.1.(c)
	Jumlah devisa sektor
	Jumlah devisa sektor
	BPS
	Triliun
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A

	
	
	pariwisata.
	pariwisata.
	(Statistik
	Rupiah
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Pariwisata)
	(Kurs
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Rp12.00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.9.2*
	
	Jumlah pekerja pada
	Jumlah pekerja pada
	BPS
	%
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A

	
	
	sektor pariwisata
	sektor pariwisata dalam
	(Nespar-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dalam proporsi
	proporsi terhadap total
	nas)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	terhadap total pekerja
	pekerja
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan,
	
	

	asuransi dan jasa keuangan bagi semua.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.10.1*
	
	Jumlah kantor (1)
	Jumlah kantor (1) Bank
	BI (SSKI),
	Unit
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A

	
	
	Bank dan (2) ATM per
	dan (2) ATM per 100.000
	OJK
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100.000 penduduk
	penduduk dewasa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dewasa
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	2019-2023
	


	
	
	Kode
	
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Indikator
	
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8.10.1.(a)
	Rata-rata jarak
	Rata-rata jarak lembaga
	BI (SSKI)
	Km
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	
	
	lembaga
	keuangan (Bank Umum)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	keuangan (Bank
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Umum)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8.10.1.(b)
	Proporsi kredit UMKM
	-
	Bank
	%
	N.A
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	
	
	terhadap
	
	
	Indonesia
	
	
	(Target
	
	
	
	

	
	
	
	total kredit
	
	
	(Data
	
	
	Nas)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	UMKM)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Keterangan:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PM (Pre Memory= Tidak disusun target)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	NA (Not Available= Data tidak tersedia)
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3.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Dalam rangka pencapaian Tujuan 9 SDGs yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi, Jawa Tengah menetapkan 6 target yang diukur melalui 17 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Mengembangkan infrastruktur berkualitas termasuk infrastruktur regional; (2) Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan; (3) Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap layanan jasa keuangan; (4) Meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri; (5) Memperkuat riset ilmiah dan kapabilitas teknologi sektor industri; dan (6) Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi.

Perwujudan Tujuan 9 SDGs, diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: Menciptakan SDM yang kompetitif dengan keahlian dan ketrampilan dan Menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan produktif. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Pembukaan kawasan industri baru di perbatasan barat dan selatan; (2) Fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur kereta api; (3) Kemudahan akses kredit UMKM; (4) Peningkatan aksesibilitas menuju kawasan industri; (5) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah; dan (6) Meningkatkan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Pengembangan perhubungan darat; (2) Pengembangan perhubungan laut; (3) Pengamanan perdagangan dalam negeri; (4) Peningkatan ekspor, promosi, dan efisiensi impor; (5) Penguatan dan Pengembangan industri agro; (6) Penguatan dan pengembangan industri non agro; (7) Pengembangan akses permodalan dan efektivitas pembiayaan; (8) Pengembangan akses pembiayaan bagi KUKM; (9) Pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan (10) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Secara lengkap, target indikator, program/kegiatan dan anggaran selama 5 tahun ke depan terdapat pada Lampiran Buku RAD ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RAD SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023.***
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Tabel 3.9.Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur


	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

	9.1.1 (a)
	Kondisi Mantap Jalan
	-
	Renstra
	%
	89,6
	98
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	Nasional
	
	Kementeri
	
	(capaian
	(Target
	
	
	
	

	
	
	
	an
	
	Jateng)
	Nas)
	
	
	
	

	
	
	
	PUPR
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015-2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1.1 (b)
	Panjang
	Panjang pembangunan
	Dishub
	Km
	302,21
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	pembangunan jalan
	jalan tol di Jawa
	ProvJateng
	
	
	
	
	
	
	

	
	tol
	Tengah
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1.1.(c)
	Panjang jalur kereta
	Panjang jalur kereta api
	Dishub
	Km
	269,39
	1034,03
	1093,73
	1093,73
	1093,73
	1199,73

	
	api.
	di Jawa Tengah
	ProvJateng
	
	
	045
	045
	045
	045
	045

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1.2 (a)
	Jumlah bandara.
	-
	RKP 2017
	Unit
	N.A
	252
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	
	
	
	
	
	(Target
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Nas)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1.2.(b)
	Jumlah dermaga
	Jumlah dermaga
	RKP
	Unit
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	penyeberangan
	penyeberangan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1.2.(c)
	Jumlah pelabuhan
	Jumlah pelabuhan
	Dishub
	Lokasi
	11
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	strategis.
	strategis di Jawa
	Provinsi
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tengah
	Jawa
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tengah
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	negara kurang berkembang.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2.1*
	Proporsi nilai tambah
	Proporsi nilai tambah
	BPS
	%
	34,5
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	sektor industri
	sektor industri
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	manufaktur terhadap
	manufaktur terhadap
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PDB dan per kapita.
	PDRB dan per kapita.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2.1.(a)
	Laju pertumbuhan
	Laju pertumbuhan PDB
	BPS
	%
	5,57
	3
	3
	3
	3
	3

	
	PDB industri
	industri manufaktur.
	bekerjasa
	
	
	
	
	
	
	

	
	manufaktur.
	
	ma
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Disperin-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	dag
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2.2*
	Proporsi tenaga kerja
	-
	1. RPJMN
	%
	31,65
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	pada sektor
	
	2015-
	
	(Data
	
	
	
	
	

	
	manufaktur
	
	2019
	
	Prov)
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Renstra
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kemen-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	perin
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.

	9.3.1*
	Proporsi nilai tambah
	-
	BPS diolah
	%
	N.A
	12,2
	N.A
	N.A
	
	N.A
	N.A

	
	industri kecil terhadap
	
	Ditjen IKM
	
	
	(Target
	
	
	
	
	

	
	
	
	Kementerian
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	total nilai tambah
	
	
	
	
	Nas)
	
	
	
	
	

	
	
	
	Perindustri-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	industri.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	an
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.3.2*
	Proporsi industri kecil
	-
	Komite
	Rp
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A
	N.A

	
	dengan pinjaman atau
	
	Kebijakan
	(juta)
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kredit
	
	KUR
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.

	9.4.1*
	Rasio Emisi
	Rasio Emisi CO2/Emisi
	Pusat
	%
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A
	N.A

	
	
	CO2/Emisi Gas
	Gas Rumah Kaca
	Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rumah Kaca dengan
	dengan nilai tambah
	dan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	nilai tambah sektor
	sektor
	Pengemba
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	industri manufaktur.
	industri manufaktur.
	ngan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Industri
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Hijau dan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	LH
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.4.1(a)
	Persentase Perubahan
	Persentase Perubahan
	DLHK
	%
	73,56
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A
	N.A

	
	
	Emisi CO2/Emisi Gas
	Emisi CO2/Emisi Gas
	Prov.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rumah Kaca.
	Rumah Kaca.
	Jateng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara
	

	berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan
	

	pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.
	

	9.5.1*
	Proporsi anggaran
	-
	Pusdatin
	%
	N.A
	0.71
	N.A
	N.A
	
	N.A
	N.A

	
	
	riset pemerintah
	
	Kemenrist
	
	
	(Target
	
	
	
	
	

	
	
	terhadap PDB
	
	ekdikti
	
	
	Nas)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	dan Survei
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	LIPI1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	%
	N.A
	0,19 -
	N.A
	N.A
	
	N.A
	N.A

	
	
	
	
	
	
	
	0,20
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	(Target
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Nas)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	DIPA BBI
	%
	N.A
	0,002
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	
	
	Kemenper-
	
	
	(Target
	
	
	
	

	
	
	
	in
	
	
	Nas)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	RKAKL BLI
	Rupiah
	N.A
	12.195.
	13.447.
	13.914.
	14.403.
	15.638.

	
	
	
	dan
	(000)
	
	924
	500
	875
	165
	825

	
	
	
	Renstra
	
	
	(Jateng)
	(Jateng)
	(Jateng)
	(Jateng)
	(Jateng)

	
	
	
	BLI,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	BAPPEDA
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Prov.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Jateng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2030.

	9.c.1*
	Proporsi penduduk
	Proporsi penduduk
	-
	%
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	yang
	yang
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	terlayani mobile
	terlayani mobile
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	broadband.
	broadband.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.c.1.(a)
	Proporsi individu yang
	Proporsi individu yang
	Susenas
	%
	60,47
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	menguasai/memiliki
	menguasai/memiliki
	Kor
	
	
	
	
	
	
	

	
	telepon genggam
	telepon genggam
	BPS
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.c.1.(b)
	Proporsi individu yang
	Proporsi individu yang
	Susenas
	%
	38,51
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	menggunakan internet
	menggunakan internet
	KorBPS
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Keterangan:

PM (Pre Memory= Tidak disusun target)

NA (Not Available= Data tidak tersedia)
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3.10.
Mengurangi Kesenjangan Intradan Antarnegara

Dalam rangka pencapaian Tujuan 10 SDGs yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara, Jawa Tengah menetapkan 4 target yang diukur melalui 11 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk; (2) memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua; (3)Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil serta menghapus praktek diskriminastif; (4) Mengadopsi kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial.

Perwujudan Tujuan 10 SDGs diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Meningkatkan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, sanitasi, air bersih); (2) Meningkatkan akses jaminan perlindungan sosial; (3) Mengembangkan akses permodalan, jasa keuangan dan pasar; (4) Mengembangkan start up wirausaha baru; serta (4) Memberdayakan masyarakat khususnya kelompok masyarakat rentan. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaandan perdesaan, pada kelompok petani, nelayan, buruh, danpelaku UKM ; (2) Penguatan sustainable livelihood (keberlanjutan ekonomi masyarakat); (3) Membangun pemerintahan yang terbuka (open government);

(4) Meningkatkan komunikasi dan serapanaspirasi publik; dan (5) Menciptakan kondusivitas wilayah.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Peningkatan kualitas SDM KUMKM; (2) Pemantapan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak;

(3) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak; (4) Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan; (5) Peningkatan Kesempatan Kerja; (6) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;

Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara diukur melalui Koefisien Gini dan Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjadi jaminan bahwa kesenjangan pendapatan akan rendah. Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan pendapatan tidak hanya dilihat dari outcome pada keseimbangan umum suatu perekonomian, namun lebih kepada proses yang mempengaruhi alokasi sumber daya terutama melalui capital market, melalui sistem politik dan juga melalui kondisi sosial. Pada suatu masyarakat yang tingkat kesenjangannya tinggi cenderung membuat masyarakat miskin tidak dapat menikmati tingkat pendidikan yang baik, kurang mendapat akses terhadap kredit atau asuransi sehingga tidak dapat memaksimalkan kemampuan potensial produktif yang dimiliki.

Untuk menjawab tantangan tersebut, maka strategi utama yang dilakukan Jawa Tengah lebih ke arah menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar dan inklusif berbasis potensi unggulan. Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional, akan menumbuhkan perekonomian dari sektor unggulan pertanian yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan nilai tambah produk pertanian dan pengembangan kawasan pertanian dengan konsep Agriculture Estate yang merupakan pendampingan dan pengembangan usaha tani dari hulu hingga hilir sesuai potensi lokal.
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Secara nasional pelanggaran terhadap kebebasan sipil masih terjadi di beberapa tempat, demikian halnya dengan kondisi Jawa Tengah. Menurunnya aspek kebebasan sipil disebabkan adanya hambatan kebebasan berkumpul, berserikat dan diskriminasi. Dalam rangka mengurangi kesenjangan, aspek kebebasan sipil menjadi salah satu ukuran untuk menunjukkan adanya kesempatan yang sama dalam berpendapat, berserikat tanpa memandang golongan/kelompok. Masyarakat kelompok rentan berpotensi memperoleh perlakuan diskriminatif baik dalam pelayanan dan perlindungan hukum, serta peran serta dan kontribusi sebagai pelaku pembangunan atau penerima manfaat pembangunan. Selain kelompok rentan yang meliputi miskin, lanjut usia, disabilitas, perempuan dan anak, dari sektor ketenagakerjaan perlu adanya perhatian khusus terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). TKI merupakan salah satu fenomena migrasi dan mobilitas manusia melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan. Fasilitasi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) merupakan salah satu upaya mendorong ke arah jaminan perlindungan TKI.

Selain melalui program perangkat daerah, terdapat program/kegiatan yang dilakukan oleh unsur non pemerintah yakni LRC-KJHAM. Program yang dilaksanakan adalah Mengembangkan Mekanisme Dukungan bagi Perempuan Miskin Korban Kekerasan. Pada tahun 2018, dibentuk 8 komunitas sebagai upaya penguatan dan perluasan LBK yang merupakan bagian dari Gerakan Penghapusan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP).

Secara lengkap, target indikator, program/kegiatan dan anggaran selama 5 tahun ke depan terdapat pada Lampiran Buku RAD ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RAD SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023.***
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Tabel 3.10.Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan


	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

	10.1.1*
	Koefisien Gini.
	Koefisien Gini
	BPS
	Indeks
	0,357
	0,35
	0,34
	0,33
	0,32
	0,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1.1 (a)
	Persentase penduduk
	Persentase penduduk
	BPS
	%
	11,19
	10,57
	9,81
	9,05
	8,27
	7,48

	
	
	yang hidup di bawah
	yang hidup di bawah
	berkerjasa
	
	(Sep
	
	
	
	
	

	
	
	garis kemiskinan
	garis kemiskinan
	ma
	
	2018)
	
	
	
	
	

	
	
	nasional, menurut
	
	Bappeda
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	jenis kelamin dan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kelompok umur.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1.1.(b)
	Jumlah daerah
	Jumlah daerah
	Bappenas
	Kabupa
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	
	
	tertinggal yang
	tertinggal yang
	dan BPS
	-ten
	
	
	
	
	
	

	
	
	terentaskan.
	terentaskan.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1.1.(c)
	Jumlah desa
	Jumlah desa tertinggal
	Kemendes
	Desa
	1444
	5.000
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	
	tertinggal
	
	
	
	
	(Target
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Nas)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1.1.(d)
	Jumlah Desa Mandiri
	Jumlah Desa Mandiri
	DIPER-
	Desa
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	MASDES
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1.1 (e)
	Rata-rata
	-
	BAPPENAS
	%
	N.A
	6,9 -
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	
	pertumbuhan ekoomi
	
	dan BPS
	
	
	7,1
	
	
	
	

	
	
	di daerah tertinggal
	
	
	
	
	(Target
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Nas)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1.1 (f)
	Persentase penduduk
	Persentase penduduk
	Dipermas-
	%
	9,67
	9,54
	9,44
	9,37
	9,21
	9,17

	
	
	miskin di daerah
	miskin di daerah
	des
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	tertinggal
	tertinggal
	Dukcapil
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.

	10.2.1*
	Proporsi penduduk
	Proporsi penduduk
	Susenas
	%
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	yang hidup di bawah
	yang hidup di bawah 50
	BPS
	
	
	
	
	
	
	

	
	50 persen dari median
	persen dari median
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	pendapatan, menurut
	pendapatan, menurut
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	jenis kelamin dan
	jenis kelamin dan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	penyandang
	penyandang difabilitas.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	difabilitas.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan

	praktik yang diskriminatif, dan
	mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.

	10.3.1.(a)
	Indeks Kebebasan
	
	Indeks Kebebasan Sipil.
	BPS;
	Skor
	76,21
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	Sipil.
	
	
	Bappenas:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	IDI
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.3.1.(d)
	Jumlah kebijakan
	
	Jumlah kebijakan yang
	Komnas
	Kebijak
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	yang diskriminatif
	
	diskriminatif dalam 12
	Perempuan
	an/
	
	
	
	
	
	

	
	dalam 12 bulan lalu
	
	bulan lalu berdasarkan
	
	Doku-
	
	
	
	
	
	

	
	berdasarkan
	
	pelarangan diskriminasi
	
	men
	
	
	
	
	
	

	
	pelarangan
	
	menurut hukum HAM
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	diskriminasi menurut
	
	Internasional.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	hukum HAM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Internasional.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.
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	Kode
	
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Indikator
	
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10.4.1.(b)
	
	Proporsi peserta
	Proporsi peserta
	BPJS
	%
	108,71
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	
	Program Jaminan
	Program Jaminan
	Ketenagak
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Sosial Bidang
	Sosial Bidang
	erjaaan,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ketenagakerjaan.
	Ketenagakerjaan
	Sakernas
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	BPS
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Keterangan:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PM (Pre Memory= Tidak disusun target)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	NA (Not Available= Data tidak tersedia)
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3.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Dalam rangka pencapaian Tujuan 11 SDGs yaitu menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan,Jawa Tengah menetapkan 8 target yang diukur melalui 19 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau serta menata kawasan kumuh; (2) Menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua; (3) Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia; (4) Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia; (5) Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak bencana; (6) Mengurangi dampak lingkungan perkotaan termasuk penanganan sampah kota; (7) Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif; serta (8) Meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang terintgrasi dengan perubahan iklim dan ketahanan terhadap bencana.

Perwujudan Tujuan 11 SDGs, diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Peningkatan rumah layak huni dan kualitas kawasan permukiman, (2) Pengembangan transportasi massal, (3) Pengembangan masyarakat tangguh bencana, serta (4) Pengurangan risiko dan penanggulangan bencana lintas sektor; (5) Pengelolaan dan penanganan sampah; (6) Pemenuhan ruang terbuka hijau. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Perbaikan rumah tidak layak huni bagi rumah tangga miskin dan perbaikan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh termasuk diantaranya air bersih, sanitasi, dan listrik; (2) Revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pengembangan koridor angkutan umum massal berbasis jalan (BRT); (3) Pengembangan desa tangguh bencana, (4) Pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis masyrakat sertaidentifikasi dan inventarisasi daerah rawan dan terdampak bencana; (5) Pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah; serta (6) Pembangunan ruang terbuka hijau.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Pembangunan perumahan; (2) Pengembangan perhubungan darat; (3) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak; (4) Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan; (5) Peningkatan
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Kesempatan Kerja; (6) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;

Dalam upaya pengembangan transportasi massal, selain dilakukan pengembangan koridor angkutan umum massal berbasis jalan (BRT), juga difokuskan pada pengelolaan BRT Trans Jateng dengan Sistem BLUD. Sedangkan revitalisasi jalur kereta diprioritaskan pada fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur kereta api diantaranya yang menghubungkan wilayah Kedungsepur dengan PSN Borobudur, wilayah pantura timur serta wilayah tengah, selain itu juga berupaya untuk meningkatkan layanan KA Semarang-Solo. Fasilitasi pengembangan bandara lebih diarahkan untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas wilayah.

Selain melalui program perangkat daerah, terdapat pula program/kegiatan yang dilakukan oleh non pemerintah, yaitu program Waste to Energy. Menurut data dari Yayasan Bintari sebagai organisasi pelaksana, pada tahun 2018 sebanyak 120 ton sampah/ hari dapat diolah. Pengolahan sampah tersebut merupakan hasil implentasi kegiatan Pembangunan Fasilitas Refuses Derived Fuel di Cilacap.

Melalui kegiatan Pembangunan Fasilitas Refuses derived Fuel di Cilacap, sebanyak 120 ton sampah/ hari telah dio

Secara lengkap, target indikator, program/kegiatan dan anggaran selama 5 tahun ke depan terdapat pada Lampiran Buku RAD ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RAD SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023.***
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Tabel 3.11.Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan


	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh

	11.1.1.(a)
	Proporsi rumah
	Proporsi rumah
	BPS
	%
	97,40
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	tangga yang memiliki
	tangga yang memiliki
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	akses terhadap
	akses terhadap
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	hunian yang layak
	hunian yang layak
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dan terjangkau.
	dan terjangkau
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1.1.(b)
	Jumlah kawasan
	Jumlah kawasan
	Kementeri-
	Kawasan
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	perkotaan
	perkotaan
	an PUPR
	Perkota-
	
	
	
	
	
	

	
	metropolitan yang
	metropolitan yang
	
	an
	
	
	
	
	
	

	
	terpenuhi standar
	terpenuhi standar
	
	Metro-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	politan
	
	
	
	
	
	

	
	pelayanan perkotaan
	pelayanan perkotaan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(SPP).
	(SPP).
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1.1.(c)
	Jumlah kota sedang
	Jumlah kota sedang
	Kementeri-
	Kota
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	dan kota baru yang
	dan kota baru yang
	an PUPR
	Sedang
	
	
	
	
	
	

	
	terpenuhi SPP.
	terpenuhi SPP.
	
	dan
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Kota
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Baru
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.

	11.2.1.(a)
	Persentase pengguna
	Persentase pengguna
	Susenas
	%
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	
	moda transportasi
	moda transportasi
	Kor BPS
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	umum di perkotaan.
	umum di perkotaan.
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.2.1.(b)
	Jumlah sistem
	Jumlah sistem
	Kementeri-
	Kota
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	angkutan rel yang
	angkutan rel yang
	an PUPR
	Besar
	
	
	
	
	
	

	
	dikembangkan di kota
	dikembangkan di kota
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	besar.
	besar.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.

	11.3.2.(a)
	Rata-rata institusi
	Rata-rata institusi
	Bappenas,
	%(Partisi-
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	yang berperan secara
	yang berperan secara
	Bappeda
	pasi
	
	
	
	
	
	

	
	aktif dalam Forum
	aktif dalam Forum
	
	Masya-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	rakat dlm
	
	
	
	
	
	

	
	Dialog Perencanaan
	Dialog Perencanaan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Musren -
	
	
	
	
	
	

	
	Pembangunan Kota
	Pembangunan Kota
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	bang)
	
	
	
	
	
	

	
	Berkelanjutan.
	Berkelanjutan.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.3.2.(b)
	Jumlah lembaga
	Jumlah lembaga
	Kemenkeu
	Lemba-
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	pembiayaan
	pembiayaan
	
	ga
	
	
	
	
	
	

	
	infrastruktur.
	infrastruktur.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.4.1.(a)
	Jumlah kota pusaka
	Jumlah kota pusaka
	Kementeri-
	Kota
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	di kawasan
	di kawasan
	an PUPR
	Pusaka
	
	
	
	
	
	

	
	perkotaan
	perkotaan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	metropolitan, kota
	metropolitan, kota
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	besar, kota sedang
	besar, kota sedang
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dan kota kecil.
	dan kota kecil.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	orang-orang dalam situasi rentan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.5.1*
	Jumlah korban
	Jumlah korban
	DIBI BNPB
	orang
	230 jiwa
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	meninggal, hilang dan
	meninggal, hilang dan
	
	
	(base-
	
	
	
	
	

	
	terkena dampak
	terkena dampak
	
	
	line
	
	
	
	
	

	
	bencana per 100.000
	bencana per 100.000
	
	
	2017)
	
	
	
	
	

	
	orang.
	orang.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.5.1.(a)
	Indeks Risiko Bencana
	Indeks Risiko Bencana
	BNPB
	Indeks
	10
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	Indonesia (IRBI).
	Indonesia (IRBI).
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.5.1.(b)
	Jumlah kota tangguh
	Jumlah kota tangguh
	BNPB
	Kota
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	bencana yang
	bencana yang
	
	tangguh
	
	
	
	
	
	

	
	terbentuk.
	terbentuk.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.5.1.(c)
	Jumlah sistem
	Jumlah sistem
	SET BPBD
	Sistem
	2
	3
	3
	5
	7
	7

	
	peringatan dini cuaca
	peringatan dini cuaca
	Provinsi
	peringat
	
	
	
	
	
	

	
	dan iklim serta
	dan iklim serta
	Jateng
	an dini
	
	
	
	
	
	

	
	kebencanaan.
	kebencanaan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.5.2.(a)
	Jumlah kerugian
	Jumlah kerugian
	SET BPBD
	ribu Rp
	51.274.
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	ekonomi langsung
	ekonomi langsung
	Provinsi
	
	870.000
	
	
	
	
	

	
	akibat bencana.
	akibat bencana
	Jateng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota

	11.6.1.(a)
	Persentase sampah
	Persentase sampah
	KLHK,DLHK
	%(sam-
	70
	80
	
	85
	87
	90
	93

	
	
	perkotaan yang
	perkotaan yang
	
	pah ter-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tertangani.
	tertangani.
	
	angkut)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.6.1.(b)
	Jumlah kota hijau
	Jumlah kota hijau
	DLHK
	Kota
	35
	35
	
	35
	35
	35
	35

	
	
	yang mengembangkan
	yang mengembangkan
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dan menerapkan
	dan menerapkan
	
	hijau
	(DLHK)
	
	
	
	
	

	
	green waste di
	green waste di
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kawasan perkotaan
	kawasan perkotaan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	metropolitan.
	metropolitan.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.

	11.7.1.(a)
	Jumlah kota hijau
	Jumlah kota hijau
	DLHK
	Kota
	13
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	yang menyediakan
	yang menyediakan
	
	hijau
	
	
	
	
	
	

	
	ruang terbuka hijau di
	ruang terbuka hijau di
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kawasan perkotaan
	kawasan perkotaan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	metropolitan dan kota
	metropolitan dan kota
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sedang.
	sedang.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.7.2.(a)
	Proporsi korban
	Proporsi korban
	BPS
	%
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	kekerasan dalam
	kekerasan dalam
	(Statistik
	
	
	
	
	
	
	

	
	12bulan terakhir yang
	12bulan terakhir yang
	Kriminal)
	
	
	
	
	
	
	

	
	melaporkan kepada
	melaporkan kepada
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	polisi.
	polisi.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 11.b Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.

	11.b.1*
	Proporsi pemerintah
	Proporsi pemerintah
	BNPB,
	%
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	
	kota yang memiliki
	kota yang memiliki
	Bappenas
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dokumen strategi
	dokumen strategi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pengurangan risiko
	pengurangan risiko
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	bencana.
	bencana.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	III-70| R A D S D G s
	J a t e n g 2 0 1 9 - 2 0 2 3
	


	
	
	Kode
	
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Indikator
	
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(1)
	
	
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	11.b.2*
	
	Dokumen strategi
	Dokumen strategi
	SET BPBD
	Doku-
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	pengurangan risiko
	pengurangan risiko
	Prov. Jateng
	men
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	bencana (PRB) tingkat
	bencana (PRB) tingkat
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	daerah.
	daerah
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Keterangan:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PM (Pre Memory= Tidak disusun target)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	NA (Not Available= Data tidak tersedia)
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3.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Dalam rangka pencapaian Tujuan 12 SDGs yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, Jawa Tengah menetapkan 5 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan; (2) Mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan dan daur ulang dan penggunaan kembali;

(3) Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan; (4)Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional ; (5) Menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.

Perwujudan Tujuan 12 SDGs, diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;

(2) Peningkatan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan; (3) Menumbuhkan budaya pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Penanganan limbah industri dan rumah tangga; (2) Peningkatan perijinan dan pemantauan lingkungan serta penegakan hukum; (3) Pendidikan lingkungan bagi masyarakat; (4) Peningkatan budaya hemat sumber daya alam, khususnya energi dan air.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan;dan (2) Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas.

Secara konkrit, strategi dan program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pembinaan terhadap masyarakat dan penanganan daerah penghasil bahan baku tembakau dan industrinya, pengujian kualitas air dan udara. Sementara itu, kegiatan pengembangan teknologi lingkungan ekoefisiensi dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, perencanaan/penyusunan kebijakan teknis penataan lingkungan hidup, peningkatan pelaksanaan AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL
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merupakan upaya yang akan dilakukan untuk menjabarkan program penataan, pengkajian dampak dan pengembangan kapasitas SDM lingkungan.

Secara lengkap, target indikator, program/kegiatan dan anggaran selama 5 tahun ke depan terdapat pada Lampiran Buku RAD ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RAD SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023.***
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Tabel 3.12.Target dan RealisasiPencapaian Indikator Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab


	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 12.4 Pada tahun 2030 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

	12.4.1.(a)
	Jumlah peserta
	Jumlah peserta
	DLHK
	peserta
	87
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	PROPER yang mencapai
	PROPER yang
	Prov.
	Proper
	
	
	
	
	
	

	
	minimal ranking Biru
	mencapai minimal
	Jateng
	(perusa
	
	
	
	
	
	

	
	
	ranking Biru
	
	ha an)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.4.2.(a)
	Jumlah limbah B3 yang
	Jumlah limbah B3
	DLHK
	ton/th
	3.270.5
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	terkelola dan proporsi
	yang terkelola dan
	Prov.
	(Limbah
	777,39
	
	
	
	
	

	
	limbah B3 yang diolah
	proporsi limbah B3
	Jateng
	B3 yang
	
	
	
	
	
	

	
	sesuai peraturan
	yang diolah sesuai
	
	terkelo-
	
	
	
	
	
	

	
	perundangan (sektor
	peraturan
	
	la)
	
	
	
	
	
	

	
	industri).
	perundangan (sektor
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	industri).
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan
	

	penggunaan kembali
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.5.1.(a)
	Jumlah timbulan
	Jumlah timbulan
	DLHK
	Ton(sam
	10
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	sampah yang didaur
	sampah yang didaur
	Prov.
	pah yang
	
	
	
	
	
	

	
	ulang.
	ulang.
	Jateng
	diangkut
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.

	12.6.1.(a)
	Jumlah perusahaan
	Jumlah perusahaan
	DLHK
	Perusa-
	70
	25
	
	25
	25
	25
	25

	
	
	yang menerapkan
	yang menerapkan
	Prov.Jaten
	haan
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	sertifikasi SNI ISO
	sertifikasi SNI ISO
	g
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	Kode
	
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Indikator
	
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	14001.
	14001.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Target 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12.7.1.(a)
	
	Jumlah produk ramah
	-
	KLHK
	Produk
	N.A
	4
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	
	
	
	lingkungan yang
	
	
	
	Ramah
	
	(Target
	
	
	
	

	
	
	
	
	teregister.
	
	
	
	Ling-
	
	Nas)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	kungan
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap
	

	
	pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12.8.1.(a)
	
	Jumlah fasilitas publik
	Jumlah fasilitas
	KLHK
	Fasilitas
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	
	
	
	yangmenerapkan
	publik yang
	
	Publik
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Standar Pelayanan
	menerapkan Standar
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Masyarakat (SPM) dan
	Pelayanan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	teregister.
	Masyarakat (SPM) dan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	teregister.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Keterangan:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PM (Pre Memory= Tidak disusun target)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	NA (Not Available= Data tidak tersedia)
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3.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

Dalam rangka pencapaian Tujuan 13 SDGs yaitu penanganan perubahan iklim dan penanggulangan kebencanaan, Jawa Tengah menetapkan 2 target yang diukur melalui 3 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam; (2) Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan.

Perwujudan Tujuan 13 SDGs, diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Pengembangan masyarakat tangguh bencana; (2) Pengembangan antisipasi dan deteksi perubahan iklim dan bencana. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Upaya penanggulangan bencana berbasis resiko; (2) Pengembangan desa tangguh bencana; (3) Identifikasi dan inventarisasi daerah rawan dan terdampak bencana;

(4) Pengurangan bencana lintas sektor dan (5) Pemanfaatan sumber Energi Baru Terbarukan.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan (2) Pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi.

Secara konkrit, strategi dan program tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penaggulangan bencana, antara lain pembentukan desa tangguh bencana, pemasangan alat peringatan dini bencana/early warning system (EWS), pemasangan rambu jalur evakuasi, penyusunan rencana kontijensi bencana, gladi bencana, identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana, pelatihan kluster bencana dan sistem komando penanganan darurat bencana, pelatihan kajian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat terdampak bencana, serta penyiapan peralatan penanggulangan bencana di Jawa Tengah. Sedangkan dalam rangka pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) akan dilakukan pengembangan dan konservasi Energi Baru Terbarukan.
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Secara lengkap, target indikator, program/kegiatan dan anggaran selama 5 tahun ke depan terdapat pada Lampiran Buku RAD ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RAD SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023.***
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Tabel 3.13.Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

	
	
	Kode
	
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Indikator
	
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1.1*
	
	Dokumen strategi
	Dokumen strategi
	SET
	Doku-
	1
	1
	1
	1
	
	1
	1

	
	
	
	
	pengurangan risiko
	pengurangan risiko
	BPBD
	men
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	bencana (PRB) tingkat
	bencana (PRB) Provinsi
	Prov.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	nasional dan daerah.
	
	
	Jateng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1.2*
	
	Jumlah korban
	Jumlah korban
	DIBI
	orang
	230 jiwa
	PM
	PM
	PM
	
	PM
	PM

	
	
	
	
	meninggal, hilang dan
	meninggal, hilang dan
	BNPB
	
	(base-
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	terkena dampak
	terkena dampak bencana
	
	
	line
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	bencana per 100.000
	per 100.000 orang.
	
	
	2017)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	orang.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13.2.1.(a)
	
	Dokumen pelaporan
	-
	KLHK
	Doku-
	1 (Data
	PM
	PM
	PM
	
	PM
	PM

	
	
	
	
	penurunan emisi gas
	
	
	dan
	men
	Jateng)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	rumah kaca (GRK).
	
	
	DLHK
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Prov.Jate
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Keterangan:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PM (Pre Memory= Tidak disusun target)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	NA (Not Available= Data tidak tersedia)
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3.14.
Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

Dalam rangka pencapaian Tujuan 14 SDGs yaitu melestarikan dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, Jawa Tengah menetapkan 3 target yang diukur melalui 4 indikator. Target-target tersebut yaitu: (1) Mengeloladan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan; (2) Melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut; (3) Melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru; dan (4) Menyediakan akses untuk buruh nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pasar.

Perwujudan Tujuan 14 SDGs diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, khususnya perairan laut; dan (2) Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan. Dan strategi yang akan dilakukanmeliputi: (1) Peningkatan kapasitas nelayan, jaminan kemudahan dan perlindungan bagi nelayan, peningkatan teknologi dan akses permodalan, serta asuransi nelayan; (2) Peningkatan prasarana sarana perikanan tangkap dan air payau, melalui peningkatan fasilitas pelabuhan dan teknologi dalam penangkapan ikan; (3) Peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan; dan (4) Perbaikan tata niaga perikanan; serta (5) rehabilitasi kawasan mangrove dan terumbu karang.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Pengembangan perikanan tangkap melalui pengendalian penangkapan kapal dan alat tangkap; (2) Rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan ; dan (3) Pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan.

Secara konkrit, strategi dan program dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan. Untuk pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan lebih diarahkan kepada pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) serta pengawasan SDKP. Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan ditargetkan penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan sebesar 2%. Sedangkan rehabilitasi dan
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konservasi sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu kegiatan dalam pengelolaan ruang pesisir dan laut yang dilakukan dalam bentuk penanaman mangrove ditargetkan akhir tahun 2023 sebanyak 333.600 batang dan terumbu karang sebanyak 20. Dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, maka dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyrakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Target jumlah wanita/taruna pesisir yang diberdayakan pad aakhir tahun 2023 sebanyak 350 orang.

Secara lengkap, target indikator, program/kegiatan dan anggaran selama 5 tahun ke depan terdapat pada Lampiran Buku RAD ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RAD SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023.***
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Tabel 3.14.Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 14 Ekosistem Lautan


	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 14.5 Pada tahun 2030, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.

	14.5.1*
	Jumlah luas kawasan
	Jumlah luas kawasan
	KKP,
	Jt Ha
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	
	konservasi perairan
	konservasi perairan
	KLHK
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 14.6 Pada tahun 2030, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada

the World Trade Organization

	
	14.6.1.(a)
	
	Persentase kepatuhan
	Persentase kepatuhan
	KKP, DKP
	%
	34,90
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	
	
	
	
	pelaku usaha.
	pelaku usaha.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14.b.1.(a)
	
	Jumlah provinsi
	-
	KKP
	lokasi
	N.A
	34
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	
	
	
	
	dengan peningkatan
	
	
	
	
	
	(Target
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	akses pendanaan
	
	
	
	
	
	Nas)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	usaha nelayan.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14.b.1.(b)
	
	Jumlah nelayan yang
	Jumlah nelayan yang
	KKP, DKP
	Orang(C
	103.083
	21.500
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000

	
	
	
	
	
	terlindungi.
	terlindungi.
	
	akupan
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Asuransi
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nelayan)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Keterangan:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PM (Pre Memory= Tidak disusun target)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	NA (Not Available= Data tidak tersedia)
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3.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

Dalam rangka pencapaian Tujuan 15 SDGs yaitu pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, Jawa Tengah menetapkan 3 target yang diukur melalui 5 indikator. Target-target tersebut yaitu: (1) Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya; (2) Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi; serta (3) Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi; (4) Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati; (5) Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional; (6) Mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.

Perwujudan Tujuan 15 SDGs diupayakan melalui arah kebijakan yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, khususnya tutupan lahan. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Konservasi lingkungan melalui rehabilitasi hutan dan lahan; (2) Pemulihan kembali lingkungan melalui peningkatan perijinan dan pemantauan lingkungan serta penegakan hukum; serta (3) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan; (2) Penyuluhan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan (3) Pemanfaatan Hutan.

Perubahan kawasan hutan dan lahan yang tertutup pepohonan khususnya yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak legal seperti penebangan liar dan lain-lain dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu program rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan diperlukan guna mengendalikan penanganan DAS
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dan konservasi tumbuhan dan satwa liar. Pemerintah Provinsi Jawa tengah menargetkan persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani mencapai 25% pada tahun 2023.

Untuk pengelolaan hutan, pemerintah pusat memberikan mandat pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial. Perhutanan sosial sendiri merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningatkan kesejahteraannya, kesimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Peran pemerintah provinsi dalam pemanfaatan hutan sebatas pada pengendalian, penatagunaan dan pemanfaatan hutan yang ditargetkan sebesar 35,38% pada tahun 2023. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu dilakukan melalui legalisasi sertifikasi kayu dan perijinan industri primer pengolahan hasil hutan kapasitas lebih besar menuju 6.000 m3 dengan tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan

Secara lengkap, target indikator, program/kegiatan dan anggaran selama 5 tahun ke depan terdapat pada Lampiran Buku RAD ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RAD SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023.***
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Tabel 3.15.Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan


	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 15.1 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

	15.1.1.(a)
	Proporsi tutupan
	Proporsi tutupan hutan
	DLHK
	Ha
	16.555,
	16.555,
	16.555,
	16.555,
	16.555,
	16.555,

	
	hutan terhadap luas
	terhadap luas lahan
	
	(LTV)
	86
	86
	86
	86
	86
	86

	
	lahan keseluruhan.
	keseluruhan.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 15.2 Pada tahun 2030, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.

	15.2.1.(a)
	Luas kawasan
	Luas kawasan
	DLHK
	Hektar
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	
	konservasi
	konservasi terdegradasi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	terdegradasi yang
	yang dipulihkan kondisi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dipulihkan kondisi
	ekosistemnya.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ekosistemnya.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.2.1.(b)
	Luas usaha
	Luas usaha
	DLHK
	Ha
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	
	pemanfaatan hasil
	pemanfaatan hasil
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	hutan kayu restorasi
	hutan kayu restorasi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ekosistem.
	ekosistem.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.2.1.(d)
	Jumlah Kesatuan
	Jumlah Kesatuan
	DLHK
	% (Unit
	20
	5,44
	11,9
	19,18
	27,08
	35,38

	
	
	Pengelolaan Hutan.
	Pengelolaan Hutan.
	
	Pengelol
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	aan
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	hutan
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	dan
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	hasil)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 15.3 Pada tahun 2030, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan,

	kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.
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	Kode
	
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Indikator
	
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15.3.1.(a)
	
	Proporsi luas lahan
	Proporsi luas lahan
	DLHK
	%
	5
	5
	10
	15
	20
	25

	
	
	
	
	kritis yang
	kritis dan sangat kritis
	Prov.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	direhabilitasi terhadap
	yang direhabilitasi
	Jateng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	luas lahakeseluruhan.
	terhadap luas lahan di
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Provinsi Jawa Tengah
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Keterangan:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PM (Pre Memory= Tidak disusun target)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	NA (Not Available= Data tidak tersedia)
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3.16.
Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Dalam rangka pencapaian Tujuan 16 SDGs yaitu mewujudkan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh, Jawa Tengah menetapkan 9 target yang diukur melalui 27 indikator. Target-target tersebut yaitu: (1) Mengurangi segala bentuk kekerasan dan yang terkait dengan tingkat kematian; (2) Menghentikan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak; (3) Menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua; (4) Mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya; (5) Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat; (6) Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan; (7) Memberikan identitas hukum bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran; (8) Menjamin akses publik terhadap informasi; (9)Menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

Perwujudan Tujuan 16 SDGs diupayakan melalui arah kebijakan yaitu: (1) Mewujudkan kohesi sosial masyarakat; (2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; (3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan; dan (4) Meningkatkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi: (1) Peningkatan pelayanan publik pada masyarakat dan membangun open government;

(2) Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi pemerintahan); (3) Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian internal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara baik; (4) Pengendalian produk hukum dan penegakan perda; (5) Penataan ASN termasuk penerimaan pegawai secaratransparan dan akuntabel, promosi jabatan secara terbuka dengan talent scouting (penelusuran bakat); (6) Perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang diukur melalui outcome serta perbaikan tata laksana organisasi; (7) Peningkatan demokrasi Indonesia kepada masyarakat termasuk pendidikan politik perempuan; (8) Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi;dan (9) Memberikan
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kesempatan yang sama termausk bagi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam trantibumas; (2) Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan; (3) Pengembangan Data Statistik Sektoral dan Keterbukaan Informasi; (4) Pengembangan eGovernment;

(5) Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat; (6) Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP; (7) Pembangunan Budaya Integritas; (8) Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat daerah; (9) Penataan Administrasi Kependudukan; (10) Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum dan Masyarakat pada Produk Hukum Daerah; (11) Penataan Peraturan Perundang-Undangan; serta (12) Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah.

Persoalan yang mengancam kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Jawa Tengah cukup beragam, mulai dari berita bohong, ujaran kebencian, kampanye hitam, radikalisme dan terorisme. Namun, hingga saat ini Jawa Tengah masih menjadi barometer nasional dalam kemampuan menjaga kondusivitas wilayah, mengingat jumlah penduduk Jawa Tengah cukup besar sekitar 34 juta jiwa yang berpotensi munculnya konflik. Hal tersebut tidak lepas dari upaya keras Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan seluruh pihak terkait guna menjaga kondusivitas wilayah. Upaya preventif yang ditempuh antara lain peningkatan kapasitas elemen masyarakat dalam mewaspadai dan melakukan deteksi dini terhadap potensi-potensi konflik. Selain itu, penanganan-penanganan konflik sosial sebelum meluas, bukan hanya dilakukan oleh pemerintah saja namun juga melibatkan masyarakat. Tahun 2018 hampir sekitar 160 orang berperan serta aktif dalam penanganan konflik, dan ditargetkan akan terus meningkat pada tahun berikutnya. Seiring dengan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berusaha mempertahankan persentase penurunan konflik SARA pada angka 15% selama 5 tahun ke depan. Dan diharapkan Indeks Toleransi meningkat pada angka 76,60 di akhir tahun 2023.

Kondusivitas wilayah akan terwujud melalui peran serta aparat hukum dalam penegakan hukum maupun perda. Dalam hal penegakan hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senantiasa
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melakukan pemeliharaan trantibun dan linmas serta pencegahan kriminalitas. Upaya-upaya yang dilakukan melalui patroli pengendalian trantibum dan linmas sejumlah 48 kali patroli dalam kota dan 6 kali patroli wilayah dalam setahun. Sedangkan untuk penegakan perda, ditargetkan 100% atau terlaksana semua selama 5 tahun ke depan. Peranan perda cukup penting, selain sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan juga merupakan penampung kekhususan dan keragaman daerah serta aspirasi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam 1 tahun hanya mampu menyusun rancangan perda pada kisaran 15-17 raperda, sehingga target yang ditentukan dalam penyusunan Raperda selama 5 tahun ke depan masih pada kisaran angka tersebut.

Keterbukaan informasi publikmenjadi bagian dari upaya membangun open government. Jawa Tengah dinilai cukup baik dalam hal keterbukaan informasi publik, namun demikian untuk pemerintah kabupaten/kota masih perlu ditingkatkan lagi. Mengingat masih banyak sengketa informasi yang didominasi berasal dari kabupaten/kota, meskipun secara tren terjadi penurunan jumlah kasus sengketa. Tahun 2014 kasus sengketa keterbukaan informasi publik yang masuk mencapai 148 kasus, mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga bulan Oktober tahun 2018 tercatat hanya 16 kasus. Keterbukaan informasi publik ke depan lebih diarahkan pada upaya pengembangan Open Data yang berbasis pada Single Data System (SDS). Keberhasilan Open Data dan SDS sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data dan informasi dari masing-masing sektor atau wilayah. Oleh karena itu, dukungan PPID pembantu di OPD, BUMD maupun PPID Utama Kabupaten/Kota dalam kontribusi data yang valid sangat diperlukan.

Untuk mewujudkan 3 sasaran reformasi birokrasi yaitu : (1) Pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, (2) Pemerintah yang efektif dan efisien; serta (3) Pelayanan publik yang baik dan berkualitas, maka budaya integritas dan upaya pengawasan internal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal penting. Melalui kegiatan pengembangan efektivitas kelembagaan perangkat daerah, maka diharapkan pada akhir tahun 2023 persentase OPD yang efektif dalam tugas dan fungsinya mencapai 100%, maknanya seluruh OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditargetkan untuk efektif dan efisien dalam menjalankan


III-88| R A D S D G s J a t e n g 2 0 1 9 - 2 0 2 3

tupoksinya. Hal tersebut dilakukan guna mencapai peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80 padaakhir tahun 2023.

Era industri 4.0 yang mempengaruhi seluruh aspek pembangunan, tak terkecuali pada aspek tata kelola pemerintahan. Salah satunya yang perlu dipersiapkan adalah mencetak SDM aparatur yang kompeten dan mempunyai kapabilitas. Spesialis keahlian yang didorong melalui pemenuhan jabatan fungsional tertentu serta melek teknologi menjadi salah satu agenda dalam manajemen ASN. Selain itu, dari sisi kelembagaan dan organisasi, upaya kegiatan pengadaan CPNS, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat, hasil promosi jabatan secara terbuka dan talent scouting, serta fasilitasi tugas belajar dan ijin belajar PNS terus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Efektivitas dan efisiensi dalam manajemen ASN salah satunya melalui pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian (SIMPEG) Terpadu. Mengingat ASN merupakan inti sekaligus pelaku penyelenggaraan pemerintahan, maka kebutuhan data dan informasi terkait ASN mutlak diperlukan. Integrasi SIMPEG dengan sistem aplikasi yang lain dibutuhkan untuk pemetaan, penilaian, pengembangan, dan penataan ASN. Integrasi SIMPEG ditargetkan untuk sejumlah 5 sistem aplikasi lain, pada akhir tahun 2023.

Perolehan nilai SAKIP A untuk Jawa Tengah pada tahun 2019 ini merupakan bukti bahwa upaya perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang diukur melalui outcome telah dilakukan. Optimisme Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pencapaian target nilai SAKIP sebesar 85 di akhir tahun 2023 (target RPJMD 2018-2023), mengingat nilai SAKIP A tersebut berada pada kisaran 80-90. Sehingga tidak ada salahnya ke depan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengupayakan untuk perolehan Nilai SAKIP AA pada akhir pelaksanaan RPJMD 2018-2023.

Pentingnya opini BPK WTP mengingatopini BPK merupakan penilaian tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjamin bahwa informasi keuangan telah wajar disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Komponen ini pula yang mendukung peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi. Jawa Tengah telah mencapai opini BPK WTP ke-8 kalinya sampai dengan tahun 2018 dan akan terus dipertahankan sampai tahun-tahun berikutnya.
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Dalam rangka menjamin akses yang sama dalam hukum dan keadilan, maka penyelenggaraan bantuan hukum dan sengketa hukum diberikan kepada masyarakat tidak mampu. Tahun 2018 tercatat 180 perkara pemberian bantuan hukum pada masyarakat tidak mampu, 8 perkara penanganan perdata/TUN dan 4 perkara penanganan sengketa hukum. Kesempatan yang sama tidak hanya diberikan pada perlindungan hukum, namun juga kesempatan berpolitik. Upaya sosialisasi dan memberikan pendidikan polittik dilakukan bukan hanya untuk laki-laki melainkan juga perempuan. Namun nampaknya hal tersebut belum optimal, tahun 2018 baru sebesar 24,24% persentase keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2019. Bukan hanya di lembaga legislatif, melainkan juga lembaga eksekutif diharapkan peran perempuan akan lebih nyata lagi, untuk menduduki jabatan pengambil keputusan di tingakt eselon II, III dan IV. Selain dalam pendidikan politik, kaum perempuan juga mendapatkan perhatian dalam kasus-kasus kekerasan dan ketidakadilan yang diterimanya. Dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya menekan rasio kekerasan terhadap perempuan dari agar menjadi 5,64 pada tahun 2023.

Kesempatan dan akses yang sama juga diberikan dalam pelayanan kependudukan, salah satunya adalah pemberian akte kelahiran. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan bahwa persentase penduduk 0-18 tahun memiliki akta kelahiran pada akhir tahun 2023 sebesar 100%, dengan kata lain seluruh penduduk usia 0 hingga 18 tahun semua harus memilik akte kelahiran.

Selain melalui program perangkat daerah, terdapat program/kegiatan yang dilakukan oleh unsur non pemerintahyakni LBH Semarang. Program /kegiatan dimaksud diantaranya: pertama, Program Layanan Bantuan Hukum. Pada tahun 2018 sebanyak 300 orang telah merasakan manfaat dari kegiatan pengaduan dan konsultasi hukum.;

Kedua, Kegiatan penyuluhan / pendidikan hukum. Melalui kegiatan ini, sebanyak 700 orang mendapatkan pendidikan bantuan hukum di tahun 2018. Kegiatan ini didukung oleh BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sertaThe Asia Foundation.
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Ketiga, Program Dokumentasi Pelanggaran HAM di Jawa Tengah. Pada tahun 2018 sebanyak 150 kasus telah terdokumentasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Keempat, Program Advokasi Korban Pelanggaran HAM.Program ini dimaksudkan untuk Pendampingan Hukum Korban pelanggaran HAM di Jawa Tengah. Data realisasi 2018 menyebutkan 25 kasus telah mendapat pendampingan hukum

Kelima, Program Penguatan Masyarakat. Ditujukan untuk komunitas / organisasi. Hingga tahun 2018, sebanyak 22 komunitas/ organisasi telah mendapat pendidikan terkait HAM dan hukum.

Secara lengkap, target indikator, program/kegiatan dan anggaran selama 5 tahun ke depan terdapat pada Lampiran Buku RAD ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RAD SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023.***
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Tabel 3.16.Target dan KinerjaPencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.1.1.(a)
	Jumlah kasus
	Jumlah kasus
	Kepolisian
	Kasus
	36
	PM
	PM
	PM
	PM
	
	PM

	
	
	kejahatan
	kejahatan pembunuhan
	Republik
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pembunuhan pada
	pada satu tahun
	Indonesia;
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	satu tahun terakhir.
	terakhir.
	POLDA
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	JATENG
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.1.2(a)
	Kematian disebabkan
	Kematian disebabkan
	Kepolisian
	Kematian
	0
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A

	
	
	konflik per 100.000
	konflik per 100.000
	Republik
	/ 100.000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	penduduk.
	penduduk.
	Indonesia
	Penduduk
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.1.3.(a)
	Proporsi penduduk
	Proporsi penduduk
	Susenas
	%
	1,05
	PM
	PM
	PM
	PM
	
	PM

	
	
	yang menjadi korban
	yang menjadi korban
	BPS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kejahatan kekerasan
	kejahatan kekerasan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dalam 12 bulan
	dalam 12 bulan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	terakhir.
	terakhir.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.1.4*
	Proporsi penduduk
	Proporsi penduduk
	Susenas
	%
	Data
	PM
	PM
	PM
	PM
	
	PM

	
	
	yang merasa aman
	yang merasa aman
	BPS
	
	tidak
	
	
	
	
	
	

	
	
	berjalan sendirian di
	berjalan sendirian di
	
	
	tersedia
	
	
	
	
	
	

	
	
	area tempat
	area tempat tinggalnya.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tinggalnya.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.2.1.(a)
	Proporsi rumah
	Proporsi rumah tangga
	BPS
	%
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A

	
	
	tangga yang memiliki
	yang memiliki anak
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	anak umur 1-17
	umur 1-17 tahun yang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tahun yang
	mengalami hukuman
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	mengalami hukuman
	fisik dan/atau agresi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	fisik dan/atau agresi
	psikologis dari
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	psikologis dari
	pengasuh dalam
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pengasuh dalam
	setahun terakhir.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	setahun terakhir.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.2.1.(b)
	Prevalensi kekerasan
	Prevalensi kekerasan
	DP3AKB
	%
	12,76
	12,76
	12,66
	12,56
	12,46
	12,36

	
	
	terhadap anak laki-
	terhadap anak
	Provinsi
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	laki dan anak
	
	Jawa
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	perempuan.
	
	Tengah
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.2.3.(a)
	Proporsi perempuan
	-
	Kementeri-
	%
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	
	dan laki laki
	
	an Sosial,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	muda umur 18-24
	
	KPPPA,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	tahun
	
	BPS,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	yang mengalami
	
	BAPPENAS
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kekerasan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama
	

	terhadap keadilan bagi semua.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.3.1.(a)
	Proporsi korban
	Proporsi korban
	Susenas
	%
	100
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	
	kekerasan dalam 12
	kekerasan dalam 12
	BPS
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	bulan terakhir yang
	bulan terakhir yang
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	melaporkan kepada
	melaporkan kepada
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	polisi.
	polisi.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.3.1.(b)
	Jumlah orang atau
	Jumlah orang atau
	BPHN
	Orang
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	
	kelompok
	kelompok
	(Kementeri
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	masyarakat miskin
	masyarakat miskin
	an hukum
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	yang memperoleh
	yang memperoleh
	dan HAM)
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	bantuan hukum
	bantuan hukum
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	litigasi dan non
	litigasi dan non litigasi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	litigasi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.5.1.(a)
	Indeks Perilaku Anti
	Indeks Perilaku Anti
	Bappeda
	Angka
	NA
	
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	
	
	Korupsi (IPAK)
	Korupsi (IPAK)
	Provinsi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Jawa
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tengah
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.6.1.(a)
	Persentase
	Persentase peningkatan
	Badan
	%
	N.A
	
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	
	peningkatan Opini
	Opini Wajar Tanpa
	Pemeriksa
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wajar Tanpa
	Pengecualian (WTP)
	Keuangan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pengecualian (WTP)
	atas Laporan Keuangan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	atas Laporan
	Kementerian/ Lembaga
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Keuangan
	dan Pemerintah Daerah
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kementerian/
	(Provinsi/Kabupaten/K
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lembaga dan
	ota).
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pemerintah Daerah
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(Provinsi/Kabupaten/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kota).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.6.1.(b)
	Persentase
	Persentase peningkatan
	KemenPAN
	Angka
	80,18
	
	80
	82
	83
	84
	85

	
	
	peningkatan Sistem
	Sistem Akuntabilitas
	RB
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Akuntabilitas Kinerja
	Kinerja Pemerintah
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pemerintah (SAKIP)
	(SAKIP) Pemerintah
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kementerian/Lembaga
	Daerah (Provinsi)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dan Pemerintah
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Daerah (Provinsi/
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kabupaten/Kota).
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.6.1.(c)
	Persentase
	Persentase penggunaan
	Biro
	%
	N.A
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	penggunaan E-
	E-procurement
	Pengadaan
	
	(OPD
	
	
	
	
	

	
	
	procurement terhadap
	terhadap belanja
	Barang
	
	diben-
	
	
	
	
	

	
	
	belanja pengadaan.
	pengadaan.
	dan Jasa
	
	tuk
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Setda
	
	tahun
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Provinsi
	
	2018)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Jawa
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tengah
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.6.1.(d)
	Persentase instansi
	Persentase instansi
	Biro
	%
	74,75
	75,5
	77
	78
	79
	80

	
	
	pemerintah yang
	pemerintah yang
	Organisasi
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	memiliki nilai Indeks
	memiliki nilai Indeks
	Setda
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Reformasi Birokrasi
	Reformasi Birokrasi
	Provinsi
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Baik Kemeneterian/
	Baik
	Jawa
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lembaga dan
	Kemeneterian/Lembaga
	Tengah
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pemerintah Daerah
	dan Pemerintah Daerah
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(Provinsi/Kabupaten/
	(Provinsi)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kota)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.6.2.(a)
	Persentase Kepatuhan
	Persentase Kepatuhan
	Ombuds-
	%
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	
	
	pelaksanaan UU
	pelaksanaan UU
	man RI
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pelayanan Publik
	Pelayanan Publik
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kementerian/Lembaga
	Kementerian/Lembaga
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dan Pemerintah
	dan Pemerintah Daerah
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Daerah (Provinsi/
	(Provinsi/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kabupaten/Kota).
	Kabupaten/Kota).
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.7.1(a)
	Persentase
	Persentase
	Setwan
	%
	17,5
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1
	19,1

	
	
	keterwakilan
	keterwakilan
	DPRD,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	perempuan di Dewan
	perempuan di Dewan
	KPUD
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Perwakilan Rakyat
	Perwakilan Rakyat
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(DPR) dan Dewan
	Daerah (DPRD)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Perwakilan Rakyat
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Daerah (DPRD).
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.7.1.(b)
	Persentase
	Persentase
	BKD
	%
	Eselon
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	
	keterwakilan
	keterwakilan
	Provinsi
	
	II= 8
	
	
	
	
	

	
	
	perempuan sebagai
	perempuan sebagai
	Jawa
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pengambilan
	pengambil keputusan
	Tengah
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	keputusan di lembaga
	di lembaga eksekutif
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	eksekutif (Eselon I dan
	(Eselon II)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	II).
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.7.2.(a)
	Indeks Lembaga
	Indeks Lembaga
	BPS
	Indeks
	78,82(th
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	
	Demokrasi
	Demokrasi.
	
	
	2017)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.7.2.(b)
	Indeks Kebebasan
	Indeks Kebebasan Sipil.
	BPS
	Indeks
	69,07(th
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	
	Sipil.
	
	
	
	2017)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.7.2.(c)
	Indeks Hak-hak
	Indeks Hak-hak Politik.
	BPS
	Indeks
	67,24(th
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	
	Politik.
	
	
	
	2017)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.1*
	Proporsi anak umur di
	Proporsi anak umur di
	BPS
	%
	90
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A

	
	
	bawah 5 tahun yang
	bawah 5 tahun yang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kelahirannya dicatat
	kelahirannya dicatat
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	oleh lembaga
	oleh lembaga
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pencatatan sipil,
	pencatatan sipil,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	menurut umur.
	menurut umur.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.1.(a)
	Persentase
	Persentase kepemilikan
	Susenas
	%
	92,08
	PM
	PM
	PM
	PM
	
	PM

	
	
	kepemilikan akte lahir
	akte lahir untuk
	BPS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	untuk penduduk 40%
	penduduk 40%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	berpendapatan bawah
	berpendapatan bawah
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.9.1.(b)
	Persentase anak yang
	Persentase anak yang
	Susenas
	%
	100
	PM
	PM
	PM
	PM
	
	PM

	
	
	memiliki akta
	memiliki akta kelahiran
	BPS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kelahiran
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan
	

	kesepakatan internasional.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.10.2.(a)
	Tersedianya Badan
	Tersedianya Badan
	Komisi
	%
	90,24
	PM
	PM
	PM
	PM
	
	PM

	
	
	Publik yang
	Publik yang
	Informasi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	menjalankan
	menjalankan kewajiban
	Pusat (KIP)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	kewajiban
	sebagaimana diatur
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	sebagaimana diatur
	dalam UU No. 14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dalam UU No. 14
	Tahun 2008 tentang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tahun 2008 tentang
	Keterbukaan Informasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Keterbukaan
	Publik.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Informasi Publik.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.10.2.(b)
	Persentase
	Persentase
	Komisi
	%
	70,27
	PM
	PM
	PM
	PM
	
	PM

	
	
	penyelesaian sengketa
	penyelesaian sengketa
	Informasi
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	informasi publik
	informasi publik
	Pusat (KIP)
	
	
	
	
	
	
	

	
	melalui mediasi
	melalui mediasi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dan/atau ajudikasi
	dan/atau ajudikasi non
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	non litigasi
	litigasi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.10.2.(c)
	Jumlah kepemilikan
	Jumlah kepemilikan
	Komisi
	PPID
	4
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	sertifikat Pejabat
	sertifikat Pejabat
	Informasi
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pengelola Informasi
	Pengelola Informasi dan
	Pusat (KIP)
	
	
	
	
	
	
	

	
	dan Dokumentasi
	Dokumentasi (PPID)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(PPID) untuk
	untuk mengukur
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	mengukur kualitas
	kualitas PPID dalam
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PPID dalam
	menjalankan tugas dan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	menjalankan tugas
	fungsi sebagaimana
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dan fungsi
	diatur dalam peraturan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	sebagaimana diatur
	perundang-undangan.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dalam peraturan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	perundang-undangan.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

	16.b.1.(a)
	Jumlah kebijakan
	Jumlah kebijakan yang
	Komnas
	Kebijak-
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	yang diskriminatif
	diskriminatif dalam 12
	Perem-
	an/
	
	
	
	
	
	

	
	dalam 12 bulan lalu
	bulan lalu berdasarkan
	puan
	Doku-
	
	
	
	
	
	

	
	berdasarkan
	pelarangan
	
	men
	
	
	
	
	
	

	
	pelarangan
	diskriminasi menurut
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	diskriminasi menurut
	hukum HAM
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	hukum HAM
	Internasional.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Internasional.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Keterangan:

PM (Pre Memory= Tidak disusun target)

NA (Not Available= Data tidak tersedia)
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3.17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Dalam rangka pencapaian Tujuan 17 SDGs yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan multipihak untuk pembangunan berkelanjutan, Jawa Tengah menetapkan 7 target yang diukur melalui 15 indikator. Target-target tersebut yaitu: (1) Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya; (2) Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan; (3) Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang; (4) Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang; (5) Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif; (6) meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang; (7) mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

Perwujudan Tujuan 17 SDGs diupayakan melalui Arah kebijakan: (1) Optimalisasi pembiayaan yang bersumber selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Mendorong pemanfaatan teknologi informasi di sektor perdagangan dan industri; (3) Mendorong aspek hulu industri dan optimalisasi industri hilir; (4) Penyediaan data statistik dan informasi yang memadai; (5) Mendorong perwujudan investasi hijau; serta didukung dengan peningkatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dengan dunia usahadan (6) Membangun kerjasama multipihak antara pemerintah dengan swasta, akademisi, badan usaha, oranisasi masyarakat sosial dan filantropi dalam pelaksanaan pembangunan. Dan strategi yang akan dilakukan meliputi:(1) Obligasi daerah; (2) Memperkuat jaringan infrastruktrur teknologi informasi; (3) Menggalakkan penggunaan e-commerce, transaksi online dan digitalisasi UMKM; (4) Peningkatan pelayanan data sektor dan (5) Optimalisasi forum CSR termasuk Tim Koordinasi Daerah SDGs yang melibatkan para stakeholder.
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Program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup: (1) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal; (2) Penyediaan dan pelayanan informasi statistik; (3) Pengembangan data statistik sektoral dan (4) Peningkatan Ekspor, Promosi, dan Efisiensi Impor.

Guna mendorong seluruh pihak untuk memanfaatkan teknologi informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berusaha mengupayakan otomatisasi digital baik itu membangun sistem aplikasi mapun pemanfaatan media sosial. Pelaku UMKM sebagai salah satu yang didorong untuk pemanfaatan teknologi informasi melalui e-commerce, untuk perluasan akses pasar serta pengembangan usaha. Diharapkan melalui pemanfaatan teknologi informasi ini pengembangan pasar dapat dilakukan hingga ke luar negeri. Hingga tahun 2018 Jawa Tengah memiliki 136.207 UMKM, terdiri dari 46.809 UKM sektor produksi non pertanian, 22.738 sektor pertanian, 50.169 sektor perdagangan dan 16.491 sektor jasa. Namun baru 800 pelaku UMKM yang mendapat pelatihan e-commerce, dan baru separuhnya saja yang aktif memanfaatkan. Target ke depan akan terus dilakukan upaya sosialisasi dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Pembiayaan pelaksanaan pembangunan yang terbesar diperoleh dari pajak daerah dan retribusi, namun seringkali kurang memadai. Hal tersebut juga menjadi kendala bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dimana sumber pembiayaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan, sehingga kapasitas fiskal menurun. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya obligasi daerah. Obligasi daerah ini merupakan pembiayaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam lima tahun kedepan, obligasi daerahdiperuntukkan bagi pembangunan rumah sakit khusus di Kota Pekalongandan Magelang, pengembangan rumah sakit khusus di RSUD Kelet,pengembangan RSUD Moewardi (pengembangan onkologi terpadu), pembangunan kawasan olahraga Jatidiri, pengembangan infrastruktur penunjang kawasan industri, dan pengembangan kawasan Edu Park Tlogo Wening.

Peningkatan ekspor di Jawa Tengah mengalami tren cukup bagus, namun demikian masih defisit karena nilai impor masih jauh lebih tinggi. Penyumbang peningkatan ekspor Jawa Tengah dari sektor
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non migas pada produksi pakaian jadi dan kayu atau barang berbahan dasar dari kayu. Strategi peningkatan ekspor Jawa Tengah terutama untuk menghadapi revolusi 4.0 antara lain fokus pada produk industri olahan yang bernilai tambah tinggi serta pengembangan ekonomi kreatif. Strategi lain yakni menjalin kerjasama dengan mitra-mitra dagang luar negeri. Hilirisasi industri merupakan hal penting, namun tidak luputdari perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah mendorong aspek hulu industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Target ke depan akan terus dilakukan peningkatan ekspor, promosi, dan efisiensi impor dalam bentuk peningkatan akses pasar produk berorientasi ekspor serta kualitas dan kuantitas pelaku ekspor impor non migas.

Secara lengkap, target indikator, program/kegiatan dan anggaran selama 5 tahun ke depan terdapat pada Lampiran Buku RAD ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RAD SDGs Jawa Tengah Tahun 2019-2023.***
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Tabel 3. 17.Target dan Kinerja Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan


	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

	17.1.1*
	Total pendapatan
	Total pendapatan
	Bappeda
	Rp
	24.701.
	25.965.
	27.243.
	28.523.
	29.906.
	31.505.

	
	pemerintah sebagai
	pemerintah sebagai
	Prov.
	
	017.599
	581.322
	838.043
	967.683
	003.181
	807.166

	
	proporsi terhadap
	proprosi terhadap
	Jateng,
	
	.994
	.000
	.000
	.000
	.000
	.000

	
	PDB menurut
	PDRB menurut
	DPP Prov.
	
	
	
	
	
	
	

	
	sumbernya.
	sumbernya
	Jateng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.1.1.(a)
	Rasio penerimaan
	Rasio penerimaan pajak
	Bappeda
	%
	18,76
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	pajak terhadap PDB.
	terhadap PDRB.
	Provinsi
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Jawa
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tengah
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.1.2*
	Proporsi anggaran
	Proporsi anggaran
	Bappeda
	%
	93
	93
	98
	96
	93
	100

	
	domestik yang didanai
	domestik yang didanai
	Provinsi
	
	
	
	
	
	
	

	
	oleh pajak domestik.
	oleh pajak domestik.
	Jawa
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tengah
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 17.6 Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi daninovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnyadi tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),

dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.

	17.6.2.(b)
	Tingkat penetrasi
	Tingkat penetrasi akses
	-
	%
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	
	akses tetap
	tetap
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pita lebar (fixed
	pita lebar (fixed
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	broadband) di
	broadband) di
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Perkotaan dan di
	Perkotaan dan di
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Perdesaan.
	Perdesaan.
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.6.2.(c)
	Proporsi penduduk
	Proporsi penduduk
	Kementeri
	%
	Kewena
	Kewena
	Kewena
	Kewena
	Kewena
	Kewena

	
	terlayani
	terlayani
	-an
	
	ngan
	ngan
	ngan
	ngan
	ngan
	ngan

	
	mobile broadband
	mobile broadband
	Komunika
	
	pusat
	pusat
	pusat
	pusat
	pusat
	pusat

	
	
	
	-si dan
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Informati-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ka
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

	17.8.1*
	Proporsi individu yang
	Proporsi individu yang
	Susenas
	%
	38,51
	PM
	PM
	PM
	PM
	
	PM

	
	
	menggunakan
	menggunakan internet.
	BPS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	internet.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.8.1.(a)
	Persentase kabupaten
	Persentase kabupaten
	Kementeri-
	%
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	
	N.A

	
	
	3T yang terjangkau
	3T yang terjangkau
	an
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	layanan akses
	layanan akses
	Komunika
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	telekomunikasi
	telekomunikasi
	-si dan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	universal dan
	universal dan
	Informati-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	internet.
	internet.
	ka
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat
	

	proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2030.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.11.1.(a)
	Pertumbuhan ekspor
	Pertumbuhan ekspor
	Disperin-
	Juta US
	8,224.5
	6,303
	6,518
	6,739
	6,968
	
	7,205

	
	
	produk non migas
	produk non migas
	dag
	$
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Provinsi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Jawa
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tengah
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama.


	17.17.1.(a)
	Jumlah proyek yang
	Jumlah proyek yang
	Kemitraan
	Doku-
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	ditawarkan untuk
	ditawarkan untuk
	per
	men
	
	
	
	
	
	

	
	dilaksanakan dengan
	dilaksanakan dengan
	urusan
	berisi
	
	
	
	
	
	

	
	skema Kerja sama
	skema Kerja sama
	
	daftar
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	proyek
	
	
	
	
	
	

	
	Pemerintah dan
	Pemerintah dan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	KPBU
	
	
	
	
	
	

	
	Badan Usaha (KPBU).
	Badan Usaha (KPBU).
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.17.1.(b)
	Jumlah alokasi
	Jumlah alokasi
	
	Alokasi
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	pemerintah
	pemerintah
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	untuk penyiapan
	untuk penyiapan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	proyek,transaksi
	proyek,transaksi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	proyek, dandukungan
	proyek, dandukungan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	pemerintah dalam
	pemerintah dalam
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kerja sama
	Kerja sama Pemerintah
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pemerintah dan
	danBadan Usaha
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Badan Usaha (KPBU).
	(KPBU).
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 17.18 Pada tahun 2030, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.

	17.18.1.(a)
	Persentase konsumen
	Persentase konsumen
	BPS
	%
	99,67
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	
	Badan Pusat Statistik
	Badan Pusat Statistik
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(BPS) yang merasa
	(BPS) yang merasa puas
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	puas dengan kualitas
	dengan kualitas data
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	data statistik.
	statistik.
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	Kode
	Indikator SDGs
	Indikator SDGs
	Sumber
	
	Base-
	
	Target Pencapaian
	

	
	
	
	
	Satuan
	line
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Indikator
	Nasional
	Provinsi
	Data
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	
	
	2018
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.18.1.(b)
	Persentase konsumen
	-
	BPS
	%
	99,67
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	yangmenjadikan data
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dan informasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	statistik BPS sebagai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	rujukanutama.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.18.1.(c)
	Jumlah metadata
	Jumlah metadata
	BPS
	Meta-
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	kegiatanstatistik
	kegiatanstatistik dasar,
	
	data
	
	
	
	
	
	

	
	dasar, sektoral, dan
	sektoral, dan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	khusus yang terdapat
	khusus yang terdapat
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	dalamSistem
	dalamSistem Informasi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Informasi Rujukan
	RujukanStatistik
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Statistik (SIRuSa).
	(SIRuSa).
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.18.1.(d)
	Persentase indikator
	Persentase indikator
	BPS
	%
	54,86
	PM
	PM
	PM
	PM
	PM

	
	SDGs terpilah yang
	SDGs Jateng terpilah
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	relevan dengan target.
	yang relevan dengan
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	target.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

	17.19.2.(b)
	Tersedianya data
	Tersedianya data
	Kemen-
	Data
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

	
	registrasiterkait
	registrasiterkait
	dagri
	Registra
	
	
	
	
	
	

	
	kelahiran dan
	kelahiran dan kematian
	
	si
	
	
	
	
	
	

	
	kematian(Vital
	(Vital Statistics Register)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Statistics Register)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Keterangan:

PM (Pre Memory= Tidak disusun target)

NA (Not Available= Data tidak tersedia)
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BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

RAD tidak berhenti hanya sampai pada tersusunnya arah kebijakan, indikator TPB/SDGs provinsi, dan rencana program aksi /kegiatan, tetapi juga perlu menjaga bagaimana target pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi terwujud. Untuk itu diperlukan kegiatan pemantauan dan evaluasi yang menjadi tahapan penting dari keseluruhan rangkaian kegiatan rencana aksi (renaksi) pelaksanaan TPB/SDGs tahun 2019-2023. Sebagai bagian integral dari siklus renaksi pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat provinsi, kegiatan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan perlu dilaksanakan oleh para pelaksana baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah sesuai ketentuan. Berdasarkan ketentuan monev, waktu pelaksanaannya:

(1) pemantauan dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; (2) Evaluasi dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; (3) laporan pemantauan disampaikan 15 hari setelah periode semester berjalan: Semester pertama (Januari sampai Juni dilaporkan pada 15 Juli). Semester kedua (Juli sampai Desember), dan laporan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs disampaikan satu bulan setelah tahun berjalan.

Landasan Peraturan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi wajib dilaksanakan karena telah menjadi mandat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Secara nasional, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018 Pasal 7 huruf b, kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian TPB/SDGs dikordinasikan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PPN/Kepala BAPPENAS. Sementara, di tingkat provinsi, berdasarkan Peraturan Presiden yang sama pasal 17 angka (2) dinyatakan, Gubernur menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB/SDGs Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Di Jawa Tengah RAD TPB/SDGs ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur.

Khusus untuk unsur pemerintah, kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan wajib mengacu pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sedangkan bagi organisasi non pemerintah, kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporannya dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme tersendiri.

Tujuan Pemantauan dan Evaluasi. Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.
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Indikator

Provinsi


264

106



Pilar

Sosial



64



Pilar

Ekonomi



67



Pilar

Lingkungan



27



Pilar Hukum dan Tata Kelola

Gambar 4.1.Indikator SDGs Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Pilar Pembangunan

Lingkup Pemantauan dan Evaluasi. Secara nasional, TPB mencakup 17 goals , 94 target/sasaran dan 319 indikator. Berdasarkan indikator TPB Nasional, pemetaan di Jawa Tengah menunjukkan ada 264 indikator SDGs Provinsi. Keseluruhan jumlah indikator tersebar ke dalam pilar pembangunan sosial sebanyak 106, pilar pembangunan ekonomi sebesar 64, pilar pembangunan lingkungan sebanyak 67, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola sebanyak 27 indikator. Sebagian besar indikator sudah tercantum dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA dan Dokumen/Laporan Teknis lainnya) sekalipun ada pula yang belum tercantum.

4.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

4.1.1. Mekanisme Pemantauan RAD

Alur pemantauan RAD dilakukan dengan mengikuti alur pembagian kewenangan dan tugas yang telah dinyatakan dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 050/13 Tahun 2018 tentangPembentukan Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Mekanisme pemantauan pelaksanaan TPB diatur mengikuti Gambar 4.2 sebagai berikut.
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Gambar 4.2. Alur Informasi Pemantauan untuk RAD

Alur pelaporan dalam pemantauan RAD (Gambar 4.2) mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: (1) OPD dan bupati/walikota menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB dengan menggunakan format sederhana kepada Ketua Tim Koordinasi Daerah (TKD) TPB dalam hal ini Kepala BAPPEDA dengan memberi tembusan dan berkoordinasi dengan Tim Sekretariat dan Kelompok Kerja (Langkah-1); (2)Ketua TKD mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk mengkaji dan memvalidasi laporan kemajuan yang disampaikan OPD dan bupati/walikota dibantu dan berkoordinasi dengan Sekretariat (Langkah-2); (3) Masing-masing Kelompok Kerja dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua TKD (Langkah-3); (4) Ketua TKD menyampaikan keseluruhan laporan kepada Sekretaris daerah selaku penanggungjawab TKD (Langkah-4); (5) Penangungjawab menyampaikan hasil pemantauan kepada Gubernur untuk diberikan feedback (Langkah-5); (6) Gubernur melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB tingkat provinsi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri minimal sekali dalam setahun, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan (Langkah-6). Selain itu pertemuan koordinasi triwulanannya oleh Ketua TKD yang difasilitasi Sekretariat SDGs juga akan dilaksanakan dalam kerangka itu.
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Mekanisme Evaluasi RAD

Sejalan dengan pemantauan, evaluasi RAD juga mengacu kepada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pemantauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Evaluasi RAN dilakukan paling sedikit dua kali dalam periode 5 tahun sesuai dengan periode kaji ulang RPJMN (kaji ulang pertengahan dan akhir) atau sewaktu-waktu bila diperlukan dan ditujukan untuk menilai pencapaian seluruh indikator TPB serta menganalisa upaya untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi antara target dan realisasi dari indikator-indikator yang ada.
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(1)

Gambar 4.3. Alur Informasi Evaluasi untuk RAD

Alur pelaporan dalam evaluasi RAD mengikuti langkah-langkah (Gambar 4.3) sebagai berikut: (1) OPD dan Bupati/Walikota menyusun laporan evaluasi pencapaian indikator TPB dengan menggunakan format yang standart (dapat menggunakan data capaian Badan Pusat Statistik) untuk kemudian disampaikan kepada Ketua TKD TPB dalam hal ini Kepala BAPPEDA dengan memberi tembusan dan berkoordinasi dengan Sekretariat dan Kelompok Kerja (Langkah 1); (2) Ketua TKD TPB mengarahkan empat kelompok kerja (pokja) untuk mengkaji dan memvalidasi laporan evaluasi pencapaian yang disampaikan OPD untuk mengetahui status pencapaian setiap target dan indikator dengan dibantu sekretariat. Selain itu, pokja juga akan mengevaluasi keterpaduan pencapaian TPB/SDGs dengan pencapaian TPB yang tercantum dalam RPJMD (Langkah 2); (3) Masing-masing pokja dibantu sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua TKD (Langkah 3); (4) Ketua TKD melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari pokja kepada sekretaris daerah
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selaku penanggungjawab pelaksanaan TPB/SDGs untuk disampaikan kepada gubernur (Langkah 4); (5) Gubernur melaporkan laporan evaluasi TPB/SDGS Jawa tengah kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS (Langkah 5); (6) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri diharapkan dapat memberikan feedback untuk perbaikan pelaksanaan TPB/SDGs di Jawa Tengah (Langkah-6).

4.1.2. Mekanisme Pemantauan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Kewajiban menyusun RAD TPB/SDGs pemerintah provinsi, tercantum dalam Perpres No. 59 Tahun 2018 pasal 15 ayat (1) yang secara ekplisit dinyatakan, untuk pencapaian sasaran TPB daerah, Gubernur berekwajiban menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan ormas, filantropi, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya. Sementara, laporan pencapaian pelaksanaan target TPB/SDGs di daerah disampaikan gubernur setiap tahun kepada Menteri PPN/BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga Mendagari sesuai pasal 17 ayat 2 Perpres 59/2017. Adapun mekanisme pemantauan RAD-nya dapat dilihat dalam Gambar 4.4. sebagai berikut.
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Gambar 4.4. Alur Informasi untuk Pemantauan RAD TPB/SDGs
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Alur pemantauan RAD TPB mengikuti langkah-langkah (Gambar 4.4) sebagai berikut: (1) Pokja dengan dibantu sekretariat TPB provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB di tingkat provinsi (termasuk tingkat kabupaten/kota) yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap target indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan. Kelompok Kerja yang dibantu sekretariat TPB melaporkan capaian RAD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (WPP) dan ditembuskan kepada sekretariat TPB pusat (Langkah 1); (2) Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB dengan menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/BAPPENAS melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, serta kepada Mendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Langkah 2).

Kemudian sesampai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, (3) oleh Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui ketua tim pelaksana yang dalam hal ini Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS (Langkah-3); (4) Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh sekretariat TPB (Langkah-4); (5) Masing-masing Kelompok Kerja Pusat yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah-5); (6)Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Kelompok Kerja kepada Koordinator Pelaksana TPB Nasional (Langkah-6); (7) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam 1 tahun sekali sesuai pasal 17 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 (Langkah-7).

Proses pemantuan RAD di pemerintahan provinsi,diatur sedemikian rupa menjadi bagian dari proses pemantauan yang dikelola secara nasional. Untuk itu, mekanisme pemantaua RAD-nya pun akhirnya mengikuti dua ruang, yakni: (1) ruang pemantauan yang dilakukan di pemerintah provinsi; dan (2) ruang pemantauan yang dilakukan pemerintah pusat atas dasar data pelaporan pemantauan yang dilakukan pemerintah provinsi.

4.1.3. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Renaksi UnsurNonPemerintah

Pada  prinsipnya,  tata  cara  pemantauan  dan  evaluasi  unsur  nonpemerintah,

berbeda dari mekanisme yang dilakukan pemerintah. Mengingat program/kegiatannya bersifat sukarela (voluntary), maka dari itu mekanisme pelaporannyapun bersifat sukarela. Tetapi sekalipun sukarela, sebaiknya sistem pelaporannya tetap harus akuntabel. Sistem pelaporan dapat dilakukan melalui
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mekanisme penilaian diri sukarela(voluntary self-assesment) dengan format pelaporan melalui self-assesment tool (SAT) yang disepakati.
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Gambar 4.5. Alur Informasi Monitoring Unsur  Organisasi Non Pemerintah

Alur pelaporan dalam pemantauan unsur nonpemerintah mengikuti langkah-langkah (Gambar 4.5) sebagai berikut: (1) Organisasi nonpemerintah melakukan voluntary self assessment atas program/kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format self-assessment tool, lalu disampaikan kepada kelompok kerja masing-masing pilar terkait, dengan tembusan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan (Langkah 1). (2) Kelompok kerja dibantu Sekretariat TPB/SDGs menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua TKD (Langkah 2). (3) Ketua TKD kemudian menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah selaku peenanggungjawab (Langkah 3). (4) Penanggungjawab melaporkan pencapaian atas pelaksanaan target TPB/SDGs kepada gubernur selaku 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan (Langkah 4).

Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dilakukan melalui forum tim atau kelembagaan yang dibentuk secara ad hoc oleh TKD TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.
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4.2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB 2019-2023

Jadwal waktu pemantauan dan evaluasi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 pasal 20 dan ketentuan periode penyampaian pelaporan, pemantauan dan evaluasi mengikuti ketentuan pusat, yakni: Pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabiladiperlukanEvaluasi dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali atausewaktu-waktu apabila diperlukan.Laporan pemantauan disampaikan 15 hari setelah periode semester berjalan: (1) Semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni dilaporkan pada tanggal 15 bulanJuli). (2) Semester kedua (bulan Juli sampai dengan bulanDesember). Terakhir, Laporan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs disampaikan satu bulan setelah tahunberjalan.


	Desember 2019
	
	
	

	
	Pemantauan
	Pelaporan
	Pelaporan

	
	
	
	

	Penetapan RAD
	
	Monev RAD
	

	
	RAD
	
	RAD

	dan Pelaporan
	
	2019-2023
	

	
	2019-2023
	
	2019-2023

	RAD ke Menteri
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Gambar 4.6. Diagram Jadwal Pelaporan dan Pemantauan  TPB/SDGs Nasional dan Daerah

4.3. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Publikasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD, menjadi hal penting mengingat karakter dari TPB adalah inklusif. Untuk itu, TKD TPB Jawa Tengah dengan didukung Kantor BPS telah menyiapkan laman One Touch SDGs (OTS) yang akan terintegrasi dalam laman bappeda.jatengprov.go.id sebagai media publik untuk melakukan diseminasi informasi terkait hasil pemantauan, peraturan, kebijakan, kegiatan TPB, dokumen dan informasi publik lainnya. Laman ini akan terus dikembangkan sesuai muatan yang akan dihasilkan dari kegiatan pelaksanaan TPB. ***
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BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs disusun dan berisi aksi atau kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan nonpemerintah secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu integrasi dan no one left behind (tidak ada satupun yang tertinggal). Aksi-aksi tersebut berkontribusi bagi pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs Jawa Tengah. Prinsip integrasi dalam TPB/SDGs menekankan bahwa pencapaian target masing-masing indikator saling berkait, dan/atau tidak akan terlepas dari upaya pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu tujuan/goal tertentu juga menentukan keberhasilan dari tujuan/goal yang lainnya. Keterkaitan antartujuan tersebut menjadi penentu dalam pencapaian TPB/SDGs.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik bagi kegiatan dan sejumlah aksi yang dilakukan pemerintah maupun nonpemerintah.

Dalam melaksanakan RAD TPB/SDGs juga diperlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi: (1) perluasan penggunaan teknologi; (2) penguatan kerja sama multipihak; (3) penguatan koordinasi; (4) peningkatan kapasitas; (5) pemberian penghargaan kepada para pihak; serta (6) penguatan pelaksanaan strategi komunikasi.

Perluasan Penggunaan Teknologi. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi atas target dan indikator TPB/SDGs dari 17 Tujuan yang saling terkait satu sama lainnya. Selain itu, teknologi informasi ini juga berfungsi untuk mendukung sinkronisasi berbagai capaian pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilaksanakan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi nonpemerintah. Pemanfaatan teknologi juga menjadi dasar untuk mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs.

Kemitraan Multipihak. Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat nasional, juga telah diterapkan di Jawa Tengah. Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar pemerintah, filantropi dan pelaku usaha, perguruan tinggi, serta organisasi kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan dengan ditempatkannya masing-masing unsur dalam keanggotaan Tim Koordinasi Daerah (TKD) TPB/SDGs. Kemitraan ini memberi ruang bagi para pihak untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB/SDGs secara bersama-sama, termasuk
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pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Penguatan Koordinasi. Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi. BAPPEDA di tingkat provinsi mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan TPB/SDGs.

Untuk aspek kerangka hukum, koordinasi koheren ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kerangka hukum ini mengatur tentang kelembagaan, strategi implementasi target dan indikator, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan TPB/SDGs serta hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi nonpemerintah. Untuk aspek kelembagaan, telah ditetapkan Tim Koordinasi Daerah (TKD) TPB/SDGs di tingkat provisni berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 050/13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 yang melibatkan peran unsur pemerintah maupun organisasi nonpemerintah, serta wewenang, tugas, dan tata cara kerjanya. Tim Koordinasi Daerah TPB/SDGs Provinsi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu Tim Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkenajutan yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 050.2/6147 Tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018.

Dalam aspek substansi program, telah disusun berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi nonpemerintah untuk mencapai target pelaksanaan TPB/SDGs. Dalam aspek pendanaan telah dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB/SDGs, sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dana pemerintah (APBD) dan bantuan mitra pembangunan. Dalam hal ini, pembiayaan alternatif berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.

Peningkatan Kapasitas. Untuk melaksanakan RAD TPB/SDGs diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik di lingkup Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) maupun organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB/SDGs, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, workshop serta pertemuan tahunan di tingkat nasional dan daerah.

Penghargaan Kepada Para Pihak. Penghargaan diberikan kepada OPD provinsi, pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, filantropi dan pelaku usaha, serta perguruan tinggi yang menunjukkan prestasi dalam melaksanakan
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TPB/SDGs. Kriteria penilaian dan Tim Penilai akan dibentuk oleh TKD TPB/SDGs provinsi.

Strategi Komunikasi. Agar TPB/SDGs menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat diperlukan strategi komunikasi yang kuat mencakup: isi pesan, cara penyampaian dan target yang akan disasar, media yang digunakan, serta pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan komunikasi. Telah disusun dokumen model Komunikasi TPB/SDGs yang dijabarkan lebih operasional.


Pemutakhiran Dokumen. Dokumen RAD TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik baik dilakukan secara langsung maupun tidaklangsung pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan dengan jadwal pelaksanaan pemantauan.***
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[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: PIlar Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Kementerian PPN/Beppenas.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.
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Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023

Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur


[BPS] Badan Pusat Statistik. Laporan Survei Sosial Ekonomi Tahun 2016-2017 Jawa Tengah: Badan Pusat Statistik.

[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: PIlar Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Kementerian PPN/Beppenas.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipka Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023

Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan


[BPS] Badan Pusat Statistik. Laporan Survei Sosial Ekonomi Tahun 2016-2017 Jawa Tengah: Badan Pusat Statistik.

[BPJS] Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 2016-2018. Laporan Peserta Program Jaminan Ketenagakerjaan Wilayah Jateng dan DIY. BPJS Ketenagakerjaan. Retrieved from http://bpjs-ketenagakerjaan.go.id/bpjs/.
[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: PIlar Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Kementerian PPN/Beppenas.

Rencana Strategis Dinas Permberdayaan Masyarkat Desa dan Kependudukan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis Dinas Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
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Rencana Strategis Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018

Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan


[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: PIlar Pembangunan Lingkungan. Jakarta: Kementerian PPN/Beppenas.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023

Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab


[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: PIlar Pembangunan Lingkungan. Jakarta: Kementerian PPN/Beppenas.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.
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Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023

Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim


[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: PIlar Pembangunan Lingkungan. Jakarta: Kementerian PPN/Beppenas.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023

Tujuan 14. Ekosistem Lautan


[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: PIlar Pembangunan Lingkungan. Jakarta: Kementerian PPN/Beppenas.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 nTahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023
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Tujuan 15. Ekosistem Daratan


[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: Pilar Pembangunan Lingkungan. Jakarta: Kementerian PPN/Beppenas.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023

Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh


[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: PIlar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Jakarta: Kementerian PPN/Beppenas.

Rencana Strategis Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Pengendalian Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Badan Pemekrisa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Biro Organisasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembanguna, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarkat Desa dan Kependudukan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Komisi Informasi Penyiaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
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Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023

Tujuan 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan


[BPS] Badan Pusat Statistik. Laporan Survei Sosial Ekonomi Tahun 2016-2017 Jawa Tengah: Badan Pusat Statistik.

[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: PIlar Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Kementerian PPN/Beppenas.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023
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